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Tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2
1 Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau

memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KetentuanPidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat
1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum
suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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Kata Pengantar

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Swt. Tuhan
semesta alam. Penulis bersyukur kepada Allah Swt. yang senantiasa
mengaruniakan dan mencurahkan limpahan nikmatNya tiada terhitung
dan tiada terhingga. Shalawat dan salam sejahtera tercurahkan pada
cahaya kehidupan, baginda Nabi Muhammad Saw. penegak keadilan,
penyeru kebaikan, kedamaian dan toleransi.

Saya menulis buku ini saya dengan maksud untuk
memudahkan para mahasiswa, penelaah hukum Islam dan masyarakat
secara umum dalam mempelajari ilmu ushul figh agar dapat dijadikan
bahan kajian dalam memperkaya dan menambah khazanah wawasan
kelslaman. Pengetahuan dan penguasaan ilmu ushul figh sangat
penting guna menjawab dan memecahkan problem hukum Islam yang
mengemuka di tengah kehidupan masyarakat. Sebab ilmu ushul figh
memaparkan cara atau proses istinbath sehingga hukum Islam yang
dirumuskan dan difatwakan oleh seseorang yang menguasai ushul figh
tidak terkesan kaku dan keras, melainkan ia selalu menghadirkan
hukum Islam berkarakter fleksibel, elastis dan dinamis bagi manusia
sebagai subyek sekaligus obyek hukum Islam.

Bagi pengkaji hukum Islam di era kontemporer menjadi Syarat
mutlak untuk mempelajari dan mendalami metodologi istinbath
hukum Islam (ushul figh). Sebab, problem hukum Islam yang terjadi
dan dihadapi umat Islam sekarang berbeda dan bahkan sama sekali
tidak ada padanannya dengan hukum Islam menyangkut suatu kasus
yang telah dirumuskan ulama figh klasik. Sekalipun, ada titik
persamaannnya dengan kasus terdahulu, tetapi konteks sosial, budaya,
ekonomi, politik dan mashlahah yang mengitarinya tentu tidak sama
karena ia selalu berkembang searah kemajuan sivilisasi manusia.
Untuk itu, ushul figh sebagai sebuah metodologi istinbath hukum
Islam mampu menjawab dan memecahkan persoalan hukum Islam
yang menjamur di tengah kehidupan masyarakat kontemporer. Karena
la mengajarkan tentang manhaj al-fikr/metode berpikir mujtahid
terdahulu sehingga manhaj al-fikr yang telah dirumuskan mereka
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dapat diimplementasikan dalam menjawab dan merespons hukum
Islam masa kini. Belajar ushul figh adalah belajar bagaimana cara atau
proses pembuatan hukum Islam/figh.

Kepada guru-guru, baik mulai pengajar huruf hijaiyah, dosen-
dosen IAI Ibrahimy, Masyayikh Ma’had Aly Sukorejo dan dosen
pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, saya mengucapkan banyak
terima kasih. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada
teman-teman yang telah menyemangati saya untuk terus berkreasi
dalam menulis gagasan, ide dan pemikiran, teman-teman alumni
Ma’had Aly Sukorejo, dosen IAIN Madura dan teman kuliah
pascasarjana S3 UIN Sunan Ampel Surabaya yang gemar berdiskusi
dalam suasana santai berilmiah, canda tawa menjadi penyejuk suasana
yang penuh keakraban.

Kepada sanak famili dan keluarga, saya menuturkan terima
kasih sebanyak-banyaknya yang telah menemani dan menstimulasi
untuk terus berkarya demi menyebarkan ilmu yang berguna bagi
agama, negara dan bangsa.

Sumenep, 19 November 2020

Ainol Yagin
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BAB |
SEJARAH USHUL FIQH

A. Sejarah dan Perkembangan Ushul Figh

Syariat Islam yang sampai kepada kita melalui perantaraan
Rasul terakhir, Muhammad Saw., bersumber dari al-Qur’an.
Kemudian beliau menjelaskan kandungan isi al-Qur’an dengan
sunahnya, baik berbentuk ucapan maupun perbuatan yang masing-
masing saling menguatkan. Maka al-Qur’an dan as-Sunnah menjadi
dasar dalam agama Islam bagi perumusan hukum-hukum Islam dan
menjadi rujukan utama bagi para mujtahid dalam melakukan istinbath
al-ahkadm (penetapan hukum Islam). Dalam pandangan para mujtahid
ketika menilai hukum Islam yang disyariatkan oleh Allah itu diberi
‘illat (alasan) dengan beberapa karakter (sifat) yang kembali pada
kemaslahatan umat, maka timbullah dasar ketiga yang merupakan
cabang dari al-Qur’an dan as-sunnah, yaitu qiyas. Dan ketika Sydri’
menetapkan suatu ‘illat pada suatu hukum, baik ‘illat itu secara
eksplisit atau pun secara implisit yang dapat diketahui melalui ijtihad,
maka mereka akan menyamakan masalah yang secara tekstual tidak
termaktub status hukumnya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dengan
masalah yang status hukumnya sudah termaktub dalam al-Qur’an dan
as-Sunnah karena mereka menganggap ‘illat itu sebagai manath al-
hukm (tempat sandaran hukum). Demikian halnya, mereka memiliki
pandangan bahwa para mujtahid itu terpelihara (ma’shim) dari
kesalahan, apabila mereka bersepakat terhadap suatu hukum yang
telah dirumuskan dari al-Qur’an, as-Sunnah atau qiyas, maka
muncullah dasar ke empat, yaitu ijmd’. Jadi, dalil-dalil hukum Islam
ada empat, yaitu al-Qur’an, as-sunnah, ijmd’ dan qiyas. Dalam
realisasinya dalil-dalil tersebut harus tetap merujuk kepada kedua
sumber utama, yaitu al-Quran dan as-Sunnah.*

Muhammad al-Khudhari Bek, Ushiil Figh (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,
1969), h. 5.
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Pada dasarnya ushul figh itu muncul berbarengan dengan figh,
sekalipun figh lebih dahulu pembukuannya, karena hukum Islam, figh
dihasilkan dari metode istinbath/ushul figh.? Berikut ini penjabaran
sejarah dan perkembangan ushul figh yang dibagi dalam beberapa
periode.

a. Periode Sahabat

Ketika Rasulullah Saw., masih hidup semua problematika
hukum Islam yang timbul dan terjadi di masyarakat diserahkan kepada
beliau. Rasulullah satu-satunya penetap hukum Islam waktu itu.
Walaupun terdapat satu atau dua kasus hukum yang terjadi kemudian
dipecahkan oleh para sahabat melalui ijtihad, akan tetapi muara
penilaian ijtihad tersebut dari segi benar atau tidaknya diserahkan atau
dikembalikan kepada Rasulullah. Pada periode berikutnya, di masa
sahabat terjadi peristiwa-peristiwa baru yang belum dihadapi umat
Islam di masa Rasulullah. Mereka berijtihad dalam mencari dan
memecahkan jawaban atas peristiwa-peristiwa tersebut dengan
mengacu al-Qur’an, as-sunnah dan ijtihad sahabat. Hukum-hukum
yang sudah dirumuskan pada dua masa itu masih belum
dikodifikasikan dan belum ditetapkan hukum-hukum kasus yang
masih belum terjadi. Para sahabat hanya berijtihad dalam menemukan
jawaban terhadap kasus-kasus riil yang terjadi di masyarakat.®
Sekalipun belum ada ushul figh dalam bentuk sebuah pembukuan
pada waktu itu, namun upaya-upaya mereka dalam berijtihad
merupakan aktivitas nyata ber-ushul figh.

Para pembesar sahabat tidak menemukan kesulitan dalam
berijtihad karena al-Qur’an turun dengan menggunakan bahasa arab
dan dijelaskan oleh Nabi Saw., dengan menggunakan bahasa Arab
pula. Para pembesar sahabat sangat menguasai dan piawai tentang
bahasa tersebut baik segi kandungan kalimatnya juga uslib/susunan
gaya bahasanya. Di samping itu, para sahabat sangat mengetahui
tentang asbab an-nuzdl dan asbab al-wurdd karena kedekatan mereka
dengan Rasul Saw., mengetahui magashid asy-syari’ah, prinsip-

2Ab( Zahrah, Ushl al-Figh (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1972), h. 11.
% Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushiil al-Figh (Beirut: Dar al-limu, 1978), h. 15.
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prinsip tasyri’* serta jernihnya pikiran, beningnya hati mereka

sehingga para sahabat tidak butuh pada suatu metode-metode dan
kaidah bahasa dalam istinbath hukum dari sumbernya. Jika ada
permasalahan baru yang belum terdapat hukumnya, para sahabat
mencari dalam al-Quran, jika masih tidak ditemukan hukumnya
mereka melacak dalam sunnah Rasul saw,. dan jika masih belum
dijumpai hukumnya mereka melakukan ijtihad dengan berusaha extra
untuk mengetahui hukum permasalahan baru dengan cara
menyamakan permasalaan baru dengan yang lama yang sudah ada
hukumnya dengan pertimbangan suatu kemaslahatan.’

Statement ijtihad sahabat tersebut, sangat jelas diungkapkan
oleh sahabat Mua’dz bin Jabal, ketika Rasulullah Saw., hendak
mendelegasikannya menuju negeri Yaman. Sebagaimana dijelaskan
dalam sebuah hadits riwayat at-Tirmidzi, an-Nas&'i dan Ab( Daud
bahwa Rasulullah Saw., bersabda:

5] ol G5 J6 ad ) s Eag O st & glog e D Lo i Gt

I Jsts e 36 D o 3 32 108 J6 D o sl 06 s o e
Dy o Vs olos el o gz g 81 0p J6 os B Lo
G 0 o 2k 005 g3 alg e o i B2 o T gt O
D d25 ozt W A Jy2s 0t

Sesungguhnya Rasulullah Saw., ketika hendak mengutus
Mu’adz ke negeri Yaman, beliau berkata: bila kamu
menghadapi suatu problema hukum dengan apa kamu akan
memberi keputusan? Mua’dz menjawab: dengan al-Quran,

Rasul lanjut bertanya: jika kamu tidak mendapati dalam al-
Qur’an, Mu’adz menjawab: maka dengan sunnah Rasulullah

Saw., Rasullullah terus bertanya: jika kamu tidak menemukan

dalam al-Qur’an dan as-sunnah, Mu’adz menjawab: maka aku
akan berijtihad. Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu’adz

“ Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Tlmu Ushiil al-Figh, h. 16.
*Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 3.
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seraya berkata: Segala pugi bagi Allah Swt. yang memberi

taufiq pada delegasi Rasulullah dengan dengan apa yang

direlakannya. (HR. Ahmad, Abl Daud, at-Tirmidzi dan an-

Nasa'1)

Seirama dengan pernyataan Mud’dz di atas, ungkapan yang
diutarakan ‘Umar bin Khaththab kepada AbG Musa al-Asy’ari ketika
ia ditunjuk sebagai hakim kota ‘Iraq. Perkataan ‘Umar: Peradilan
(tempat memutuskan suatu perkara) merupakan suatu hal yang wajib
dan jejak langkah Rasulullah Saw., yang harus dipelihara. Pahamilah,
pahamilah! jika kamu menghadapi masalah baru yang belum ada
hukumnya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah maka amati dan ketahui
masalah tersebut kemudian giyaskan dengan permasalahan lama dan
berpeganglah pada yang lebih dekat dengan kebenaran. Metode inilah
yang musti diikuti dan bernilai kebaikan.’ Begitu pula ijtihad
Abdullah bin Mas’id ketika menetapkan ‘iddah wanita hamil. Dia
menetapkan bahwa batas iddahnya berakhir ketika ia melahirkan.
Beliau menguatkan pendapatnya pada surat at-Thalag ayat 4.
Menurutnya, ayat ini turun sesudah turunnya ayat tentang ‘iddah yang
ada pada surat al-Bagarah ayat 228. Ini bagian dari nalar ushul figh,
bahwa ayat yang datang kemudian dapat menasakh atau mentakhshis
yang datang terdahulu.”’

Para sahabat ketika menemukan peristiwa baru yang belum ada
ketentuan hukumnya secara sharih dalam al-Quran maupun as-Sunnah
maka mereka segera melakukan ijtihad dengan mengacu kandungan-
kandungan kedua sumber tersebut, prinsip-prinsip tasyri’ dan
magéashid asy-syari’ah. Sering kali merecka melakukannya secara
kolektif dengan mengumpulkan para pembesar sahabat kemudian
bermusyawarah guna memecahkan dan menemukan jawaban atas
masalah hukum yang terjadi.® Bila mereka sepakat atas suatu
ketetapan hukum maka hukum itulah yang diterapkan. Ini yang
disebut dengan ijtihdd jamda’t (ijtihad kolektif) dan produk hukum

®Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 3.
"Ab{i Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 11.
¥ Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Tlmu Ushiil al-Figh, h. 50.
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yang dihasilkan di kesepakatan itu melalui musyawarah ini kemudian
dikenal dengan istilah Ijmd’ ash-shahé@bi (konsensus sahabat). Akan
tetapi, terkadang sebagian sahabat berijtihad sendiri-sendiri terutama
ketika berada di tempat yang jauh dari tokoh-tokoh sahabat lainnya.
Pola ijtihad semacam ini kemudian dikenal dengan istilah ijtihad ash-
shahébi (ijtihad sahabat) atau fatwad ash-shahabah (fatwa sahabat)
atau qaul ash-shahabi (pendapat sahabat).
b. Periode Tabi’in

Setelah periode sahabat berlalu maka beranjak pada periode
berikutnya, yakni periode tabi’in. Pada masa ini, wilayah-wilayah
Islam semakin luas, di mana orang-orang non-arab banyak memeluk
agama Islam. Benturan dan pertemuan antara budaya, adat istiadat,
bahasa non-arab dengan arab tidak bisa dihindari sehingga umat Islam
menjumpai kasus-kasus hukum baru, yang sebagiannya belum dikenal
sama sekali pada masa Rasulullah dan masa sahabat. Hal itu menuntut
pada tabi’in untuk menjawab dan merumuskan hukum kasus-kasus
hukum agar umat Islam tidak bingung dalam mengamalkan ajaran
Islam. sumber-sumber hukum yang dijadikan sandaran dalam ijthad
mereka adalah al-Qur’an, as-sunnah dan ijtihad asy-shahabat. Di
antara para pakar fatwa generasi tabi’in ini adalah Sa’id ibn al-
Musayyab dan lainnya yang banyak melontarkan fatwa-fatwa di
Madinah. Sementara ‘Algamah ibn al-Qais dan Ibrahim an-Nakha’i
sering mengeluarkan fatwa-fatwanya di Irak. Dalam melakukan
ijtinad, bila mereka tidak menemukan ketentuan hukumnya dalam
ketiga sumber tersebut maka mereka Dberijtihad dengan
mempertimbangkan segi mashlahah atau menggunakan metode qiyas.
Mereka tidak terikat dengan suatu metode tertentu. karena itu,
sebagian ulama #dbi in ada yang memanfaatkan metode qgiyés, dengan
cara berusaha menemukan ‘illat hukum suatu nash dan kemudian
menerapkannya pada kasus-kasus yang tidak ada kejelasan hukumnya
dalam nash karena memiliki kesamaan ‘illat. Sementara sebagian
ulama tabi’in lainnya berijtihad dengan memperhatikan mashlahah.’

°Abii Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 11.
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Perbedaan pola pikir nampak semakin jelas dan beragam pada
masa sesudah ta’bi’in atau periode imam mujtahid. Misalnya, Abi
Hanifah lebih bersandar pada ar-ra’yu dalam metode istinbath ahkam
dan Malik lebih berpedoman pada as-sunnah dan ‘amal ahl madinah
ketika berijtihad. Sedang asy-Syafi’i menempuh pola moderat dengan
memadukan nalar akal dan nash dan Ahmad Ibn Hanbal nampak lebih
condong pada literal nash dalam corak ijtihadnya.

c. Periode Imam Mazhab

Ushul figh pada masa imam mazhab semakin berkembang
karena munculnya beberapa imam mazhab yang berijtihad dengan
pola yang independen terhadap sejumlah problematika yang dihadapi
dan terjadi di masyarakat. Imam mazhab yang tetap eksis pendapat-
pendapatnya diikuti oleh mayoritas umat Islam di dunia hingga
sekarang di antaranya adalah imam Aba Hanifah ibn Nu’man (80-150
H). la termasuk notabene mujtahid muthlag mustaqgil, seorang
mujtahid yang kapabel berijtihad dengan metode-meode yang
digagasnya sendiri. Corak berpikirnya cenderung kontekstual,
mengepankan nalar akal daripada berjibaku dengan verbal nash. Hal
ini diwarnai dan dipengaruhi di mana ia hidup. Imam Ab{ Hanifah
berdomisili dan hidup di negeri Irag, pusat peradaban dan kota
metropolitan waktu itu, serta di sana beliau tidak banyak menemukan
hadits-hadits Nabi Saw., yang diriwayatkan dari para ahli hadits yang
tsigah (terpercaya).

Metode-metode ijtihad yang ia pedomani adalah mengacu
pada al-Quran, as-Sunnah, fatwa shahabat yang disepakati (/jmd’ ash-
shahébah), dan memilih di antara pendapat para sahabat yang
berselisin dalam satu kasus. Semasih ia menemukan jawaban hukum
dari sumber-sumber tersebut, imam AbU Hanifah tidak akan mencari
sumber hukum lainnya. Selain itu, imam Ab( Hanifah mengacu pada
pendapat para tabi’in sebagai dasar dalam berijtihad. Dalam
pandangan Ab( Hanifah, posisinya itu selevel dengan para tabi’in
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dalam hal berijtihad. Imam Ab{ Hanifah kerap menggunakan metode
giyas dan istihsan dengan jelas dalam berijtihad.™

Sedangkan Imam Malik (93-179 H) berdomisili di Madinah
dengan budaya masyarakat yang masih kental mempraktekkan ajaran
sunnah-sunnah Nabi yang mentradisi secara turun temurun. Sehingga
ia dalam berijtihad lebih merujuk pada nash al-Qur’an dan sunnah-
sunnah Nabi secara literal.'*. Hal ini mewarnai terhadap corak ijtihad
yang ia pedomani. la berpegang pada tradisi yang berkembang dalam
masyarakat Madinah (‘amal ahl al-Madinah), ia sangat ketat dalam
memberi syarat-syarat penerimaan hadits. Hal ini tergambar dari
sikapnya yang menolak periwayatan hadis-hadis yang dinisbahkan
kepada Rasulullah yang dinilai bertentangan dengan makna ekplisit
dalam al-Qur’an atau prinsip-prinsip dasar dalam Islam. Misalnya, ia
menolak hadits-hadits yang menerangkan tentang keharusan
membasuh bejana sebanyak tujuh kali ketika dijilat anjing, adanya
khiyar majlis dalam suatu transaksi, dan hadits yang menjelaskan
pemberian sedekah atas nama orang yang meninggal dunia.'? Bila
diperinci sumber-sumber hukum yang dipedomani imam Malik adalah
al-Qur’an, as-Sunnah, ‘amal ahl madinah, mashlahah mursalah, giyas,
Sadd adz-dzari’ah. Imam Malik mengarang kitab hadits yang sangat
populer dan masih bisa dimanfaatkan hingga sekarang yang diberi
nama dengan al-muwaththa. ">

Dengan demikian, pola ijtihad para mujtahid terbagi pada dua
macam, yaitu mazhab ahlu al-ra’yi dan mazhab ahlu al-hadits.
Madzab ahlu al-ra’yi tumbuh berkembang di Irak, yang menjadi
kiblat pemerintahan Islam dan peradaban di kala itu, yaitu, Bagdad.
Pendiri mazhab ini dipelopori oleh imam AbU Hanifah. Pola ijtihad
imam AbQ( Hanifah bercirikan rasionalistik, ra’yu/akal berperan besar
dalam menelorkan suatu hukum Islam. Hal ini, tidak dapat lepas dari

Ab( Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 12; Manna’ al-Qaththan, Tarikh at-Tasyri” al-1slami
(Kairo: Maktabah Wahbah, t.t), h. 332.

“Muhammad Alf al-Sayyis, Tarikh al-Figh al-Islamf (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 73,
Y Abii Zahrah, Ushil al-Figh, h. 12.

“Manna’ al-Qaththan, Tarikh at-Tasyri’ al-1slami, h. 352.
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seting sosio-kultural di mana beliau hidup bermasyarakat.** Dan pada
generasi belakangan dikenal dengan mazhab Hanafi. Di belahan
daerah lain bersamaan dengan itu, terdapat ulama' yang konsisten
melestarikan dan memegang erat sunnah Nabi yang membudaya di
daerah Madinah. Kelompok ini dikomandani imam Malik bin Anas.
Kemudian pada generasi berikutnya dikenal dengan mazhab Maliki.
Beliau pernah nyantri pada seorang ulama' Madinah yang berhaluan
ahlu al-ra’yi, bernama Rabi’ah ibnu Farrikh. Tetapi, beliau lebih
tertarik menimba ilmu hadist dari Rabi'ah, bukan pemikiran al-
ra’yunya. Mazhab Maliki menitikberatkan pada literal bunyi teks dan
mengutamakan sunnah daripada al-ra’yu, hingga akhirnya aliran ini
dikenal dengan mazhab alhu al-hadits.*

Rumusan metode ijtihad asy-Syafi’i (150-204 H) dituangkan
dalam karya monumetalnya, ar-Risélah (sepucuk surat) dan al-Umm
(ibu/induk). Secara khusus ar-Risélah menjabarkan ulasan thur(q al-
Istinbath al-Ahkam (metode istinbat hukum-hukum) secara logis dan
sistematis. Sedangkan al-Umm memaparkan perpaduan antara hasil

YKarakterikstik mazhab ahlu al-ra’yi adalah sebagai berikut: pertama, penggunaan
ra’yu/akal dalam menetapkan status hukum kasusistik tidak hanya terbatas pada
fenomena yang mengemuka pada masa itu. Bahkan mereka juga memprediksikan
hukum suatu masalah yang belum terjadi. Karena itu, metodologi mereka dikenal
sebagai figh iftiradhi atau figih pengandaian. kedua, sangat selektif dan ketat dalam
penerimaan suatu hadits dengan membuat persyaratan yang ketat. Dalam penetapan
suatu periwayatan hadits, mereka tidak memperbanyak periwayatan hadits dari Nabi,
dikhawatirkan terjerumus ke dalam hadits-hadits palsu. Hal tersebut menjadikan
mereka mengesampingkan periwayatan hadits dan sebaliknya, mereka lebih
mengedepankan nalar akal/ra'yu. Manna’ al-Qathth&n, Tarikh al-Tasyri’ al-1slamf ,
271.

BKarakteristik mazhab ahlu al-hadits adalah sebagai berikut; pertama,
pengistinbathan hukum suatu masalah hanya merujuk pada al-Quran dan hadits
Nabi. Mereka cenderung tidak menyukai penggunaan nalar ra’yu dan juga sangat
berhati-hati ketika mengeluarkan fatwa suatu permasalahan. Mereka pula
menegaskan bahwa hukum itu hanya bersandarkan pada fenomena yang terjadi saat
ini, seolah-olah menyindir ahlu al-ra’yi dengan figh iftiradhi-nya. kedua, nash-nash
hukum Islam, baik al-Quran maupun hadits dipahami secara literal-tekstual, serta
menganggap hukum sebagai ketentuan ilahi yang tidak dapat dirasionalisasi,
sehingga mereka menafikan Illat dan hubungan suatu hukum. as-Sya’bi
mengomentari mazhab ini sekaligus menolak gagasan rasionalisme Ibrahim al-
Nakha’i, ia menyatakan “sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat, ambil dan
jagalah. Sedangkan sesuatu yang keluar dari hasil nalar akal mereka, buanglah .
Ibid., 271.
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ijtihad asy-Syafi’i disertai dengan metodologinya, tapi kebanyakan
menyinggung masalah-masalah fighiyah. Berdasarkan keberhasilan
gemilang asy-Syafi’i dalam mensistematikakan ushul figh menjadi
sebuah disiplin ilmu maka beliau dinobatkan sebagai pelatak batu
pertama disiplin ilmu ushul figh. Kemudian secara beruntun diwarisi
olen para pengikutnya dengan mengadakan penyempurnaan-
penyempurnaan.

Pada pendahuluan kitab tersebut asy-Syafi’i menegaskan
bahwa di dalam kitab Allah Swt., terdapat dalil atas setiap peristiwa
(hukum) yang terjadi pada seseorang. Meskipun petunjuk dalil
tersebut bersifat global, tidak membahas satu persatu semua peristiwa.
Untuk memperkukuh pendirian tersebut ia menopang dengan
menampilkan beberapa ayat al-Qur’an. Dalalah (petunjuk) yang
dimaksud secara langsung dari wahyu atau melalui petunjuk lain yang
disandarkan pada wahyu.'®

Berkaitan dengan pembahasan pendahuluan ar-Risélah, asy-
Syafi’i mengulas tentang penjelasan (bayan) dengan berbagai jenis
dan bentuknya. Penjelasan terhadap suatu hukum terkadang berupa
petunjuk al-Qur’an secara tegas dan jelas, penjelasan al-Qur’an
kemudian diperinci as-Sunnah, penjelasan as-Sunnah terhadap
peristiwa yang tidak ditegaskan al-Qur’an dan penjelasan yang
diperoleh dari upaya ijtihad ulama' terhadap peristiwa yang tidak
dijelaskan dalam al-Qur’an dan as-sunnah.'” lebih lanjut, ia
menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh mengatakan tentang
status hukum (halal dan haram) suatu barang atau perbuatan kecuali
berdasarkan pengetahuan. Pengetahuan hanya dapat diperoleh dari
kitab, as-sunnah, ijma’ atau qiyas®®

Asy-Syafi’i membangun metode ijtihadnya secara independen,
sebagai berikut: asal adalah al-Qur’an dan as-Sunnah, apabila tidak
terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, maka ia menganalogikan
pada keduanya. Apabila Hadist telah muttashil dan sanadnya shahih,

®Muhammad bin Idris asy-Syafi', ar-Risalah, (Beirut : Dar al-Fikr, 1309 H), h. 20.
Y Asy-Syafif, ar-Risalah, h. 21-22.
8 Asy-Syafit, ar-Risalah, h. 39.
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maka ia telah berkualitas (muntaha). Kehujjahan ijma’ lebih
mengungguli daripada hadist mufrod. Makna hadist yang diutamakan
adalah makna dhahir. Apabila terdapat hadist yang berbeda, maka
sanad hadist yang lebih baik yang diutamakan. ia meninggalkan
hadits mungathi' kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab.
Pokok (al-ashl) tidak boleh dianalogikan pada pokok, bagi pokok
tidak boleh dipertanyakan mengapa dan bagaimana (lima wa kayfa)
dan pertayaan ini hanya ditanyakan kepada cabang (far'u). Searus
dengan  pemikiran  tersebut, asy-Syafi’i memetakan ilmu
(pengetahuan) dengan bertingkat-tingkat; ilmu itu bertingkat-tingkat;
tingkat pertama adalah al-Qur’an dan sunnah. Tingkat kedua adalah
ijma’ terhadap sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah. Tingkat Ketiga adalah gaul sebagian sahabat yang tidak ada
yang menyangkalnya. Tingkat keempat adalah pendapat sahabat yang
diperselisihkan, tidak ada kata kepakat, dan yang kelima adalah al-
giyas kepada salah satu dalil-dalil di atas. Selama keterangan suatu
perkara terdapat dalam al-Kitab dan as-Sunnah, tidak diperlukan
bersandar pada dalil lain, sebab ilmu itu diambil dari sumber yang
paling tinggi.**

Asy-Syafi’l  berupaya memadukan keduanya, dengan
mengambil metodologi mazhab ahlu al-ra’yi yang dipandangnya baik
dan menanggalkan yang kurang baik. Begitu pula, beliau memetik
metodologi mazhab alhu al-hadits yang dianggap baik dan
meninggalkan yang kurang baik.? Hal itu terjadi karena beliau pernah

Y Asy-Syafi’i, al-Umm, JId VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 280.

2 oIl Jaf i W3 Le Jiis (o 2eaf J8

Uiy 7 b 28l s Sia Wi gilay

Ahmad bin Hanbal berkata: Dahulu kita menjelek-jelekkan ahlu al-ra’yi, begitu pula

sebaliknya. Sampai datanglah asy-Sydfi i, beliau menggAbiingkan keduanya. Lebih

lanjut ia menyatakan:

Y als cdaaW) amy Vg 8 Y il N Glaual ale 5 (a5 6l )l mamaa o Cuaall Claual aled
YJ\)MK}I\C_\M}M\ﬁJﬂL}:L;\Q

Para ahli hadits akhirnya tahu bahwa ra’yu yang benar itu cabang dari asal (al-

Qur’an dan hadits), dan ahlu al-ra’yi tahu bahwa tidak ada cabang jika tidak ada

asal. Maka tidak ada alasan untuk tidak mendahulukan sunnah dan atsar yang

shahih. Q&dlIi Iyadl bin Masa, Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik (Bairut: Dar

al-Kutub al-‘Tlmiah, 2001), h. 91.
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nyantri pada imam Malik dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani serta
fugaha' Irak lainnya, penganut dan penyebar mazhab Hanafi.%
Dilatarbelakangi  safari  intelektualnya, asy-Syafi’i  berusaha
mengkombinasikan manhaj ahlu al-ra’yi dan manhaj ahlu al-hadits
untuk membangun mazhab yang beliau gagas sendiri. la tidak terlalu
ektrem tertunduk pada tuntutan nash dan tidak pula berlebihan
bertumpu pada ra’yu. Namun, ia berupaya mempertemukan seruan
nash dengan realitas sosial melalui memaksimalkan kritis nalar
ijtihadnya. Maka pertentangan antara mazhab ahlu al-ra'yi dan
mazhab ahlu al-hadits sebenarnya berakhir saat asy-Syafi’i
menggAblngkan dua metodologi dalam mengistinbathkan hukum
Islam.

Pada masa ini sekitar abad ke-2 H, ushul figh sudah mulai
muncul dan berkembang sebagai sebuah disiplin ilmu dikarenakan
pada abad ke-1 H, ushul figh belum dibutuhkan. Di mana pada masa
Rasulullah Saw, beliaulah pemberi fatwa pada para sahabat dan
memutuskan suatu perkara berdasarkan wahyu yang turun kepadanya,
yaitu al-Quran, juga berdasarkan ilham dari Allah Swt. yang
diejawantahkan dalam bentuk ucapan, tindakan atau ketetapan Nabi
saw. Disamping itu, berdasarkan ijtihad Nabi Saw., sendiri tanpa
butuh pada dasar-dasar dan kaidah-kaidah ijtihad dan istinbath.
Demikian halnya dengan para sahabat, mereka memberi fatwa dan
memutuskan suatu perkara berdasar nash-nash yang dipahaminya
melalui penguasaan dan kepiawaiannya dalam ilmu bahasa arab tanpa
membutuhkan kaidah-kaidahbahasa yang membawanya untuk

2 Asy-Syafi’] kecil sebelum berguru pada imam Malik, ia terlebih dahulu meminjam
kitab al-Muwatthd™ pada seseorang di Makkah, kemudian ia membaca dan
menghafalnya. Baru setelah itu, ia belajar di bawah asuhan sang Imam sampai
gurunya itu meninggal. Sementara ilmu figh dari mazhab ahlu al-ra’yi ia peroleh
dari Muhammad bin Hasan al-Syaibani. la menimba ilmu padanya dengan cara
menelaah kitab-kitab karyanya, kemudian berdiskusi bersama teman sejawat dan
sang guru. Sehingga pada diri beliau terkumpul dua aliran mazhab sekaligus.
Muhammad Abd al-Zahrah, asy-Sydfi 7 (Bairut: Dar al-Fikr al-°Arabi, 1978), h. 19-
25. Lihat juga, ‘Abdulah bin Ytsuf al-Juwaini, Nihdyah al-Mathlab fi Dirdyah al-
Mazhab, Juz | (Jeddah: Dér al-Minhgj, 2007), h. 101; Abdurrahmén bin Abi Hatim
al-Razi, Adab al-Sydfi 7 wa Mandqibuhu (Bairut: Dar al-Kutub al-Tlmiah, 2003), h.
22
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memahami nash-nash. Mereka juga mengistinbathkan hukum
permasalahan yang belum ada nashnya berdasarkan pengetahuannya
tentang ashbéb an-nuzdl, ashab al-wurld, pemahaman mereka
terhadap magashid asy-syari’ah dan prinsip-prinsip dasar syara’.??

Akan tetapi, setelah wilayah-wilayah Islam semakin luas dan
bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang non Arab,
mereka berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lainnya sehingga
sejumlah kosa kata dan susunan dalam non-arab bercampurbaur
dengan bahasa arab. Begitu pula, terdapat sejumlah kekAbiran-
kekAbdran dalam memahami nash-nash syara’ sehingga mendesak
untuk dibuat standarisasi, kaidah-kaidah bahasa yang bisa
mengantarkan dalam memahami nash-nash syara’ sebagaimana orang
arab asli. Disamping itu, faktor yang mendorong pengodifikasian
ushul figh adalah, merebaknya perdebatan antar ahli hadits dan ahli
al-ra’yu. Sebagian mereka terhanyut dalam ego pribadi atau
kelompoknya sehingga berani bersikokoh dengan hujjah yang tidak
layak dijadikan dalil dan mengingkari terhadap sesuatu yang
sepatutnya dijadikan hujjah. Kesemuanya ini mendorong untuk
dirumuskannya mengenai bahasan-bahasan dalil-dalil syara’, syarat-
syarat berdalil, cara-cara berdalil. Dari himpunan bahasan-bahasan
beristidlal, kaidah-kaidah kebahasaan maka terbentuklah ilmu ushul
figh.?

DEFINISI, OBYEK DAN MANFAAT BELAJAR USHUL FIQH
DAN FIQH
A. Definisi Ushul Figh
Ushul figh tersusun dari dua kata, yang keduanya memiliki
pengertian tersendiri baik secara etimologi dan terminologi, yaitu
al f:::-i) dan figh (‘}3@3\). Kata ushil merupakan bentuk jamak
dari ashl (o

»(Jal), secara etimologi ushdl berarti dasar sesuatu, baik

22« Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Iimu Ushiil al-Figh, h. 16.
#3< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Iimu Ushiil al-Figh, h. 17.
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bersifat indrawi maupun abstrak. Secara terminologi, kata ushdl bisa
diberi pengertian pada salah satu dari kelima arti berikut ini, yaitu:**
1. Al-Dalil (*wa), arti ini yang sering digunakan para ulama figh,

%

seperti ungkapan mereka: 1330 3 (J&5 458 Sal L3a o L)
S “Ashl dari wajibnya shalat adalah firman Allah “dan

tegakkanlah shalat”. Maksudnya dalil kewajiban shalat adalah
ayat al-Qur’an. Ashl masalah ini adalah al-Qur’an dan as-
Sunnah. Dalam arti, dalil masalah ini adalah al-Qur’an dan as-

Sunnah. Jadi ushul figh berarti dalil-dalil figh (< 4.
2. Kaidah universal (=0 ta.4), seperti sabda Nabi saw:
Sl e el
Islam itu dibangun atas lima pokok
3. Al-Rujhan (b=24)) berarti sesuatu yang paling kuat/unggul,
seperti perkataan para ulama:
dd) S0 g oY)

*Al-Bannant, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz | (Beirut: Dar al-Fikr,
t.t), h. 31. Lihat juga, Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sathi’, Juz I (Kairo:
Maktabah al-Iman, 2000), h. 45; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-
Futdht, Syarh al-Kaukab al-Munir, JId I (Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 1993), h.
38; Muhammad Ibn Nidhdmuddin Muhammad al-Sahéalawi al-Anshari, Fawétih al-
Rahamdt Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz | (Beirut: Dér al-Kutub al-l1imiyah, 2002),
h. 9; Shiddig Ibn Hasan al-Qann(ji al-Bukhari, Tahshil al-Ma 'miil min ‘limi al-
Ushdl (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 273;’ Abdurrahim Ibn al-Hasan al-
Asnawi, Nihayah al-Sal Fi Syarhi Minhdj al-Ushdl, Juz I (Kairo: ‘Alam al-Kutub,
t.th), h. 7; Muhammad Ibn ‘Ali al-Syaukani, Irsydd al-Fuhiil ild Tahqiq al-Haq min
‘Nlmi al-UshQl, Juz | (Riyadh: Dar al-Fadhflah, 2000), h. 57; Muhammad Ibn al-
Hasan al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I (Mesir: Muhammad ‘Ali Shabih,
t.t.), h. 14; Muhammad Ibn Bahadir al-Zarkasyl, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-
Figh, Juz I, Cet. 2 (Kairo: Dar al-Shafwah, 1992), h. 16; ‘Ali Ibn Sulaiman al-
Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Jid 1 (Riyadh:
Maktabah al-Rusy, 2000 ), h. 152; Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman,
Taisir al-Wushdl il& Minhj al-Ushal min al-Ma il wa al-Manql, Juz | (Kairo: al-
Farlq al-Haditsah, 2002), h. 279; Muhammad Ibn Y Osuf al-Jazari, Mi rdj al-Minh@j,
Juz I, (Kairo: Mathba’ah al-Husain al-Islamiyah, 1993), h. 35.
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Ashl dalam suatu perkataan adalah arti hakikat. Madsudnya,
yang terkuat dan segera dipahami oleh yang mendengarkan
suatu perkataan adalah arti hakikat.

4. Bentuk yang digiyasi (& s.cac §320), seperti perkataan ulama

ushul figh:
Khamr adalah ashl bagi perasan anggur
5. Al-Mustashhab (os:22.4), memiliki pengertian menetapkan

atau meniadakan hukum pada suatu perkara di waktu sekarang
atau akan datang, berdasarkan tetap atau tiadanya hukum
perkara tersebut di waktu lampau, selama tidak ada dalil yang
mengubahnya. Misalnya, seseorang setelah berwudhu™ didera
keraguan mengenai status wudhu'nya apakah masih suci atau
sudah batal. Namun, ia menyakini belum melakukan perbuatan
yang membatalkan wudhu’. Berpedoman pada keyakinannya
ini, maka wudhu’nya tetap dihukumi tidak batal.

Makna ushul yang lumrah digunakan dalam ilmu ushul figh
lebih mengarah pada makna yang pertama, yaitu dalil. Jadi ushul figh
mengandung arti “dalil-dalil figh (42 5)”, seperti al-Qur’an, as-
Sunnah, ijmd’, giyas dan sebagainya.

Suku kata kedua yang membentuk istilah ushul figh adalah
kata figh. Figh, secara etimologi berarti pemahaman (::4%). Pengertian
semacam ini termaktub dalam surah H{d ayat 91:

I Grguabiv sk g

“Mereka mengatakan, Hai Syu’aib kami sering tidak

memahami apa yang kamu katakan”

Sementara figh secara terminologi terdapat berbagai
pengertian, yaitu:

Ab( Hanifah mendefinisikannya sebagai berikut:

Gl L, ol a b
J s
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Figh adalah pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang
bermanfaat dan mudharat.?®

Definisi ini bersifat umum bisa meliputi hukum i tigadiyah
seperti iman dan semacamnya, hukum khulugiyah/tasawwuf seperti
zuhud, ridha, khusyi’, sabar, berani, gand’ah dan sebagainya, serta
hukum ‘amaliyah seperti shalat, puasa, zakat, jual-beli, gadai dan lain-
lain. Sebab itulah, kalangan ulama Hanafiyah membenahi definisi figh
yang telah digagas imam mazhabnya dengan mencantumkan kata
‘“’amaliyah” ketika mendefinisikan figh untuk mengerucutkan
pengertian figh dalam ranah hukum-hukum ‘amaliyah.”®

Jumhur ulama ushul figh merumuskan definisi figh adalah

IImu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat
amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Atau
himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang
diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.?’

Imam al-Juwaini mendefinisikan figh dengan:

Syl e b 3 el 188 L

Mengetahui hukum-hukum syara’ dengan cara atau jalan
ijtihad.?

25AI—SyaukénT, Irsydd al-Fuhiil ild Tahqiq al-Haq min ‘Iimi al-UshQl, Juz 1, h. 58;
al-Zarkasyft, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz I, h. 22.

*Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 29.

”’Al-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 42. Lihat juga,
Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 1, h. 57; Muhammad Ibn
Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-FutQhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid. I, h. 41;
Hasan 1bn Muhammad Ibn Mahmdd al-‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-
Jawami’, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiah, t.t), h. 57; Muhammad Ibn al-Hasan
al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz 1, h. 19; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-
Shalih al-Ndfi’ (t.tp: Maktabah lbn Taimiyah, 1998), h. 11; Abdul al-wahhéab Ibn
‘Ali Ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki, Raf"u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz |
(t.tp: ‘Alam al-Kutub, t.th), h. 94, Muhammad Ibn Ydasuf al-Jazari, Mi’rdj al-
Minhj, Juz I, h. 39; Muhammad al-Amin Ibn Muhammad al-Mukhtér al-Syingitht,
Natsru al-Wuriid ‘ald Mardqi al-Suid, Juz | (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), h. 36;
’Abdurrahim Ibn al-Hasan al-Asnawi, Nihdyah al-Sal Fi Syarhi Minh4j al-Ushdl,
Juz I, h. 22.

%8 Al-Juwaini, al-Waraqdt (Beirut, Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, tt), h. 82.
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Adapun definisi ushul figh sebagai sebuah disiplin ilmu, ulama
ushul figh klasik terkelompokkan pada dua varian, yaitu ulama
Syafi’iyah dan jumhur ulama.

Ulama ushul figh dari kalangan syafi’iyah mendefinisikan
ushul figh sebagai berikut ini:

s )l Jl Ty ke sty B85 VR g BYs Ba

Mengetahui  dalil-dalil figh secara global dan cara
menggunakannya serta keadaan orang yang menggunakannya
(syarat-syarat mujtahid).?

Seperti  al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’, qiyas, istihsan dan
sebagainya adalah hujjah atau dasar hukum. Dan pengetahuan tentang
cara peng-istinbathan (proses pembuatan) hukum syara’ (figh) melalui
dalil-dalilnya, seperti mengunggulkan sunnah mutawatir atas sunnah
masyhdr dan ahad, mengedepankan dalalah lafazh nash atas lafazh
dhahir dan sebagainya. Disamping itu, membicarakan persyaratan
orang yang menggunakannya, yaitu mujtahid dan mugallid. Seorang
mujtahid berperan merumuskan hukum syara’ melalui kajian pada
dalil-dalil, sedangkan mugallid hanya mengamalkan produk ijtihad
yang telah digulirkan oleh mujtahid.

Jumhur ulama ushul figh yang terdiri dari Hanafiyah,
Malikiyah dan Hanébilah memberi pengertian ushul figh dengan:

BSAl-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 31. Lihat juga,
Jalaluddin al-Suydtht, Syarh al-Kaukab al-Sdathi’, Juz 1, h. 45; al-Badakhsyi, Syarh
al-Badakhsyi, Juz I, h. 13; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-
Futlhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, JId I, h. 44; Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jéalis al-
Shélih al-Ndfi’, h. 10; Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-
Wushdl ild Minh&j al-Ushal min al-Ma 'qiil wa al-Manql, Juz I, h. 282; Hasan Ibn
Muhammad lbn MahmQd al-‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’,
Juz 1, h. 43; Abdulwahhéab Ibn ‘Ali Tbn ‘Abd al-Kafi al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz I, h. 97; Muhammad al-Amin Ibn Ahmad Zaidan,
Maraqi al-Su id ild Maraqi al-Suiid (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1993), h. 58;
Muhammad Ibn Yasuf al-Jazari, Mi rdj al-Minh@j, Juz I, h. 35; Muhammad al-Amin
Ibn Muhammad al-Mukhtér al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Su’id,
Juz I, h. 33; *Abdurrahim Ibn al-Hasan al-Asnawi, Nihayah al-Sl Fi Syarhi Minh§j
al-Ushdl, Juz 1, h. 5.
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Kaidah-kaidah yang bisa digunakan sebagai intrumen untuk

mengistinbathkan  hukum-hukum syara’ yang bersifat

‘amaliyah melalui dalil-dalil yang tafshiliyyah (terperinci).

Atau mengetahui kaidah-kaidah ini.*

Sementara pemikir Islam kontemporer juga beragam dalam
mendefinisikan ushul figh. Di antaranya Abdul al-Wahhab Khallaf
memberi pengertian ushul figh sebagai berikut:

el 2o el gt (KN st ) U 458 o) o3ty sl 2L
e

-

IImu  tentang  kaidah-kaidah  (aturan-aturan/ketentuan-
ketentuan) dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan
sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara’ mengenai
perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci.*
Muhammad Abd Zahrah merumuskan pengertian ushul figh
adalah
Sl Gl 5 el st a4 LIty a4t oaft asisatl 2L
IImu tentang kaidah-kaidah yang menggariskan  metode-
metode untuk memperoleh hukum-hukum syara’ yang bersifat
praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.*
Definisi ushul figh yang dirumuskan jumhur ulama di atas

menitikberatkan pada pengetahuan mengenai kaidah-kaidah (sesuatu
yang bisa dibuat patokan untuk mengetahui hukum-hukum parsial

% Abdulwahhab Ibn ‘Alf Ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki, Raf"u al-Héjib ‘an Mukhtashar
Ibn al-H&jib, Juz I, h. 97. Lihat juga, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn
‘Alfi al-Futlht, Syarh al-Kaukab al-Munir, J1d I, h. 44; Sulaiman Ibn ‘Abdugawi Ibn
‘Abdukarim al-Th0ff, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz | (Beirut: Mu assasah al-
Risélah, 1990), h. 120; Muhammad al-Amin Ibn Ahmad Zaidan, Maraqi al-Su ‘id
ila Maréqi al-Suid, h. 59; Shiddig Ibn Hasan al-Qanndji al-Bukhari, Tahshil al-
Ma 'miil min ‘Ilmi al-Ush(l, h. 273.

81 Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu Ushiil al-Figh, h. 12.

%2Abi Zahrah, Ushal al-Figh, h. 4.
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yang bernaung dibawah cakupannya), seperti al-Qur’an dan as-Sunnah
adalah dalil yang dapat dijadikan hujjah, sunnah mutawatir
didahulukan daripada sunnah ahad, makna yang diperoleh melalui
dalélah (penunjukan) lafazh nash dikedepankan daripada lafazh
dhahir, lafazh mutlag diarahkan pada lafazh mugayyad dan
sebagainya. Begitu pula, memperbincangkan tentang kaidah-kaidah
yang bisa digunakan sebagai instrumen bagi mujtahid untuk menguak
hukum-hukum melalui dalil-dalilnya. Selain itu, membahas kaidah-
kaidah kulliyyah/ijmaliyyah (kaidah umum) yaitu kaidah yang tidak
terfokus pada masalah tertentu dan tidak menunjukkan atas hukum
tertentu, seperti perintah itu menujukkan wajib, larangan itu
menunjukkan haram dan sebagainya.

B. Objek Kajian Ushul Figh dan Figh

Para ulama ushul figh bervariasi dalam menilai obyek kajian
ushul figh, yaitu:

Menurut al-Ghazali obyek kajian ushul figh secara garis besar
ada empat macam, yaitu: a) bahasan tentang hukum-hukum syara’,
seperti wajib, haram, makruh, mubah, halal, sah, batal, ghada’, ada
dan segala persoalan terkait. Ini disebut tsamrah (buah ijtihad). b)
bahasan tentang dalil-dalil hukum syara’, seperti al-Qur’an, as-Sunnah
dan ijma’ dan sebagainya. Ini dinamakan mutsmir (yang
berbuah/pohon). ¢) bahasan mengenai metode-metode dalalah
(penunjukan) dalil-dalil. Implikasi dalil-dalil atas makna ada empat,
yaitu dalédlah bi al-manzhim (penunjukan tersurat), dalélah bi al-
mafhim (penunjukan tersirat), dalalah bi al-dharGrat wa al-
igtidh&" (penunjukan dharurat), dan dalélah bi al-ma’na al-ma’qil
(penunjukan makna rasional), dan d) bahasan seputar mengenai ijtihad
dan mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya
(zhan). Ini disebut mustatsmir (yang berupaya membuahkan).

*Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, al-Mustashfd min “Ilmi al-Ush(l, Juz |,
(Damasykus: Mushthafa Muhammad, 1356), h. 8; al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki,
Lubab al-Mahshdl fi 1Imi al-Ushdl, Juz I, ( T.tp: Dér al-Buhats, 2001), h. 193.

18 | Itlmu Ushul Figh



Menurut al-Amidi obyek kajian ushul figh meliputi dalil-dalil
syara’ dengan segenap macam-macam dan tingkatan-tingkatannya
serta metode pengistibathan hukum syara” berdasar pada dalil-dalil itu
secara global.** al-Mardawi menyatakan Obyek ushul figh adalah
dalil-dalil figh, seperti al-Qur’an, as-sunnah, ijma’ dan sebagainya
beserta bahasan-bahasan yang terkait. Dalam pandangan al-Asnawi
obyek ushul figh adalah dalil-dalil figh dan bahasan-bahasan terkait,
seperti ‘am, khdsh, mutlag, mugayyad, amr, nahi dan semacamnya.®
Mirip  dengan  pandangan-pandangan  sebelumnya,  menurut
Abdurrahman obyek wushul figh adalah dalil-dalil dari segi
dalalah/implikasinya terhadap hukum syara’.*® Demikian pula,
Muhammad al-Amin dan asy-Syaukani menegaskan obyek ushul figh
adalah dalil-dalil syara’ dan hukum-hukum syara’ dari segi penetapan
dalil terhadap hukum dan penetapan hukum berdasarkan dalil.
Sebagian ulama berpendapat obyek ushul figh hanya tertentu pada
dalil-dalil syara’ saja.’ Menurut Ibnu an-Najjar obyek ushul figh
adalah mengetahui dalil-dalil syara’, tingkatan-tingkatan dan hal-hal
yang terkait dengannya.®

Dalam pandangan Muhammad al-Khudhari Bek obyek ushul
figh adalah dalil syara’ dari segi penetapannya terhadap hukum,
hukum syara’ dari segi dirumuskannya berdasar dalil dan orang
mukallaf.* Sedang menurut Musthafa obyek ushul figh adalah

< Ali Ibn Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz | (Riyadh: Dar al-
Shami’i, 2003), h. 21; ‘Ali Ibn Muhammad al-Amidi, Muntaha al-Sal fi llmi al-
Ushdl, (Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiyah, 2003), h. 8.

*¢Ali Ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbalf, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, Jid. I h. 142.

*Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-Wushdl ila Minhaj al-
Ushdl min al-Ma qiil wa al-Manq(l, Juz 1, h. 285.

¥"Muhammad al-Amin Ibn Ahmad Zaidan, Maragqf al-Su ‘id ild Mardgi al-Suid, h.
57. Lihat juga, Muhammad Ibn ‘Ali al-Syaukani, Irsydd al-Fuhiil il Tahqiq al-Haq
min ‘llmi al-Ushdl, Juz |, h. 68; Muhammad Ibn Bah&dir al-Zarkasyi, al-Bahru al-
Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz 1, h. 31; Muhammad al-Amin Ibn Muhammad al-
Mukhtér al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Su’id, Juz 1, h. 32.
3Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-FutQht, Syarh al-Kaukab al-
Munir, JId I, h. 36; Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizani, Md alimu Ushiil
al-Figh, (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1996), h. 23.

¥Muhammad al-Khudhar? Bek, Ushdll Figh, h. 16.
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pembahasan mengenai metode-metode istinbath hukum Islam.*
Sementara Abdul Wahhab Khallaf memaparkan obyek ushul figh
adalah dalil syara’ yang berbentuk universal dalam menetapkan
ketentuan-ketentuan yang universal.**Demikian halnya, Wahhab az-
Zuhaili menyatakan obyek kajian ushul figh ditekankan untuk
menelaah dalil-dalil umum (&5 8:37) dan hukum-hukum umum ( &3
K1), sebagaimana berikut ini:*?

1. Dalil-dalil syara’ yang bersifat umum (&5 &2 4597 untuk

menetapkan hukum-hukum umum (&0 :&37).

2. Hukum-hukum syara’ yang diperoleh dari dalil-dalil umum.

Seperti:
<3l Y
Amar menunjukkan kewajiban (hukum wajib)

Nahi menunjukkan keharaman
ol a4k B
‘Am mencakup pada seluruh satuan-satuannya
Sedangkan objek kajian figh adalah perbuatan orang mukallaf
(akil dan baligh) yang bersangkutpaut dengan hukum-hukum syara’,
atau tugas-tugas yang bersifat amaliyah yang bersentuhan dengan
dalil-dalil syara’. Jadi peran pencetus hukum Islam (al-fagih)
menelaah hukum-hukum syara’ yang berkaitan dengan perbuatan
orang mukallaf, seperti hukum shalat, puasa, zakat, haji, jual beli,
gadai, sewa, pesanan dan sebagainya.

C. Tujuan Mengkaji Ushul Figh dan Figh
Ushul figh merupakan seperangkat metodologi untuk
menelaah dalil-dalil hukum syara’ dengan tujuan merumuskan dalil-

“*Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh ‘ald Dhaui al-
Kitéb wa as-Sunnah, (T.tp: t.np, t.th), h. 11.

L Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu Ushiil al-Figh, h. 12.

*Wahbah az-Zuhailt, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 36.
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dalil umum (kulliyyat). Pada gilirannya, proses kajian tersebut
melahirkan hukum-hukum umum (kulliyyat). Oleh karenanya, al-
Amidi, asy- Syairazi, al-Ashfahani, Ibnu an-Najjar punya pandangan
bahwa tujuan mengkaji ushul figh untuk mengetahui hukum-hukum
syara’ dan mengamalkannya sebagai jalan meraih kebahagiaan di
dunia maupun akhirat kelak. * Menurut al-Mardawi tujuan belajar
ushul figh untuk mengetahui istinbath hukum Islam atau minimal bisa
mengetahui metode-metode istinbath hukum Islam yang digunakan
para mujtahid bila tidak mampu ber-istinbath dan berijtihad sendiri.
Pengetahuan bisa membawa dan memantapkan dalam pengamalan.**
Abdul Wahhab Khallaf menegaskan tujuan utama mengkaji ushul figh
adalah mengimplementasikan kaidah-kaidah dan konsep-konsep ushul
figh terhadap dalil-dalil syara’ yang terperinci (at-tafshiliyyah ) untuk
menetapkan hukum-hukum syara’. Kandungan nash-nash syara’
terhadap hukum bisa dipahami dengan baik melalui kaidah-kaidah dan
bahasan-bahasan ushul figh. Selain itu, istinbath hukum dengan qiyas,
istihsan, istishhab dan dalil-dalil lainnya bisa diketahui dan diterapkan
dalam merumuskan hukum suatu kasus yang tidak diterangkan status
hukumnya dalam nash. Disamping itu, bisa mengetahui cara-cara
melerai ketika terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang
lainnya dan dapat mengetahui dengan baik dasar-dasar, metode-
metode para mujtahid dalam mengistinbathkan hukum Islam sehingga
terhindar dari taglid.*> Demikian halnya, Musthafa menentukan tujuan
belajar ushul figh sebagai berikut, yaitu: a) mengetahui hukum Islam
berlandaskan pada kaidah-kaidah dan standarisasi yang dibangun para
ulama ushul, b) dapat memahami makna-makna dan dalalah/implikasi

“¢<All Ibn Muhammad al-Amidi, al-lhkam i Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 21. Lihat
juga, ‘Ali Ton Muhammad al-Amidf, Muntaha al-Sal fi 1Imi al-Ushdl, h. 8; Mahmad
Ibn ‘Abdurrahman Ibn Ahmad al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz I, (Jeddah: Dér al-Madani, 1986), h. 29; Muhammad
Ibn Mahmdd Ibn Ahmad al-Bébarti al-Hanafl, al-Ruddd wa al-Nugld Syarh
Mukhtashar 1bn Hajib, Juz I, (Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2005), h. 110;
Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-Futdhi, Syarh al-Kaukab al-
Munir, Jid 1, h. 46.

“<Ali Tbn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, Jid I, h. 185.

< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu Ushiil al-Figh, h. 14-15.
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lafadz, c) bisa memahami makna-makna yang terkandung suatu nash,
dan d) dapat mengetahui syarat-syarat, unsur-unsur, operasional giyas
dan sebagainnya.*

Muhammad al-Jaizani memperinci tujuan belajar ushul figh
sebagai berikut, yaitu a) mengetahui dasar-dasar, prinsip-prinsip
dalam mengistinbathkan hukum Islam secara benar, b) mempermudah
dalam berijtihad guna merumuskan ketetapan hukum terhadap kasus-
kasus baru, ¢) mengetahui standarisasi fatwa, syarat-syarat dan etika
mufti, d) mengetahui faktor-faktor terjadinya perselisihan pendapat, €)
terhindar dari fanatik mazhab dan taklid buta, f) menjaga akidah Islam
dari penyimpangan-penyimpangan dengan menjaga dasar-dasar ijtihad
yang benar, g) memelihara hukum Islam senantiasa terbuka dengan
sumber-sumber hukum baru dan membuka pintu ijtihad agar tidak
stagnan, h) mengetahui seni kaidah-kaidah dialog dan diskusi, i)
mengetahui nilai-nilai toleransi dan kemudahan hukum Islam.*’

Selain itu, tujuan mengkaji ushul figh yang diutarakan oleh
ulama ushul figh, sebagaimana diterangkan oleh wahbah az-Zuhaili
adalah®;

1. Mengetahui kaidah-kaidah ushul yang dibuat sumber-sumber
rujukan oleh para mujtahid, dan cara-cara yang dirumuskan
mereka dalam mencetuskan hukum syara’.

2. Mengetahui syarat-syarat yang mesti dimiliki para mujtahid,
tingkatan-tingkatannya sehingga mampu secara tepat
mengistinbathkan hukum Islam dari nash al-Qur’an, hadits
maupun dalil-dalil lainnya. Sedangkan bagi masyarakat awam,
dengan mempelajari ushul figh mereka mengetahui sumber-
sumber hukum dan cara-cara pengistinbathan-nya yang
dipedomani mereka. Hal ini dapat meneguhkan jiwa dan hati
mereka dalam mengamalkannya.

**Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sfs fi Ushil al-Figh ‘ald Dhaui al-
Kitab wa as-Sunnah, h. 11.

“"Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-Figh, (Riyadh:
Dér Ibn al-Jauzi, 1996), h. 23.

*Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 38.
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3. Memahami berbagai pola ijtihad yang dirumuskan para
mujtahid  sehingga pengkaji  hukum Islam  mampu
mengistinbathkan (proses perumusan) hukum melalui cara
tarjth  (menguatkan), takhrij (mengungkapkan) terhadap
pendapat-penpadat fugah& terdahulu ataupun menetapkan
hukum terhadap persoalan baru yang belum pernah dibahas
ulama terdahulu dan tidak ditemukan dasar ketentuan
hukumnya dalam nash al-Qur’an maupun hadits.

4. Mengetahui berbagai kaidah-kaidah ushul dan cara
penggunaannya yang disusun ulama ushul dari beragam aliran
mazhab, sehingga pengkaji hukum Islam bisa melakukan studi
komparatif dengan cara memilah dan memilih di antara
berbagai pendapat tersebut guna menentukan pendapat yang
terkuat dengan memperhatikan pijakan dalil  yang
dilandasinya.

5. Mengetahui sumber hukum Islam yang disepakati dan harus
dipedomani dalam proses penetapan hukum Islam serta
sumber hukum Islam yang diperselisinkan yang berfungsi
untuk menggulirkan hukum Islam sesuai kebutuhan dan
kemashlahatan masyarakat Islam.

Sedangkan tujuan belajar ilmu figh adalah menerapkan
hukum-hukum syariat terhadap perbuatan dan ucapan manusia. Jadi,
ilmu figh itu adalah rujukan seorang mufti dalam berfatwa dan acuan
seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syara’ yang berkenaan
dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya.

D. Aliran-Aliran dalam Ushul Figh

Dengan memperhatikan pola nalar berpikir ulama ushul figh
maka dapat dipetakan dalam tiga aliran, yaitu aliran mutakallimin,
aliran Hanafiyah dan aliran kombinasi. Setiap aliran memiliki pola,
mindset dan cara pikir yang berbeda dalam menyusun dan
membangun teori ushul figh yang digunakan dalam istinbath hukum
Islam.
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1. Aliran mutakallimin

Penamaan mutakallimin dilatari karena kebanyakan para pakar
di kelompok ini dari kalangan ulama kalam (pakar ilmu teologi),
seperti Muhammad al-Bashri (w. 463), al-Juwaini (w. 487),
Muhammad al-Ghazali (w. 505), Muhammad ar-Razi (w. 606), Abl
Hasan al-Amidi (w. 631), al-Baidhawi (w. 631) dan seterusnya. Aliran
ini juga disebut aliran Syafi’iyah karena Imam Syafi’i perintis pertama
yang menyusun dasar-dasar figh dengan menggunakan metode
semacam ini.** Pola nalar metode ini tergolong metode deduktif
karena menetapkan teori-teori atas dasar nalar logika dengan tanpa
memperhatikan apakah ia bersebrangan dengan hukum-hukum firu’
(figh) atau pun tidak.>®
Aliran ini membangun kaidah-kadiah dan teori-teori ushul figh secara
logis dan teoritis, tanpa menaruh perhatian pada masalah-masalah
furt’ yang diijtihadkan oleh para mujtahid mazhabnya. Teori-teori
yang mereka rumuskan berlandaskan pada nalar logika dan
argumentasiasi yang kuat, tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah
furu’ dari berbagai mazhab, sehingga teori tersebut adakalanya sesuai
dengan furii’ dan ada kalanya tidak. Setiap gagasan yang diterima
nalar logika dan didukung oleh dalil nagli, dapat dijadikan kaidah,
baik kaidah itu sesuai dengan furi’ mazhab maupun tidak, seirama
dengan kaidah yang telah ditentukan imam mazhab atau tidak. Karena
itu, perbedaan pandangan dalam kelompok ini terkadang terjadi. Ada
di antara ulama dalam aliran ini yang bersebrangan dengan Imam
Syafi’i dalam pokok-pokok ushul figih, meskipun ia mengikuti
cabang-cabangnya. Misalnya, Imam Syafi’i tidak menjadikan ijmd’
sukdti sebagai hujjah. Tetapi, al-Amid? (pakar ushul figh bermazhab
Syafi’i) menjadikan sebagai hujjah. Di antara ulama yang termasuk

“AbQ Zahrah, Ushil al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), h. 19.

%0<Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Imu Ushiil al-Figh, h. 18; Muhammad AbQ Zahrah,
Ushdl al-Figh, h. 18; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 8; Muhammad
Zakarya al-Bardisi, Ushdl Figh (Kairo: Dar ats-Tsaqgafah li tasyri wa at-tauzi’, t.t), h.
12.
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dalam kelompok adalah Ulama Mu 'tazilah, Malikiyah, dan
Syafi ‘iyyah.>
Dalam aliran ini pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikirannya
bersifat logis dan filosofis. Mereka memperbincangkan tentang asal
usul bahasa dan membahas setiap persoalan secara rasional. Seperti
pembahasan tentang kebaikan akal pikiran, keburukan suatu perbuatan
serta kesepakatan mereka bahwa semua hukum selain peribadatan
bersifat rasional. Mereka sepakat bahwa mensyukuri nikmat adalah
wajib, tetapi mereka bersilang pendapat mengenai kewajiban
mensyukuri nikmat itu berdasarkan pertimbangan akal atau
berdasarkan perintah syara’. Demikian juga mereka berselisih tentang
masalah-masalah rasional yang tidak berkaitan dengan perbuatan, dan
tidak menciptakan metode untuk menggali hukum, seperti perselisihan
mereka tentang diperkenankan atau tidaknya membebani orang yang
tidak ada. Mereka tidak melarang seseorang untuk membicarakan
permasalahan-permasalahan secara mendalam menyangkut disiplin
ilmu kalam yang merupakan pokok agama dan tidak ada hubungannya
dengan ilmu figh, di antaranya adalah masalah terpeliharanya para
nabi dan perbuatan dosa sebelum diangkat menjadi nabi. Mereka telah
membuat satu pasal yang khusus membahas masalah ini.*
Kitab-kitab ushul figh yang ditulis mengikuti pola ini sangat banyak,
tetapi ada tiga kitab klasik yang menjadi pedoman utama, yaitua:
a. al-Mu tamad karya Abl al-Husain Muhmmad ibn Ali al-Bashri
beraliran mu’tazilah yang wafat pada tahun 413 H.
b. al-Burhén karangan al-Juwaini dikenal dengan imam al-haramayn
bermazhab Syafi’1 yang wafat pada tahun 487 H.
c. al-Mustashfa buah pemikiran Abd Hamid Muhammad al-Ghazali
yang populer dengan sebutan hujjatul Islam bermazhab Syafi’i
wafat pada tahun 505 H.

*Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Imu Ushiil al-Figh, h. 18; Muhammad AbQ Zahrah,
Ushdl al-Figh, h. 18; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 8; Muhammad
Zakarya al-Bardisi, Ushdl Figh,h. 12.
2Ab0 Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 19.
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Kemudian ulama generasi selanjutnya meringkas ketiga kitab
tersebut dan membikin beberapa ringkasan. Kitab-kitab yang ringkas
itu membutuhkan penjelasan lebih deteil (syurdh), sehingga
mengakibatkan para ulama banyak yang mengarang Kitab-kitab
syurih (jama® syarah/penjelasan) tersebut. Fakhruddin ar-Razi (w.
606 H) berupaya meringkas dan memberikan komentar terhadap
ketiga kitab tersebut dalam kitabnya yang diberi nama al-Mahshdl dan
Ab( Husain Ali yang populer dengan sebutan al-Amidl (w. 631 H)
juga mensyarahi dalam karyanya al-lhkam fi Ushdl al-Ahkém.
Kemudian para ulama meringkas kedua kitab tersebut yang terkadang
sangat ringkas, sehingga menyerupai rumus Yyang kemudian
memerlukan penjelasan (syarah) yang lebih memperijelas.™

Kemudian kedua kitab tersebut diringkas oleh para ulama
dalam beberapa ihktisharat (kitab-kitab ringkasan). Tajjuddin
Muhammad bin al-Hasan al-Armawi (w. 656 H) berupaya meringkas
al-Mahshdl dalam sebuah kitab al-Hashil dan Mahmd bin Ab( Bakar
al-Armawi (w. 682 H) juga berupa meringkas al-Mahshal dalam
karyanya yang diberi nama at-Tahshil. Begitu pula, al-Qadht Abdullah
ibn Umar al-Baidhawi menulis kitab Minhaj al-Wushiil ila ‘Iimi Ushiil
yang merujuk dari kitab al-Hashil. Akan tetapi karena kitab ini sangat
ringkas dalam penjelasannya sehingga hampir menyerupai teka-teki
yang sukar dipahami dan dipecahkan maksudnya, maka Abdurrahim
ibn Hasan al-Asnawi (w. 772 H) mengarang syarah kitab dari kitab
ini, yang diberi nama Nihayah as-S0l. Sedangkan kitab al-lhkam
diringkas olen Ab0 Amr Utsmén ibn Amr yang populer dengan
sebutan Ibnu al-Hajib al- Maliki (w. 646 H) dalam karyanya Muntaha
as-Su’l wa al-"Amal fi ‘llmi al-Ushal wa al Jadal. Kemudian ia sendiri
meringkas kembali kitabnya yang diberi judul Mukhtashar al-
Muntah&. Syarah yang paling baik untuk kitab ini adalah syarah
‘Adhduddin Abdurrahman ibn Ahmad al-Ayji, tetapi lebih sedikit
syarah al-Asnawi terhadap kitab al-Minhaj.**

3Ab(i Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 20; Muhammad Zakarya al-Bardisi, Ushdl Figh, h.
13-15; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushal Figh, h. 8-10.
**Muhammad al-Khudhari Bek, Ushill Figh, h. 9-10.
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2. Aliran Hanafiyah

Aliran ini dibangun para ulama mazhab Hanafi. Mereka dalam
membuat teori ushul figh banyak diwarnai oleh ketentuan-ketentuan
furG dalam mazhab mereka. Dalam arti, mereka membuat kaidah-
kaidah dan teori ushul figh berdasarkan ketentuan yang sudah
dirumuskan imam mazhabnya dalam masalah furd. Bila suatu kaidah
atau teori yang mereka buat bersebrangan dengan furl mazhabnya
maka mereka mengubahnya sesuai dengan furd. Karena itu, aliran ini
berupaya menyusun kaidah yang sesuai dengan hukum-hukum furi’
yang berlaku dalam mazhabnya, sehingga tidak satu kaidah pun yang
tidak bisa diterapkan. Metode yang digunakan dalam aliran ini
bercorak induktif, yaitu menetapkan teori-teori umum yang didasarkan
pada hukum-hukum furi’. Pola penulisannya dalam aliran ini banyak
dipenuhi masalah-masalah furQ dikarenakan pada substansinya furd
tersebut yang mempengaruhi pembentukan kaidah atau teori ushul
figh.>

Walaupun aliran ini tampaknya statis serta sedikit manfaatnya
karena hanya diproyeksikan untuk mempertahankan mazhab tertentu,
akan tetapi secara umum metode tersebut memiliki pengaruh besar
terhadap pemikiran figh, pengaruh tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Karena metode tersebut merupakan istinbath bagi dasar-dasar
ijtihad, sekalipun ia dibuat dalam rangka untuk mempertahankan
mazhabnya, metode-metode itu sebuah bentuk pemikiran figh dan
kaidah-kaidah yang berdiri sendiri, sehingga dapat dijadikan
perbandingan antara kaidah-kaidah tersebut, dengan kaidah-kaidah
yang lain. Dengan mengadakan perbandingan, maka nalar logika
bisa memperoleh metode yang paling kokoh.

b. Karena metode tersebut suatu kajian yang diterapkan terhadap
masalah-masalah firii’, maka ia bukanlah merupakan pembahasan-
pembahasan semata, melainkan pembahasan yang universal dan
kaidah-kaidah umum yang dapat diterapkan pada masalah-masalah

Ab(i Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 21; Muhammad Zakarya al-Bardisi, Ushdl Figh, h.
15; Muhammad al-Khudhar? Bek, Ushdl Figh, h. 8; ‘Abdu al-Wahh&b Khallaf, ‘7lmu
Ushdl al-Figh, h. 18.
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furd’. Dengan mengkaji universalitas kaidah-kaidah tersebut, akan
memberikan daya pemikiran dan kekuatan tersendiri.

c. Mengkaji ushul figh dengan pola tersebut merupakan kajian figh
universal yang komparatif, bukan sebatas perbandingan antara fur(
melainkan antara teori-teori ushul figh. Sebab itu, seseorang tidak
hanya mengkaji masalah-masalah juz'iyat (parsial) yang tidak ada
standarisasinya, tetapi memperdalam masalah-masalah yang
bersifat universal untuk menggali hukum masalah-masalah juz iyat.

d. Kajian ini memberikan kaidah pada masalah-masalah juz'iyat,
seperti masalah-masalah pokok. Dengan kaidah ini akan diketahui
cara menetapkan hukum, merinci masalah-masalah furi’, serta
menetapkan status hukum terhadap masalah-masalah yang terjadi
pada saat itu dan belum pernah terjadi pada masa imam-imam
terdahulu, sekiranya hukum-hukum tersebut tidak akan melenceng
dari ketentuan mazhab mereka, karena hukum-hukum tersebut
merupakan pokok yang menetapkan hukum-hukum masalah furi .
Tidak ada keraguan, bahwa hal itu bisa membuat mazhab semakin
berkembang. Selain itu, para ulama tidak hanya terpaku pada
hukum-hukum yang diriwayatkan dari para imam mazhab saja,
tetapi mereka juga punya ruang dalam mengembangkan dan
menetapkan hukum-hukum tersebut terhadap masalah-masalah
yang terjadi dengan menggunakan metode dari para imam
mereka.*®

Kitab-kitab ushul figh terdahulu yang dikarang mengikuti pola
aliran ini adalah:

a. al-Ushdl karya Ab( al-Hasan al-Kurkht (w. 340 H).

b. Ushdl al-Figh yang dikarang Ab( Bakar ar-Razi yang masyhur
dengan panggilan al-Jashshéash (w. 370 H).

c. Ta'sis an-Nazhar buah pikiran ad-Dabdsi (w. 430 H).

Beberapa tahun kemudian muncullah seorang ulama besar
yang berhaluan mazhab Hanafi, yaitu al-Bazdawi (w. 483 H). Dia
menuangkan ide-ide briliannya dalam sebuah kitab yang diberi nama

Ab0 Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 22.
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Ushal al-Bazdawi, sebuah kitab ushul figh yang ringkas dan dinilai
kitab paling jelas keterangannya di antara kitab-kitab yang disusun
mengikuti metode Hanafiyah. Kemudian as-Sarkhasi pengarang kitab
al-Mabshdth hadir juga dalam mengarang sebuah kitab yang selevel
dengan kitab al-Bazdawi, tetapi keterangannya lebih luas dan
mendetail. setelah itu muncullah beberapa kitab baik dalam bentuk
ringkasan maupun syarah yang disusun menurut metode tersebut,
seperti kitab al-Manéar dan sebagainya.

Kendati demikian, para ulama ushul figh yang berhaluan
mazhab Syafi’l, Maliki maupun Hanbali telah banyak yang
mengarang kitab ushul figh dengan menempuh metode Hanafi dalam
menerapkan kaidah-kaidah kulliyah (universal) pada masalah-masalah
Jjuz iyatlfuri’ yang ada dalam mazhab masing-masing mereka. Seperti
kitab Tangith al-Fushual fi ‘Ilmi al-Ushdl, karya al-Qarafi, kitab
tersebut disusun mengikuti metode mazhab Hanafi dan menjelaskan
tentang dasar-dasar mazhab Maliki yang diimplementasikan dalam
masalah-masalah furi’. Begitu pula, kitab at-Tamhid fi Takhrij al-
Furi’ ald al-Ushal karya Asnawi (w. 777 H), bermazhab Syafi’1.
Dalam kitab tersebut, dia menjelaskan penerapan kaidah-kaidah ushul
mazhab Syafi’i terhadap masalah-masalah furi’. Demikian halnya
kitab-kitab ushul figh yang dirangkai oleh Ibnu Taimiyah dan lbnul
Qayyim yang berisi penjelasan-penjelasan tentang mazhab Hanbali.*’
3. Aliran Kombinasi atau Muta akhkhirin

Sebagian ulama ushul figh berupaya menggAblngkan dan
mengkombinasikan antara kedua metode di atas. Karena itu, metode
ini disebut dengan tharig jami’ (metode kombinasi). Mereka
mengimplementasikan kaidah-kaidah ushul dan menghadirkan dalil-
dalil pendukungnya serta menerapkannya pada masalah-masalah
furii’iyah/fighiyah. Pada mulanya mereka mengarang kaidah-
kaidahnya saja, kemudian menerapkan kaidah-kaidah tersebut dengan
memadukan antara mutakallimin, syafi’yah maupun Hanafiyah. Di

Ab(i Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 23; Muhammad Zakarya al-Bardisi, Ushdl Figh, h.
17; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 10.
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antara kitab-kitab ushul figh yang populer berpola semacam ini

dikarang oleh para ulama syafi’iyah dan Hanafiyah adalah:

1. Badi’ an-Nidham buah karya Ahmad bin Ali as-Sa’ati al-Baghdadi
(w. 694 H), yang isinya menghimpun kitab Ushdl al-Bazdawi dan
kitab al-Ihkam karya al-Amidi.

2. Tangih al-Ushdl karya Sadr asy-Syari’ah Abdullah bin Mas’ad al-
Bukhér? (w. 747 H), kemudian disyarahi sendiri yang berjudul at-
Taudhih. Dalam kitab tersebut ia meringkas isi Ushdl al-Bazdawr,
al-Mahshdl karya ar-Razi dan al-Mukhtashar karya Ibnu Hajib.

3. Hasyiyah Sa’duddin Mas’id Ibn ‘Umar at-Taftazani asy-Syafi’i (w.
702 H).

4. Jam'u Jawdmi’ buah pikir Tajuddin Abdulwahhab as-Subki asy-
Syafi’i (w. 771 H).

5. at-Tahrir karya Kaméaluddin ibnu al-Humam al-Hanafi (w. 861 H).
Kita ini disyarahi oleh muridnya yang bernama Muhammad Ibn
Muhammad Amir Hgj al-Halabt (w. 879 H), yang diberi nama at-
Taqrir wa at-Tahbir.

6. Musallam ast-Tsublt karya Muhibbullah ibn Abdus Syakdr al-
Hindi (w. 1119 H). Kita bini dinilai kitab yang paling ringkas dan
rumit dari beberapa kitab karya Muta’akhkhirin.®

Kitab-kitab ushul figh terdahulu kurang menaruh perhatian
pada magéashid asy-syari’ah, kebanyakan mengupas persoalan dalalah
lafadz. Tetapi, Abl Ishdg asy-Syathibi (w. 780 H) berusaha
menjabarkan secara jelas mengenai bab maqgashid asy-syari’ah dalam
karyanya al-Muwafaqgéat fi al-Ushal asy-Syari’ah. la bukan sebatas
menguraikan berbagai kaidah yang berkaitan dengan aspek-aspek
kebahasaan, tetapi ia juga membahas magashid asy-syari’ah dalam
bab tersendiri, yang pada periode sebelumnya kurang diperhatikan
oleh ulama ushul figh. la selalu mengaitkan magashid asy-syari’ah
pada setiap permasalahan dan kaidah kebahasaan yang dibahasnya.

8Ab0 Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 24; Muhammad Zakarya al-Bardisi, Ushdl Figh, h.
18; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 11; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘llmu Ushil al-Figh, h. 18.
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Menurut Muhammad al-Khudhari Bek, kitab al-Muwéafagat sangat besar
manfaatnya dan mudah dipahami.>®

E. Hubungan Ushul Figh, Figh, dan Kaidah-kaidah Figh

Ushul figh, kaidah figh dan figh memiliki hubungan yang
sangat erat. Bila diibaratkan pada sebuah pohon maka ushul figh
adalah akar dan batang pohon, sedang kaidah figh merupakan ranting-
ranting dan daun-daun, sementara figh adalah buahnya. Figh
merupakan buah atau produk yang dihasilkan dari olah pikir/ijtihad
para mujtahid dengan menggunakan penelahaan terhadap nagl, nalar
logika dan realitas. Dalam ranah ini, al-Qarrafi memilah syariat pada
dua bagian, yaitu ushdl (dasar-dasar hukum) dan fur (hukum cabang,
figh). ushdl adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, kaidah-kaidah yang
menjadi dasar atas bangunan hukum Islam. Sedang furd adalah buah
yang dihasilkan dari dasar-dasar, kaidah-kaidah tersebut, yang
jumlahnya sangat banyak dan terus berkembang seiring dengan
perjalanan dan kemajuan zaman serta problematika yang dihadapi.
Prinsip-prinsip dasar (ushal) masih diklasifikasi lagi pada dua bagian,
yaitu ushul figh dan kaidah figh. Penekanan ushul figh terletak pada
kajian linguistik semata (4x_=ll 1Y) terhadap nash-nash al-Qur’an
maupun as-sunnah, seperti kajian mengenai kata “amr (perintah), nahi
(larangan), am (umum), khash (khusus), mutlaq (terlepas), mugayyad
(terikat), nasakh (penghapusan), tarjih (pengunggulan), dan juga
mengkaji mengenai metode-metode istinbath hukum, seperti metode
giyas (analogi hukum), istihsan, istishhab, kriteria mujtahid dan
sebagainya.® Titik tekan bagian kedua (kaidah figh) terletak pada
ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang dihasilkan dari
himpunan hukum-hukum yang menyerupai dan diikat pada satu
standarisasi, seperti kaidah-kaidah milkiyah (kepemilikan), kaidah-
kaidah dhamén (jaminan), kaidah-kaidah khiyar (pemberian hak
memilih), kaidah-kaidah fasakh (pembatalan) dan sebagainya. Kaidah-

*Muhammad al-Khudhari Bek, Ushill Figh, h. 12.
%0 Ahmad Ibn Idris Ibn ‘Abdurrahman al-Shanhaji al-Qarafi, Kitab al-Fur(q (Kairo:
Dér al-Salam, 2001), Jid I, h. 70.
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kaidah tersebut dihasilkan dari hukum-hukum figh yang terpisah-pisah
dalam beberapa masalah, kemudian dibuatlah oleh mujtahid suatu
kaidah atau teori yang bisa menaungi, mencakup dan bisa diterapkan
pada beberapa masalah figh.®* Dengan demikian, figh adalah buah
atau produk yang dihasilkan dari kerja ushul figh dan kaidah figh.

81 Ab(i Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 10; Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-
Ta’'sis fi Ushdl al-Figh ‘ald Dhau'i al-Kitdb wa as-Sunnah, h. 17.
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BAB Il
DALIL-DALIL DAN SUMBER-SUMBER
ISTINBATH HUKUM ISLAM

Kata dalil atau sumber dalam bahasa arab dikenal dengan al-
adillah asy-syar’iyah (dalil-dalil syara’) atau mashadir al-ahkam asy-
syar’iyah (sumber-sumber hukum syara’). Dalil secara etimologi
berarti sesuatu yang bisa menunjukkan pada sesuatu yang lain baik
bersifat konkrit maupun abstrak. Sedang dalil secara terminologi
adalah sesuatu yang bisa menyampaikan pada hukum syara’ yang
besifat praktis dengan pemikiran yang benar baik secara gath 't (pasti)
maupun dhanni (dugaan).?® Dalam konteks ini, para imam mazhab
bervariasi mengenai dalil-dalil dan hirarkinya yang mereka gunakan
dalam mengistinbath hukum Islam. Imam Ab0 Hanifah dalam
berijtihad mengacu pada al-Quran, as-Sunnah, fatwa shahabat yang
disepakati (/jmd’ ash-shahabah), dan memilih di antara pendapat para
sahabat yang berselisin dalam satu kasus. Semasih ia menemukan
jawaban hukum dari sumber-sumber tersebut, imam Ab0 Hanifah
tidak akan mencari sumber hukum lainnya. Selain itu, imam Ab
Hanifah mengacu pada pendapat para tabi’in sebagai dasar dalam
berijtihad. Dalam pandangan Ab{ Hanifah, posisinya itu selevel
dengan para tabi’in dalam hal berijtihad. Imam Abd Hanifah kerap
menggunakan metode qiyas dan istihsdn dengan jelas dalam
berijtihad. Jadi, metode-metode ijtihad imam Ab0( Hanifah meliputi al-
Qur’an, as-sunnah, ijma’ ash-shahabah, giyas dan istihsén. Sedangkan
Imam Malik lebih merujuk pada nash al-Qur’an dan sunnah-sunnah
Nabi secara literal. Hal ini mewarnai terhadap corak ijtihad yang ia
pedomani. la berpegang pada tradisi yang berkembang dalam
masyarakat Madinah (‘amal ahl al-Madinah), ia sangat ketat dalam
memberi syarat-syarat penerimaan hadits. Bila diperinci sumber-

82 Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Tlmu Ushil al-Figh (Beirut: Dar al-limu, 1978), h. 20;
Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz | (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), h.
401.
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sumber hukum yang dipedomani imam Malik adalah al-Qur’an, as-
sunnah, ‘amal ahl madinah, qaul shahabat, mashlahah mursalah,
qiyas, sadd adz-dzari’ah.®®

Adapun dasar-dasar ijtihad asy-Syafi’i adalah al-Qur’an, as-
sunnah, ijma’, qaul shahabat yang tidak diperselisihkan dan giyas.
Sebagaimana ia tegaskan dalam kitab al-umm bahwa ilmu
(pengetahuan) itu bertingkat-tingkat; tingkat pertama adalah al-Qur’an
dan as-sunnah. Tingkat kedua adalah ijmd’ terhadap sesuatu yang
tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Tingkat Ketiga adalah
gaul sebagian sahabat yang tidak ada yang menyangkalnya. Tingkat
keempat adalah pendapat sahabat yang diperselisihkan, tidak ada kata
kepakat, dan yang kelima adalah qiyas kepada salah satu dalil-dalil di
atas. Selama keterangan suatu perkara terdapat dalam al-Kitab dan as-
Sunnah, tidak diperlukan bersandar pada dalil lain, sebab ilmu itu
diambil dari sumber yang paling tinggi.** Sedangkan dalil-dalil atau
sumber-sumber ijtihad imam Ahmad ibn Hanbal adalah al-Qur’an, as-
sunnah, fatwa-fatwa shahabat, memilih di antara pendapat-pendapat
sahabat yang diperselisihkan, dan qgiyas. la juga menjadikan hadits
yang berstatus mursal dan dha 'if sebagai dasar hukum.®

Secara garis besar, menurut Muhammad al-Khudhari Bek
dalil-dalil syara’ itu ada dua bagian, yaitu pertama, sesuatu yang
mengacu pada an-nagl dan kedua, sesuatu yang merujuk pada ar-
ra’yu (nalar logika). Kedua dalil tersebut saling berkelindan satu sama
lainnya, karena dalil nagl butuh nalar akal dalam mengungkap
kandungan-kandungan hukumnya dan begitu pula ar-ra’yu tidak
dinilai sebagai sebuah dalil tanpa disandarkan pada an-nagl. Bagian
pertama (dalil an-nagl) adalah al-Qur’an dan as-sunnah, sedang
bagian kedua (ar-ra’yu) adalah setiap dalil yang berlandaskan pada
prinsip-prinsip umum kedua dalil tersebut dengan peran nalar logika,

®*Manna’ al-Qaththan, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, h. 352.
* Asy-Syafi't, al-Umm, Jid VI, h. 280.
®Manna’ al-Qaththan, Tarikh at-Tasyri’ al-Islami, h. 385.
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seperti giyas, istihsan, istishhab, mashlahah mursalah, ‘urf, sadd adz-
dzari’ah dan sebagainya.®
Pandangan di atas diintisarikan dari hadits Nabi Saw. yang

diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, an-Nasa'i dan Ab( Daud bahwa
Rasulullah Saw., bersabda:
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Sesungguhnya Rasulullah Saw., ketika hendak mengutus
Mu’adz ke negeri Yaman, beliau berkata: bila kamu menghadapi
suatu problema hukum dengan apa kamu akan memberi keputusan?
Muéa’dz menjawab: dengan al-Quran, Rasul lanjut bertanya: jika
kamu tidak mendapati dalam al-Qur’an, Mu’adz menjawab: maka
dengan sunnah Rasulullah Saw., Rasullullah terus bertanya: jika
kamu tidak menemukan dalam al-Qur’an dan as-sunnah, Mu’adz
menjawab: maka aku akan berijtihad. Kemudian Rasulullah menepuk
dada Mu’adz seraya berkata: Segala pugi bagi Allah Swt. yang
memberi taufiq pada delegasi Rasulullah dengan dengan apa yang
direlakannya. (HR. Ahmad, Ab( Daud, at-Tirmidzi dan an-Nasa 1)
Praktek serupa juga dilakukan oleh Ab(O Bakar Kketika
merespons suatu problem hukum yang terjadi di tengah-tengah
masyarakat, ia terlebih dahulu merujuk kepada al-Qur’an, jika ia
menemukan keterangan hukum menyangkut kasus tersebut maka ia
memutuskan bersandar padanya, dan jika tidak dijumpai dalam al-
Qur’an maka ia melacak dalam sunnah Rasulullah SAW., dan

memutuskan berdasarkan padanya bila ia menemukan dalam as-
sunnah. Namun, bila ia diselimuti suatu keraguan mengenai apa yang

**Muhammad al-Khudhari Bek, Ush(il Figh (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,
1969), h. 207.
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didapatkannya dalam sunnah Rasulullah Saw., maka ia
mengumpulkan para shahabat kemudian bermusyawarah dengan
mereka. Kemudian bila mereka bersepakat atas satu pendapat maka ia
memutuskan perkara dengan berpegang padanya. Begitu pulalah, hal
yang dilakukan oleh sahabat ‘Umar ibn Khattthab.®’

AL-QUR’AN

A. Definisi al-Qur’an
al-Qur’an secara etimologis adalah bentuk mashdar dari akar

kata ga-ra-a (%), sewazan dengan Kata fi: 'ldn (55:5). al-Qur’an berarti

“bacaan”, yang kemudian lumrah dipahami sebagai himpunan firman
Allah Swt. yang dibaca oleh masyarakat Islam. Arti al-Qur’an
semacam ini termaktub dalam firman Allah Swt. pada surah al-
Qiyamah, 75: 17-18:

155 906 08 06 * Tk ik il )

“Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya
(di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila
Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya
itu”.
Secara terminologis, terdapat beberapa definisi yang
diutarakan oleh para ulama ushul figh, di antara adalah:

1. al-Dab(sT (430 H; Ahli ushul figh hanaf?), al-Amidi (551-631
H/1156-1233 M, Pakar ushul figh syafi’i) mendefinisikan al-
Qur’an adalah
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Sesuatu yang dinukilkan (disampaikan dari generasi ke

generasi berikutnya) secara mutawatir, ditulis dalam mushhaf
dengan menggunakan huruf/gird’ah al-sab’ah yang telah

8 Abi Zahrah, Ushdl al-Figh, h. 76.
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masyhar (populer). Definisi yang lebih simple, al-kitab adalah
al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah Saw.®®

2. al-Bazdawi (421-491 H/1030-1100 M; Tokoh ushul figh
hanafi) menakrifkan al-Qur’an adalah
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al-Kitab adalah al-Qur’an yang diturunkan pada Rasulullah
Saw. ditulis dalam mushhaf, dinukilkan secara mutawatir
tanpa ada keraguan.®®

3. Ibn Hajib (570-646 H/1175-1249 M; Ahli ushul figh Syafi’}),
al-Badakhsyi, al-Baidhawi (685 H/1286 M Ahli ushul figh
Syafi’l) ibn Imam al-Kamiliyah (808-874 H/1406-1470 M,
Pakar ushul figh Syafi’T) memberi pengertian al-Qur’an adalah

e gz sl J5l p9&00 41 S
Kalam yang bersifat lafzhi yang diturunkan pada Rasulullah
Saw, mengandung mu’jizat sekalipun satu surah.”

4. al-Husain ibn Réasyiq al-Maliki (632 H; Pakar ushul figh

Maliki) merumuskan pengertian al-Qur’an adalah
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8<Ubaidillah Ibn ‘Umar al-Dab(si al-Hanafi, Tagwim al-Adillah fi Ushdl al-Figh
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2001), h. 20; ‘Ali Ibn Muhammad al-Amidi, al-
Ihkam T Ushdl al-Ahkéam, Juz | (Riyadh: Dar al-Shami’i, 2003), h. 215.

8% Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz | (Beirut: Dar al-Kutub al-
IImiyah, 1997), h. 36.

70AI—BadakhsyT, Syarh al-Badakhsyft, Juz I, h. 160. Lihat juga, Ahmad al-Ashfahant,
Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-H&jib, Juz | (Jeddah: Dér al-
Madani, 1986), h. 457; ‘Abdulah Ibn ‘Umar al-Baidhawi, Nihayah al-Sal fT Syarhi
Minh@j al-Ushdl, Juz II (T.tp: ‘Alam al-Kutub, t.th), h. 3; Muhammad Ibn Mahm(d
Ibn Ahmad al-Bébarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn
Hajib, Juz | (Riyadh: Maktabah al-Rusy, 2005), h. 462; Muhammad Ibn Muhammad
Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-Wushdl ila Minhdj al-Ushal min al-Ma’gil wa al-
Manqdl, Juz I, 179; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz II,
h. 82.
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Kalam Allah ‘azza wa jalla yang merupakan sifat Dzat-nya,
kemudian Allah Swt. menjadikannya dalam struktur kata
sebagai manifestasi, memuat mu’jizat bagi Rasulullah Saw.”
5. Najmuddin al-Thafi (657-716 H/1259-1316 M, Pakar ushul
figh Hanbali) mendefinisikan al-Qur’an adalah
e gty b SR SIS s
Kalam Allah Swt. yang diturunkan pada Rasulullah
saw.,mengandung mu’jizat sekalipun satu surah.”
6. Tajuddin al-Subki (727-771 H/1327-1370 M, Pakar ushul figh
Syafi’1) memberi pengertian al-Qur’an adalah
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al-Kitab adalah al-Qur’an, artinya adalah lafazh yang
diturunkan pada Muhammad Saw. mengandung mu’jizat
selalipun satu surah dan membacanya bernilai ibadah.™
7. al-Bukhari (w. 730 H/1330 M, Tokoh ushul figh Hanafi)
memformulasikan pengertian al-Qur’an adalah
s I 4% J5hia CasLiadll gy 3D g2 e JED Bl Lt
Al-Qur’an yang diturunkan kepada Rasulullah Saw. ditulis
dalam mushhaf dan dinukilkan secara mutawatir dengan tanpa
ada keraguan.”

8. al-Mardawi (817-885 H/1414-1480 M, Tokoh ushul figh
Hanbali) mendefinisikan al-Qur’an adalah

"Al-Husain lbn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-Mahshl fi [Imi al-Ushdl, Juz | (T.tp:
Dér al-Buhts, 2001), h. 270.

"2Al-Thaff, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz 11, h. 8.

BAI-Subki, Jam'u al-Jawdmi’ fi Ushil al-Figh (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah,
2003), h. 21; al-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz 1, h. 223; al-
‘Atthar, Hasyiyah al-‘Atthdr ‘ala Jam’i al-Jawami’, Juz 1, h. 290; Jalaluddin al-
Suyathi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz I, h. 181.

" Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz | (Beirut: Dar al-Kutub al-
[lmiyah, 1997), h. 36; ‘Umar Ibn Muhammad Ibn ‘Umar al-Khabbazi, al-Mughnf fi
Ushdl al-Figh (Mekkah: Markaz al-Bahtsi al-1Imi, 1403H), h. 185.
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Kalam Allah Swt. yang diturunkan pada Muhammad Saw.
mengandung mu’jizat, membacanya bernilai ibadah.”
9. Jaldluddin  al-Suy(thi  (849-911  H/1445-1505 M)
mendefinisikan al-Qur’an adalah
550 Joattd e g3y s o e Sl Bill g8 G
Lafazh yang diturunkan pada Nabi Muhammad Saw.
mengandung mu’jizat sekalipun satu surah dan bernilai ibadah
dengan membacanya.”®
10. Ibnu Nujaim (926-970 H/1520-1563 M, Pakar ushul figh
Hanaf) mendefinisikan al-Qur’an adalah

posi S e Q3 e g 3 g e S Sl e
Al-Qur’an (kalam Allah Swt.) diturunkan pada Rasulullah
Saw. ditulis dalam mushhaf, dinukilkan secara mutawatir
tanpa ada keraguan.”’

11. ‘Abdussyakar al-Bahari (w. 1119 H/1707 M, Ahli ushul figh
Hanaff) mendefinisikan al-Qur’an adalah
L g3ty jES JEAL S 5 SAT ST

Sesuatu yang diturunkan pada Muhammad Saw. mengandung
mu’jizat sekalipun satu surah.’

12. Muhammad al-Khudhari Bek (1289-1345 H/1872-1927 M,
Ahli ushul figh kontemporer) memberi pengertian al-Qur’an
adalah

™<Ali Ibn Sulaiméan al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, Jid. 111, h. 1238.

"®Jalaluddin al-Suythi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz |, h. 51.

"bnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar, Juz | (T.tp:
Mushthafé al-Babi al-Halabi, 1936), h. 10.

"*Muhibbullah Ibn Abdussyakir al-Bahari, Musallam al-Tsubit, Juz |1 (Beirut: Dar
al-Kutub al-l1Imiyah, 2002), h. 9.
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Lafazh arab yang diturunkan kepada Muhammad Saw. untuk

direnungkan dan dipirkan, yang dinukilkan secara mutawatir,

diawali dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan surah al-
Nas.”

13. Abdul al-Wahhab Khallaf (1305-1375 H/1888-1956 M, Pakar
ushul figh kontemporer) mendefinisikan al-Qur’an adalah
Ul &1 A s B e BN g e 05 el i 196 58 B
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Kalamullah yang diturunkan melalui rah al-"amin (malaikat
Jibril) pada hati Rasulullah Saw. dengan lafazh-lafazh arab dan
makna-makna yang haq, sebagai hujjah/bukti bagi Rasul
bahwa ia adalah Rasulullah, undang-undang bagi manusia
yang menunjukkan pada jalan yang benar dan bernilai ibadah
dalam membacanya.®

14. ‘Allal al-Fasi (1328-1394 H/1910-1974 M, Pemikir Islam
Kontemporer) mendefinisikan al-Qur’an adalah
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Kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi Saw. secara
berangsur-angsur lafazh dan maknanya dengan menggunakan

Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 209.
80< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu Ushiil al-Figh, h. 23.
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bahasa arab yang jelas, ditulis dalam mushhaf, dinukilkan
kepada kita secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah.®

15. Wahbah  al-Zuhaili  (1932-2015 M, Pemikir Islam
Kontemporer) mendefinisikan al-Qur’an adalah
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Kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Rasulullah Saw.,
dalam bahasa arab yang dinukilkan pada generasi setelahnya
secara mutawatir, ditulis dalam mushhaf, membacanya bernilai
ibadah, diawali dari surah al-Fatihah dan ditutup dengan surah
al-Nas.®
Berlandaskan pada definisi ini, ulama ushul figh

mengkriteriakan karakteristik al-Qur’an, sebagai berikut:

1. Al-Qur’an merupakan kalam Allah Swt. yang mengandung
mu’jizat diturunkan kepada Muhammad Saw. Karenanya, kalam
Allah Swt. yang tidak diturunkan kepada Muhammad Saw., tidak
dapat disebut al-Qur’an, seperti ZAbur, Taurat dan Injil. Bukti
yang menunjukkan bahwa al-Qur’an merupakan kalam Allah Swt.
adalah kemu’jizatan al-Qur’an yang tidak terbantahkan oleh siapa
pun dalam perjalanannya sepanjang sejarah, dari segi tata bahasa,
teori-teori ilmiah yang termuat di dalamnya dan pemberitaan
kabar/berita masa depan yang disinyalir dalam al-Qur’an.

2. Seluruh bahasa al-Qur’an menggunakan bahasa arab. Tidak
ditemukan satu kata pun dalam al-Qur’an, selain bahasa arab.
Imam al-Syafi’i dalam Risalah-nya secara tegas menyatakan
bahwa tidak ditemukan dalam bahasa al-Qur’an melainkan bahasa
arab. Hal ini ditunjukkan dalam sejumlah ayat al-Qur’an, seperti
dalam surah al-Syu’ara’, 26: 192-195; Ysuf, 12: 2; al-Zumar, 39:
28; al-Nahl, 16: 103; lbrahim, 14: 4 dan Fusshilat, 41: 44. Sebab

81 All4l al-Fast, Magashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha, (Riyadh: Dar
al-gharab al-Islami, 1993), h. 86.
8\Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 405.
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itu, terjemahan al-Qur’an tidak dinamakan al-Qur’an, tidak bisa
dibuat pedoman dalam istinbath hukum Islam, tidak bernilai
ibadah dalam membacanya setingkat nilai membaca al-Qur’an
dan tidak sah shalat dengan membaca terjemahan al-Qur’an,
karena al-Qur’an itu nama dari tata bahasa dan makna yang
ditunjukkan suatu ‘ibarat.®® Sementara pendapat Abd Hanifah
yang membolehkan shalat dengan bahasa persi, itu hanya suatu
bentuk rukhshah (dispensasi hukum), bagi sebagian orang yang
belum mampu membaca dan menghafal ayat-ayat al-Qur’an,
terutama bagi yang baru masuk Islam.®*

3. al-Qur’an dari segi wurld(datang)-nya dinukilkan kepada
generasi setelahnya secara mutawatir (disampaikan oleh orang
banyak kepada orang banyak, baik dalam bentuk tulisan maupun
ucapan sejak diturunkan melalui malaikat Jibril kepada
Muhammad Saw. hingga sekarang. Mereka lantaran kuantitasnya
yang banyak tidak mungkin berkomplot untuk berdusta), tanpa
penambahan atau pengurangan satu kata pun.®® Berbeda dengan
kitab-kitab saméwi (yang diturunkan dari Allah Swt.) lain yang
diperuntukkan kepada Rasul sebelum Muhammad Saw., tidak
secara mutawatir dan diragukan orsinilitasnya, seperti Taurat dan
Injil yang baru terbukukan setelah wafatnya Nabi Musa a.s dan
Isa a.s sekitar satu atau dua abad lamanya. Sedangkan keaslian
dan orsinilitas al-Qur’an terpelihara, sebagaimana dinyatakan
dalam firman Allah Swt. surah al-Hijr, 15: 9:

Oolastd 45 Gl Lond; 12 )

$Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, h. 407; al-Qur’an diturunkan
menggunakan bahasa arab karena ia bahasa yang mengandung makna sangat luas
dan mudah untuk diucapkan. Muhammad Ibn Bah&dir al-Zarkasyi, al-Bahru al-
Muhith ff Ushdl al-Figh, Juz I, h. 445.

#Dalam suatu riwayat shahih diterangkan, Ab( Hanifah telah menarik kembali
pendapatnya tentang kebolehan mengerjakan shalat dengan bahasa persi apabila
bukan karena ada ‘udzur. Muhammad Ibn Nidhdmuddin Muhammad al-Sahalawf al-
Anshari, Fawatih al-Rahamat Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h. 10.

#\Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushil al-Figh (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), h. 25.
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“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan al-Qur’an dan
Kami pula yang memeliharanya...”

Berdasar karakteristik ini, tidak bisa disebut al-Qur’an bilamana
periwayatannya tidak mutawatir, seperti al-gird ah al-syadzdzah

(bacaan yang cacat) dan hadits qudsi.

B. Qirad’ah al-Syadzdzah dan Basmalah dalam Al-Qur’an
1. Hukum Qir& ah al-Syadzdzah dan Qird’ah al-Sab’ah
Berdasarkan karakteristik al-Qur’an yang dirumuskan oleh
ulama ushul figh di atas, maka gird’ah al-syadzdzah yang
periwayatannya dinukilkan secara ahad, yakni diriwayatkan satu, dua
atau beberapa orang yang tidak sampai jumlah mutawatir, meskipun
mata rantai periwayatannya shahih, terjadi silang pendapat di
kalangan ulama ushul figh. Seperti bacaan Muhammad Ibn Mas’td
dalam ayat berkenaan kaffarat sumpah:

“Maka barangsiapa yang mampu melakukan demikian, maka
kaffaratnya berpuasa selama tiga hari berturut-rurut”. (Q.S.
al-Ma’idah, 5: 89)

Kalimat <\xl& (berturut-turut) merupakan tambahan dan
bacaan semacam ini tidak mutawatir. Oleh karena itu, kalimat tersebut
tidak termasuk al-Qur’an.

Sedangkan bila ditelisik dari aspek hukum, apakah gird’ah al-
syadzdzah dapat dijadikan hujjah? Dalam ranah ini terdapat beragam
pendapat di kalangan ulama ushul figh. Ulama Hanafiyah dan
Hanabilah mengemukakan bahwa gird’ah al-syadzdzah dapat
dijadikan sandaran hujjah yang bersifat zhanni (tidak kuat), dengan
catatan bacaan itu dipastikan pernah didengar dari Rasulullah Saw.
Setiap yang didengarkan dari Rasulullah Saw. bisa dijadikan hujjah
dikarenakan hal tersebut termasuk sunnah yang wajib diamalkan.
Sementara ulama Malikiyah dan Syafi’iyah berpendapat gird’'ah al-
syadzdzah tidak bisa dijadikan hujjah, karena bacaan itu tidak
termasuk al-Qur’an dan tidak mutawatir, bahkan bacaan seperti itu
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tidak termasuk sunnah karena terjadi kesimpangsiuran, dinukilkan
sebagai al-Qur’an dan tidak dinukilkan sebagai sunnah.®

Ulama Qird’ah sepakat bahwa gqird’ah al-sab’ah (tujuh
macam bacaan al-Qur’an dengan langgam berbeda) yang dituturkan
oleh Abi ‘Umar (Ahli gird 'ah Bashra), Nafi’ (Ahli girda’ah Madinah),
‘Ashim (Ahli gird’ah Kifah), Hamzah (Ahli gird’ah Kofah), al-Kisa'1
(Ahli gird’ah KOfah), Ibn Katsir (Ahli girda’ah Makkah) dan lbn
‘Amir (Ahli gird 'ah Syam) merupakan bacaan-bacaan yang mutawatir
berdasarkan ijmd’ ulama.®” Sedangkan selain gird’ah al-sab’ah,
seperti bacaan Ya’qlb, Abi Ya’far dan Khalf diperselisihkan oleh
ulama ushul figh. Ada yang berpendapat gird’'ah itu bersifat
mutawatir, inilah pendapat yang termasyhdr dan ada pula yang
menyatakan gird ah itu tidak diriwayatkan secara mutawatir.®
2. Apakah Basmalah Termasuk salah satu Ayat al-Qur’an?

Menyikapi persoalan ini ulama ushul figh bersilang pendapat
mengenai apakah basmalah merupakan salah satu ayat dalam al-
Qur’an atau ia satu ayat pada awal setiap surah, ataukah ia suatu ayat
yang independen yang berfungsi sebagai pemisah di antara beberapa
surah?

8 Al-Suyathi, Syarh al-Kaukab al-Sathi’, Juz | h. 55. Lihat juga, al-Amidi, al-lhkam
fi Ushdl al-Ahkam, Juz I, h. 216; ‘Ali Ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-
Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Jid. 111, h. 1389; al-Ashfahéani, Bayan al-
Mukhtashar Syarh Mukhtashar 1bn al-H&jib, Juz I, h. 467; Muhammad lbn Mahm(d
Ibn Ahmad al-Babarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar lbn
Hajib, Juz I, h. 477; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h.
228; al-*Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawami’, Juz I, h. 298; Al-Husain
Ibn Résyiq al-Maliki, Lubab al-Mahshdl fi 1lmi al-Ushdl, Juz I, h. 274.

8 Al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz I h. 54. Bandingkan, ‘Ali Ibn Sulaiman
al-Mardawi al-Hanbalf, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ush{l al-Figh, Jid. 111, h. 1359;
Muhammad Ibn Mahm(d Ibn Ahmad al-Bébarti al-Hanaff, al-Ruddd wa al-Nuqdd
Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I, h. 474; al-Subki, Jam u al-Jawémi fT Ushdl al-
Figh, h. 21; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalél al-Mahallf, Juz I, h. 228; al-
‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz |, h. 297; Abdul al-wahhab
Ibn Ali Ibn ‘Abd al-Kafi al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz
I, h. 91; al-SuyQthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 1, h. 189; al-Singithf,
Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh (Madinah: Maktabah al-‘Ulim wa al-Hikam, 2001),
h. 65.

%<Ali Ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, Jid. 111, h. 1386; al-Subki, Jam'u al-Jawami fi Ushdl al-Figh, h. 21; al-
Syaukani, Irsydd al-Fuhill ila Tahqiq al-Haq min ‘limi al-Ushal, Juz 1, h. 172.
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Ulama sepakat menyatakan bahwa basmalah yang termaktub
dalam surah al-Naml, 27: 30, termasuk salah satu ayat al-Qur’an.
Akan tetapi, mereka beraneka pendapat mengenai status basmalah
yang tedapat di awal setiap surah dalam al-Qur’an. Menurut pendapat
yang terpopuler dari kalangan mazhab Syafi’iyah menyatakan
basmalah merupakan salah satu ayat pada setiap surah, baik dalam
surah al-Fatihah dan lainnya kecuali dalam surah Bara ah/al-Taubah.®

Imam al-Suy(thi menghadirkan 15 hadits yang mempekokoh
pendapat ulama Syafi’iyah, dimana himpunan riwayat-riwayat hadits
tersebut menunjukkan mutawatir maknawi. Di antaranya dalam
riwayat ‘Abdullah ibn ‘Umar diberitakan bahwa Rasulullah Saw.
bersabda:

() AP D o2y el a6 Il s 8 90 e e 0
“Apabila Jibril datang kepada saya membawa wahyu, maka

pertama sekali yang ia sampaikan kepada saya adalah
bismillahir al-rahman al-rahim .

BAl-Amidi, al-lhkam i Ushal al-Ahkam, Juz 1, h. 219. Lihat juga, ‘Ali Ibn Sulaiman
al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Jid. 111, h. 1368;
al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-H4jib, Juz I, h. 462;
al-Subki, Jam u al-Jawami fi Ushdl al-Figh, h. 21; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi
al-Jalal al-Mahallfi, Juz I, h. 227; al-‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-
Jawdmi’, Juz 1, h. 295; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz
I1, h. 83. Di antara dalil yang terbaik atas hal itu adalah ditulisnya basmalah diawal
seluruh surah dalam semua mushhaf. Disamping itu, ijmd’ sahabat yang menetapkan
bahwa hanya al-Qur’an yang dapat ditulis dalam mushhaf. Jaladluddin al-Suydthf,
Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 1, h. 184. Imam AbQ al-Khair al-Jazar? (Ahli gird’ah
di zamannya) mengemukakan, apabila setiap bacaan yang sesuai dengan struktur
bahasa arab, sesuai dengan salah satu mushhaf ‘ustmani dan mata rantai sanadnya
dinilai shahih, maka tidak boleh ditolak dan diingkari. Bacaan seperti itu termasuk
qird’ah al-sab’ah yang bahasa digunakan dalam al-Qur’an. Konsekwensinya,
bacaan tersebut wajib diterima sama saja diriwayatkan dari imam gird 'at yang tujuh,
sepuluh atau lainnya. Sebaliknya, jika salah satu dari ketiga unsur tidak terpenuhi,
maka bacaan semacam itu dianggap dha’if; syadz atau pun bathil, sekalipun
diriwayatkan dari imam yang tujuh atau lainnya. Jalaluddin al-SuydQthi, Syarh al-
Kaukab al-Sarhi’, Juz 1, h. 53; Ab( Bakr al-Bagillani dan ulama lain berpendapat,
basmalah yang ada di awal setiap surah bukanlah termasuk satu ayat dalam al-
Qur’an, ia dalam surah al-Fatihah hanyalah sebagai pembukaan al-kitab, yang biasa
Allah Swt. lakukan dalam kitab-kitab yang diturunkan pada para Rasul. al-Bannant,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 227.
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Dalam hadits lain dari Anas Ibn Malik dikabarkan bahwa suatu hari
Rasulullah Saw. berada bersama kami, kemudian tiba-tiba beliau
tersenyum ceria, seraya bersabda:

5 2y al) ab 5301 Akt G Lo A 4 J - 5 50 de J,}T
“Baru saja satu surah diturunkan pada saya, lalu beliau
membaca Bismillah al-Rahman al-Rahim Inna ‘A ’thainaka al-
Kautsar™.

Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat
basmalah bukanlah salah satu ayat dalam al-Qur’an, baik dalam surah
al-Fatihah maupun surah-surah lainnya.®® Mereka mendasarkan
pendapatnya dengan beberapa dalil. Di antaranya suatu riwayat dari
‘Aisyah yang menyatakan:

Gl 2 ) Aedy senally K0 S p dog e 2 o i 0s5 08

“Rasulullah Saw. membuka setiap shalatnya dengan takbir
dan membaca al-Hamdu lillahi Rabbi al- ‘alamin”. (H.R. Abl
Déud)

Dalam hadits lain diterangkan:

AURECTANIEE S5 WSS by 2k d‘JHMJ w‘é«ﬂsi‘dbw
BT 3 5 5515 J31 3 el AR50 DI o2 30850 Y el 25

“Saya shalat di belakang Rasulullah Saw., Abii Bakar,

‘Ustman. Mereka semuanya memulai bacaannya dengan al-

Hamdu lillahi Rabbi al- ‘Alamin. (H.R. Muslim)

Selain itu, ulama Malikiyah juga ber-hujjah dengan ‘amal ahl
Madinah (amalan yang mentradisi di lingkungan penduduk Madinah),
yang dalam persepsi mereka adalah orang yang paling mengetahui
keadaan-keadaan Rasulullah Saw.

Bersebrangan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah
berpandangan bahwa basmalah merupakan salah satu ayat dalam al-

%<Alf Tbn Sulaimén al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, Jid. 111 h. 1375; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz Il,
h. 84.

46 | Itmu Ushul Figh



Qur’an, tetapi bukanlah termasuk ayat dalam al-Fatihah atau pun
surah-surah lainnya, ia hanya berfungsi menjadi pemisah antara satu
surah dengan surah berikutnya.” Mereka memperkuat pendapatnya
dengan dua argumentasi, yaitu: a) ijma ulama menegaskan bahwa
setiap yang dituliskan dalam mushhaf adalah kalam Allah Swt. dan
basmalah ditulis dalam al-Qur’an berdasarkan perintah Rasulullah
Saw., namun tidak ditemukan riwayat yang bersifat mutawatir yang
menerangkan bahwa basmalah termasuk salah satu ayat dalam al-
Qur’an. b) suatu riwayat dari Ibnu ‘Abbas yang menyatakan:

g ol ~ o0 of -~ }°, & o 4 Zo( L owios 0. .o, M },;/{’
%M‘u“ﬂ’)’:wJﬁs"dj"‘ A 5 85k 2 BN o A Jedsy oK

o A oy
'Rasulullah Saw. tidak mengetahui penutup satu surah dan
pembuka surah sesudahnya, sampai Jibril datang
membacakan Bismillah al-Rahman al-Rahim di setiap awal
surah”.

C. Kehujjahan al-Qur’an al-Hakim

Para ulama ushul figh sepakat mengemukakan bahwa al-
Qur’an merupakan sumber pertama dan utama dalam rujukan
pencetusan hukum Islam, dan seorang mujtahid tidak dibenarkan
beralih pada dalil-dalil lain sebagai hujjah sebelum mengkaji dan
meneliti ayat-ayat al-Qur’an terkait dengan persoalan yang hendak
digulirkan status hukumnya. Apabila hukum permasalahan yang ia
kaji tidak ditemukan dalam al-Qur’an, maka ia diperkenankan
mempergunakan dalil-dalil lain, seperti as-Sunnah, ijmd’, qiyas,
istihsan, istishlah, ‘urf dan sebagainya. Ada beberapa argumentasi
yang diutarakan ulama ushul figh tentang kewajiban berhujjah dengan
al-Qur’an dan mengamalkan hukum-hukum yang dikandungnya. Di
antaranya adalah kemu’jizatan al-Qur’an yang membuktikan bahwa ia
datangnya dari Allah Swt. Mu’jizat al-Qur’an bertujuan untuk

*LAlf Tbn Sulaimén al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, JId. TIT h. 1374; ‘Ubaidillah Ibn ‘Umar al-Dabdsi al-Hanafi, Tagwim al-
Adillah fi Ushdl al-Figh (Beirut: Dar al-Kutub al-1Imiah, h. 20.
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menjelaskan kebenaran risalah 11ahi yang dibawa baginda Nabi Saw.,
dengan suatu perbuatan di luar kebiasaan umat manusia. Menurut
ulama ushul figh terdapat tiga unsur yang harus terpenuhi agar
kemu’jizatan al-Qur’an terlihat terang benderang, yaitu®*:
1. Adanya tantangan dari pihak penantang.
2. Ada unsur-unsur yang menimbulkan munculnya tantangan
tersebut, seperti keangkuhan orang kafir yang tidak percaya
akan kebenaran al-Qur’an, kebenaran agama Islam dan
kerasulan Muhammad Saw.,dan
3. Tidak ada mdni’ (penghalang) yang bisa mencegah munculnya
tantangan tersebut.
al-Qur’an telah memenuhi ketiga unsur tersebut, maka jelaslah
ia merupakan kalam Allah Swt. yang diwahyukan pada Muhammad
Saw. melalui malaikat Jibril untuk dipedomani umat manusia dalam
mengatur tatanan kehidupan menyangkut persoalan agama dan
dunianya guna memperoleh kebahagian di dunia dan akhirat kelak.

Adapun bentuk tantangan yang membuktikan kemu’jizatan al-
Qur’an ditemukan dalam beberapa ayat, di antaranya adalah:

B O 0gb e LR 4 150 S e gt e G o 4 O ¢
Ggale

“Bahwa mereka mengatakan, “ Dia (Muhammad) telah
membuat-buat al-Qur’an itu”. Katakanlah, datangkanlah
sepuluh surah semisal dengannya (al-Qur’an) yang dibuat-

buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup

selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar”. (Q.S. H(d,

11: 13)
Dalam surah al-Isra’ ayat 88, Allah Swt. berfirman:

Has OF 3 alis 046 v 0T e i 1 O e i oy cass o

%< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushil al-Figh, h. 25; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 414.
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"Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul
untuk membuat semisal dengan al-Qur’an ini, mereka tidak
akan dapat membuat yang semisal dengannya, sekalipun
mereka saling membantu satu sama lain.”(Q.S. al-Isra’, 17:

88)

Ayat-ayat di atas secara jelas menantang masyarakat arab dan
umat manusia sepanjang masa untuk membuat semisal al-Qur’an,
namun realitanya sepanjang sejarah umat manusia tidak mampu dan
tidak bakal mampu membuat semisal al-Qur’an, sekalipun mereka
saling membantu satu sama lain.

Sementara unsur yang menimbulkan tantangan adalah
pengabaran Muhammad Saw. bahwa ia merupakan Rasulullah dengan
membawa agama yang bertolakbelakang dengan agama yang dianut
olen masyarakat arab terdahulu, menganggap mereka tidak
menggunakan akal logika yang sehat dengan menyembah berhala
yang tidak mampu memberi manfaat dengan menghamba padanya dan
tidak pula berakibat mudharat karena berpaling darinya. Bukti yang
ditunjukkan pada mereka atas kerasulan Muhammad Saw. adalah al-
Qur’an. Mereka berusaha keras untuk menolak risalah Il1ahi yang
dibawa Rasulullah, namun mereka tiada kemampuan, bertekuk lutut
dan mengakui keagungan al-Qur’an dengan tanpa ada perlawanan.

Berkaitan dengan tidak ada penghalang bagi munculnya
tantangan itu terlihat secara jelas dalam bahasa yang digunakan al-
Qur’an, yaitu bahasa arab. Huruf-huruf al-Qur’an terangkai dari huruf-
huruf arab, struktur bahasanya serupa dengan stuktur bahasa arab dan
makna-maknanya sudah maklum di lingkungan penduduk arab.
Sastra, bayan, syi’ir sewaktu al-Qur’an diturunkan menjadi kegemaran
masyarakat arab, sehingga di antara mereka bermunculan pakar sastra,
syi’ir dan ahli perangkai kata-kata mutiara. Hasil gubahan sastra,
bayan dan syi’ir yang mereka buat diikutkan dalam arena kompetisi
yang masyhur di tengah-tengah mereka. Tantangan al-Qur’an pada
mereka tidak dibatasi waktu, ia diturunkan secara berangsur-angsur
dalam rentang waktu 23 tahun. Secara logika, al-Qur’an telah
memberi kesempatan pada mereka untuk mengarang dan merangkai
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kalimat-kalimat sastra seindah struktur bahasa al-Qur’an. Namun,
mereka tidak mampu untuk menghasilkan karya semisal al-Qur’an,
sekalipun satu ayat atau satu surah terpendek dalam al-Qur’an.

D. Hukum-hukum yang Diterangkan dalam al-Qur’an
Ulama ushul figh mengklasifikasikan hukum-hukum yang
terdapat dalam al-Qur’an pada tiga macam, yaitu *:

1. Hukum-hukum i tigddiyyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan
dengan kewajiban bagi para mukallaf untuk mengi tigadi dan
mengimani Allah Swt., malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul
dan hari kiamat.

2. Hukum-hukum khulugiyyah, yaitu hukum-hukum yang bertalian
dengan akhlak bagi para mukallaf untuk memperindah diri
dengan akhlak mulia dan membersihkan diri dari sifat-sifat
tercela.

3. Hukum-hukum ‘amaliyyah, vyaitu  hukum-hukum yang
bersangkutpaut dengan setiap sesuatu yang muncul dari orang
mukallaf, baik berbentuk perbuatan, perkataan, transaksi-transaksi
dan tindakan-tindakan. Hukum-hukum semacam ini dibagi pada
dua bagian, yaitu:

a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti shalat,
puasa, zakat, haji, nadzar, sumpah dan sebagainya. Tujuan
hukum seperti ini adalah untuk mengatur hubungan manusia
dengan Tuhannya.

b. Hukum-hukum yang berkaitan dengan mu’amalah, seperti
berbagai transaksi, hukuman-hukuman, beragam jindyah
(pidana) dan sebagainya. Tujuan hukum semacam ini adalah
untuk mengatur hubungan sesama manusia. Hukum-hukum
dalam bentuk ini terpetakan pada beberapa macam, yaitu:

1) Hukum-hukum  perorangan  (Ahkédm  al-Ahwal  al-

Syakhshiyyah), seperti kawin, talak, waris, wasiat, wakaf dan

®Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh ‘ald Dhaui al-
Kitéb wa as-Sunnah (T.tp: t.np, t.th), h. 107; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl
al-Figh, h. 30; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘I/mu Ushiil al-Figh, h. 32.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

setiap hukum yang berkaitan dengan kekeluargaan. Tujuannya
adalah untuk mengatur tatanan suami-istri dan sesama kerabat.
Hukum-hukum perdata (al-Ahkam al-Madaniyyah), seperti jual
beli, ijarah (sewa-menyewa), gadai, perserikatan, hutang
piutang dan setiap perbuatan yang berhubungan dengan
transaksi perseorangan dan pertukaran barang di antara
mereka. Tujuannya adalah guna mengatur hubungan antar
perseorangan yang berhubungan dengan persoalan komuditi.
Hukum-hukum pidana (al-Ahkam al-Jina’iyyah), yaitu hukum-
hukum yang berkaitan dengan tindakan kriminal dan
hukumannya. Tujuannya adalah memelihara kehidupan
manusia, harta, kehormatan dan hak-hak mereka serta memberi
hukuman pada pelaku dengan seadil-adilnya.

Hukum-hukum peradilan (Ahké&m al-Murdfa’at), baik yang
bersifat perdata maupun pidana yaitu hukum-hukum yang
berkaitan dengan peradilan, saksi dan sumpah. Tujuannya
adalah mengatur segala seluk beluk peradilan untuk
menegakkan keadilan.

Hukum-hukum perundangan (al-Ahkam al-Dustdriyyah), yaitu
hukum-hukum yang berhubungan dengan sistem hukum dan
dasar-dasarnya. Tujuannya adalah mengatur hubungan batasan
antara hakim dan pihak-pihak terdakwa serta menetapkan hak-
hak pada perseorangan atau masyarakat.

Hukum-hukum  hubungan antarnegara (al-Ahkam al-
Dauliyyah), yaitu hukum-hukum vyang berkaitan dengan
hubungan negara Islam dengan negara lainnya. Tujuannya
adalah mengatur hubungan negara Islam dengan negara lainya
dalam kondisi damai dan perang, serta batasan hubungan umat
Islam dengan non muslim di negara-negara Islam.
Hukum-hukum ekonomi dan finansial (al-Ahkédm al-
Igtishadiyyah wa al-Méliyyah), yaitu hukum-hukum yang
berkaitan dengan hak-hak perseorangan dalam masalah harta,
hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara dalam mengatur
sumber-sumber kekayaan. Tujuannya adalah mengatur
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hubungan antara orang kaya, miskin, negara dan rakyat dalam
persoalan harta.

E. Penjelasan al-Qur’an terhadap Hukum Islam

Ragam hukum jika ditelisik dari aspek apakah ‘illat (i) yang
terkandung dapat dijangkau akal logika maupun tidak, terbagi pada
dua macam, yaitu: hukum-hukum ta abbudi/ghair al-ma’qul al-makna
(dogmatis/irasional) dan hukum-hukum al-ma’qil al-makna
(rasional). Hukum-hukum ta ‘abbudi adalah hukum-hukum yang ‘illat-
nya hanya diketahui Allah Swt., seperti jumlah rakaat shalat, ukuran
nishab harta wajib zakat, ukuran had-had (hukuman-hukuman),
kaffarat dan bagian-bagian tertentu dalam harta waris. Sedang hukum-
hukum al-ma’qil al-maknd adalah hukum-hukum yang ‘illat-nya
dapat dijangkau akal logika melalui nash-nash dan dalil-dalil lain,
seperti keharaman khamr, riba dan sebagainya.**

Bertitikpangkal pada pengklasifikasian hukum tersebut, ulama
ushul figh memperhatikan bahwa al-Qur’an menerangkan hukum-
hukum yang terkandung di dalamnya dengan dua cara, yaitu *:

a. Penjelasan tafshili (rinci/detail) terhadap sebagian hukum-hukum
parsial yang termaktub di dalamnya, seperti yang berkaitan
dengan masalah ‘aqidah, ibadah, al-ahwal al-syakhshiyyah
(hukum keluarga Islam), hukum waris, hukum pidana (huddd)
dan kaffarat. Menurut ulama ushul figh, hukum-hukum yang
paparannya diperinci ini dinamakan hukum ta’abbudi, yang tidak
bisa dinalar oleh logika, tidak mengalami perubahan dan
perkembangan seiring dengan perkembangan hal ihwal manusia.

b. Penjelasan ‘@m (umum/global) terhadap sebagian besar hukum-
hukum vyang berkaitan dengan masalah hubungan sesama
manusia. Dalam hal ini, al-Qur’an menghadirkan kaidah-kaidah
umum, Kriteria-kriteria umum dan prinsip-prinsip dasar yang
dapat dipedomani manusia sepanjang masa.

** Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu Ushiil al-Figh, h. 62.
%Salamah, al-Ta'sis fi Ushll al-Figh ‘ald Dhau'i al-Kitb wa as-Sunnah, h. 108;
Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 33.
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Berkaitan dengan ini, ulama ushul figh mengemukakan bahwa
hukum-hukum umum dan global yang tertera dalam al-Qur’an
membuat hukum Islam itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan
perkembangan dan kemajuan umat manusia di setiap tempat dan
waktu, sehingga hukum Islam bisa mewadahi kemashlahatan dan
kebutuhan yang mengitari masyarakat Islam di sepanjang zaman.
Sebab, jika al-Qur’an menjelaskan seluruh peraturannya secara detail,
panjang lebar maka justru akan membuat al-Qur’an itu bersifat
terbatas dan tidak bisa mengakomodasi perkembangan dan kemajuan
umat manusia di setiap tempat dan masa.

Kaidah umum yang diketengahkan al-Qur’an menyangkut
masalah hukum perdata, di antaranya adalah firman Allah Swt. surah
al-Nisa’, 4: 29:
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali

dalam perdagangan yang didasarkan atas suka sama suka di

antara kamu”. (Q.S. al-Nis&’, 4: 29)

Prinsip umum yang diterangkan al-Qur’an yang berkaitan
dengan hukum perundangan, di antaranya adalah firman Allah Swit.
surah Ali ‘Imran, 3: 159:

A3 e

“Dan bermusyawarahlah bersama mereka dalam segala

urusan...”(Q.S. Ali ‘Imran, 3: 159)
Dalam surah al-Sydra, 42: 38:

st s
'Dan urusan mereka adalah bermusyawarah dengan
mereka... '(Q.S. al-SyQra, 42: 38)
Prinsip umum yang dipaparkan al-Qur’an berkaitan dengan
hukum antarnegara, antara lain adalah firman Allah Swt. surah al-
Mumtahanah, 60: 8-9:
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“Allah Swt. tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku

adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam

urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung
halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang

berlaku adil”. (Q.S. al-Mumtahanah, 60: 8-9)

Semua ayat-ayat di atas berisi kaidah dan prinsip umum, tata
aturan hukum tidak dijabarkan secara rinci dalam al-Qur’an sehingga
terbuka ruang ijtihad bagi para mujtahid untuk memahami dalam
rangka menggulirkan hukum Islam yang bernuasa mashlahah. Begitu
pula, terbentang cara bagi para ahli di bidang hukum tata negara,
hukum internasional, peradilan, ekonomi, politik untuk merancang
dan mengembangkan konsep-konsep disiplin ilmu tersebut sesuai
dengan kebutuhan dan kemashlahatan yang terus berkembang.

F. Dalélah al-Qur’an terhadap Hukum Islam

Ulama ushul figh sepakat bahwa seluruh nash al-Qur’an
dipandang di segi wurdd-nya (datangnya) berkualitas gath’t (pasti
benar). Dalam pengertian, kami mempercayai secara pasti dengan
sepenuh hati bahwa seluruh nash al-Qur’an diturunkan dari Allah Swit.
kepada Rasulullah Saw. untuk disampaikan pada umat manusia, tanpa
sedikit pun perubahan dan penggantian. Akan tetapi, apabila dilihat
dari segi dalalah al-Qur’an terhadap hukum-hukum yang
dikandungnya terpetakan pada dua bagian, yaitu nash qath’i al-
dalalah dan nash zhanni al-dalalah.®®

Nash yang qath’t al-daldlah adalah lafazh-lafazh yang
menunjukkan pemahaman tertentu, tidak dimungkinkan takwil dan
tidak bisa dipahami makna lain darinya.’” Ayat-ayat yang ber-dalalah

%\Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, 32.
< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushil al-Figh, h. 35; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 423.
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qath’t, seperti ayat-ayat waris, huddd, kaffarat. Misalnya, firman
Allah Swt. dalam surah al-Nisa’, 4: 11:
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“Allah Swt. mensyariatkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki
sama dengan dua bagian anak perempuan, dan jika anak itu
semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, dan jika anak
perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh
harta”. (Q.S. al-Nisa’, 4: 11)

Contoh lain berkenaan dengan huddd adalah firman Allah Swt.

dalam surah al-Ndr, 24: 2:
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“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka

deralah tiap-tiap orang dari keduanya seratus kali dera’.

(Q.S. al-Ndr, 24: 2)

Berkaitan dengan kaffarat zhihar ditegaskan dalam surah al-
Mujadalah, 58: 3:
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“Dan mereka yang mendhihar istrinya, kemudian menarik

kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka wajib

memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu

bercampur”. (Q.S. al-Mujadalah, 58: 3)

Bilangan-bilangan pada ketiga ayat di atas, yakni dua pertiga
bagian waris bagi anak perempuan yang lebih dari tiga orang, separuh
bagian waris bagi anak perempuan tunggal, seratus kali dera bagi
orang yang terjerumus ke jurang zina, dan seorang budak untuk
kaffarat zhihar, itu semua menunjukkan pemahaman tunggal dan tidak
bisa dipahami makna lain karena kesemua lafazh tersebut bersifat
qath’i.
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Sementara nash zhanni al-dalalah adalah lafazh-lafazh yang
memuat pengertian lebih dari satu, dimungkinkan untuk ditakwilkan
dan bisa dialihkan dari suatu makna pada makna lain.® Misalnya,
lafazh musytarak (mengandung multimakna), yakni kata qurQ™ yang
termaktub dalam surah al-Bagarah, 2: 228:
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“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menunggu tiga kali

quri’”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 228)

Kata qurii” merupakan lafazh musytarak yang bisa berarti suci
atau haid. Karena itu, para mujtahid berselisih pemahaman dalam
memaknai kata quri’. Kalangan Syafi’iyah memaknai kata quri’
dengan “suci” sehingga produk ijtihadnya menetapkan wanita yang
dicerai wajib menjalani masa ‘iddah selama tiga kali suci. Sebaliknya,
Kalangan Hanafiyah memaknai kata quri’ dengan “haid” sehingga
buah ijtihadnya mencetuskan wanita yang dicerai wajib menjalani
masa ‘iddah selama tiga kali haid. Contoh lain adalah firman Allah

Swt. dalam surah al-M&’idah, 3:
a0 dadd 1Sl

“Diharamkan bagi kamu (memakan) bangkai, darah...” (Q.S.
al-Ma’idah, 3)

Kata “434” dalam ayat ini berbentuk &m yang mengandung
kemungkinan yang dimaksud adalah seluruh bangkai, dan
dimungkinkan juga terdapat bangkai yang dikecualikan, seperti
bangkai ikan dan belalang. Keterangan yang menujukkan terdapat
pengecualian dalam ayat tersebut ditemukan dalam hadits Nabi Saw.
Menurut ulama ushul figh menyatakan bahwa lafazh musytarak, ‘am
(umum), muthlag (tiada pembatasan) bersifat zhanni (relatif). Oleh
sebab itu, para mujtahid terbuka ruang ijtihad untuk mengungkap
makna yang tepat dalam pandangannya dengan memperhatikan
berbagai dalil-dalil yang mendukungnya.

%< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushil al-Figh, h. 35; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 424.
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G. Sebagian Kaidah Ushul Figh yang Berkaitan dengan al-Qur’an
Ulama ushul figh menginduksi beberapa kaidah umum ushul

figh yang bertemali dengan al-Qur’an. Kaidah-kaidah tersebut di

antaranya adalah *:

a) Al-Qur’an merupakan dasar, pondasi dan rujukan pertama dan
utama hukum Islam, sehingga seluruh dalil-dalil yang lain harus
bermuara padanya, tidak boleh bertentangan atau bersebrangan
dengan kaidah umum yang dikandung al-Qur’an.

b) Urgensi mengetahui sebab-sebab yang melatarbelakangi ayat-ayat
al-Qur’an diturunkan (asbab al-nuzdl), karena ayat al-Qur’an itu
diturunkan secara gradual sesuai dengan situasi sosial masyarakat
arab yang mengitari waktu itu. Argumentasi yang mendasari hal itu
adalah:

1. Kemu’jizatan al-Qur’an tidak mungkin bisa dipahami dengan
tepat, kecuali setelah menelaah situasi dan kondisi sewaktu al-
Qur’an dilendingkan, baik situasi berkenaan dengan materi
wahyu, audien atau pun penyampainya karena suatu perkataan
menyebabkan pemahaman yang berbeda lantaran memperhatikan
hal ihwal yang melingkupinya.

2. Ketidaktahuan terhadap sebab-sebab turunnya ayat akan
berdampak kerancuan dan kegamangan dalam menguak hukum-
hukum vyang dikandung al-Qur’an, karena al-Qur’an itu
diwahyukan seringkali disebabkan suatu permasalahan yang
mengemuka di tengah-tengah masyarakat atau dipertanyakan
pada Rasulullah Saw.

Dalam suatu riwayat diterangkan bahwa Marwan lIbn al-Hikam
pernah mengalami kerancuan dalam memahami maksud firman Allah

Swt. dalam surah Ali ‘Imran, 3: 188:

‘:_j e ;fij

*Muhammad al-Khudhari Bek, Ush(il Figh (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra,
1969), h. 210.
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“Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gembira
dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka puji
atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, jangan sekali-kali
mereka akan lolos dari azab”. Lula Marwan melayangkan
surat pada Ibn ‘Abbas, yang berisi “Jika setiap orang gembira
dengan apa yang diperbuat, dan senang dipuji dengan apa
yang tidak diperbuat, maka sungguh kami akan disiksa
semuanya”. Kemudian Ibn ‘Umar berkata, “Bukanlah seperti
itu maksud ayat ini?”. Sejurus kemudian, Ibn ‘Abbas
menjawab, “Rasulullan Saw. meminta pada orang yahudi
untuk menanyakan sesuatu, lalu mereka menyembunyikan
jawabannya dan memberitakan hal lain. Mereka
menampakkan diri terlihat telah mengabarkan apa yang telah
ditanyakan pada Rasulullah Saw. mereka minta untuk dipuji
dan merasa senang dengan apa yang diperbuat”. Kemudian
Ibn ‘Abbas membaca surah Ali ‘Imran, 3: 187-188:
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“Dan (ingatlah), ketika Allah Swt. mengambil janji dari
orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu “Hendaklah kamu
benar-benar menerangkannya (isi kitab itu) kepada manusia,
dan janganlah kamu menyembunyikannya,” lalu mereka
melemparkan (janji itu) ke belakang punggung mereka dab
menjualnya dengan harga murah. Maka itu seburuk-buruk
jual-beli yang mereka lakukan”. (Q.S. Ali ‘Imréan, 3: 187-188)
c) Untuk memahami hukum-hukum yang diterangkan dalam al-
Qur’an juga sangat dibutuhkan untuk mempelajari secara baik adat
tradisi masyarakat arab, baik yang berkaitan dengan perkataan,
perbuatan dan bentuk-bentuk kata yang biasa digunakan sewaktu
diturunkannya al-Qur’an, karena ketidaktahuan dalam hal ini akan
berakibat pada kerancuan dan kekAbdran dalam memahami al-
Qur’an. Misalnya beberapa ayat berikut ini:
1. Firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah, 2: 196:
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“Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah...”. (Q.S.

al-Bagarah, 2: 196)

Ayat ini berisi perintah untuk menyempurnakan haji dan
‘umrah, bukan perintah melaksanakan haji dan ‘umrah itu sejak
semula. Sebab, orang-orang arab di zaman jahiliyah sudah
mengerjakan haji dan dan ’umrah. Kemudian syariat Islam datang
untuk menyempurnakan sebagian manasik haji tersebut dan
menambahnya dengan sebagian manasik haji lainnya, seperti wuqaf di
‘Arafah. Disamping itu, juga memberi pesan akan kewajiban
mengerjakan haji dan ‘umrah.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah, 2: 286:
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“Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami

lupa atau bersalah...” (Q.S. al-Bagarah, 2: 286)

Berkenaan dengan ayat ini, Abl Yasuf (113-182H; Pakar figh
Hanafi) menyatakan ayat tersebut menyangkut masalah syirik, karena
mereka yang disebut dalam ayat itu adalah orang-orang yang baru
masuk Islam, salah seorang dari mereka berkeinginan untuk
mengesakan Tuhan dan menganggap keliru kekufuran. Olek karena
itu, bagi Ab( Ydasuf, ayat ini tidak berhubungan dengan masalah
sumpah dalam talak, memerdekakan budak, jual beli, karena sumpah
semacam itu belum dikenal.

Firman Allah Swt. dalam surah al-Najm, 53: 49:
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“Bahwasanya Dia-lah (yang memiliki) bintang syi'ra”. (Q.S.
al-Najm, 53: 49)

Yang dimaksud kata al-syi’ra adalah sebuah nama bintang.
Orang-orang kabilah khuzd’ah menyembah bintang syi’ra tersebut,
dan satu-satunya sesembahan mereka adalah bintang tersebut. Oleh
karena itu, Allah Swt. menentukan langsung bintang tersebut.
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Setiap hikayat yang terdapat dalam al-Qur’an kemudian
disebutkan sebuah bantahan atau penolakan sesudahnya, maka hikayat
itu dihukumi batal. Seperti firman Allah Swt. dalam surah al-An’am,
6: 91:
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“Ketika mereka berkata, Allah Swt. tidak menurunkan sesuatu

pun kepada manusia...”. (Q.S. al-An’am, 6: 91)
Kemudian Allah Swt. meneruskan dengan firman-Nya:

A s g gt als sl S B o o
“Katakanlah: “Siapakah yang menurunkan Kitab (Taurat)
yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi

manusia...”.

AS-SUNNAH
A. Definisi as-Sunnah
as-Sunnah secara etimologi berarti jalan atau cara yang biasa
dikerjakan, sama saja cara yang ditempuh itu sesuatu yang baik
maupun buruk. Pengertian as-Sunnah seperti ini ditemukan dalam

hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim, al-Nasa'1 dari
Jarir yang berbunyi:
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“Barangsiapa yang melakukan sunnah (jalan, cara yang biasa

dikerjakan) yang baik dalam Islam, maka ia memperoleh

pahalanya dan pahala orang-orang mengamalkannya hingga

hari kiamat, dan barangsiapa melakukan sunnah yang buruk,

maka ia mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang

mengamalkannya sampai hari kiamat”. (H.R. Muslim dan al-

A A

Nasa'1)
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Sementara as-Sunnah secara terminologi, bisa dipetakan pada
tiga disiplin ilmu, yaitu ilmu hadits, ilmu figh dan ilmu ushul figh. as-
Sunnah menurut ahli hadits adalah semua yang disandarkan kepada
Nabi Muhammad Saw., baik dalam bentuk perkataan, perbuatan,
ketetapan ataupun sifat-sifatnya sebagai manusia biasa, akhlaknya,
baik kesemuanya itu sebelum maupun sesudah diutus menjadi
Rasulullah. Sedangkan as-Sunnah dalam pandangan ahli figh adalah
bagian dari salah satu hukum taklifi, kebalikan dari pengertian wajib
dalam masalah ibadah dan bisa pula berarti antonim dari kata bid’ah.
as-Sunnah menurut mereka adalah perbuatan yang mendapat pahala
apabila dikerjakan dan tidak diganjar dosa apabila ditinggalkan.

Sedangkan as-Sunnah menurut ulama ushul figh terdapat
beraneka pengertian, di antaranya adalah:

1. al-Amidi mendefinisikan as-Sunnah adalah
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Semua yang datang dari Rasulullah Saw. sebagai dalil syara’,

tidak mengandung mu’jizat dan bukan termasuk dalam sesuatu

yang memuat mu’jizat. Dengan demikian, yang tergolong as-
Sunnah adalah perkataan, perbuataan dan ketetapan Nabi Saw.*®

2. al-Badakhsyi, al-Jaizawi, dan  Abdussyakdr al-Bahari
merumuskan definisi as-Sunnah adalah
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1A 1-Amidi, al-Ihkam fi UshQl al-Ahkam, Juz 1, h. 227; al-Amidi, Muntaha al-Sal fi
I1mi al-Ushdl (Beirut: Dar al-Kutub al-l1Imiyah, 2003), h. 49.
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Perkataan, perbuataan ataupun ketetapan yang bersumber dari
Rasulullah Saw. selain al-Qur’an.'®*
3. al-Thafi memformulasikan pengertian as-Sunnah adalah
DAL 3196 51 955 1 J3ts 52 (185 U eSleto) 221
Perkataan, perbuataan atau ketetapan yang dinukilkan dari

Rasulullah Saw.'%?
4. al- Mardawi menakrifkan as-Sunnah adalah
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Perkataan Nabi Saw. sekalipun berbentuk tulisan selain al-Qur’an,
perbuatan meskipun berupa isyarah dan ketetapannya.'®

5. Muhammad al-Sam’ani (426-489 H/1035-1096 M) merumuskan
pengertian as-Sunnah adalah
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Setiap perkataan, perbuatan atau ketetapan yang Rasulullah Saw.

syariatkan pada ummatnya.*®
6. ‘Abdulwahhab al-Subki mendefinisikan as-Sunnah adalah

AP L ju;lu\y.wéj\y\ 23
Perkataan dan perbuataan Nabi Muhammad Saw.*®
7. al-Bannani (w. 1784 H/1198 M) menakrifkan as-Sunnah adalah
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Perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad Saw.®

191al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz II, h. 194; Muhammad Ab( al-Fadl al-
Waraqi al-Jaizawi, Hasyiyah Mukhtashar al-Muntaha al-Ushdli, Juz 11 (Beirut: Dar
al-Kutub al-Ilmiyah, 2004), h. 290; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhéri, Kasyfu al-
Asrar, Juz Il, h. 117.

12 Al-Thafi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz 11, h. 61.

103 Al Ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, JId 111, h. 1424; <Ali al-FutGhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid 11, h. 160.
1%Muhammad Ibn ‘Abdujabbar al-Sam’ani, Qawdthi’ al-Adillah fi Ushdl al-Figh,
Juz | (Riyadh: Maktabah al-Taubah, 1998), h. 37; al-Sinqithi, Mudzakkirah fi Ushal
al-Figh, Juz I, h. 360.

105 Ali al-Subki, Jam 'u al-Jawami fi Ushdl al-Figh, h. 61.

Al-Bannant, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 94; al-*Atthar,
Hasyiyah al-‘Atthar ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 1l, h. 128; Jalaluddin al-Suydtht,
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8. ibn  Imam al-Ké&miliyah  (808-874  H/1406-1470 M)
mendefinisikan as-Sunnah adalah

§ IR g sl &ad ol ISV G 2 5 530 U e Bl 1Sty 28

SRR
Perkataan yang tidak mengandung mu’jizat, perbuatan, ketetapan

ataupun maksud keinginan yang muncul dari Rasulullah Saw.*®’
9. ‘Ali ibn ‘Adam Misa merumuskan definisi as-Sunnah adalah

P RN ‘dw\jgﬂ Jrgt mew o LA

Perkataan, perbuatan, ketetapan dan maksud (keinginan) Nabi
Saw. 1%

B. Macam-macam as-Sunnah
Dari definisi as-Sunnah yang diutarakan ulama ushul figh di
atas, maka as-Sunnah terkelompokkan pada tiga macam, yaitu*®:
1. as-Sunnah al-qauliyyah, ialah sabda-sabda Rasulullah Saw.
yang dikatakan pada para sahabat kemudian disampaikan pada

sahabat lain. Misalnya sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:
< Jusli é

!

“Hanyasanya segala amal perbuatan tergantung niatnya’.
(H.R. al-Bukhar)
Contoh lain adalah hadits Rasulullah Saw. bersabda:

SV S N5 e Y

Syarh al-Kaukab al-Sdathi’, Juz Il, h. 3; al-SingithT, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h.
113.

Y"Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-Wush(l ila Minhaj al-
Ushdl min al-Ma’qiil wa al-Manqdl, Juz IV, h. 212; Muhammad al-Amin Ibn
Ahmad Zaidan, Maraqi al-Su’id ild Mardgi al-Su’id, h. 255; Muhammad lbn
Husain lbn Hasan al-Jaizani, Ma dlimu Ushil al-Figh (Riyadh: Dar lbn al-Jauzi,
1996), h. 122; al-Baidhawi, Nihayah al-Sal fi Syarhi Minh&j al-Ushal, Juz Ill, h. 3;
al-Zarkasyt, al-Mahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz 1V, h. 164.

198 Ali Ibn ‘Adam Miisa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 245.

109 Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushil al-Figh, h. 36; Wahbah az-Zuhailt, Ushl
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 432.
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“Tidak boleh berbuat yang memudharatkan dan membalas
kemudharatan dalam Islam”.(H.R. Ibnu Majah)

2. as-Sunnah  al-fi’liyyah, ialah perbuatan yang dilakukan
Rasulullah Saw. Misalnya, tata cara shalat yang lima,
pelaksanaan zakat, manasik haji dan sebagainya.

3. as-Sunnah al-tagririyyah, ialah perkataan atau perbuataan
sahabat yang dikerjakan di depan atau sepengetahuan Nabi
Saw., tetapi sikap Nabi Saw. hanya diam dan tidak menegurnya.
Sikap Nabi Saw. tersebut pertanda persetujuan dan penetapan
Nabi Saw. Misalnya, para sahabat memakan biawak di atas meja
hidangan Rasulullah Saw.; persetujuan Rasulullah Saw.
terhadap tata cara memutuskan perkara yang dicanangkan
Mu’adz Ibn Jabal sewaktu hendak didelegasikan ke Yaman; dua
orang sahabat melakukan bepergian lalu masuk waktu shalat.
Keduanya tidak menemukan air maka bertayammumlah mereka
kemudian mengerjakan shalat. Setelah selesai shalat, dua orang
sahabat itu menemukan air sedangkan waktu shalat masih tersisa
lama. Ada yang mengulangi shalat dan ada yang tidak
mengulanginya kembali. Lalu keduanya menceritakan pada
Rasulullah Saw. mengenai kasus yang dihadapinya. Rasulullah
Saw. menyetujui atas apa yang mereka lakukan. Rasul bersabda
pada sahabat yang tidak mengulang kembali shalatnya, “kamu
sudah sejalan dengan as-Sunnah dan shalatmu dianggap sudah
cukup”, sedang sabda Rasul pada yang satunya, ‘“kamu
mendapatkan pahala dua kali”.

C. Macam-macam as-Sunnah dari Aspek Sanad

as-Sunnah ditelisik dari segi sanad (silsilah periwayatan
sebuah hadits)-nya, menurut jumhur ulama ushul figh terbagi pada dua
macam, yaitu sunnah mutawatir dan sunnah ahad. Sunnah mutawatir
adalah sunnah yang diriwayatkan oleh orang banyak —lebih dari tiga
orang-, yang menurut akal sehat mereka tidak mungkin akan
bersepakat berdusta. Para periwayat hadits yang diperhatikan dalam
ranah ini adalah para periwayat hadits pada tiga masa awal Islam,
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yaitu masa sahabat, ¢tabi’in dan tabi’ al-tabi’in, karena sesudah masa
itu merupakan masa pengodifikasian hadits. Di mana sesudah masa
itu, hadits-hadits mulai tersebar luas ke berbagai penjuru dunia Islam
sampai pada generasi berikutnya hingga sekarang.**°
Hadits-hadits yang diriwayatkan secara mutawatir banyak
ditemukan dalam hadits Nabi Saw. yang berupa perbuatan Nabi Saw.
(as-Sunnah al-fi'liyyah), seperti jumlah rakaat shalat, puasa,
perbuatan-perbuatan haji, kadar harta yang wajib zakat, adzan, tata
cara berwudhu™ dan setiap amaliyah dan perkataan Nabi Saw. yang
langsung dilihat dan didengarkan oleh beberapa sahabat. Sunnah
mutawatir yang berbentuk qauliyyah sedikit sekali dijumpai,
misalnya:
&)y Lo v
“Tidak sah berwasiat kepada ahli waris”. (HR. al-Daruquthni)
Hadits ini diriwayatkan oleh 12 orang sahabat, di antaranya

adalah Ibnu Abi Syaibah, al-Daruquthnt, Ibnu Addi dari Ali r.a.
Contoh hadits lain,

“Siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama-ku, maka ia

menyediakan tempatnya di neraka”.

Hadits ini diriwayatkan dari sahabat yang secara kuantitas
sangat banyak, di antaranya adalah Ab( Hurairah, Jabir, Abdullah Ibn

al-Harits, Anas Ibn Malik, Abdullah Ibn ‘Umar, Zubair Ibn ‘Awwam,
‘Abdullah Ibn Mas’td dan Abd Sa’id al-Khudhri.

19A1-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 214. Lihat juga, Muhammad Ibn
Mahm{d Ibn Ahmad al-BabartT al-Hanafi, al-Rudid wa al-Nuq(d Syarh Mukhtashar
Ibn H4jib, Juz I h. 267. Lihat juga, Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahmén,
Taisir al-Wushdl ila Minhj al-Ushdl min al-Ma giil wa al-Manqdl, Juz 1V, h. 258;
Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 11, h. 37; al-Thafi, Syarh
Mukhtashar al-Raudhah, Juz 1I, h. 73; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu
al-Asrar, Juz 11, h. 522; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 119; al-Jazarf,
Mi’rdj al-Minhdj, Juz 11, h. 21;al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, Juz I, h.
380; al-Baidh&wi, Nihdyah al-Sal fi Syarhi Minh4j al-Ushal, Juz 1lI, h. 61;
Muhammad al-Khudhar? Bek, Ushal Figh, h. 215; al-Zarkasyi, al-Mahru al-Muhith
fi Ushdl al-Figh, Juz 1V, h. 231.
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Adapun hukum sunnah mutawéatir adalah gath’i (pasti datang
dari Rasulullah Saw.), menurut kesepakatan para ulama. Disamping
itu, orang yang mengingkarinya dicap kafir.

Sedangkan sunnah &had adalah sunnah yang diriwayatkan
oleh beberapa orang saja —seorang, dua orang atau lebih- yang tidak
sampai pada tingkatan periwayat sunnah mutawatir pada tiga masa
pertama Islam.**' Menurut ulama ushul figh, mayoritas sunnah
diriwayatkan secara ahad. Sementara hukum sunnah &had adalah
bersifat zhanni. Walaupun demikian, sunnah &had tetap wajib
diamalkan dan dapat dijadikan sebagai hujjah, melainkan dalam
masalah ‘aqidah. Menurut jumhur ulama ushul figh, sunnah &had bisa
dijadikan hujjah dalam masalah huddd, berbeda dengan ulama
Hanafiyah.''? Berkaitan dengan ini imam al-Amidi berpendirian
bahwa sunnah ahad menunjukkan pengetahuan yang gath’i apabila
telah memenuhi beberapa syarat.

Sedikit berbeda dengan pembagian as-Sunnah menurut jumhur
ulama, kalangan Hanafiyah mengklasifikasi as-Sunnah dilihat dari
segi sanad pada tiga macam, yaitu sunnah mutawatir, sunnah
masyhdr dan sunnah ahad. Posisi kekuatan sunnah masyhdr terletak
antara mutawatir dan dhad. Mengenai pengertian sunnah mutawatir
dan sunnah ahad menurut ulama Hanafiyah sama dengan pengertian
yang telah dikemukakan jumhur ulama ushul figh. Sementara menurut
ulama Hanafiyah, sunnah masyhdr adalah sunnah yang pada masa
awal Islam (masa sahabat) diriwayatkan secara ahad, kemudian
tersebar pada masa kedua, ketiga (zdbi’, tdbi’ al-tdbi’in) sesudah masa

MAlL Tbn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 265. Bandingkan dengan,
‘Umar Ibn Muhammad Ibn ‘Umar al-Khabbazi, al-Mughni fi Ushal al-Figh, h. 194;
al-‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 11, h. 156; Jalaluddin al-
Suy(tht, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz I1, h. 49; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukharf,
Kasyfu al-Asréar, Juz Il, h. 538; al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh,
Juz IV, 255.

Y2Al-Bannant, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 133; al-Atthar,
Hasyiyah al-‘Atthar ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 1l, h. 157; Jalaluddin al-Suydtht,
Syarh al-Kaukab al-Sdrhi’, Juz 11, h. 50.
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sahabat secara mutawatir."** Contohnya adalah hadits dari Ibnu ‘Umar
bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

<y N G

“Segala amal perbuatan tergantung niatnya”. (HR. al-
Bukhéri, Ab( Daud dan Ibnu Majah)
Hadits riwayat Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Islam dibangun atas lima pokok”. (HR. al-Bukhari, Muslim,
Ahmad, al-Tirmidzi, al-Nasa'1)

Hadits dari ‘Ubadah Ibn al-Shamit bahwa Rasulullah Saw.

bersabda:

SN G S V5 5 ¥

'‘Dalam Islam, tidak boleh berbuat kemudharan dan

memudharatkan”. (HR. Ahmad dan Ibnu Méajah)

Adapun hukum sunnah masyh(r adalah bersifat gath 7 (pasti)
datangnya dari sahabat, tetapi bersifat zhanni (diduga kuat) datangnya
dari Rasulullah Saw. Meskipun seperti itu, ulama sepakat tentang
kebolehan sunnah masyhdr dijadikan hujjah dalam istinbath hukum
Islam, baik dalam masalah ‘aqgidah, masalah furi iyyah (figh). Karena
dari segi periwayatannya sunnah seperti ini bersifat gath’i. Oleh
karena itu, menurut ulama Hanafiyah, sunnah masyhdr bisa
menakhshish ayat-ayat yang berbentuk umum dan mentaqgyid
(membatasi) ayat-ayat yang bersifat muthlag.

Menurut imam mazhab empat, sunnah ahad bisa dijadikan
landasan dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat-
syarat yang telah dirumuskan. Menurut ulama Hanafiyah
mengemukakan bahwa sunnah ahad dalam dijadikan dasar hukum
apabila memenuhi tiga syarat, yaitu ***:

3<Umar Ibn Muhammad Ibn ‘Umar al-Khabbazi, al-Mughni fi Ushdl al-Figh, h.
192; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhéri, Kasyfu al-Asrar, Juz Il, h. 135; Yasuf al-
Jazari, Mi’rdj al-Minhj, Juz 11, h. 534; h. 216.

14<Ali Tbn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 279. Lihat juga, al-Bannant,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 135; al-‘Atthar, Hasyiyah al-
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1) Perawi sunnah/hadits itu tidak melakukan perbuatan atau
menetapkan fatwa yang bertolakbelakang dengan pesan hadits
yang ia riwayatkan, karena apabila ia melakukan hal itu berarti
sunnah/hadits tesebut sudah dinasakh. Misalnya, Ab( Hurairah
merawikan hadits dari Rasulullah yang mengungkapkan:

A B Tz alladl st o s LIS g )

“Apabila anjing menjilat bejana kalian, maka basuhlah
sebanyak tujuh kali dengan air dan salah satunya dengan
tanah”. (H.R. Ahmad Ibn Hanbal, al-Bukhari dan Muslim)
Ulama Hanafiyah tidak melandaskan sunnah/hadits ini sebagai
dasar hukum, karena Abld Hanifah sendiri memberi fatwa untuk
mencukupkan sebanyak tiga kali basuhan ketika menyucikan bejana
yang dijilat anjing, sebagaimana yang diriwayatkan al-Daruqutnt.

2) Obyek materi hadits ahad itu tidak berkaitan dengan
kepentingan orang banyak, karena menurut ulama Hanafiyah,
materi sunnah/hadits yang memuat kepentingan orang banyak
semestinya diriwayatkan secara mutawatir atau minimal
masyhdr. Oleh karena itu, periwayatan secara ahad dalam kasus
ini menyebabkan keraguan bersumber dari Rasulullah Saw.
Berlandaskan pada syarat ini, ulama Hanafiyah tidak

menganggap sunnah mengangkat tangan ketika akan ruku’ dan 1’tidal
dalam shalat. Karena menurut mereka hadits itu bersifat ahad.
Semestinya hadits tersebut diriwayatkan secara mutawatir atau
masyhdr karena menyangkut kebutuhan orang banyak untuk
memperoleh keterangan mengenai gerakan-gerakan dalam shalat yang
secara akal logika tidak mungkin disepelekan oleh Rasulullah Saw.

3) Sunnah/Hadits ahad itu tidak bertentangan dengan giyas dan
tidak berbenturan dengan dasar-dasar atau kaidah-kidah umum
syariat Islam, apabila perawi hadits itu bukan ahli figh. Karena
menurut mereka, mayoritas hadits-hadits yang diriwayatkan para

‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 11, h. 161; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-
Kaukab al-Sdzhi’, Juz 11, h. 57; al-Thaff, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz II, h.
233; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asrér, Juz Il, h. 157; al-Zarkasyf,
al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz 1V, h. 346.
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sahabat dan #dbi’in bersifat bil makné (secara maknanya saja).
Dalam pengertian, para perawi meriwayatkan hadits melalui
menyimpulkan maksud dari sabda Rasulullah Saw., minim
sekali ditemukan hadits yang perawi menyampaikannya sama
persis dengan perkataan yang disabdakan Rasulullah Saw.
Karenanya, hal yang mungkin terjadi pergeseran makna lantaran
terdapat kata yang hilang, sehingga yang ia riwayatkan tidak
sempurna. Menurut ulama Hanafiyah, para perawi hadits yang
bukan ahli figh, di antaranya adalah Ab{ Hurairah, Salméan al-
Farisi dan Anas Ibn Malik. Contohnya, ulama Hanafiyah tidak
menjadikan sebagai dasar hukum atas hadits yang diriwayatkan
ADbU Hurairah tentang al-Tashriyyah (kambing atau unta yang
air susunya dihimpun dalam payu daranya). Hadits itu berbunyi:

2 Opp Sladl 2 &) G2 O A okl iz 80 A e 5l AR

F s By

“Janganlah kamu melakukan tashriyyah kepada unta dan
kambing, barangsiapa membelinya maka ia berhak memilih
antara menerima binatang itu apa adanya atau
mengembalikannya dengan disertai satu sha’ kurma, setelah
susu binatang itu ia perah”. (H.R. Ahmad lIbn Hanbal, al-
Bukhéri dan Muslim)

Ulama Hanafiyah tidak mengamalkan hukum yang ditegaskan
dalam hadist ini, karena bertentangan dengan giyas dan kaidah umum
yang menetapkan patokan setiap kerugian harus diganti dengan barang
yang sama bila termasuk barang yang memiliki padanannya, atau
diganti dengan barang yang senilai. Hadits tersebut menegaskan
bahwa susu yang telah diperah pembeli diganti dengan kurma. Hal ini
berpunggungan dengan kaidah umum, sebab kurma jauh berbeda
dengan susu kambing dan unta.

Pada dasarnya syarat ini merupakan buah pikiran ‘Isa Ibn Abban
(Ulama muta’akkhir Hanafiyah). Sementara, menurut ulama
Hanafiyah pendapat yang dijadikan pedoman dalam masalah ini
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adalah mendahulukan hadits ahad secara muthlag. Karena Abd
Hanifah sendiri mengakui kepakaran Ab( Hurairah dalam bidang figh.
Buktinya, Abld Hanifah memberlakukan hukum yang ditegaskan
dalam hadits yang diriwayatkan Abd Hurairah. Hadits itu menyatakan:

iz 4 acsdl G0 daseo 2o 2o g Ll o g 8T 25
“Orang yang makan atau minum karena lupa (ketika berpuasa),
hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena hanyasanya
Allah-lah memberinya makan dan minum”. (HR. al-Bukhari dan
Muslim)
Berkaitan dengan ini, Abl Hurairah mengatakan: &l &gl 3

~uly“Kalaulah bukan karena bersandar pada hadits ini, niscaya saya

akan memberlakukan giyas/kaidah umum, yakni menghukumi puasa
itu batal."

Berbeda dengan persyaratan dalam menerima hadits ahad
yang telah ditetapkan ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah mesyaratkan
hadits ahad dapat dijadikan dasar hukum Islam apabila tidak
bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Alasan mereka,
karena amal ahlu Madinah selevel dengan periwayatan mereka dari
Rasulullah Saw. Dalam pengertian, amalan yang mentradisi dan
dilakukan banyak orang sejak zaman Rasulullah Saw. hingga ke
zamannya. Karena itu, amal ahlu Madinah —menurut mereka,
setingkat dengan periwayatan dari banyak orang pada banyak orang-
lebih dikedepankan daripada mengamalkan suatu riwayat yang hanya
diriwayatkan beberapa orang saja. Selain itu, penduduk Madinah
merupakan orang yang paling mengetahui terhadap hal ihwal
Rasulullah Saw. Berdasarkan prinsip ini, ulama Malikiyah tidak
mengamalkan hadits yang membicarakan tentang khiyar majlis.**®
Dalam hadits yang diriwayatkan Hakim Ibn Hazam bahwa Nabi Saw.
bersabda:

YSAl-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 135; al-Atthar,
Hasyiyah al-‘Atthar ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 1l, h. 161; Jalaluddin al-Suydtht,
Syarh al-Kaukab al-Sdrhi’, Juz 11, h. 56.
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“Penjual dan pembeli berhak khiyar (memilih) selama belum
berpisah di tempat akad, jika kedua orang itu jujur dan
menjelaskan yang sebenarnya maka jual belinya mendapatkan
berkah, dan jika keduanya berdusta serta menyembunyikan
keburukannya maka hilanglah keberkahannya. (HR. Ahmad
Ibn Hanbal, Malik Ibn Anas, al-Bukhari dan Muslim)

Ulama Malikiyah tidak menerima hadits itu karena bersifat

ahad dan berbenturan dengan amalan penduduk Madinah.

Ulama Syafi’iyah menerima hadits &had sebagai dasar dalam

menetapkan hukum Islam apabila perawi memenuhi empat syarat,

yaitu:
a)

b)

d)

Perawi hadits ahad dapat dipercaya dan jujur dalam
ucapannya,

Perawi hadits ahad bisa memahami terhadap hadits yang ia
riwayatkan, sekiranya ia mampu menyampaikan hadits sesuai
dengan ungkapan lafazh yang disabdakan Rasulullah Saw.,
Perawi hadits ahad memiliki daya ingatan yang kuat sehingga
ia mampu meriwayatkan hadits melalui hafalannya,

Obyek yang diterangkan dalam hadits ahad tidak bertentangan
dengan hadits yang diriwayatkan oleh perawi ahli hadits,
apabila obyek bahasannya sama. Menurut ulama Syafi’iyah.
Keempat syarat tersebut harus terpenuhi pada setiap tingkatan
para perawi sehingga sampai pada Nabi Saw., atau
sesudahnya, para sahabat, zabi’ dan tdbi’in.

Pada prinsipnya, ulama Syafi’iyah mengamalkan hadits ahad

sebagai dasar dalam meng-istinbathkan hukum Islam apabila shahih
dan mata rantai sanad-nya bersambung. Oleh karena itu, ulama
Syafi’iyah tidak mempedomani hadits mursal sebagai landasan dalam
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mencetuskan hukum Islam, melainkan apabila telah memenuhi lima
syarat, yaitu **:
a. Perawi hadits mursal dari kalangan pembesar tdbi’in yang
secara langsung sering berbaur dengan para sahabat, seperti
Sa’id Ibn Musayyab, al-Zuhri, al-Hasan al-Bashri dan tdbi’in
sekaliber mereka yang periwayatannya hanya dari sahabat
terpercaya, seperti al-Hasan, al-Syi’bi dan Ibn Sirin.
b. Makna hadits mursal itu diperkuat oleh hadits yang sanad-nya
bersambung sampai pada Nabi Saw.,
c. Hadits mursal itu diperkokoh hadits mursal lain yang diterima
ahli ilmu,
d. Kandungan hukum hadits mursal itu didukung pendapat
sahabat,
e. Hadits mursal itu didukung dengan fatwa para ulama.
Sementara itu, ulama Hanabilah searus pendapat dengan ulama
Syafi’iyah dalam mempedomani hadits ahad sebagai landasan hukum.
Akan tetapi, mereka bersilang pendapat dalam mengamalkan hadits
mursal. Menurut ulama Hanabilah, hadits &had yang termasuk
kategori mursal dapat diterima sebagai landasan hukum, bahkan
kekuatan hujjah-nya diunggulkan daripada giyas.

D. Kehujjahan as-Sunnah

Mayoritas ulama searah pandangan mengatakan bahwa as-
Sunnah merupakan hujjah kedua setelah al-Qur’an dalam istinbath
hukum Islam. Dalam pengertian, seorang mujtahid ketika tidak
mendapati ayat menyangkut kasus yang dikajinya, maka ia dapat
berhujjah dengan as-Sunnah. Ulama ushul figh mengemukakan ada
tiga argumentasi berkaitan dengan kehujjahan as-Sunnah, yaitu al-

YAI-Bannant, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 169; al-Atthar,
Hasyiyah al-‘Atthar ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 1l, h. 202; Jalaluddin al-Suydtht,
Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz 11, h. 115; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushal Figh,
h. 231; al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz 1V, h. 413.

72 | Itlmu Ushul Figh



Qur’an, ijmd’ shahabah dan ma’qil (akal logika), sebagai berikut
init'’:

1. al-Qur’an, yaitu perintah Allah Swt. untuk mentaati, mengikuti
dan mensuritauladani Rasulullah Saw., sebagaimana dijumpai
dalam sejumlah ayat al-Qur’an, di antaranya adalah firman
Allah Swt.:

a) Surah al-Nisa’, 4: 59:

B A0 dofs Janal sty a1t il i
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan
taatilah Rasul dan ulil Amri di antara kamu...”. (Q.S. al-Nisd’,
4: 59)
b) Surah al-Ahzab, 33: 36:

il e B 2 6% Tl g e ) B s B ST U
“dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan
mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu
ketetapan, aka nada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang
urusan mereka...”. (Q.S. al-Ahzab, 33: 36)

c) Surah al-Hasyr, 59: 7:

L350 L2 2818 U 4,088 [0 18T ug
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah dan apa
yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah” (Q.S. al-
Hasyr, 59: 7)
d) Surah Ali ‘Imran, 3: 31:

M 2L gado di 022 28y

< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushil al-Figh, h. 37; Wahbah az-Zuhailt, Ushl
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 437.
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“Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka
ikutilah aku, maka Allah mesti mencintaimu...”. (Q.S. Ali
‘Imréan, 3: 31)

e) Surah al-Nar, 24: 62:

sl go s ] e AT e daa ST g ol T 5 6040 G
“Orang mukmin hanyalah orang-orang yang beriman kepada
Allah dan Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-
sama dengan dia (Muhammad) dalam suatu urusan bersama,
mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin
kepadanya”. (Q.S. al-Nar, 24: 62)
Selain beberapa ayat di atas, dalam hadits juga didapati

perintah untuk berpegangteguh pada sunnah Rasulullah Saw. yaitu:
a. Hadits Rasulullah Saw. menerangkan:

o g o o s (e R w1 1Ss 23
“Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, jika kalian
berpegangteguh padanya maka tidak akan tersesat selamanya,
yaitu KitAbillah dan Sunnah Nabi Saw.”. (H.R. Malik Ibn
Anas)
b. Dalam hadits lain dinyatakan:

s kg S Syl ) T

“Sesungguhnya pada saya telah diturunkan al-Qur’an dan
yang semisalnya (yakni Sunnah Rasulullah Saw.)”. (H.R. al-
Bukhari dan Muslim)

2. Ijma’ shahabah, para sahabat menetapkan hukum dan
melaksanakan perintah, larangan yang diterangkan dalam as-
Sunnah, sewaktu Rasulullah Saw. masih hidup maupun
sesudah wafatnya. Mereka tidak membedakan dalam
mengikuti hukum yang ditegaskan al-Qur’an ataupun as-
Sunnah. Hal ini terlihat jelas dalam ungkapan Mu’ad Ibn Jabal,
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“Jika saya tidak menemukan dalam kitAballah?, maka saya
memutuskan hukum dengan sunnah Rasulullah Saw.”. Begitu
pula yang ditempuh Abl Bakr, ‘Umar dan lainnya ketika tidak
menemukan ketetapan hukum dalam al-Qur’an mereka
memutuskan dengan as-Sunnah.

3. Akal logika, al-Qur’an terdapat sejumlah ayat yang bersifat
mujmal, muthlag, ‘am dan hukum-hukum yang tidak diperinci
serta tidak diterangkan tata caranya. Kerenanya, keberadaan
as-Sunnah adalah urgen untuk memperjelas ayat yang mujmal,
mentaqyid yang masih muthlag dan mentakhshish yang
bersifat ‘am. Misalnya, firman Allah Swt. :

S 155 5 S 133
“Tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”. (Q.S. al-

Bagarah, 2: 43)
Dan firmanNya,

el 1S3l
“Diwajibkan atas kamu berpuasa...”. (Q.S. al-Bagarah, 2:

183)

e b A S 2s
“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah Swt.
adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah...”. (Q.S. ‘Ali
‘Imran, 3: 97)
Ayat-ayat di atas bersifat umum masih membutuhkan
keterangan dan perincian lebih mendalam. Dalam konteks ini,
sunnah qauliyyah dan sunnah fi liyyah menempati posisi dan
peran penting sebagai penjelas maksud yang dikandung dalam
al-Qur’an.

E. Fungsi-fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur’an

As-Sunnah berada di urutan kedua dalam hierarki dalil
istinbath hukum Islam, karena ia bersifat zhanni al-wurdd, sedang al-
Qur’an bersifat gath’t al-wur(d. Tentu yang bersifat gath’t lebih
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didahulukan daripada yang zhanni dalam berhujjah. Disamping itu,

as-Sunnah berfungsi memperjelas apa yang dimaksudkan dalam al-

Qur’an. Dalam kaitan ini, Imam al-Syafi’i memperinci fungsi-fungsi

as-Sunnah terhadap al-Qur’an sebagaimana diterangkan dalam

Risalah-nya. Menurutnya, adalakanya sunnah Rasulullah Saw.

berfungsi menguatkan dan mendukung hukum yang diterangkan

dalam al-Qur’an, menjelaskan hukum yang tertera dalam al-Qur’an
ataupun menetapkan hukum yang belum ditetapkan dalam al-Qur’an.

Adapun rincian fungsi as-Sunnah terhadap al-Qur’an ada beberapa

bentuk, yaitu **;

1. as-Sunnah berfungsi mengokohkan dan menguatkan hukum yang
sudah dinyatakan al-Qur’an, berarti hukum tersebut berlandaskan
pada dua sumber atau dalil sekaligus, yaitu al-Qur’an dan as-
Sunnah. Misalnya, sunnah Rasulullah Saw. yang menerangkan
tentang berbagai perintah; shalat, zakat, puasa, haji, ataupun
beberapa larangan; syirik, persaksian palsu, durhaka pada kedua
orang tua, pembunuhan, memakan harta secara bathil dan
sebagainya. Berbagai kewajiban dan larangan ini telah ditegaskan
hukumnya dalam al-Qur’an, kemudian Rasulullah Saw.
mengokohkannya melalui sunnahnya.

2. as-Sunnah berfungsi memperjelas hukum yang terkadung dalam
al-Qur’an. Dalam hal ini, ada tiga bentuk, yaitu:

a. Memperjelas ke-mujmal-an ayat yang ada dalam al-Qur’an,
contoh kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, jual beli, macam-
macam riba dan semisalnya yang dinyatakan dalam al-Qur’an
secara global. Dalam hal ini, fungsi as-Sunnah menjelaskannya
sebagaimana sabda dan perbuatan Rasulullah Saw. :

“Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya melakukan
shalat”. (HR. al-Bukhéri dan Muslim)

“8Al-Jaizani, Ma dlimu Ushdl al-Figh, h. 123; *Abdurrahman Aba Bakr al-Suy(thi,
Miftah al-Jannah fi al-1htjaj bi as-Sunnah (Beirut: Dar al-Kutub al-limiyah, 1987),
h. 27; al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz 1V, 165.
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b. Mentakhshish (mengkhususkan) ayat-ayat bersifat umum dalam
al-Qur’an. Misalnya tentang macam-macam perempuan yang
haram dinikahi sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’an,

1835 2135 s 480 s
“...dihalalkan bagi kamu selain mereka itu...”. (Q.S. al-Nis&’,

4. 24)
Ayat tersebut menyatakan kebolehan menikahi perempuan

selain yang sudah disebutkan sebelumnya. Dalam Kkaitan ini
Rasulullah Saw. menegaskan dalam sabdanya:

G e Y 5 LT B e Y 5 e o Y e e B0 158

“Tidak boleh dinikahi seorang perempuan bersama bibi dari
jalur ayah maupun ibunya, dan tidak boleh juga seorang
perempuan dinikahi bersama keponakan dari jalur saudara
ataupun saudarinya”.(HR. Ahmad Ibn Hanbal, al-Bukharf,
Muslim, al-Nasa'1 dan Ab( Daud)

Contoh lain tentang pembagian harta waris dalam surah al-
Nisa’, 4: 11:

SRV JURELS:

“Allah Swt. mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu...”. (Q.S. al-Nisa’,

4: 11)

Ayat ini berlaku secara umum, yaitu meliputi pada seluruh
anak. Akan tetapi, keumuman ayat tersebut ditakhshish dengan
penjelasan dari Rasulullah Saw. yang menetapkan terhalangnya
seorang ahli waris yang dengan sengaja membunuh muwarritsnya agar
cepat memperoleh warisan. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda
Nabi Saw. :

s pE &g Y

“Orang yang membunuh tidak berhak mendapatkan warisan”.
(HR. AbQ Déud)
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c. Mentaqyid (membatasi) ayat-ayat yang berbentuk muthlaq dan
menjelaskan makna yang dimaksudkan dalam al-Qur’an.
Misalnya tentang hukuman bagi pencuri dalam surah al-
Ma&’idah, 38:

Ladzol 154036 5,801 35,1201

“Pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan

keduanya...”. (Q.S. al-M&’idah, 5: 38)

Ayat ini tidak menerangkan ukuran tangan yang dipotong dan
jumlah harta yang mengharuskan hukuman potong tangan. Karenanya,
fungsi as-Sunnah membatasi dan memperjelas maksud al-Qur’an
dengan sunnahnya.

3. as-Sunnah berfungsi menetapkan hukum yang tidak diterangkan
dalam al-Qur’an. Misalnya, Rasulullah Saw. menetapkan hukum
rajam bagi pezina muhshan, keharaman memakai emas dan sutera
bagi laki-laki, kewajiban zakat fithrah, keharaman memakan
daging binatang buas, burung yang memiliki cakar penerkam dan
sebagainya.

Para ulama ushul figh mengemukakan bahwa hukum yang
dicetuskan Rasulullah Saw. melalui sunnahnya mesti berasas pada al-
Qur’an, spirit tasyri’ atau prinsip-prinsip umum syariat Islam. Oleh
sebab itu, hukum-hukum yang diistinbathkan Rasulullah Saw.
bersumber pada kaidah umum yang terkandung dalam al-Qur’an, baik
melalui proses giyas maupun penerapan prinsip-prinsip dan kaidah-
kaidah umum dalam pensyariatan hukum Islam. Dengan demikian,
rujukan hukum-hukum yang ditetapkan as-Sunnah adalah hukum-
hukum al-Qur’an.

F. Macam-macam Perbuatan Rasulullah Saw.
Para ulama ushul figh membagi perbuatan Rasulullah Saw.
pada tiga macam, yaitu **°:

AI-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz I, h. 232. Lihat juga, al-Badakhsyi,
Syarh al-Badakhsyf, Juz II, h. 198; “Ali Ibn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-
Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Juz II1, h. 1454; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-
Jélis al-Shalih al-Ndfi’, h. 249; Muhammad Ibn Mahmad Ibn Ahmad al-BébartT al-
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1)

2)

3)

Perbuatan-perbuatan Rasulullah Saw. yang bersifat insaniyyah
(kemanusiaan), seperti berdiri, duduk, berjalan, makan, minum.
Menurut jumhur ulama perbuatan Rasulullah Saw. semacam ini
bukan termasuk sumber pensyariatan hukum. Bagi mereka, hal
ini dihukumi boleh bagi umat manusia dan tidak berkewajiban
dalam mengikuti perbuatan Nabi Saw. yang dalam bentuk ini.
Perbuatan-perbuatan ~ Rasulullah ~ Saw.  yang  bersifat
khushlshiyyah (khushush Rasulullah Saw.), seperti Rasulullah
Saw. bolen mengerjakan puasa wishal (puasa yang
berkesinambungan tanpa berbuka), berkewajiban melaksanakan
shalat dhuha, shalat ‘idul adha, shalat witir, shalat tahajjud,
boleh memiliki istri lebih dari empat. Menurut para ulama ushul
figh, perbuatan Rasulullah Saw. dalam bentuk ini bukanlah
pensyariatan yang bersifat umum. Oleh karena itu, umatnya
tidak dibolehkan untuk mengikutinya.

Perbuatan-perbuatan Rasulullah Saw. yang bersifat tasri’iyyah
(sumber pensyariatan hukum). Dalam kaitan ini, para ulama
ushul figh menyatakan bahwa umatnya dituntut dalam
mengikuti dan mengamalkannya.

IJMA’

A. Definisi Ijma’

1.

Ijma’ secara etimologi memiliki dua pengertian, yaitu:
Bermaksud dan berketetapan hati untuk berbuat sesuatu.
Pengertian ijma’ semacam ini dapat ditelusuri dalam surah
Ydnus, 10: 71:

Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuq(d Syarh Mukhtashar lbn Hajib, Juz I, h. 483; al-
Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz I, h. 480; al-
Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz I, h. 97; al-* Atthar, Hasyiyah
al-‘Atthdar ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz Il, h. 129; al-SubKi, Raf’u al-Hdjib ‘an
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 11, h. 102; Jalaluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-
Sathi’,
Jaizawi, Hasyiyah Mukhtashar al-Muntaha al-Ushdli, Juz I, h. 291; ‘Abdujabbar al-
Sam’ani, Qawidthi’ al-Adillah fi Ushdl al-Figh, Juz 1I, h. 175; Ahmad Zaidan,
Maraqi al-Su id ild Mardqi al-Su’id, h. 257; al-Jaizani, Ma dlimu Ushil al-Figh, h.
131; al-Baidhawi, Nihayah al-Sdl fi Syarhi Minh&j al-Ushal, Juz 111, h. 17.

Juz 11, h. 9; Tbn ‘Ali al-Futhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid Il, h. 178; al-
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$e5hs 500 100G
“..karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah
sekutu-sekutumu...”. (Q.S. Ytnus, 10: 71)

Kesepakatan atau konsensus. Pengertian ini bisa dilacak dalam
surah Yasuf, 12: 15:

CA S 3 seg O ey 4 1283 B0
“Maka tatkala mereka membawanya dan  sepakat

memasukkannya ke dasar sumur...”. (Q.S. Yasuf, 12: 15)
Titik perbedaan antara definisi pertama dengan kedua terletak

penekanan pada kuantitas orang yang berketetapan hati. Pengertian
pertama dipergunakan untuk ketetapan hati seorang, sedangkan untuk
pengertian kedua dipakai untuk ketetapan hati secara kolektif.*?

Sementara ijmd’ secara terminologi terdapat varian definisi

yang dirumuskan para ulama ushul figh, di antaranya adalah:
1. al-Juwaini (419-478 H/1028-1185 M) memformulasikan

pengertian ijmd’ adalah

B S e eall 1Ll S 15 P U
Kesepakatan  para  ulama  (para  mujtahid  yang
mengistinbathkan hukum syara’ dari dalil-dalil) pada suatu

masa mengenai hukum syara’.121

al-Ghazéli (450-505 H/1058-1111 M) mendefinisikan ijma’
adalah

S Jjﬁ‘ e A
Kesepatakan umat Muhammad Saw. secara khushus tentang
masalah-masalah agama.'??

4. al-Badakhsyi menakrifkan ijmd’ adalah

20\ahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 468.

121 Abdurrahman Ibn Ibrahim al-Fazari, Syarh al-Waragat (Ttp. Dar al-Basy&'ir al-
Islamiyah, t.t), h. 240.

2 A1-Subki, Raf’u al-Hajib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 11, h. 137.
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Kesepakatan ahlu al-halli wa al-‘aqdi (para mujtahid) dari
umat Muhammad Saw. terhadap beberapa perkara (masalah
hukum syara’ atau lainnya).'?®

al-Amidi memformulasikan pengertian ijmd’ adalah

2

02 a0 5 Ay i AT Al U 52 Sl PLAYT I O 25 1 b

B30 e 3835 oS e Ui 6 St
Kesepakatan sekelompok ahlu al-halli wa al-‘agdi dari umat
Muhammad Saw. pada suatu masa terhadap suatu hukum

menyangkut suatu peristiwa/kasus.'?*

‘Ali al-Mardawi merumuskan definisi ijma’ adalah

resn A e oy ale Al Jo 052 6 5 ek oug BU Bkl
Kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Muhammad Saw.
sesudah beliau wafat, pada suatu masa mengenai masalah
hukum syara’ 12

al-Dabdasi (430 H) mendefiniskan ijmd’ adalah
SE L syl g A AT s adll (G B 3R R
Kesepakatan ulama yang memiliki integritas dan kapabilitas
ijtihad pada suatu masa atas suatu hukum.*?
Ibnu al-K&miliyah menakrifkan ijmd’ adalah
S G AT e 282 1 Gl ) 8T WD ST i 58 T
Kesepakatan ahlu al-halli wa al-‘aqg/i (mujtahid pada suatu

masa) dari umat Muhammad Saw. tentang beberapa perkara
(hukum-hukum syara’, bahasa dan akal).*?’

12 Al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyf, Juz 11, h. 273.

124 Al-Amidf, al-1hkam i Ushal al-Ahkam, Juz 1, 262.

125<Ali Tbn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, Juz V, h. 1522; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manér,
Juz 111, h. 3; Juz Il, h. 260.

1%5<Ubaidillah Ibn ‘Umar al-Dab(si al-Hanafi, Taqwim al-Adillah fi Ushiil al-Figh,

’Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-Wush(l ila Minhaj al-
Ushdl min al-Ma g1l wa al-Manql, Juz V, h. 37.
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9. al-Asnawi (704-772 H/1305-1370 M) merumuskan pengertian
ijmd’ adalah

SE s a s g Bl B payl
Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw.
terhadap suatu hukum.'?®

10. Muhammad Ibn Mahm(d al-Babarti (714-786 H/1314-1384
M) mendefinisikan ijma’ adalah

A e fae W ads 5 i ) U FSLBYT 3 pa Y
Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw.
tentang suatu perkara (perkataan, perbutaan, hukum syara’,
hukum akal ataupun ‘urf).*?

11. Ibnu al-Najjar (898-972 H/1492-1564 M) merumuskan definisi

ijma’ adalah

S% 35 A e e & adVT o B LSt HLAYT
Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw.
sesudah beliau wafat terhadap suatu perkara (persoalan agama,
dunia dan keyakinan), meskipun berupa berbuatan.**
12. ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Subki menakrifkan ijmd’ adalah

S S5l 5 e gl gy i sl Ak 183 g L Bk A
Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw.

sesudah beliau wafat, pada masa kapan pun tentang persoalan

apa pun.*

128> Abdurrahim Ibn al-Hasan al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-Furu’ ‘ala al- ‘Ushul
(Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1981), h. 451.

29Muhammad Ibn Mahmad Ibn Ahmad al-Babarti al-Hanafi, al-Rudiid wa al-Nuqd
Syarh Mukhtashar Ibn H&jib, Juz I, h. 515; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila
Mazhab Imdm Ahmad Ibn Hanbal (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1981), h. 278;
Jaldluddin al-Suy(th?, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 1I, h. 131; Sa’duddin al-
Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz Il (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2004), h.
312.

19\ [uhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Al al-Futdht, Syarh al-Kaukab al-
Munir, JId 11, h. 211.

BLAli Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 326; ‘Abdu al-Wahhab 1bn
‘Ali al-Subki, Jam 'u al-Jawami fi Ushdl al-Figh, h. 76; al-Bannani, Hdsyivah ‘ald
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13.

14.

15.

16.

’

Muhammad al-Khudhari Bek merumuskan definisi ijma
adalah

-

s V&:—é&f.a& BV o5 2 shagisddl BLE) LAY

Kesepakatan para mujtahid dari umat ini pada suatu masa
terhadap hukum syara’.**?

‘Abdu al-Wahhab Khallaf mendefinisikan ijmd’ adalah
e J3al dlg 25 el o Jae 3 Gabed)) e i) a BU 5

Kesepakatan seluruh mujtahid umat Islam pada suatu masa
sesusah wafatnya Rasulullah Saw. mengenai hukum syara’
suatu kasus.'®

‘Allal al-Féasi (Pakar magashid kontemporer) mendefinisikan
ijmd’ adalah

@C@?;wﬁiaﬁgg‘ymwém;yﬁg%aw\p

Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw. setelah

wafatnya Rasulullah Saw. pada suatu masa terhadap hukum
» 134

Syara’.

Wahbah al-Zuhaili merumuskan definisi ijma’ adalah
é}g& M\wﬁdmujmrme\JJW\dm L/

Kesepakatan para mujtahid dari umat Muhammad Saw. setelah
wafatnya Rasulullah Saw. pada suatu masa terhadap hukum

135
syara’.

Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz Il, h. 176; Hasan Ibn Muhammad Ibn Mahmdd al-
‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 11, h. 209.

B32Muhammad al-Khudhari Bek, Ushl al-Figh, h. 271.

33« Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h. 45.

134 Allal al-Fast, Magashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha, h. 118.
B3%Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 469.
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B. Rukun-rukun Ijma’

Berdasarkan definisi ijma’, jumhur ulama ushul figh
merumuskan lima rukun yang harus dipenuhi untuk terjadinya ijma’,
yaitu®:

1. Produk hukum yang dihasilkan melalui ijmd’ tersebut harus
diperoleh dari kesepakatan seluruh mujtahid. Karenanya, apabila
ada di antara mujtahid yang berbeda pandangan atas produk
hukum yang dicetuskan, maka hukum yang dirumuskan tidak
dinamakan ijma’. Akan tetapi, mayoritas ulama ushul figh
mengemukakan pendapat mayoritas mujtahid dapat dibuah
hujjah.

2. Mujtahid yang terlibat dalam mencurahkan segenap tenaga
untuk meng-istinbatkan ~ hukum tersebut adalah seluruh
mujtahid yang ada pada masa itu yang datang dari berbagai
penjuru dunia Islam. Oleh karena itu, produk hukum yang
dicetuskan seorang mujtahid tidak bisa disebut ijma’, karena
hasil ijtihadnya bisa keliru.

3. Kesepakatan pendapat/produk hukum itu muncul dari masing-
masing mujtahid setelah mengungkapkan arah pikirannya.

4. Kesepakatan itu terlihat jelas dikemukakan para mujtahid dalam
bentuk pendapat maupun perbuatan.

5. Kesepakatan itu dihasilkan dalam satu perhimpunan para
mujtahid.

Ijima’ Ahli Madinah

Imam Malik berpendapat, ijma’ ahli Madinah dapat dibuat
hujjah apabila dilakukan oleh para sahabat atau #dbi in. Ijmad’ seperti
ini dapat ditemukan dalam kitab al-Muwatth&™ sekitar empat puluh
delapan masalah. Akan tetapi, ulama Malikiyah berselisih pandangan
dalam memahami masalah ini. Ada di antara mereka menyatakan
bahwa yang dimaksud “ijmd’ ahli Madinah merupakan hujjah” adalah
periwayatan mereka lebih didahulukan daripada periwayatan ulama
lain, karena penduduk Madinah lebih mengetahui hal ihwal Rasulullah

135 Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Iimu Ushiil al-Figh, h. 45; Wahbah az-Zuhaili, Ushil
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 470.
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Saw. Sebagian ulama Malikiyah mengemukakan bahwa ijmd’ ahli
Madinah dapat dibuat hujjah dalam masalah-masalah yang dinukilkan
secara masyhdr, seperti adzan, igdmah, skd’ dan mud.™*” Berkaitan
dengan ini al-Qarafi dan Ibn Hajib berpadangan bahwa pendapat yang
shahth memberlakukan kehujjahan ijma’ ahli Madinah pada semua
masalah, karena ahli Madinah dalam bersepakat mesti berlandaskan
pada dalil yang kuat.
Ijima’ Ahli al-Haramain dan al-Mishrain

Ulama ushul figh berpendapat, ijmad’ ahli Haramain (ulama
Makkah dan Madinah) dan ahli al-Mishrain (ulama Bashrah dan
Kdfah) bukanlah hujjah/landasan dalam menetapkan hukum Islam
karena kesepakatan yang dihasilkan dari mereka hanya dirumuskan
dari sebagian umat. Disamping itu, suatu negeri dengan negeri lainnya
tidak ada yang diistimewakan menyangkut dalil-dalil syara’.
Sementara sebagian ulama ushul figh berpandangan bahwa ijma’ ahli
al-Haramain dan al-Mishrain dapat dijadikan sebagai hujjah, karena
menurut mereka kesepakatan hukum yang dinamakan ijmd’ hanya
tertentu pada ijmd’ sahabat. Keempat negeri tersebut merupakan
tempat kumpulan para sahabat Nabi Saw.*® Akan tetapi dalam
pemikiran Wahbah al-Zuhaili, pendapat ini tidak memiliki landasan

B7Al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, 320. Lihat juga, al-Badakhsyf,
Syarh al-Badakhsyf, Juz Il, h. 289; h. 331; Muhammad Ibn Mahm(d Ibn Ahmad al-
Bébarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I, h.
550; ‘Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h.
283; ‘Ubaidillah Ibn ‘Umar al-Dab0si al-Hanafi, Tagwim al-Adillah fi Ushdl al-
Figh, h. 31; Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-Wushdl ila
Minh@j al-Ushdl min al-Ma 'qiil wa al-Manqdl, Juz V, h. 76; al-Bannani, Hasyiyah
‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz |1, h. 179; al-‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald
Jam’i al-Jawami’, Juz I, h. 212; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-
Hajib, Juz I, h. 193; Jaldluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 1l, h.
140; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Al al-Fut(hi, Syarh al-Kaukab al-
Munir, JId 11, h. 237; Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz II, h. 339.
138<Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 333. Lihat juga, al-Bannant,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz Il, h. 179; al-‘Atthar, Hasyiyah al-
‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 11, h. 212; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-
Kaukab al-Sathi’, Juz 11, h. 140.
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yang kuat, karena para sahabat tersebar luas pada berbagai negeri,
seperti Yaman, Syam dan Irag.**
Ijma’ Khulafa™ al-Rasyidin

Sebagian ulama menyatakan bahwa kesepakatan sabahat Abd
Bakar dan ‘Umar bisa dibuat sebagai hujjah/dasar hukum.
Argumentasi mereka adalah hadist Rasulullah Saw. :

A Kl st e G 18

“lkutlah kamu pada dua orang sesudah sepeninggalku, yaitu

Abii Bakr dan ‘Umar”. (HR. al-Tirmidz?)

Begitu pula, sebagian ulama (di antara mereka Ab{d Hazim dari
ulama Hanafiyah dan Ahmad Ibn Hanbal) berpendapat bahwa ijma’
Khulafd™ al-Rasyidin (Abl Bakr, ‘Umar, ‘Ustman dan ‘Ali) adalah
hujjah. Hal ini berdasarkan hadits Rasullullah Saw.:

“Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa®
al-Résyidin sesudah sepeninggalku, berpeganglah sekuat-
kuatnya”. (HR. AbQ Daud, Ibn Majah dan Ahmad)

Dalam kaitan ini, jumhur ulama ushul figh mengemukakan
iyma’ Khulafd® al-Ré&syidin tidak bisa dibuat hujjah dalam
menggulirkan hukum Islam, karena kesepakatan mereka hanya
bersumber dari sebagian umat. Akan tetapi, ijma’ Khulafa' al-
Rasyidin dapat dijadikan pedoman (mu tabar) apabila sahabat lain di
waktu itu tidak ada yang berselisih pendapat, karena ijmd’ semacam
ini bisa dinamakan ijmd’ sukdti. Sebaliknya, jika terdapat seorang
sahabat saja yang berbeda pendapat maka kesepakatan itu tidak dapat

disebut ijma . **°

3%Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz 1, h. 489.

YOAI-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, h. 328. Lihat juga, al-Badakhsyi,
Syarh al-Badakhsyl, Juz II, h. 292; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’,
h. 331; ‘Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h.
283; Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-Wush(l il& Minhdj
al-Ushal min al-Ma’qiil wa al-Manqdl, Juz V, h. 48; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald
Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz Il, h. 179; al-*Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdar ‘ald Jam’i
al-Jawdmi’, Juz 11, h. 212; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib,
Juz 11, h. 196; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz Il, h. 138;
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Kesepakatan Mayoritas Mujtahid

Ulama ushul figh berselisih pendapat mengenai kesepakatan
mayoritas mujtahid. Jumhur ulama menyatakan bahwa kesepakatan
mayoritas mujtahid tidak bisa dinamakan ijmd’. Berbeda pandangan
dengan ini, AblU al-Husain al-Khayyad (Ulama Mu’tazilah), Ibn Jarir
al-Thabari dan Ab( Bakr al-Razi berpendapat, kesepakatan seperti itu
dapat disebut ijmd’ sekalipun ada satu atau dua orang yang
bersebrangan pendapat. Sementara itu, Ibn Hajib berpandangan bahwa
apabila ulama yang berselisih itu berjumlah sedikit maka kesepakatan
itu tetap tidak dapat dinamakan ijma’ yang bersifat gath’i, namun ia
bisa dijadikan hujjah karena pendapat yang rajih (kuat) berasal dari
kalangan mayoritas ulama. Dalam kaitan ini, sebagian ulama memberi
patokan, jika jumlah ulama yang berselisih mencapai bilangan
mutawatir maka ijmd’ yang dihasilkan dari mayoritas ulama tidak
dapat dijadikan landasan hukum. Sebaliknya, bila tidak sampai jumlah
mutawatir, ijma’ seperti ini bisa dibuat sebagai landasan hukum.***

Adapun dalil yang mendasari pendapat jumhur ulama adalah:

1. al-Qur’an dalam surah al-Nisa’, 4; 115:

sl I35 U 58 Guabtd ot 728 5 X U G5 G e 029 S g
s Bllg 2565

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas
kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan
orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap
kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke

dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat
kembali”. (Q.S. al-Nisa’, 4; 115)

Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-Futdhi, Syarh al-Kaukab al-
Munir, Jid 11, h. 239.

Y“HAIR Tbn Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, h. 310.
Bandingkan dengan, Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, h.
309; ‘Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h.
281; Juz V, h. 39; Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahmén, Taisir al-Wushdl
ila Minhgj al-Ushdl min al-Ma giil wa al-Manqal, Juz V, h. 130.
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2. Hadits Nabi Saw. yang menyatakan:

WU e g A Y
“Ummatku tidak akan berkumpul untuk melakukan kesesatan”.
(HR. al-Tirmidz?)

Kata “Ummat” bisa mengandungan dua makna, yaitu seluruh
ummat atau mayoritas ummat. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud
dalam hadits itu adalah mayoritas ummat, namun memaknai kata
“ummat” dengan makna yang pertama adalah lebih kuat karena hal itu
yang sesuai realita dan dikehendaki oleh Rasulullah Saw. Disamping
itu, mengarahkan kata “ummat” bermakna keseluruhan itu lebih
ahwath (hati-hati). Oleh karena itu, ijmad’ yang dihasilkan oleh seluruh
mujtahid memiliki kekuatan hujjah yang bersifat gath 7.

3. Kesepakatan mayoritas mujtahid jika bisa dijadikan hujjah
mestilah para sahabat mengingkari dan menolak pendapat dari
kalangan minoritas, namun mereka tidak menolaknya. Misalnya,
kesepakatan  mayoritas sahabat tentang ketidakbolehan
memerangi mdni’ al-zakat (orang-orang yang enggan membayar
zakat), padahal Ab0 Bakr berbeda padangan dengan mereka,
berselisihnya mayoritas sahabat atas pendapat Ibnu ‘Abbas
mengenai masalah ‘aul, dan riba nasi’ah.

C. Kehujjahan Ijma’

Jumhur ulama ushul figh mengemukakan apabila rukun-rukun
dan syarat-syarat ijmd’ telah terpenuhi, maka ijmd’ tersebut memiliki
kekuatan hujjah yang gath’i, wajib diamalkan dan haram
menyalahinya, bahkan orang yang mengingkarinya dilabeli kafir.**?

142 Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h. 266.
Lihat juga, Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahmén, Taisir al-Wushdl ila
Minhdj al-Ushdl min al-Ma qiil wa al-ManqQl, Juz V, h. 74; al-Subki, Jam u al-
Jawami fT Ushdl al-Figh, h. 79; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-
Mahalli, Juz Il, h. 201; al-‘Atthar, Hasyiyah al-‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz
I1, h. 238; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-Futdhi, Syarh al-
Kaukab al-Munir, Jid I, h. 262; Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz
I1, h. 374; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar, Juz IlI, h. 5;
Juz 11, h. 262.
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Selain itu, permasalahan yang telah dirumuskan hukumnya melalui
ijma’, tidak boleh lagi menjadi ranah perselisihan pendapat, ketetapan
hukum tersebut tidak boleh menjadi objek pembahasan mujtahid
generasi sesudahnya, karena hukum yang dicetuskan melalui ijmad’
merupakan hukum syara’ yang berkekuatan gath’i, tidak boleh
dinasakh dan menempati posisi ketiga dalam hirarkis dalil syara’
sesudah al-Qur’an dan as-Sunnah.**?

Bersebrangan dengan pandangan jumhur, AbQ Ishéag, lbrahim
Ibn Siyar al-Nazhzham (ulama Mu’tazilah), ulama Syi’ah dan ulama
Khawarij menyatakan bahwa i#jma’ tidak bisa dijadikan hujjah.
Sementara itu, al-Nazhzham berpendapat ijma’ yang dideskripsikan
jumhur ulama sangat sulit dan bahkan tidak mungkin terjadi, karena
tidak mungkin mendatangkan seluruh mujtahid pada suatu masa dari
berbagai penjuru dunia Islam untuk berkumpul, mengkaji suatu
permasalahan, dan searah pandangan secara bersama. Disamping itu,
masing-masing daerah yang mereka tempati memiliki konstelasi
sosial, budaya, ekonomi, politik yang beragam.

Berbeda haluan dengan pendapat di atas, ulama Syi’ah
berpendapat, ijma’ bisa dijadikan hujjah apabila kesepakatan itu
ditetapkan oleh imam yang mereka anggap ma’shiim (terjaga dari
dosa). Menurut mereka, imam yang ma’shim itu pemimpim dan
pemuka ummat. Oleh karena itu, apabila tidak ada imam yang
ma’shum pada suatu masa maka tidak mungkin terjadi ijmad’.
Sedangkan, ulama Khawarij dapat menerima ijmd’ sahabat sebelum
terjadinya perpecahan politik dalam beberapa firgah (sekte).
Sementara setelah terjadinya perpecahan dalam beberapa firgah,
menurut mereka, ijmd’ dapat dijadikan hujjah hanya yang bersumber
dari kelompok mereka. Karena sesuai dengan keyakinan mereka
bahwa ijmd’ itu harus disepakati orang-orang mukmin. Dan orang-

43\ uhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Al al-Futdht, Syarh al-Kaukab al-
Munir, JId 11, h. 258; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manér,
Juz 11, h. 6.
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orang yang tidak semazhab dengan mereka, dianggap tidak
mukmin.'**

Adapun dalil-dalil yang mendasari pendapat jumhur ulama
ushul figh yang berpendapat bahwa ijma’ merupakan hujjah yang
qath’i dan berada pada tingkatan ketiga sebagai dalil syara’, adalah:

1. Firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah, 2: 143:

2
z
Zat

A B 2iagh 1888 G 81 Stles 3G

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat

Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas

perbuatan manusia...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 143)

Menurut ulama ushul figh, dalam ayat itu Allah Swt.
mengabarkan representasi umat terbaik, yaitu umat yang berkarakter
wasathiyyah (Islam moderat). Karenanya, apabila mereka bersepakat
atas suatu permasalahan melalui ijmd’ maka produk hukum yang telah
ditetapkan bisa dijadikan sebagai hujjah.

2. Firman Allah Swt. dalam surah al-Sy(r, 42: 10:
Dy s o o 2B s

“Dan apa pun yang kamu perselisinkan padanya tentang

sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah”. (Q.S. al-

Sy(ra, 42: 10)

Pemahaman implisit pada ayat ini adalah apa pun yang mereka

sepakati tentang sesuatu adalah haq (benar).
3. Firman Allah Swt. dalam surah al-Nisa’, 4: 59:

28 59 Ul Jomn pals el
“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah

Rasul dan ulil al-amri di antara kamu...”. (Q.S. al-Nisa", 4:
59)

“4Al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyi, Juz 11, h. 280. Lihat juga, ‘Ali Ibn Sulaimén
al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Juz V, h. 1530;
Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-Wushdl il& Minh&j al-
Ushdl min al-Ma qiil wa al-Manqdl, Juz V, h. 50; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi
al-Jalal al-Mahalli, Juz I1, h. 194.
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Menurut jumhur ulama ushul figh, kata alil al-amri bisa
mencakup pada semua para pemimpin, baik di bidang politik dan
kekuasaan (pemimpin negara, para hakim dan perangkatnya) maupun
di bidang ijtihad dan fatwa (para mujtahid, mufti, ahli figh dan tokoh
agama). Ibn ‘Abbas menginterpretasi 0lil al-amri ini dengan para
ulama. Sedangkan ulama yang lain menafsirkannya dengan al-
“umard” (pemerintah) dan al-wulat (penguasa).

4. Firman Allah Swt. dalam surah al-Nis&’, 4: 115:

iy 5 6 Jf bt oo 8 a5 o 0 55 Gk e ) B 0
s Slly g5

“Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas

kebenaran baginya dan mengikuti jalan bukan dalan orang-

orang mu’min. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan
yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ke dalam
jahanam, dan (jahanam itu) seburuk-buruk tempat kembali”.

(Q.S. al-Nisé’, 4: 115)

Ayat ini secara jelas menerangkan bahwa Allah Swit.
menjadikan orang-orang yang tidak mengikuti cara-cara yang
dipedomani umat Islam sebagai orang-orang yang menentang Allah
Swt. dan Rasul-Nya. Apabila menentang Allah Swt. dan Rasul-Nya
dihukumi haram, maka menyimpang dari cara-cara yang ditempuh
umat Islam juga haram.

5. Hadist Nabi Saw menyatakan:
“Umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) terhadap

suatu kesalahan” (HR. al-Tirmidz1)
Dalam hadits lain dengan pengertian serupa disabdakan:

B L f LY
“Umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) terhadap

suatu kesesatan”. (HR. al-Tirmidz?)
Begitu pula dijumpai keterangan dalam hadits Nabi Saw.:
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ozl e e i v il el
“Saya memohon pada Allah Swt. agar umatku tidak
berkumpul (untuk bersepakat) terhadap kesesatan, lalu Allah

Swt. mengAbulkannya”. (HR. Ahmad dan al-Thabrant)
Dalam hadits Rasulullah Saw. bersabda:

Eals B &G V) LS s 2L G562

“Barang siapa yang berpisah dari kelompok sekalipun

sejengkal kemudian mati, maka kematiannya semacam

kematian jahiliyah”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits lain juga diterangkan bahwa Rasulullah Saw.

bersabda:

tes I Ee 54 s Sl s

“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam maka

dipandang baik dihadapan Allah Swt.”. (HR. Ahmad)

Berdasarkan sejumlah hadits di atas menunjukkan bahwa suatu
hukum yang dicetuskan melalui kesepakatan seluruh mujtahid
sebenarnya merupakan hukum umat Islam secara keseluruhan yang
dirumuskan oleh para mujtahid mereka. Karena itu, bertitikpangkal
pada kandungan hadits-hadits tersebut, tidak mungkin para mujtahid
melakukan kekeliruan dalam merumuskan hukum. Dengan demikian,
apabila para mujtahid telah sepakat atas suatu hukum, maka tidak ada
ruang untuk menolak dan mengingkarinya.

D. Macam-macam Ijma’

Iima’ ditelaah dari segi cara terbentuknya kesepakatan
terhadap hukum Islam, para ulama ushul figh mempetakan ijmd’ pada
dua macam, yaitu ijmd’ sharih/nuthqt dan ijma’ sukati.

Iima’ sharth/nuthgi adalah kesepakatan seluruh mujtahid, baik
melalui pendapat ataupun perbuatan terhadap hukum masalah tertentu.
Kesepakatan itu dikemukakan oleh para mujtahid dalam majlis ijma’
dengan mengutarakan pandangan dan pemikirannya secara jelas
terhadap masalah yang dikaji. Kemudian pendapat mereka menyatu
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dalam kesepakatan terhadap hukum tertentu.**> Menurut jumhur ushul

figh, kesepakatan semacam itu bisa dijadikan hujjah dan memiliki
kekuatan hukum yang gath’i.

Sedangkan iima’ sukdti adalah pendapat sebagian mujtahid
pada satu masa mengenai hukum suatu masalah, sementara mujtahid
lainnya bersikap diam saja setelah mengkaji terhadap pendapat
mujtahid yang bersepakat, tanpa ada yang mengingkarinya. Para
ulama ushul figh berpendapat ijma’ dalam bentuk ini hanya memiliki
kekuatan hukum yang zhanni.**

Dalam kaitan ini ulama ushul figh bersebrangan pendapat
menyangkut kehujjahan ijma’ sukiti, yaitu **':

1. Ulama Syafi’iyah. Malikiyah, ‘Isa Ibn ‘Abban dan Abd Bakar al-
Baqillani, berpandangan bahwa ijmd’ suk(ti tidak bisa dinamakan
ijma’ dan tidak dapat dibuat hujjah.

2. Mayoritas ulama Hanafiyah dan imam Ahmad Ibn Hanbal
berpendapat bahwa ijmd’ suk(ti termasuk ijma’ dan bisa dijadikan
landasan dalam berhujjah yang bersifat gath 7.

3. Abl ‘Ali al-Juba’i (ulama Mu’tazilah) mengemukakan pendapat
bahwa ijmd’ semacam ini dapat disebut ijmd’ apabila periode
mujtahid yang menyepakati hukum tersebut telah habis, karena
bilamana mujtahid lain hanya diam saja sampai sebagian mujtahid
yang bersepakat terhadap hukum itu meninggal dunia, maka kecil

145< Abduqadir Ibn Badrén, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h. 285,
18<Al7 Ibn ‘Adam Masa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 338. Lihat juga, ‘Abdugadir
Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h. 285 ; al-Bannani,
Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1I, h. 187; Jalaluddin al-Suy(thf,
Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz 11, h. 149; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi
Syarhi al-Manér, Juz 111, h. 3.

Y AI-Amidi, al-lhkam fi Ush@l al-Ahkam, Juz 1, h. 331. Lihat juga, al-Badakhsyi,
Syarh al-Badakhsyi, Juz 11, h. 306; al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-Furi’ ‘ald al-
‘Ushiil, h. 451; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndafi’, h. 338;
Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahmén, Taisir al-Wushdl il& Minh4j al-
Ushdl min al-Ma’qiil wa al-Manqdl, Juz V, h. 117; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald
Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz Il, h. 187; al-*Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdar ‘ald Jam’i
al-Jawdmi’, Juz 11, h. 221; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib,
Juz 1, h. 203; Jalaluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 11, h. 149; lbnu
Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manéar, Juz I11, h. 3.
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kemungkinan adanya mujtahid yang menolak hukum yang sudah
disepakati tidak dijumpai lagi.

4. Abu Hasyim Ibn AbG ‘Ali, Ibnu Hajib, al-Kurkhi berpendapat
bahwa ijmd’ suk(ti bukanlah ijmda’, tetapi ia bisa dijadikan hujjah.
al-Amidi berpandangan bahwa ijmd’ seperti ini berkekuatan
hukum zhanni yang dapat dijadikan hujjah.

5. Abla ‘Alil Ibn Abl Hurairah menyatakan bahwa apabila yang
menetapkan hukum itu berkapasitas sebagai hakim, maka hukum
yang dirumuskan tidak bisa disebut ijma’ dan tidak dapat
dijadikan hujjah. Akan tetapi, apabila yang menyepakati hukum
itu dari kalangan mujtahid, maka hukum yang ditetapkan dapat
dinamakan ijmd’ dan bisa dijadikan landasan dalam berhujjah.

Adapun dalil ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah yang
mengutarakan ijmd " sukti bisa dijadikan hujjah, adalah:

1. Para ulama sepakat bahwa ijmd’ suk(ti dapat dijadikan sebagai
dalil gath’t dalam masalah i tigdt (keyakinan). Dengan demikian,
dapat dijadikan hujjah pula dalam masalah hukum Islam.

2. imd’ sharth hanya dapat terealisasi apabila disepakati oleh
seluruh mujtahid yang hidup pada suatu masa sidang ijmd’ digelar
dan masing-masing mereka mengungkapkan pendapat serta
menyepakati terhadap hukum yang dibahas bersama. Hal ini amat
sulit dan bahkan tidak mungkin terjadi, karena yang lumrah
terjadinya ijmd’ hanya berasal dari pendapat yang diutarakan
sebagian mujtahid, sedangkan mujtahid lainnya diam saja.
Disamping itu, pada biasanya ijma’ terjadi bersumber dari
pendapat pembesar ulama terhadap hukum suatu permasalahan,
sedangkan ulama lainnya bersikap diam saja karena menyerahkan
dan menyetujui ketetapan hukum yang telah disepakati para
pembesar mereka.

Sedangkan dalil yang dipedomani jumhur ulama dalam
menolak kehujjahan ijma ’ sukti adalah:

1. Disyaratkan  terjadinya ijma’ harus  seluruh  mujtahid
mengemukakan pendapat masing-masing dan menyepakati
ketetapan hukum suatu masalah. Sementara itu, ijmd’ sukdti
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merupakan pendapat sebagian mujtahid, sedangkan mujtahid
lainnya diam saja. Karena diamnya mujtahid lain tidak bisa
diklaim sebagai bentuk persetujuan mereka. Sebab, hal seperti itu
mengandung beberapa kemungkinan, adakalanya mereka bersikap
diam saja karena memang menyetujui terhadap hukum yang
ditetapkan, adakalanya tidak melakukan ijtihad terhadap hukum
suatu kasus yang dibahas mujtahid lainnya ataupun melakukan
jjtihad namun nalar ijtihadnya belum menghasilkan suatu
ketetapan hukum.

2. Diriwayatkan dalam hadits dzul al-yadain bahwa ia pernah
melaksanakan shalat bersama Abt Bakr, ‘Umar dan para sahabat
dibelakang Rasulullah Saw. Kemudian beliau meng-gashar shalat
menjadi dua rakaat. Lalu dzul al-Yadain bernyata: “Wahai
Rasulullah Saw., apakah engkau bermaksud meng-gashar atau
lupa?” Rasulullah Saw. menjawab: “Saya tidak lupa dan tidak
meng-gashar shalat”. Kemudian Rasulullah Saw. bertanya pada
Abl Bakr dan ‘Umar: “Apakah yang dikatakan dzul al-yadain itu
benar?”. Keduanya menjawab: “Ya”. Apabila diam atau tidak
menolaknya AbG Bakr, ‘Umar dan sabahat lainnya dianggap
menyetujui perkataan dzul al-yadain, maka Rasulullah Saw. mesti
tidak bertanya pada mereka.

E. Penopang atau Sandaran Ijma’

Jumhur ulama mengemukakan bahwa ijma’ harus memiliki
sandaran yang dijadikan hujjah olen para mujtahid dalam
mencetuskan hukum Islam, baik sandaran ijmd’ berupa nash atau
giyas, karena pemberian fatwa tanpa andanya sandaran yang dibuat
hujjah dianggap suatu kekeliruan. Disamping itu, para mujtahid tidak
boleh dengan leluasa menetapkan hukum tanpa ada sandaran nash
atau qiyas yang dibuat hujjah.**® Sementara sebagian ulama, di

“8Al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 311. Lihat juga, Muhammad lbn
Mahmad Ibn Ahmad al-Bébarti al-Hanafi, al-Rudd wa al-Nuq(d Syarh Mukhtashar
Ibn Hajib, Juz 1, h. 567; Muhammad Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahman, Taisir al-
Wushal il& Minhgj al-Ushal min al-Ma giil wa al-Manqdl, Juz V, h. 135; al-‘Atthar,
Hasyiyah al-‘Atthar ‘ald Jam’i al-dJawémi’, Juz 1, h. 229; Jalaluddin al-Suydtht,
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antaranya al-Amidi dan ‘Abduljabbar berpendapat, ijmd’ boleh
dilakukan sekalipun tidak dijumpai sandaran hukumnya, karena ijma’
itu boleh bersumber atas taufigi (bimbingan Allah Swt. pada para
mujtahid untuk memilih pendapat yang benar, sekalipun tidak
bersandar pada dalil).** Titikpangkal perbedaan ini bersumber pada
masalah apakah ilham dapat dijadikan hujjah atau tidak?. Jumhur
ulama ushul figh berpendapat, bahwa ilham dapat dijadikan sebagai
hujjah, sedangkan imam al-Fakhru al-Razi, Ibn Shalaf dan ulama
Syi’ah mengemukakan ijmd’ harus bersandar pada dalil dan ilham
termasuk sebagian dalil yang bisa dibuat hujjah.

Dalam kaitan ini ulama ushul figh bervariasi pendapat
mengenai sandaran ijma’ tersebut. Mayoritas ulama ushul figh
mengutarakan pendapat bahwa sandaran ijmd’ itu dapat dari dalil
qath’i, yaitu al-Qur’an dan sunnah mutawatir serta bisa juga
berlandaskan dalil zhannt, seperti hadits ahad dan qgiyas. Adapun dalil
yang dijadikan pijakan oleh jumhur ulama dalam membolehkan dalil
zhanni sebagai sandaran ijmd’ adalah: pertama, dalil-dalil yang
menunjukkan kehujjahan ijma’ tidak mengharuskan sandaran ijma’
dari dalil gath’i atau dalil zhanni, kedua, ijma’ yang dilakukan para
sahabat tentang mandi wajib yang bersumber pada hadits ‘Aisyah.
Menurut mereka, hadits tersebut bersifat ahad. Begitu pula
kesepakatan para sahabat mendaulat AbG Bakr sebagai khalifah,
dengan menganalogikannya kepada sikap Nabi Saw. yang menunjuk
Abl Bakar sebagai imam shalat sewaktu beliau lagi sakit. Para
sahabat juga bersepakat terhadap keharaman lemak babi dengan
dianalogikan pada keharaman dagingnya. Mereka melakukan ijma’
pada masa kekhalifahan ‘Umar untuk menjatuhkan had (hukuman)
bagi peminum khamr sebanyak delapan puluh dera dengan

Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz II, h. 155; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz
Ibn ‘Ali al-Futdhi, Syarh al-Kaukab al-Munfr, Jid 11, h. 259; Ibnu Nujaim al-Hanaff,
Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar, Juz IlI, h. 6.

YSAl-Amidi, al-Ihkam fi Ushl al-Ahkam, Juz I, h. 342. Bandingkan dengan, al-
Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalél al-Mahalli, Juz II, h. 195; al-‘Atthar,
Hasyiyah al-‘Atthar ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 1l, h. 229; Jalaluddin al-Suydtht,
Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 11, h. 155; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz
Ibn ‘Ali al-Fut(hi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid I1, h. 259.
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dianalogikan pada had gadzaf. Demikian juga kesepakatan para
sahabat menetapkan bagian waris bagi nenek adalah seperenam.**°

Berbeda pendapat dengan ulama mayoritas, ulama Dhéhiriyah,
ulama Syi’ah, Ibn Jarir al-Thabari dan al-Qasyani (Tokoh Mu’tazilah)
berpendapat, sandaran ijmd’ itu harus dalil gath’i, tidak boleh
berlandaskan pada hadits &had dan qiyas. Argumentasi mereka,
kekuatan hujjah ijma’ bersifat gath i, sedangkan hadits ahad dan qiyas
berkapasitas zhanni. Dalil yang bersifat gath’t tidak mungkin
dilandaskan pada dalil yang berkuatan hujjah zhanni, karena dalil
yang zhanni akan tetap menghasilkan seuatu yang zhanni juga. Selain
itu, seorang mujtahid boleh bersebrangan pendapat terhadap hukum
yang dihasilkan dari ijtihad yang didasarkan kepada qiyas.

Demikian pula ulama ushul figh berselisin pendapat tentang
apakah giyas dapat dijadikan hujjah atau tidak?. Mayoritas ulama
ushul figh mengemukakan bahwa giyas bisa dijadikan sebagai hujjah
dalam meng-instinbathkan hukum melalui ijmd’. Alasan mereka,
karena giyas merupakan landasan yang bisa dijadikan hujjah yang
berlandastumpu pada nash. Suatu yang bersumber pada nash pada
hakikat ber-hujjah dengan nash tersebut. Apabila kesepakatan ulama
berpijak pada qiyas, maka pada subtansinya kesepakatan itu
berlandaskan pada nash. Bertolakbelakang dengan pendapat ini, ulama
Syi’ah, AbG Daud al-Dhahiri dan Ibnu Jarir al-Thabar? berpendapat
giyas tidak bisa dijadikan landasan ijmd’, karena pandangan pada
ulama tidak mencapai kata sepakat dalam mengkriteriakan sifat yang
layak untuk dijadikan ‘illat hukum. Perbedaan ini dapat menjadi
sebagai faktor penghalang terjadinya kesepakatan para mujtahid dalam

menggulirkan hukum Islam®®*.,

10 1-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, h. 346.

BIAI-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz |, h. 346. Lihat juga, Muhammad Ibn
Mahmd Ibn Ahmad al-BabartT al-Hanafi, al-Rudiid wa al-Nuq(d Syarh Mukhtashar
Ibn Hajib, Juz I, h. 569; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz
I1, h. 225; Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abdul’aziz Ibn ‘Ali al-Futdhi, Syarh al-
Kaukab al-Munir, Jid I, h. 261; Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazanf, Juz
I1, h. 354; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manér, Juz 1ll, h. 6.
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Para ulama ushul figh bersebrangan pendapat mengenai posisi
mashlahah mursalah sebagai landasan ijma’. Para ulama yang
membolehkan ber-hujjah dengan mashlahah mursalah sebagai salah
satu dalil dalam meng-istinbathkan hukum Islam, mengemukakan
bahwa mashlahah mursalah bisa dijadikan landasan ijma’, selama
dapat mewujudkan kemashlahatan. Karena itu, apabila kemashlahatan
itu berubah, maka ijma’ tidak diberlakukan kembali dan menetapkan
hukum lain yang sesuai dengan kemashlahatan yang baru.
Argumentasi mereka adalah kesepakatan para ahli figh Madinah
mengeluarkan fatwa bahwa penetapan harga hukumnya boleh. Begitu
pula, imam Malik dan imam Abld Hanifah membolehkan
pendistribusian zakat pada Bani Hasyim. Demikian juga para imam
mazhab bersepakat tentang larangan orang yang memiliki hubungan
famili dan suami istri menjadi saksi terhadap kasus yang dihadapi
familinya sendiri. Disamping itu, #jmad’ yang dilakukan sahabat
tentang tanah-tanah negeri yang ditaklukkan tidak dibagi-bagikan
kepada para penakluknya, tetapi diserahkan kepada penduduk
setempat dengan catatan penduduk itu membayar pajak sebagai
sumber pemasukan pada kas negara untuk dipergunakan kepentingan
umat, seperti untuk gaji hakim, aparatur negara, tentara, janda-janda,
anak yatim dan setiap orang yang membutuhkan. Selain itu,
diproyeksikan juga untuk membangun infrastruktur, seperti jalan tol,
pelAbdhan, bandara, jembatan, benteng dan lain-lain. Semua masalah
hukum yang disepakati tersebut, baik oleh para sahabat maupun para
mujtahid berdasarkan pada mashlahah mursalah.

F. Kemungkinan Terjadinya Ijma’

Para ulama ushul figh bersilang pendapat tentang terjadinya
kesepakatan ulama terhadap status hukum suatu permasahan yang
tidak bersifat ma 'liim min al-din bi al-dhardrah (masalah yang sudah
mesti diketahui oleh banyak orang). Ibrahim Ibnu Siyar (Tokoh
Syi’ah), sebagian ulama Mu’tazilah dan Syi’ah berpendapat,
kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum Islam melalui ijma’
tidak mungkin terjadi. Alasan mereka, pertama: karena sangat sukar
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terjadi para mujtahid bersepakat dalam memandang dan menghasilkan
ketetapan hukum tunggal, sebagaimana sulit terjadi mereka menyukai
satu makanan dan satu pendapat dalam satu waktu, kedua: para
mujtahid tersebar ke berbagai penjuru dunia Islam yang menyebabkan
sulitnya menukilkan ketetapan hukum yang menjadi bahasan bersama.
Berbeda arah pandangan dengan mereka, jumhur ulama ushul figh
mengemukakan ijmd’ yang dilakukan para mujtahid untuk
merumuskan hukum Islam mungkin saja terjadi. Argumentasi mereka,
secara riil ijma’ itu terjadi dalam beberapa masalah hukum yang tidak
berkaitan dengan persoalan yang sudah ma’liim min al-din bi al-
dhardrah. Misalnya ijmda’ yang dilakukan para sahabat untuk
memerangi  orang-orang yang enggan membayar zakat,
mengumpulkan mushhaf dalam satu mushhaf ‘ustmani dan
memberlakukan keharaman riba pada enam jenis barang.'**

Akan tetapi, Imam Ahmad Ibn Hanbal mengutarakan bahwa
barang siapa yang mengklaim adanya ijma’ terhadap hukum suatu
masalah, maka ia telah berdusta, karena mungkin saja ada mujtahid
yang berselisih, belum mengetahui ataupun ketetapan hukum itu
belum sampai padanya. Oleh karena itu, menurut Imam Ahmad,
jawaban yang tepat atas persoalan ini adalah “kami tidak mengetahui
ada mujtahid yang berbeda pendapat tentang hukum masalah ini.*>*”

Sementara itu ulama ushul figh kontemporer, al-Khudhari Bek
dan Wahbah al-Zuhaili mengemukakan ijmd’ dalam pengertian
memenuhi seluruh rukun dan syaratnya hanya mungkin terjadi pada
masa sahabat, karena mereka belum menyebar terpencar-pencar ke
beberapa daerah. Sementara pada periode tdbi’in, untuk melakukan
ijmd’ sudah tidak mungkin, karena mereka sudah menyebar ke
berbagai daerah dan sangat sukar untuk mengakomodasi seluruh
mujtahid pada satu majlis ijma’. Dalam kaitan ini, Abdu al-Wahhéab

B2AIl Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’, h. 343; Muhammad Ibn
Muhammad Ibn ‘Abdurrahmén, Taisir al-Wushdl ila Minhdj al-Ushdl min al-
Ma’qiil wa al-Manqal, Juz V, h. 47; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-
Mahalli, Juz 11, h. 195.

153 Al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz Il, h. 277; al-Mardawi al-Hanbali, al-
Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Juz V, h. 1526.
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Khallaf berpandangan bahwa ijmd’ mungkin saja terjadi apabila
diserahkan pada pemerintah Islam dibeberapa negara. Setiap negara
Islam diberi wewenang untuk menetapkan syarat-syarat mujtahid dan
menyeleksi siapa saja di antara rakyatnya yang memenuhi syarat
ijtihad, kemudian mereka yang memenuhi kriteria mujtahid diberikan
sertifikat ijtihadiyah. Apabila seluruh mujtahid tersebut yang berada di
berbagai negara Islam melakukan ijtihad dan mereka mengemukakan
pendapat yang sama terhadap hukum suatu kasus, maka kesepakatan
semacam ini dapat dinamakan ijma’ yang wajib diikuti oleh seluruh
umat Islam."*

QIYAS
A. Definisi Qiyas
Qiyas secara etimologi merupakan bentuk mashdar dari kata
Sk o-& 58 yang berarti ukuran, membandingkan atau menyamakan

sesuatu dengan yang lain. Seperti, iy, =5V 3 gl S B

berarti “Saya mengukur baju dengan hasta dan tanah dengan
miteran.”

Sedangkan definisi giyas secara terminologi terdapat berbagai
redaksi yang diketengahkan oleh ulama ushul figh, di antaranya
sebagai berikut:

1. Sadr al-Syari’ah (747 H; Ahli ushul figh Hanafl) mendefinisikan
giyas adalah
sl s 538 e e g 0 91 1 o5 i

Memberlakukan hukum asal kepada hukum furi’ (cabang)

dikarenakan kesamaan ‘illat yang tidak dapat diketahui

melalui pendekatan bahasa saja.™
2. Abl Manshar (Tokoh ushul figh Hanafi) menakrifkan giyas
adalah

5% Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushiil al-Figh, h. 49; Wahbah az-Zuhaili, Ush(l
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 550.

15Al-Anshari, Fawatih al-Rahamit Syarh Musallam al-Tsubit, Juz 11, h. 297; Ibnu
Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manéar, Juz 111, h. 10.
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AV e i i ust S8 B 5
Menjelaskan persamaan hukum salah satu dari dua kasus yang
disebutkan pada kasus lain karena kesamaan “illat.**®
. al-Anshart (w. 1225 H/1810 M) memformulasikan definisi qiyas

adalah
Sidle oyl oK dgls b
Menyamakan suatu kasus yang tidak disebutkan hukumnya

dengan kasus yang diterangkan hukumnya dalam ‘illat
hukum.*’

. al-Ashfahani (749 H; Pakar ushul figh Syafi’i) merumuskan
definisi giyas adalah
S8 e 1y Y g fgld b
Menyamakan far’'u (cabang) pada ashl dalam ‘illat
hukumnya.*®
. Ibnu Nujaim (926-970 H/1520-1563 M, Tokoh ushul figh Hanaff)
mendefinisikan giyas adalah
ol 5 oS oL i 5 2 s
Menyamakan far’u (cabang) pada ashl dalam hukum dan

‘illat.'>®
. al-Juwaini dan muridnya, al-Ghazali menakrifkan giyas adalah

JW@L»,AL cWWJ\wrgub\dwlué&C}lmJﬁuuw\
L ugh fd s ff 2ot

Membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang
sudah diketahui dengan tujuan menetapkan atau meniadakan

0Al-Bukhart, Kasyfu al-Asrar, Juz Ill, h. 397; al-Anshari, Fawatih al-Raham(t
Syarh Musallam al-Tsub0t, Juz 11, h. 297; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi
Syarhi al-Manér, Juz 111, h. 9.

B7Al-Anshari, Fawatih al-Rahamit Syarh Musallam al-Tsubt, Juz 11, h. 297.

18 Al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 111, h. 6;
‘Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h. 300.
91bnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi Syarhi al-Manar, Juz Ill, h. 9.
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hukum bagi keduanya, dikarenakan sesuatu yang menyatukan
keduannya, baik berupa hukum atau pun sifat.'®°
7. al-Amidi merumuskan definisi giyas adalah

BN R RS R 1 A Y NI SF G SN U
Mempersamakan ‘illat yang ditemukan pada far’u dengan
‘illat yang terdapat pada ashal yang diistinbathkan dari hukum
ashl.'®*

8. al-Asnawi (772 H; Tokoh ushul figh Syafi’i) menakrifkan qiyas
adalah

80 B (S8 iy 1 TogsTehy 51 sl 0 sl oS5 e 20 585 LA
Menetapkan status hukum pada kasus lain yang sudah
diketahui hukumnya dikarenakan terdapat kesamaan ‘illat
hukum menurut penilaian al-mutsbit (yang menetapkan
hukum).*®?

9. °Allal al-Fasi menjelaskan definisi giyas adalah
S8 e o3 4 gl Sl optals ol oplais 2 o8 GU 5
Menggabungkan far’u yang tidak ditegaskan status hukumnya
dengan ashl yang ditegaskan status hukumnya karena terdapat
kesamaan ‘illat hukum.*®
10. ‘Abdu al-Wahhab Khallaf mendefinisikan giyas adalah
A s 555 sl (S 3 R 08 55 iy (s e 05 Y s B 6

Shiis e g sl e

180 Al-Juwaini, al-Burhan fi Ushdl al-Figh (Qatar: tnp, 1399 H), h. 745; al-Bannani,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 202; al-Bukhéri, Kasyfu al-
Asrar, Juz 111, h. 397; al-Anshari, Fawatih al-Raham(t Syarh Musallam al-Tsubdt,
Juz I1, h. 297; al-SyingqithT, Natsru al-Wuriid ‘ald Mardqi al-Su’id, Juz 11, h. 442,
BLAI-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 111, h. 237; al-Syaukani, Irsydd al-
Fuhiil ila Tahqiq al-Haq, Juz 11, h. 840; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 111, h. 10.

182Al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 3; al-Jazari, Mi rdj al-Minh3j, Juz
I, h. 115.

163< Al1al al-Fast, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah wa Makarimuha,h. 124.
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Menyamakan suatu kasus yang tidak ada nash mengenai
hukumnya dengan kasus yang ada nash menyangkut
hukumnya karena kesamaan ‘illat hukum.*®*

11. Wahbah az-Zuhaili memfomulasikan definisi giyas adalah
Menggabungkan sesuatu yang tidak ditegaskan status
hukumnya dalam nash (al-Qur’an atau hadits) dengan sesuatu
yang ditegaskan status hukumnya oleh nash, disebabkan
kesamaan ‘illat hukum antara keduanya.*®
Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, meskipun ungkapan

redaksi definisi giyas yang dikemukakan ulama ushul figh tidaklah
seragam, tetapi secara substansi mereka sepakat bahwa proses peng-
istinbathan hukum melalui metode giyas bukan menetapkan dan
merumuskan hukum dari awal (s:Lail 5 233 &L3), karena hukum yang
ada pada al-maqis (kasus yang digiyaskan) sudah melekat sebelum
dianalogikan pada hukum al-magis ‘alaih (Kasus yang digiyasi),
namun hukum al-magqis terlihat jelas setelah mujtahid menelitinya
melalui pengkajian ‘illat. Menurutnya, metode qiyas berfungsi
menampakkan dan menjelaskan hukum (eSJ Sekayis ‘3:553‘) yang ada
pada kasus yang belum diketahui hukumnya. Oleh karena itu, ulama
ushul figh mengatakan bahwa giyas berfungsi menjelaskan hukum
bukanlah menetapkan hukum dan ‘illat merupakan dasar atau pondasi
hukum, sedang kreativitas mujtahid berperan menjelaskan hukum
fur’u melalui pembahasan yang mendalam dan meneliti ‘illat hukum
yang terdapat pada al-magqfs dan al-magfis ‘alaih.*®®
Contoh-contoh giyas:

a) Seorang mujtahid mengetahui melalui masdlik ‘illat (cara-cara

untuk mengetahui ‘illat) bahwa ‘illat keharaman khamr adalah

164 Abdu al-Wahhab Khallaf, /imu Ushdl al-Figh, h. 52.
'®Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, H. 574.
1%8\Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 574.
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memAbUkkan (al-iskéar), sedangkan dalil keharaman khamr
dengan jelas ditegaskan dalam surah al-Ma’idah, 5:90:

R e e S LR CRSCA R

“...sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban

untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah

termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Q.S. al-

Ma&"idah, 5:90)

Setelah melakukan pembahasan dan penelitian mendalam
seorang mujtahid menemukan zat yang memAblkkan juga terdapat
dalam bir, wisky, kokain dan sebagainya. Dengan demikian, melalui
metode giyas mujtahid dapat menetapkan hukum bir, wisky, kokain
dan sejenisnya, yaitu sama dengan hukum khamr, karena ada titik
kesamaan ‘illat keduanya, yaitu memAbudkkan.

b) Rasulullah Saw. menegaskan bahwa pembunuhan dapat menjadi
faktor penghalang memperoleh warisan, sebagai dinyatakan
dalam sabdanya:

HEEIROTRN

“Orang yang membunuh tidak berhak wmeneriwa bagian

warisan”. (HR. al-Nasa'1, al-Daruquthni dan al-Baihaqf)

Menurut ulama ushul figh yang menjadi ‘illat dalam masalah
ini adalah upaya menyegerakan untuk memperoleh harta warisan
sebelum waktu yang dibenarkan syara’. ‘lllat semacam ini terdapat
juga dalam kasus seseorang yang menerima wasiat membunuh orang
yang mewasiatkan. Sebab itu, peneriwa wasiat yang membunuh orang
yang berwasiat, dihukumi sama dengan orang yang membunuh
pewarisnya, yakni keduanya sama-sama terhalang untuk mendapat
harta waris dan harta wasiat.
¢) Rasulullah Saw. mengatakan bahwa haram hukumnya meminang

pinangan orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam sabdanya:

ﬁ%&éwvuvjﬁ@yéﬂm@v
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“Seseorang tidak boleh membeli barang yang telah dibeli

orang lain dan tidak boleh meminang pinangan orang lain”.

(HR. al-Bukhéri dan Muslim)

Menurut hasil penelitian mujtahid, yang menjadi ‘illat dalam
kasus ini adalah menyakiti peminang dan pembeli yang pertama. lllat
semacam ini terdapat juga dalam kasus seseorang yang menyewa
terhadap barang yang telah disewa orang lain. Oleh karena itu,
penyewa barang yang telah disewa orang lain dikenai hukum yang
sama dengan orang yang meminang pinangan orang lain, yaitu
diharamkan.

B. Rukun-rukun Qiyas

Berdasarkan definisi qiyas, ulama ushul figh menetapkan
rukun-rukun giyas ada empat, yaitu ashl, far’u, ‘illat dan hukum
ashl.*®’

1. al-Ashl (x31), menurut fugahd™ dan ulama ushul figh adalah

obyek vyang telah ditegaskan hukumya dalam nash (al-
Qur’an/hadits) atau ijmd’. Sedang menurut ulama mutakallimin,
ashl adalah nash al-Qur’an atau hadits yang menunjukkan hukum
sesuatu. Misalnya, keharaman bir, wisky, kokain dengan
digiyaskan pada khamr, maka yang dinamakan ashl adalah khamr
yang status hukumnya telah disebutkan dalam nash. Sementara
yang disebut ashl menurut ulama mutallimin dalam kasus tersebut
adalah nash yang menunjukkan hukum, yakni ayat al-Qur’an
dalam surah al-M&’idah ayat 90-91.

187 Al-Amid, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 11, h. 238. Lihat juga, al-Badakhsyf,
Syarh al-Badakhsyft, Juz 111, h. 38; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’,
Juz Il, h. 177; al-Anshari, Fawatih al-Raham{t Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h.
299; al-Singith?, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 323; al-Syingithi, Natsru al-
Wurid ‘ald Mardqi al-Su’iid, Juz |1, h. 447; al-Syaukant, Irsydd al-Fuhiil ild Tahqiq
al-Haq ...Juz 11, h. 862; Muhammad al-Khudhar? Bek, Ushll Figh, h. 293; ‘Allal
al-Fasi, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah wa Makarimuhd, h. 124; Ahmad al-
Babarti al-Hanafi, al-Rud(d wa al-Nuq(d Syarh Mukhtashar Ibn H&jib, Juz II, h.
462; al-Ashfahéni, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz IIl, h.
14; ‘Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal, h.
301.
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2. al-Far'u (4 adalah obyek yang tidak terdapat nash atau ijma’

yang menegaskan ketentuan hukumnya, misalnya bir, wisky,
kokain dalam masalah di atas.
3. al- Illat (i) adalah sifat yang jelas, terukur, sesuai dengan

hikmah dan menjadi ‘illat dalam menentukan hukum, seperti sifat
memAbUkkan dalam kasus khamr di atas.
4. Hukum al-ashl (13 :%+) adalah hukum syara’ yang ditetapkan

oleh nash (al-Qur’an atau hadits) yang akan diberlakukan pada
far’u, seperti keharaman meminum khamr. Menurut al-Amidi,
hukum yang ditetapkan pada far'u melalu metodei giyas pada
intinya merupakan buah dari giyas dan tidak bisa dimasukkan
dalam rukun. Berbeda dengan pandangan ini, al-"Asnawi
mengatakan hukum far 'u merupakan salah satu dari rukun-rukun
giyas dan bukanlah buah (hasil) dari giyas, karena buah dari qiyas
adalah pengetahuan tentang hukum far’u, bukanlah hukum far’u
itu sendiri.

C. Kehujjahan Qiyas

Para ulama ushul figh bersebrangan pendapat tentang
kehujjahan (qiyas sebagai salah satu landasan dalam meng-
istinbathkan hukum Islam, yaitu *°;

1. Jumhur ulama ushul figh berpendapat, berdasarkan akal sehat
giyas bisa dijadikan hujjah dan produk hukum yang dihasilkan
melalui giyas wajib diamalkan dalam pandangan syara’. Imam al-
Subki menyatakan qiyas merupakan perkara agama yang
diperintahkan untuk diberlakukan.

2. Imam al-Qaffal (365 H; Tokoh ushul figh Syafi’i) dan Abt al-
Hasan al-Bashri (Tokoh Mu’tazilah) mengungkapkan bahwa

%8 Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz IV, h. 9. Lihat juga, al-Badakhsyf,
Syarh al-Badakhsyi, Juz Ill, h. 10; al-Bannani, Hdasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-
Mahallf, Juz 11, h. 211; al-Anshari, Fawatih al-Rahamit Syarh Musallam al-Tsubdt,
Juz 1, h. 362; al-Syaukani, Irsydd al-Fuhiil ild Tahqig al-Hagq... Juz 11, h. 842;
‘Allal al-Fasi, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah wa Makarimuhg, h. 128; al-Jazarf,
Mi’rdj al-Minh@j, Juz 11, h. 119.

106 | Itmu Ushul Figh



giyas wajib diamalkan berdasarkan akal sehat dan dalil nagli (al-

Qur’an dan hadits).

3. Imam al-Q&séani, imam al-Nahrawani dan imam Daud al-
Ashfahani mengemukakan bahwa qiyas wajib diamalkan dalam
dua bentuk saja, yaitu:

a) ‘lllat ashl al-manshdshah (ditegaskan dalam nash al-Qur’an
atau hadits) baik secara sharih (jelas) maupun isyarah.
Misalnya, hadits Rasulullah Saw. menyatakan:

$0adg 1313 S 255 B 2T e 1880

“Hanyasanya dahulu saya melarang kamu menyimpan daging

kurban untuk kepentingan daffah (sekelompok orang yang

berpindah dari daerah ke daerah lain yang membutuhkan
bekal -daging kurban-), sekarang makanlah, simpanlah dan
shadagahkan daging itu”. (HR. al-Bukhari, Muslim Ab0

Daud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Secara jelas Rasulullah Saw. menyebutkan bahwa ‘illat dari
perintah menyimpan daging kurban itu adalah untuk kepentingan
sekelompok orang yang berpindah dari daerah ke daerah lain yang
membutuhkan bekal.

b) Hukum far’u lebih utama daripada hukum ashl. Misalnya
meng-giyaskan hukum memukul kedua orang tua kepada
hukum keharaman mengatakan “ah, his, cis” kepada keduanya,
karena ada kesamaan ‘illat, yakni menyakiti bagi kedua ibu
bapak. Dalam kaitan ini, hukum keharaman memukul lebih
berat daripada mengatakan “ah, his, cis”, karena lebih
menyakiti keduanya. Bentuk giyas ini disebut dalalah al-nash
atau fahwa al-khithab.

4. Ulama Dhahiriyah, termasuk imam al-Syaukani menyatakan
bahwa secara akal sehat, giyas boleh dijadikan hujjah, tetapi tidak
terdapat satu dalil pun dalam al-Qur’an dan hadits yang
menunjukkan wajib mengamalkannya.

5. Ulama Syi’ah Imamiyyah dan al-Nazhzhdm dari Mu’tazilah
berpendapat, bahwa secara logika giyas tidak bisa dijadikan
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hujjan dalam menetapkan hukum Islam dan tidak wajib
diamalkan.

Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili, pendapat ulama ushul
figh tentang kehujjahan gqiyas dapat diklasifikasikan dalam dua
kelompok, yaitu ulama yang menerima qiyas sebagai dalil dalam
istinbath hukum Islam yang dipedomani mayoritas ulama ushul figh,
dan ulama yang tidak mengakui giyas sebagai landasan hukum Islam,
yaitu ulama Syi’ah, al-Nazhzh&m, al-Dhahiriyyah dan Mu’tazilah dari
Baqdad. Sebagian mereka menolak giyas berdasarkan aspek logika
dan sebagian lainnya menolak qgiyas berlandaskan aspek syara’.'®°

Adapun argumentasi yang dijadikan dasar jumhur ulama ushul
figh guna menopang pendapat yang mereka kemukakan terdiri dari al-
Qur’an, as-Sunnah, ijma’ dan logika. Dalil-dalil tersebut di antaranya
adalah";

1. Firman Allah Swt. dalam surah al-Hasyr, 59:2:
JEENNERRRE e

“...Maka ambillah untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang

yang memiliki pandangan...”. (Q.S. al-Hasyr, 59:2)

Menurut jumhur ulama ushul figh ayat ini menerangkan
tentang hukuman Allah Swt. kepada kaum kafir dari Bani Nadhir
dikarenakan tipu daya mereka terhadap Rasulullah Saw. dan orang-
orang mukmin. Kemudian dipenghujung ayat Allah  Swt.
memerintahkan pada umat Islam supaya mengambilkan ‘ibrah
(pelajaran) terhadap kisah mereka dengan firmanNya, s)icls
renungkanlah terhadap sebab musabab hukuman atau siksa yang
menimpa mereka. Menurut pandangan jumhur ulama, perintah
mengambil i’tibdr (pelajaran terhadap suatu peristiwa) termasuk
definitif giyas. Oleh karena ini, berdasarkan ayat ini menunjukkan

1%%\Wahbah az-Zuhailf, Ush(l al-Figh al-Islami, Juz I, h. 580.

Y0Al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz 111, h. 407; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-
Ghaffar bi Syarhi al-Manér, Juz IlI, h. 10; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-
Figh, h. 294; al-Syaukani, Irsydd al-Fuhil ild Tahqiq al-Haq... Juz 11, h. 848; al-
Dabdsi al-Hanafi, Tagwim al-Adillah fi Ushdl al-Figh, h. 263; al-Jazari, Mi rdj al-
Minhj, Juz 11, h. 120.
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bahwa peng-istinbathan hukum melalui metode giyas itu dibolehkan
dan diperintahkan untuk diberlakukan.

Ayat-ayat lain yang memperkuat kehujjahan giyas adalah
sejumlah ayat yang bersamaan dengan ‘illat yang menjadi motif
munculnya hukum. Di antaranya adalah:

a) Firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah, 2: 179 berbicara
tentang hikmah gishash,

s ol 3 83

“..dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan
bagimu...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 179)

b) Firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah, 2: 222 membahas

tentang penyebab perempuan tidak boleh digauli ketika haid,

M\ & sld \jfpu 51 54 o8 up,,mj\ oF a0t

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haid,

Katakanlah, “Haid itu adalah kotoran”. Oleh sebab itu,

hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu

haid...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 222)

c) Firman Allah Swt. dalam surah al-Ma’idah, 5: 6 menerangkan
tujuan disyariatkan tayammum,

o e VS,‘L; dasg dl Ay
“...Allah Swt. tidak ingin menyulitkan kamu...”. (Q.S. al-
Ma’idah, 5: 6)
d) Firman Allah Swt. dalam surah al-M&"idah, 5: 91 membincang
tentang alasan keharaman khamr dan judi,

o5 33 o iy dly oy satdl S 1K g O Bt Ay Gy
!

o g

“Sesungguhnya setan itu hanyalah bermaksud menimbulkan

permusuhan dan kebencian di antara kamu, lantaran
(meminum) khamr dan berjuti itu, dan menghalang-halangi
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kamu dari mengingat Allah Swt. dan melaksanakan shalat

maka tidakkah kamu mau berhenti?”. (Q.S. al-Ma’idah, 5: 91)

Seluruh ayat ini menyebutkan ‘illat yang menjadi motif
munculnya hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mesti
berkaitan dengan ‘illat, inilah makna qiyas. Karena itu, apabila
dijumpai suatu kasus yang tidak diterangkan hukumnya dalam nash,
maka diwajibkan meneliti ‘illat kasus tersebut guna digiyaskan
dengan kasus yang ketentuan hukumnya termaktub dalam nash.
Apabila ‘illat keduanya sama, maka hukum yang disebutkan dalam
nash dapat diberlakukan pada kasus itu. Menurut jumhur ulama, jika
penetapan hukum melalui metode qiyas tidak dibolehkan, maka
berarti seluruh perintah-perintah hukum bersifat ta’abbudi. Hal ini
tidak sesuai dengan kandungan nash al-Qur’an dan hadits.

2. Dasar kedua adalah hadits Rasulullah Saw. di antaranya adalah
riwayat dari Mu’adz Ibn Jabal sewaktu Rasulullah Saw.
mengutusnya ke Yaman untuk menjabat sebagai Hakim.
Rasulullah Saw. berdiskusi dengannya guna mengetahui alur
logika Mu’adz apabila menghadapi suatu masalah hukum, ia
bersabda:

8] ol L6 e Q) Bus Gz O s &l g e Jo D 0y O
A S o J6 2l 0 o

e 3 327 06 06 g e 4 o i gyt B D6 D Ll g 34T 5 0
A dyts Sra TNy 5 Al 6 Wl s g gl ol 2 D oty
D0 525 st WAl Ut 525 35 il ) A 065 53 g b il Lo
“Bagaimana cara kamu dalam menetapkan suatu keputusan

ketika sesuatu perkara diajukan kepada engkau?” Mu’adz Ibn

Jabal menjawab, “Saya akan memutuskan berdasarkan
kitAbdllah (al-Qur’an).” Kemudian Rasulullah Saw. bertanya

lagi, ‘jika kamu tika menemukan hukumnya dalam

kitAbullah.” Jawab Mu’adz, “Saya akan putuskan dengan
sunnah Rasulullah Saw.” Lebih lanjut Rasulullah Saw.
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bertanya, “Jika dalam sunnah Rasulullah Saw. juga engkau
tidak mendapati hukumnya.” Jawab Mu’adz, “Saya akan
bersungguh-sungguh berijtihad menggunakan akal logika
saya”. Kemudian Rasulullah Saw. mengusap dada Mu’adz
seraya berkata, “Alhamdulillah sikap utusan Rasulullah Saw.
telah sesuai dengan yang diinginkan Rasulullah Saw.”. (HR.

Ahmad Ibn Hanbal, Abld Daud, al-Tirmidzi, al-Thabrani, al-

Dérimi dan al-Baihaq)

Menurut jumhur ulama hadits ini menunjukkan bahwa
Rasulullah Saw. mengakui ijtihad berdasarkan nalar akal, dan qiyas
termasuk ijtihad melalui maksimalisasi akal. Dalam beberapa hadits
ditemukan bahwa Rasulullah Saw. juga menggunakan pola logika
giyas ketika menjawab pertanyaan yang dialamatkan padanya. Suatu
ketika seseorang mendatangi Rasulullah Saw. untuk menanyakan
sesuatu lalu ia berkata:

fkig ¥ S 2 ol b 0 dlog gl i o i g ) pais e g s

J6 255 06 oy 52T 37 J6 2 227 0 42 g8 B o D i3 1530 30
“Ayah saya telah masuk Islam, dia seorang yang sudah tua
renta sehingga tidak mampu untuk menunggangi unta,
padahal menunaikan ibadah haji diwajibkan padanya. Apakah
saya boleh berhaji atas nama dia?”” Rasulullah Saw. berkata,
“Engkau anak laki-lakinya yang tertua?”, laki-laki itu
menjawab, “Ya.” Kemudian Rasulullah Saw. berkata,
“Bagaimana pendapatmu, jikalau ayahmu itu mempunyai
utang pada orang lain, lalu engkau membayarinya, apakah
hutang itu dianggap lunas?”, jawab lelaki itu, “Ya.” Lalu
Rasulullah Saw. bersabda, “Dengan demikian, maka
berhajilah atas nama ayahmu”. (HR. al-Bukhari, Muslim dan
al-Nasa'1)

Menurut jumhur ulama, Rasulullah Saw. dalam hadits ini
terlihat jelas menggunakan pola logika giyas untuk menunjukkan
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kewajiban membayar hutang dengan menganalogikan utang pada
Allah Swt. (yakni haji) terhadap hutang pada manusia.

Di riwayat lain diterangkan bahwa ‘Umar Ibn Khaththab suatu
hari menjumpai Rasullah Saw. guna menanyakan suatu masalah yang
baru saja ia lakukan, seraya berkata:

§ el oy o Lo Jg 0 e o 205 ke wl il Sa
EIE B el G e lanlak
ot el e ) o 0 25 8 0,

“Ya Rasulullah Saw. di hari ini saya telah melakukan

kekeliruan besar, saya mencium istri dalam kondisi saya

sedang berpuasa.” Lalu Rasulullah Saw. menyatakan pada

‘Umar, “Bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur-kumur

dengan air dalam keadaan berpuasa, apakah membatalkan

puasamu?”’ Jawab ‘Umar, “Tidak masalah”, lalu Rasulullah

Saw. bersabda, “Kalau seperti itu, kenapa engkau sangat

menyesal”. (HR. Ahmad Ibn Hanbal dan Ab{ Daud)

Dalam hadits ini, Rasulullah Saw. menggiyaskan mencium
istri dengan berkumur-kumur, yang keduanya sama-sama tidak
membatalkan puasa.

3. jma’ para sahabat. Dalam realitanya, para sahabat seringkali
menggunakan giyas dalam mengungkapkan suatu pendapat, dan
tidak satu orang sahabat pun yang menolaknya, seperti pandangan
Abl Bakr tentang masalah kalélah yang ditanyakan padanya.
Menurut pendapatnya, kalélah adalah orang yang tidak memiliki
bapak dan anak laki-laki. Karena kalalah berarti pinggir jalan,
maka orang semacam itu bagaikan tepi jalan. Pendapat ini
diutarakan Abl Bakar berlandaskan pada akalnya, dan buah
pendapat melalui akal termasuk giyas. Selain itu, para sahabat
menggiyaskan pengangkatan khalifah Abl Bakar dengan petunjuk
Rasulullah Saw. untuk mengimami shalat. Dalam masalah ini
mereka mendasarkan pada logika giyas dengan mengatakan,
“Rasulullah Saw. merestui Ab( Bakr untuk mengurus masalah
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agama kami, Apakah kami tidak merelakannya untuk mengurus
persoalan-persoalan dunia”. Dalam sebuah riwayat diceritakan
bahwa ‘Umar menulis surat kepada Abli Musa al-‘Asy’ari ketika
ia diangkat menjadi hakim di Bashrah. Salah satu isi suratnya,
‘Umar berpesan agar Abl Musa menggunakan giyas dalam
memutuskan suatu perkara yang tidak ia temukan keterangannya
dalam nash al-Qur’an maupun hadits. Begitu pula, ‘Usman Ibn
‘Affan menggunakan logika qiyas dalam memutuskan masalah
waris bagi kakek beserta saudara-saudaranya, ia berkata, “Jika
saya sependapat dengan pandanganmu (‘Umar), yakni saudara
terhalang mempeloreh waris disebabkan ada kakek”, maka itu
baik, tetapi jika kamu mengikuti pendapat sahabat sebelum kamu
itu justru lebih baik. b

4. Logika. Hukum-hukum yang disyariatkan mengandung ‘illat al-
ma’qil al-maknd (rasional) dan kemashlahatan untuk umat
manusia sebagai tujuan utama hukum itu disyariatkan. Oleh
karena itu, apabila seorang mujtahid mendapati ‘illat dan
kemashlahatan dalam suatu hukum yang ditegaskan dalam nash
dan terdapat pula dalam kasus lain yang ia upayakan untuk
menetapkan status hukumnya, maka memberlakukan hukum yang
ada nashnya terhadap kasus yang tidak ada nash termasuk perkara
yang diperintahkan dan sesuai dengan hikmah dan prinsip-prinsip
dasar syariat Islam. Disamping itu, secara kuantitas nash al-
Qur’an dan hadits terutama yang berkaitan dengan hukum (ayat
dan hadist ahkadm) sangat terbatas, sementara peristiwa dan
problematika hukum terus berkembang melimpah tidak terbatas.
Sesuatu yang terbatas tidak mungkin dapat mewadahi seluruh
sesuatu yang tidak terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu
metode yang dapat menjembatani agar sesuatu yang tidak terbatas
itu bisa diatasi, yaitu melalui metode giyas. Selain itu, fithrah dan
akal budi menerima dalam memberlakukan giyas sebagai salah
satu metode istinbath hukum. Misalnya, syariat melarang dalam

YL Al-Badakhsyf, Syarh al-Badakhsyi, Juz I11, h. 16.
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memakan harta secara bathil disebabkan mengandung kezhaliman
dan mengambil hak orang lain, kemudian setiap perbuatan yang
mengandung kezhaliman dan penganiayan hak orang lain
disamakan hukumnya dengan kasus tersebut. Secara fithrah dan
akal budi penetapan hukum seperti itu dapat diterima dan
dibenarkan.

Adapun alasan Nufat al-giyas (penolak-penolak giyas) sebagai
dalil dalam meng-istinbathkan hukum Islam, adalah *"*:

1. Firman Allah Swt. yang termaktub dalam surah al-Hujurat, 49:1:
s A s Gia AR Y AT 0l g

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului

Allah dan Rasul-Nya... ”. (Q.S. al-Hujurat, 49:1)

Menurut Nufat al-giyas ayat ini melarang keras melakukan
perbuatan tanpa landasan al-Qur’an dan sunnah Rasulullah Saw.
Memberlakukan giyas merupakan tindakan yang melenceng dari al-
Qur’an dan sunnah, karena hal itu qiyas dilarang untuk dijadikan
metode dalam menggulirkan hukum. Mereka juga berdalil dengan
beberapa ayat, di antaranya adalah dalam surah al-Bagarah, 2: 169:

S5y w dn Je 1l o
“...dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang

Allah Swt”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 169)
Dan firman Allah Swt. dalam surah al-Isra’, 17: 36:
;.I.f 4 gy JMJ G Cadi Vs

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu

memiliki pengetahuan tentangnya...”. (Q.S. al-Isrd’, 17: 36)

Menurut mereka, kedua ayat ini menerangkan larangan untuk
melakukan sesuatu yang tidak diketahui dan diyakini kebenarannya,
dan giyas hanya berdasarkan dugaan semata. Karena itu, tidak
dibenarkan dalam menetapkan hukum melalui giyas yang berdasarkan
dugaan adanya ‘illat pada ashl dan far’u. Begitu pula diterangkan

12 Al-Badakhsyf, Syarh al-Badakhsyi, Juz 111, h. 21; al-Dabist al-Hanafi, Tagwim al-
Adillah fi Ushdl al-Figh, h. 260; al-Jazari, Mi rdj al-Minh@j, Juz I1, h. 128.
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larangan berhujjah dengan dalil yang bersifat zhann, dan qgiyéas itu
bersifat zhann. Karenanya, ia tidak dapat dipergunakan untuk
menetapkan hukum. Sebagaimana diterangkan dalam surah Ydnus,
10: 36:

“Sesungguhnya zhann (persangkaan) itu tidak berfaidah
sedikitpun terhadap kebenaran...”. (Q.S. YUnus, 10: 36)
2. Argumentasi lain untuk menopang pendapat mereka dari sunnah

Rasulullah Saw. adalah hadits hasan yang diriwayatkan al-
Déaruquthni bahwa Rasulullah Saw. bersabda:
L8pA855 36 13,02 Gng K5 6 it #5mg udZind S6 it b “lag T2 4l
G5 1 6 ol B 5 s e oS
“Sesungguhnya Allah Swt. menetapkan beberapa kefarduan,
maka jangan kamu abaikan, menetapkan beberapa batasan,
jangan kamu terobos, mengharamkan sesuatu, maka jangan
kamu melanggarnya, dan Dia tidak diterangkan hukum
sesuatu sebagai rahmat bagimu, bukan lantaran lupa, maka
janganlah kamu bahas tentang hal izu . (HR. al-Daruquthni)
Dalam pandangan mereka, hadits di atas menunjukkan bahwa
hukum sesuatu itu adakalanya wajib, haram atau tidak ditetapkan
statusnya, hukumnya bisa saja al-ma fii ‘an (dima’fu) atau mubah.
Sesuatu yang digiyaskan mesti kasus yang tidak didapati ketentuan
hukumnya dalam nash al-Qur’an dan hadits. Apabila al-maskiit ‘anhu
(sesuatu yang didiamkan/tidak diterangkan hukumnya) digiyaskan
kepada wajib, maka ini berarti telah menentukan hukum wajib pada
sesuatu yang tidak diwajibkan syara’. Dan jika digiyaskan pada
haram, maka ini berarti sudah mengharamkan sesuatu yang tidak
diharamkan syara’.
Mereka juga berdalil dengan suatu riwayat dari Abd Hurairah,
bahwa Nabi Saw. bersabda:
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3 PPN B Sz M [ z. M 1 %2 NI °d
s S5 laE 6 (sl Bagin ol U3 iy By o O B AT ol e

gty
“Ummat ini melakukan dalam waktu sekejab-sekejab
berhujjah dengan al-Qur’an, as-Sunnah dan giyas, apabila
mereka melakukan hal itu berarti telah berbuat kesesatan dan
menyesatkan.”
Menurut mereka, hadits ini secara jelas mengecam berhujjah
dengan giyas disebabkan bisa membawa seseorang pada kesesatan.

3. Ijma’ sebagian sahabat, bahwa menurut mereka sebagian sahabat
mencela qiyas dan ijtihad berlandaskan logika, sementara
sebagian sahabat lainnya tidak mengingkari celaan sahabat
tersebut. Bagi mereka, hal itu mengindikasikan bahwa sikap diam
atau tiada penolakan dari mereka pertanda suatu persetujuan, dan
karenanya dapat disebut ijmd’. Misalnya, pernyataan ‘Umar Ibn
Khaththab, “Hindarilah para pemberi petuah dan pendapat yang
berpijak pada akal logika, karena mereka itu musuh-musuh
sunnah, mereka telah sesat dan menyesatkan.” ‘Umar juga pernah
berkata, “Hindarilah orang-orang yang berhujjah dengan giyas.”
Demikian pula, ‘Ali Ibn Abi Thalib berkata, “Jika masalah
agama dapat ditentukan melalui giyas, maka membasuh bagian
dalam sepatu (ketika berwudhu™ memakai sepatu) lebih
dianjurkan daripada bagian luarnya.” Senada dengan mereka,
Ibnu ‘Abbas berkata, “Para ahli al-Qur’'an dan orang-orang
shalih telah tiada, dan umat manusia menjadikan orang-orang
bodoh sebagai pemimpin mereka sehingga menentukan masalah
melalui giyas yang bertumpu pada buah pikirannya.”

4. Mereka juga berargumentasi dengan logika, bahwa giyas dapat
menimbulkan pertentangan dan perselisihan para mujtahid, karena
ia berlandaskan pada indikasi dan ‘illat yang bersifat hipotesa.
Setiap sesuatu yang bersifat praduga memercikkan perbedaan
sudut pandang dan pemahaman, dan karenanya giyas itu dilarang.

116 | Ilmu Ushul Figh



D. Syarat-syarat Qiyas

Ulama ushul figh menentukan beberapa syarat yang harus
dipenuhi supaya qiyas bisa dijadikan sebagai metode dalam
mengistinbathkan hukum Islam. Adapun syarat-syarat yang dimaksud
adalah sebagai berikut:
1. Syarat ashl

Menurut jumhur ulama ushul figh, pada prinsipnya dalam
peng-istinbathan hukum mesti memiliki landasan, adakalanya nash
atau ijmd’. Oleh karena itu, apabila hukum yang ditegaskan nash bisa
digiyaskan, maka hukum yang berlandastumpu pada ijmd’ boleh juga
digiyaskan. Akan tetapi, sebagian ulama mengemukakan bahwa
hukum yang berdasarkan ijmd’ tidak dapat digiyaskan, karena tidak
mungkin mengetahui ‘illat hukum melalui kesepakatan para ulama.
Adapun syarat-syarat ashl itu adalah®’:

a) Ashl itu bukan berposisi far 'u dari ashl lainnya.

b) Hukum ashl itu ditegaskan berdasarkan nash.

¢) Hukum ashl bukan ditetapkan berdasarkan qgiyas.

2. Syarat-syarat hukum ashl
Adapun syarat-syarat hukum ashl yang harus diperhatikan
dalam menetapkan hukum melalui metode giyas, adalah:'"

a) Tidak berlaku secara khusus. Dalam pengertian hukum ashl
tidak bersifat khusus berdasarkan ketetapan dalam nash, karena
giyas dimaksudkan untuk memberlakukan hukum ashl pada
far’u. Misalnya, pengkhususan Rasulullah Saw. kepada
kesaksian Khuzaimah seorang diri, ia bersabda:

13 Al-Bukhart, Kasyfu al-Asrar, Juz 111, h. 443.

4 Al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 111, h. 243; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyf, Juz 11, h. 120; al-Bannani, Hdasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz
I, h. 214; Jaldluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz Il, h. 179; al-
Bukhéri, Kasyfu al-Asréar, Juz Ill, h. 443; al-Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh
Musallam al-Tsub(t, Juz Il, h. 300; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi
Syarhi al-Manér, Juz 111, h. 15; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 293;
Ahmad al-Bébarti al-Hanafi, al-Rudid wa al-Nugdd Syarh Mukhtashar Ibn H4jib,
Juz 11, h. 462; al-Ashfahéni, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-H4jib,
Juz 111, h. 15; ‘Abduqgadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab Imam Ahmad Ibn
Hanbal, h. 308.
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“Barangsiapa dipersaksikan Khuzaimah sendirian sudah
cuku”. (HR. Ahmad Ibn Hanbal, Abld Daud, al-Tirmidzi, al-
Nasa'i dan Hakim)

Dalam hadits ini, Rasulullah Saw. dengan jelas menyatakan
bahwa apabila Khuzaimah menjadi saksi, maka cukup sendirian.
Karena ia dapat memahami sesuatu yang belum tentu bisa dipahami
orang lain. Sementara itu, ayat al-Qur’an menerangkan bahwa batasan
minimal saksi adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki
bersama dua orang wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-
Bagarah, 2: 282:

ey Ge 3g 1ylgbes

“Jadikanlah dua orang saksi dari laki-laki di antara

kamu...”.(Q.S. al-Bagarah, 2: 282)

Hukum kesaksian yang bersifat spesifik yang ditetapkan dalam
hadits tersebut tidak dapat diberlakukan pada far’u, karena hukum itu
tertentu pada Khuzaimah saja. Oleh karena itu, meskipun seseorang
memiliki sifat wara’, jujur dan mudah paham seperti Khuzaimabh, tetap
tidak boleh digiyaskan kepadanya. Termasuk kategori khush(siyyah
adalah hukum-hukum yang berlaku khusus pada Rasulullah Saw.,
seperti boleh berpuasa wishal, beristri lebih dari empat orang.

b) Hukum ashl itu tidak menyimpang dari aturan-aturan qiyas.
Dalam artian setiap hukum yang ditetapkan melenceng dari
aturan giyas, maka hukum lain tidak dapat digiyaskan pada
hukum itu, karena giyas dimaksudkan untuk menetapkan
hukum. Dalam ranah ini, ulama ushul figh mempetakan dalam
dua bagian, yaitu: 1. Hukum yang dirumuskan itu tidak dapat
dilogikakan. Bentuk ini ada dua macam, adakalanya hukum
pengecualian dari kaidah umum, seperti kesaksian Khuzaimah
seorang diri, ketetapan sah puasa bagi orang yang makan atau
minum lantaran lupa, dan adakalanya hukum yang sejak
semula tidak bisa dinalar (ghair al-ma qgiil al-maknd), seperti
jumlah rakaat shalat, ukuran nishab harta wajib zakat, jumlah
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huddd dan hukuman kaffarat. 2. Hukum itu merupakan hukum
yang tidak mempunyai padanan serupa sejak awal
disyari’akan, karenanya hukum itu tidak bisa digiyaskan, baik
berbentuk hukum yang dapat dinalar (al-ma’qiil al-maknd),
seperti adanya rukhshah (dispensasi hukum) untuk menjama’
dan menggashar shalat bagi musafir karena alasan
menghilangkan masyaqgah (kesulitan, kesukaran), ataupun
hukum yang sukar dilogikakan (ghairu al-ma’qul al-maknd),
seperti mengharuskan diyat pembunuhan dilimpahkan pada
‘agilah (‘ashabah dan kerabat dekat seseorang).

Tidak ada nash (al-Qur’an dan hadits) yang menunjukkan
ketetapan hukum far’'u. Maksudnya, tidak ada dalil yang
menjelaskan hukum ashl di satu sisi dan mencakup hukum
far’u di sisi lain, karena apabila sudah terdapat dalil yang
mencakup hukum far’u, maka hukum far’u itu ditetapkan
berdasarkan dalil tersebut, bukanlah diistinbathkan melalui
metode qiyas. Dalam konteks semacam ini peng-istinbathan
hukum tidak membutuhkan metode qiyas.

d) Pensyariatan hukum ashl itu lebih dahulu daripada hukum

far’u, dengan catatan apabila hukum far’'u tidak ditegaskan
dengan dalil lain selain melalui metode giyas. Berdasarkan
syarat ini, tidak boleh menggiyaskan wudhu™ pada tayammum,
meskipun terdapat titik persamaan, yaitu al-thaharah
(bersesuci). Karena wudhu™ lebih dahulu disyariatkan
(sebelum Rasulullah Saw. hijrah ) daripada tayammum
(disyariatkan setelah hijrah).

Syarat-syarat far’u

Ulama ushul figh mengemukakan syarat-syarat far'u

adakalanya berkaitan dengan syarat ‘illat dan adakalanya berhubungan
dengan syarat hukum ashl. Adapun syara-syarat yang mesti melekat
pada far 'u ada empat, yaitu

175.

5 Al-Amidi, al-lhkam i Ushdl al-Ahkam, Juz 111, h. 311. Lihat juga, al-Bannani,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 222; Jalaluddin al-Suydtht,
Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz 11, h. 189; al-Anshari, Fawétih al-Rahamdt Syarh
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a) Kesamaan ‘illat; ‘illat far’u harus sama dengan ‘illat yang
terdapat pada ashl, adakalanya pada zatnya atau jenisnya.
Contoh kesamaan ‘illat dari aspek zatnya adalah
mengqgiyaskan bir pada khamr, karena keduanya mempunyai
titik persamaan dalam sifat memAbikkan, baik potensi
memADbulkkannya bersifat kuat maupun lemah. Sedangkan
contoh kesamaan ‘illat dari aspek jenisnya adalah
mengqgiyaskan wajib gishash dalam perbuatan aniaya pada
anggota badan terhadap wajib gishash dalam pembunuhan,
karena ada titik persamaan sebagai tindakan pidana pada
keduanya.

b) Hukum ashl tetap atas keadaannya. Dalam artian hukum ashl
tidak berubah setelah diberlakukan giyas pada far’u. Seperti
tidak boleh menggiyaskan hukum menzhihar (menyamakan
istri dengan punggung ibu) istri yang berstatus kafir dzimmi
kepada menzhihar istri muslimah dalam segi keharaman untuk
kembali berhubungan intim suami istri. Karena, keharaman
melakukan hubungan intim dalam menzhihar istri yang
muslimah dibatasi waktu, yakni sampai suami membayar
kaffarat. Sementara, keharaman berhubungan intim dengan
istri yang berstatus dzimmi berlaku selamanya, karena orang
kafir tidak mendapatkan taklif membayar kafféarat, dan kaffarat
dimaksudkan untuk membersihkan kesalahan dan bernilai
ibadah. Sedangkan orang kafir bukan merupakan orang yang
dituntut untuk beribadah karena amal perbuatan mereka sia-sia
belaka di dunia maupun di akhirat. Atas dasar prinsip ini,
menurut Ulama Hanafiyah hukum menzhihar istri yang
berstatus dzimmi  adalah batal/tidak sah. Bersebrangan
pendapat dengan ini, ulama Syafi’iyah mengemukakan hukum
zhihdr semacam itu adalah sah, karena kafir dzimmi bisa

Musallam al-Tsubdt, Juz Il, h. 306; al-Syingithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-
Su’iid, Juz 11, h. 455; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 297; Ahmad al-
Babarti al-Hanafi, al-Rud(d wa al-Nuq(d Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz II, h.
515; al-Ashfahéani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz Ill, h.
83.
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d)

dikenakan kaffarat, dan disebabkan mereka bisa memberikan
makan dan memerdekakan budak. Menurut mereka sekalipun
orang kafir tidak dituntut berpuasa, namun hal itu tidak bisa
menjadi faktor penghalang keabsahan perbuatan zhihar-nya.
Hukum far’u disyariatkan belakangan daripada hukum ashl.
Maksudnya, hukum far’u disyariatkan kemudian setelah
hukum ashl. Misalnya, menggiyas wudhu™ pada tayammum
dalam disyaratkan niat sebagaimana keterangan sebelumnya.
Tidak ada nash (al-Qur’an atau hadits) atau ijmd’ yang
menerangkan hukum far’u itu. Dalam arti, tidak ada nash atau
ijmd’ menegaskan hukum far’u dan hukum itu berparadoks
dengan giyas. Karena ketika itu, giyas bisa berbenturan dengan
nash ataupun ijmd’. Dalam Kkaitan ini, ulama ushul figh
menyatakan qiyas yang bertentangan dengan nash atau ijma’
dinamakan qiyas fasid al-i tibar (gqiyas yang fasid dan tidak
diperhitungkan). Contoh giyas yang bertentangan dengan nash
adalah menggiyaskan kaffarat sumpah kepada kaffarat
pembunuhan dalam aspek budak yang dimerdekakan harus
beriman. Sedangkan contoh qiyas yang berparadoks dengan
ijmd’ adalah menggiyaskan hukum kebolehan meninggalkan
shalat dalam perjalanan kepada hukum kebolehan tidak
berpuasa bagi orang yang sedang bepergian. Qiyas semacam
ini dianggap batal, karena ulama telah sepakat bahwa shalat
tidak boleh ditinggalkan lantaran bepergian.

Syarat-syarat ‘illat

Sebelum lebih lanjut membincang tentang syarat-syarat ‘illat,

terlebih dahulu perlu mengetahui pengertian ‘illat, macam-macam
‘illat dan seterusnya, mengingat bahasan ‘illat merupakan masalah inti
dalam giyas yang membutuhkan paparan luas dan panjang lebar.

BAHASAN °“ILLAT

A. Definisi ‘lllat

‘Illat secata etimologi adalah nama bagi sesuatu yang dapat

mengakibatkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain karena efek
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darinya. Karenanya, penyakit disebut ‘illat disebabkan keadaan tubuh
manusia berubah ketika diserang virus penyakit. Dari pengertian ini,
apabila dikatakan “Si fulan telah sakit”, maka berarti kondisi tubuhnya
telah berubah dari sehat menjadi sakit.
Sementara ‘illat secara terminologi dijumpai berbagai definisi
yang diutarakan ulama ushul figh, di antaranya adalah:
1. al-Amidi mendefinisikan ‘illat adalah

e LA o

Motif atau faktor pendorong terhadap hukum.'"

2. al-Ghazali menakrifkan ‘i/lat adalah
S, Y i iz S el o
Suatu sifat yang berpengaruh terhadap hukum, karena petunjuk
Syari’, bukan lantaran zatnya.>’
3. Mayoritas ulama Hanafyah dan sebagian ulama Hanabilah

merumuskan definisi ‘illat adalah

oSEU ) Gaogll a5 asdiadd) Lias S 1S ’ng;ew
Sesuatu yang menjadi dasar hukum disyariatkan dalam rangka
merealisasikan mashlahah, atau suatu sifat yang menjadi

pengenal terhadap hukum.!’

4. Ulama Mu’tazilah merumuskan definisi ‘i//at adalah
Sifat yang berpengaruh terhadap hukum berdasarkan zatnya.'”
Apabila disebut ‘illat pada biasanya mengarah pada dua

pengertian, yaitu'®:

Y8 Al-Bannant, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz 11, h. 232; Jalaluddin
al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz 11, h. 199.

YT Al-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz 11, h. 232; Jalaluddin
al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz 11, h. 200.

8 Al-Anshari, Fawatih al-Rahamit Syarh Musallam al-Tsubt, Juz 11, h. 310.

' Al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz Ill, h. 39; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald
Syarhi al-Jalal al-Mahallt, Juz 1, h. 232; Jalaluddin al-Suydtht, Syarh al-Kaukab al-
Sathi’, Juz 11, h. 200.

*\Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 615.
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1) hikmah yang menjadi motivasi atas pensyariatan hukum, berupa
merealisasikan mashlahah dan menolak mudharat. Misalnya,
tercapainya manfaat bagi orang yang melakukan transaksi jual
beli, gadai, sewa, pesanan dan semacamnya, karenanya transaksi
seperti itu dibolehkan. Terlindunginya keturunan (hifzh al-
nasab) sebagai sivel efek diharamkannya perbuatan zina dan
dikenakan hukuman had bagi pelaku. Terpeliharanya fungsi akal
(hifzh al-‘akal) yang diakibatkan diharamkannya khamr dan
diancam hukuman had meminum khamr. Terjaganya harta
(hifzh al-mal) yang ditimbulkan diharamkannya pencurian dan
dikecam hukum potongan tangan bagi pelaku. Dan
terlindunginya jiwa (hifzh al-nafs) dikarenakan diharamkannya
pembunuhan dan dikenakan gishash bagi yang melakukannya.

Berdasarkan kajian induktif terhadap seluruh hukum-hukum
yang diundangkan al-Qur’an dan as-Sunnah, ulama ushul figh
menemukan bahwa seluruh hukum diproyeksikan untuk menggapai
kemashlahatan dan berbagai manfaat bagi umat manusia serta
menolak dan menghindarkan segala bentuk mafsadat dan mudharat
dari mereka. Hal ini tergambar jelas dalam firman Allah Swt. dalam
surah al-Anbiya’, 21: 107:

J\AJ\,JJ P M| :suw\ s

“Kami tidak akan mengutus engkau (Muhammad Saw.),
melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam”. (Q.S. al-
Anbiya’, 21: 107)

Dalam ayat ini, Allah Swt. menerangkan misi Rasulullah Saw.
diutus ke pentas dunia hanyalah sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Bentuk “rahmat” dalam hukum-hukum Islam dapat ditemukan dalam
beberapa masalah, seperti dibolehkan tidak berpuasa di bulan
Ramadhan bagi orang sakit dan musafir. Hikmahnya adalah menolak
masyaqqah (kesukaran,kemelaratan) dari mereka. Disyariatkan zakat
yang bertujuan untuk memelihara harta dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Dengan demikian, tujuan setiap hukum syara’ itu
digulirkan untuk mendatangkan kemashlahatan dan menolak
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kemafsadatan. Namun, barometer dalam mempertimbangkan sesuatu
itu mashlahah atau mudharat adalah ketentuan Syari’, bukan
bergantung pada penilaian keinginan umat manusia. Karena,
terkadang manusia memperhatikan mashlahah yang spesifik dan
mengesampingkan mashlahah yang universal atau memposisikannya
pada tingkatan kedua. Sehingga apabila tolok ukur hal tersebut sesuai
dengan penilaian manusia, maka hukum syara’ menjadi kacau,
kemafsadatan merata, atau hal ihwal umat manusia menjadi terpuruk.
Sementara, syari’ dalam menentukan suatu kemashlahatan dan
kemudharatan, dengan memperhatikan kepentingan individu dan
orang banyak secara seksama.

2) Sifat zhahir yang dapat diukur sesuai dengan tujuan hukum
dalam mewujudkan kemashlahatan umat manusia, berupa
mendatangkan manfaat atau menolak mudharat dari mereka.

Pengertian “sifat yang zhahir” adalah suatu sifat yang jelas
yang dapat diketahui dalam suatu hukum. Sedangkan pengertian
“dapat diukur (al-mundhabith)” adalah sifat yang dapat diberlakukan
pada seluruh person dengan batasan yang sama, atau terdapat
perbedaan yang tidak terlalu mencolok. Sementara pengertian “yang
sesuai dengan tujuan hukum (al-munésib) adalah sifat yang terikat dan
berkesesuaian dengan tujuan hukum dalam mencapai suatu
kemashlahatan. Contohnya pencurian, perzinahan dan pembunuhan
terencana merupakan sifat yang jelas dapat diukur. Karenanya,
perbuatan-perbuatan tersebut diharamkan syara’, dan dikenai
hukuman hudid bagi pelakunya. Kemashlahatan yang dimaksudkan
dalam penerapan hukuman itu adalah terlindunginya harta, nasab dan
jiwa seseorang dan terhindar dari setiap bentuk kemudharatan.

Bertitik tolak pada keterangan ulama ushul figh tentang ‘illat
terpetakan pada kedua bentuk di atas, maka ‘illat dapat digunakan
untuk menunjukkan pada setiap hikmah dan sifat yang zh&hir. Dengan
demikian, yang menjadi ‘illat dalam hukuman dera atau rajam atas
perbuatan zina, adakalanya memelihara keturunan (hifzh al-nasab)
atau perbuatan zina itu sendiri. Meskipun demikian, ulama ushul figh
secara khusus menitikberatkan ‘illat itu merupakan sifat yang jelas
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yang bisa diukur dalam mendasari penetapan hukum. Sementara
hikmah adalah sesuatu yang menjadi akibat adanya hukum, berupa
mencapai mashlahah dan segala macam manfaat ataupun menolak
mafsadat dan mudharat.

Dalam kaitan ini ulama ushul figh beragam pandangan tentang
sesuatu yang dapat dijadikan ‘illat?. Jumhur ulama ushul figh
mengemukakan bahwa yang dijadikan barometer dalam peng- ‘illatan
({S’;ﬁ Ji=3) adalah sifat yang jelas yang dapat diukur, baik sifat itu
perkara yang samar, tetapi bisa dinalar, seperti ridha (suka rela) dalam
segala bentuk transaksi, atau sifat yang dapat diindera, seperti
pembunuhan dan pencurian, ataupun yang ditetapkan berdasarkan
penilaian ‘urf, seperti penilaian masalah baik dan buruk. ‘lllat
semacam ini yang dapat dibuat tolok ukur dan menjadi manéth al-
hukmi (sandaran hukum) dalam pandangan jumhur ulama ushul figh.

Sementara itu, hikmah yang terkandung dalam hukum,
terkadang bisa diketahui oleh akal dengan segera bahwa hikmah itu
bertemali dengan hukum, karena ia merupakan motif (faktor
pendorong) atas pensyariatan hukum. Akan tetapi, adakalanya hikmah
itu merupakan sesuatu yang samar dan tidak diketahui panca indera,
ataupun ia berupa sesuatu yang tidak bisa diukur sehingga dapat
berbeda disebabkan perbedaan keadaan, tempat dan individu per-
individu. Oleh karena itu, jJumhur ulama ushul figh tidak menerima
hikmah sebagai barometer dalam mengi-stinbathkan hukum Islam.
Misalnya, jual beli dibolehkan dan hikmanhnya untuk menjauhkan
kesulitan dari umat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Namun,
terkadang seseorang melakukan transaksi jual beli bukan untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Kebolehan berbuka puasa Ramadhan
bagi musafir, hikmahnya adalah untuk menolak masyaqgah
(kesulitan/kesukaran). Akan tetapi, masyaqgah itu bisa berbeda
lantaran perbedaan orang dan keadaan. Para pejabat negara tidak akan
merasakan masyaqgah dalam perjalanan mereka seperti yang
dirasakan rakyat jelata. Karena, orang yang bepergian dengan
menggunakan mobil mewah, kereta cepat atau kapal terbang tidak
akan begitu merasakan masyaggah dalam perjalannya. Berbeda
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dengan orang yang mengendarai bus umum, kereta ekonomis dan
sejenisnya akan merasakan berbagai masyaqgah dalam bepergiannya.
Masyaqgah di musim panas juga berlainan dengan masyaqqgah di
musim dingin. Oleh sebab itu, jumhur ulama ushul figh tidak
menerima hikmah dibuat ‘illat suatu hukum, karena hikmah itu sukar
distandarisasi dan tidak bersifat umum. Sementara ‘illat hukum itu
semestinya adalah sesuatu yang bisa distandarisasi dan dapat berlaku
secara universal untuk seluruh orang, tempat dan keadaan. Berkenaan
dengan prinsip ini, kebolehan melakukan shalat dengan jama’ atau
gashar bagi musafir, dan hikmaknya adalah untuk menolak
masyaqgah dan mafsadat. Akan tetapi, masyaqgah ini merupakan
sesuatu yang tidak terstandari yang bisa berbeda pada setiap orang,
keadaan, waktu dan tempat. Karena itu, maka ulama ushul figh
menentukan sesuatu yang jelas dan terstandari, yakni safar
(bepergian) sebagai manifestasi atas adanya masyaqgah. Keharaman
khamr, hikmahnya adalah menghindarkan manusia dari mudharat,
akan tetapi mudharat itu sendiri termasuk sesuatu yang bersifat
perkiraan yang dapat berbeda pada setiap orang. Oleh karena itu,
ulama ushul figh menentukan sesuatu yang jelas dapat diukur untuk
dijadikan ‘illat hukum, yaitu iskar (memAbdkkan).*®*

Berdasarkan paparan di atas, ulama ushul figh memberi
patokan titik perbedaan antara ‘illat dan hikmah. Hikmah adalah
sesuatu yang menjadi motif terhadap suatu hukum dan tujuan hukum
itu disyariatkan, berupa merealisasikan dan menyempurnakan
mashlahah maupun menolak dan meminimalisasi mafsadat.
Sedangkan ‘illat adalah sifat zhahir yang dapat diukur yang berfungsi
sebagai pengenal suatu hikmah, yang keberadaan dan ketiadaannya
dijadikan tolok ukur dalam menetapkan hukum. Demikian juga, ulama
ushul figh menaruh perbedaan antara ‘illat dan sabab. Mereka
menyatakan, sabab lebih umum madldlnya (yang ditunjukkan)
daripada ‘illat. Setiap ‘illat adalah sabab dan setiap sabab belum tentu

BIA-Amidi, al-lhkam fi Ushal al-Ahkam, Juz 111, h. 255; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘llmu Ushil al-Figh, h. 65; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h.
618.
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‘illat. Apabila suatu sifat sesuai dengan suatu hukum dan dapat
diketahui oleh akal manusia, maka sifat itu disebut sebagai ‘illat
sekaligus sabab. Akan tetapi, apabila persesuaian sifat dengan suatu
hukum tidak bisa disentuh atau diketahui akal manusia, maka sifat itu
disebut sabab saja. Contoh sifat yang bisa disebut ‘illat dan sabab
adalah transaksi jual beli yang menunjukkan kerelaan kedua belah
pihak untuk memindahkan hak milik. Sedang contoh sifat yang hanya
disebut sabab saja adalah tergelincirnya matahari merupakan
penyebab wajibnya menegakkan shalat dhuhur.

B. Syarat-syarat ‘Illat

Bertitikpangkal pada definisi ‘illat, tujuan peng- illatan dan
pengkajian atas ‘illat manshdshah (disebutkan dalam nash), ulama
ushul figh menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi suatu sifat
yang layak dijadikan ‘illat suatu hukum. Di antaranya adalah*®;

a. ‘lllat itu berupa sifat yang sesuai dengan tujuan hukum
disyariatkan. Dalam pengertian, sifat itu berpotensi besar dalam
merealisasikan hikmah pensyariatan hukum, vyaitu untuk
mencapai mashlahah atau menolak mudharat. Atau dengan kata
lain, sifat itu menjadi madhinnah (tempat dugaan) dalam
mewujudkan hikmah suatu hukum. Misalnya, ‘illat iskar
(memAbudkkan) dalam keharaman meminum khamr merupakan
sifat yang sesuai dengan tujuan hukum tersebut, yaitu untuk
menolak mafsadat dengan memelihara akal dan tubuh umat
manusia dari terjangkit penyakit dan segala macam mudharat.

b. “lllat itu zhahir jelas dan dapat diketahui dengan panca indera
manusia. Karena itu, apabila ‘illat itu sifat yang samar maka tidak
mungkin diketahui keberadaan dan ketiadaannya, dan pada
gilirannya tidak dapat memberlakukan hukum pada far’u dengan
berpedoman pada ‘illat. Contoh ‘illat yang jelas adalah sifat

82A1-Bannant, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz 11, h. 234; Jalaluddin
al-Suy(thf, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz Il, h. 204; al-Syaukani, Irsydd al-Fuhiil
ild Tahqiq al-Hagq... Juz 11, h. 872; ‘Abdu al-Wahhab Khall&f, ‘7lmu Ushiil al-Figh,
h. 68; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 620.

Dr. Ainol Yaqgin, M.H.1 | 127



memAbUkkan (iskar) pada khamr. Sedang contoh ‘illat yang
samar adalah sifat “sukarela” di antara dua orang yang
bertransaksi. Sifat “sukarela” ini tidak layak dijadikan ‘illat untuk
pemindahan hak milik dalam segala bentuk transaksi, karena ia
itu perkara hati yang tidak bisa diindera. Karenanya, ‘illat yang
menyebabkan perpindahan hak milik dalam masalah ini adalah
manifestasi terwujudnya sifat “sukarela” itu, yakni Tjab dan gabdl.

c. ‘lllat itu berupa sifat yang dapat diukur dan distandari.
Maksudnya, ‘illat itu memiliki hakikat tertentu dan terbatas, tidak
berbeda dengan perbedaan yang mencolok pada setiap orang,
tempat dan keadaan, karena asas qiyas adalah terdapat unsur
kesamaan ‘illat pada ashl dan far’u. Misalnya, pembunuhan
merupakan ‘illat yang menjadi faktor penghalang seseorang
memperoleh harta warisan dari orang yang dibunuh. Masalah
pembunuhan orang yang diwasiati pada orang yang berwasiat
dapat digiyaskan pada kasus ini.

d. ‘lllat itu dapat dijalarkan dan tidak terbatas pada ashl. Dalam arti,
‘illat itu dapat ditemukan dalam beberapa masalah hukum, tidak
hanya terdapat pada ashl. Contoh sifat yang terbatas pada ashl
dalam masalah keharaman khamr adalah air perasan anggur. Sifat
semacam ini tidak dapat dijadikan ‘illat karena tidak dijumpai di
selain khamr yang tidak terbuat dari perasan anggur. Demikian
pula, hukum-hukum yang dikhususkan pada Rasulullah Saw.
tidak dapat dijadikan sandaran giyas. Kasus lainnya tidak bisa
digiyaskan pada hukum khushdshiyyah tersebut.

e. ‘lllat itu bersifat umum dan berlaku pembalikan. Dalam arti,
apabila ada ‘illat maka hukumnya ada, dan sebaliknya jika ‘illat
tidak dijumpai, maka hukum pun tidak ada.

f. ‘llat itu berupa sifat yang diperhitungkan syara’. Dalam arti ‘illat
itu tidak bertentangan dengan nash dan ijma’. Contoh ‘illat yang
bertentangan dengan nash adalah menyamaratakan pembagian
waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
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C. Metode-metode Mengetahui ‘lllat
Ulama ushul figh mengemukakan bahwa terdapat beberapa
metode dalam mengetahui ‘illat, yaitu #:

1. Menggunakan nash, yakni nash-nash al-Qur’an atau sunnah
Rasulullah Saw. yang menunjukkan ‘illat secara jelas, baik
‘illat yang disebutkan dalam nash itu bersifat pasti maupun
bersifat jelas, namun memuat kemungkinan maksud lain.***

a) Nash yang bersifat pasti adalah nash yang menunjukkan
pada ‘illat secara jelas, tanpa mengandung kemungkinan

maksud lain, seperti kata = (supaya, untuk) =y (karena)
b3(supaya)is s (karena ‘illat)is _iJ (karena sebab) dan
semacamnya. Misalnya, ‘illat yang bersifat pasti dapat

dijumpai dalam firman Allah Swt. pada surah al-Hasyr,
59: 7:

5 oseals s G sl Sl B o BT e gt e A el G

3 Y i W8 050 Y o5 2
“Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada
Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka
adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan,

83 Al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 111, h. 317; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyt, Juz 11, h. 39; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz
I, h. 262; Jalaluddin al-SuyQthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz I, h. 228; al-
Anshari, Fawatih al-Raham(t Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz I1, h. 347; al-Singitht,
Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 301; al-SyingithT, Natsru al-Wurld ‘ald Mardqgi al-
Su’id, Juz I, h. 477; al-Syaukani, Irsydd al-Fuhil ild Tahqiq al-Hagq... Juz 11, h.
879; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushll Figh, h. 325; al-Jazari, Mi rdj al-Minhdj,
Juz Il, h. 144; Ahmad al-Babarti al-Hanafi, al-Rudid wa al-Nuqld Syarh
Mukhtashar Ibn Hajib, Juz II, h. 518; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 111, h. 87.

84Al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz I, h. 317; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyi, Juz 111, h. 39; al-Bannani, Hdasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz
I, h. 263; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Satzi’, Juz 11, h. 229; al-
Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh Musallam al-Tsublt, Juz 1I, h. 347; al-
Syaukani, Irsydd al-Fuhill ila Tahqiq al-Hagq... Juz 11, h. 881.

Dr. Ainol Yaqgin, M.H.1 | 129



supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang
kaya di antara kamu...”. (Q.S. al-Hasyr, 59: 7)
Kata .5 (supaya) dalam ayat di atas diperuntukkan

menunjukkan ‘illat secara jelas dan bersifat pasti serta tidak
mengandung  kemungkinan  maksud lain.  ‘lllat  tersebut
mengkhususkan pembagian harta rampasan perang kepada golongan
orang yang dijelaskan dalam ayat. ‘illat-nya adalah agar harta itu tidak
hanya beredar di antara orang-orang kaya.

b) Nash zhahir adalah nash yang menunjukkan ‘illat dan
mengandung kemungkinan makna lain, meskipun
kemungkinan yang bersifat marjah (lemah). Dalam ranah
ini ada dua macam, yaitu:

1) Lafazh-lafazh dan huruf-huruf tertentu yang menujukkan
makna ‘illat, misalnya: al-lam (), al-ba’(:LY), an (&), in (%)
daninna (&).

Misal untuk huruf al-lam dapat dilihat dalam firman Allah
Swi. pada surah al-Dzériyyat, 51: 56:

055 Y] s S s i

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan

supaya mereka menyembah-Ku ”. (Q.S. al-Dzariyyét, 51: 56)

Firman-Nya juga dalam surah al-Isra’, 17: 78:

A S04 B

“Tegakkanlah shalat sesudah matahari tergelincir...”. (Q.S.
al-Isra’, 17: 78)

Huruf al-lam pada ayat di atas diperuntukkan menunjukkan
‘illat, tetapi tidak bersifat pasti, karena adakalanya al-lam digunakan
untuk makna-makna yang lain, seperti makna milik, pengkhususan
ataupun akibat.

Contoh untuk huruf al-ba” termaktub dalam surah Ali ‘Imréan,
3. 159:

Y
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“...maka disebabkan rahmat dari Allah Swt., kamu berlaku

lemah lembut terhadap mereka...”. (Q.S. Ali ‘Imran, 3: 159)

Dalam ayat lain, surah al-Nisa’, 4: 160:

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi

mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah

dihalalkan...”. (Q.S. al-Nisa’, 4: 160)

Huruf al-ba” pada kedua ayat ini menunjukkan ‘illat secara
jelas, tetapi memuat kemungkinan makna lain, seperti makna ilshaq
(sesuatu yang melekat), ataupun makna isti ‘anah (minta tolong).

Contoh untuk an adalah firman Allah Swt. dalam surah al-
Qalam, 12-14:

(1 6) & Jus 15 0875 (1) o B 35 8 (1Y) o st gl ol

“vang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya,

karena dia kaya dan banyak anak”. (Q.S. al-Qalam, 12-14)

Huruf an pada ayat ini menunjukkan za '/il dan juga lainnya.

2) Nash yang menunjukkan ‘illat melalui isyarat yang dapat
diketahui dengan memperhatikan garinah (indikasi). Dalam
ranah ini, munculnya hukum merupakan jawaban dari suatu
pertanyaan, atau hukum itu berbarengan dengan suatu sifat.
Adapun contoh kemunculan hukum yang terlahir dari suatu
pertanyaan adalah sabda Rasulullah Saw., “merdekakanlah
budak” terhadap orang arab yang mendatangi beliau guna
mengadukan masalah yang sudah diperbuatnya. Berdasarkan
keterangan dalam hadits itu menunjukkan bahwa ‘illat dalam
memedekakan budak adalah dikarenakan pebuatan melakukan
hubungan intim suami istri di siang hari Ramadhan, Dan
jawaban Rasulullah Saw. mengindikasikan bahwa ‘illat hukum
tersebut adalah al-wiga’ (hubungan intim suami istri)
Sedangkan contoh hukum yang bersamaan dengan suatu sifat
adalah hadits Rasulullah Saw.

O 3h 5 Pl o aiy §
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“Seorang hakim tidak boleh memutuskan perkara dalam
kondisi marah”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menjelaskan hukum dengan menyertakan sifat yang
mengindikasikan sebagai ‘illat hukum, yaitu sifat “marah”,
dikarenakan kemarahan dapat mengakibatkan kekacauan
pikiran, kesemrautan keadaan hati. Dengan demikian, setiap
hal yang mengacaukan pikiran dapat digiyaskan pada sifat
“marah”, seperti sangat mengantuk, sakit, lapar, dahaga dan
semacamnya.

2. Menggunakan ijmad’, dengan perantara ijmd’ diketahui sifat
tertentu yang terdapat dalam hukum syara’ yang dijadikan
‘illat hukum itu. Seperti kesepakatan para ulama bahwa sifat
shighar (masih kecil) merupakan ‘illat terhadap perwalian
dalam masalah harta bagi anak yang masih kecil. Dengan
demikian, perwalian dalam masalah nikah bagi anak yang
masih kecil dapat digiyaskan pada perwalian dalam masalah
harta, karena terdapat titik kesamaan ‘illat, yaitu shighar.'®®

3. Metode yang ketiga untuk mengetahui dan menetapkan ‘illat
melalui istinbath adalah menggunakan al-sibr wa al-waqgsim
(=22 5 520). al-Sibr adalah penelitian yang diupayakan
mujtahid terhadap beberapa sifat dalam rangka membatasinya.
Kemudian ia mempertimbangkan manakah sifat yang layak
dijadikan ‘illat hukum. Setelah itu, ia memilih salah satu sifat
yang paling layak dijadikan ‘illat dan membuang sifat-sifat
yang tidak tepat dibuat ‘illat. Sedangkan al-tagsim adalah
usaha mujtahid dalam membatasi ‘illat suatu hukum pada satu
sifat yang paling tepat di antara sifat-sifat yang dimuat oleh
ashl qiyas (nash al-Qur’an maupun as-Sunnah). Dengan
demikian al-sibr wa al-tagsim adalah upaya mujtahid dalam
mengakomodasi sifat-sifat dengan memilih satu sifat yang
paling tepat untuk dijadikan ‘illat dan membatalkan sifat-sifat

B Al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 111, h. 317.
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lainnya.'® Tatakerja pencarian ‘illat melalui al-sibr wa al-

tagsim memungkinkan terjadi perberbedaan panilaian di antara
beberapa mujtahid merupakan hal yang wajar, dikarenakan
kualitas daya analisa dan nalar logika yang mereka lakukan
tidaklah sama. Misalnya, ulama berselisih pandangan dalam
menentukan ~ ‘illat  keharaman riba. Ulama Hanafiyah
berpendapat bahwa ‘illat dalam keharaman harta ribawi adalah
al-gadr (dapat ditakar atau ditimbang) dan barang sejenis,
sedang ulama Malikiyah berpendapat ‘illat-nya adalah
makanan pokok, dapat disimpan dan barang sejenis, sementara
ulama Syafi’iyah mengemukakan ‘illat-nya adalah makanan
dan barang sejenis.

Munasabah, metode ini juga disebut al-ikhalah, al-mashlahah,
al-istidlal, ri’ayah al-magashid dan takhrij al-manéth.
Munéasabah secara bahasa adalah kesesuaian, sedang menurut
ulama ushul figh adalah kesesuaian antara sifat dan hukum
dengan tujuan  pensyariatannya dalam  mewujudkan
mashlahah, berupa mencapai manfaat atau menolak
mudharat.’®  Sementara Ibnu  Hajib  mendefinisikan
munasabah adalah sifat yang jelas dan dapat diukur yang
menjadi penyebab terealisasinya tujuan hukum, berupa
mencapai manfaat atau menolak mudharat.’® Contoh sifat
“memAbitikkan (al-iskar)” merupakan sifat yang jelas, dapat
diukur dan menjadi penyebab terwujudnya mashlahah berupa
perlindungan akal (hifzh al-akal) atau menolak mudharat
berupa hilangnya fungsi akal. Contoh lain adalah perbuatan
zina merupakan sifat yang memenuhi syarat ‘illat, tujuan
hukum diharamkannya zina tersebut untuk suatu mashlahah
berupa perlindungan keturunan dari keterlantaran, atau untuk
menolak mafsadat berupa tercampurnya nasab.

'%<Ali Ibn Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 11, h. 333;
Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyi, Juz 111, h. 81.

Ali Ibn Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 111, h. 339;
Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyf, Syarh al-Badakhsyt,Juz 111, h. 50.
188\Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyt, Juz 111, h. 52.
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Dalam kaitan ini, apakah munésabah dengan sendirinya dapat
dibuat ‘illat hukum? Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah
mengemukakan bahwa munasabah dapat dijadikan ‘illat
hukum apabila diperhatikan oleh Syari’ melalui nash atau
ijmd’, seperti munésabah yang diperhatikan Syari’ dalam
memelihara magashid al-kulliyyah al-dharGriyyah al-khamsah
(ieady By 0 L), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal,

harta dan keturunan atau kehormatan. Bersebrangan pendapat
dengan ini, ulama Malikiyah dan Hanabilah tidak
mensyaratkan munasabah harus ditetapkan berdasarkan nash
atau ijma’. Menurut mereka, cukuplah munasabah antara
hukum dan sifat sudah dapat dijadikan ‘illat hukum. Dengan
demikian, setiap sifat yang dapat mencapai manfaat atau
menolak mudharat, bisa dijadikan ‘illat hukum, karena dugaan
kuat keberadaan ‘illat sudah dipandang cukup dalam
memberlakukannya.

Perselisihan ini mengakibatkan pembagian munésabah pada
tiga macam apabila dilihat dari segi sifat itu diperhitungkan
atau tidak oleh Syari’ sebagai illat hukum, yaitu **°:

a) al-Munasib al-Mulgha (s ¢..i2X), yaitu sifat yang menurut
pengamatan mujtahid nampak bermuatan mashlahah, tetapi
ada dalil hukum yang menolaknya. Ulama ushul figh sepakat
sifat ini tidak dapat dijadikan ‘illat. Misalnya, menetapkan
bagian yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam masalah
waris. Contoh lain menetapkan hak talak pada suami dan istri.

b) al-Munasib al-Mu tabar (=231 ), yaitu setiap sifat yang
diperhitungkan oleh syara’ dan dipergunakan sebagai ‘illat
dalam hukum Islam. Ulama ushul figh mengemukakan bahwa

8 Al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 111, h. 353: al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyi, Juz 11, h. 58; al-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz
I, h. 282; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdtzi’, Juz 11, h. 250; al-
Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz 1I, h. 314; al-
Syaukani, Irsyad al-Fuhiil ild Tahqiq al-Haq ...Juz 11, h. 903; Ahmad al-Babarti al-
Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn H&jib, Juz 11, h. 548.

134 | Ilmu Ushul Figh



sifat semacam ini bisa dijadikan ‘illat. Sifat munasib seperti ini

ada empat macam, yaitu :

1. Materi sifat itu sendiri terdapat pada materi hukum atau
macam sifat terdapat pada macam hukum. Maksudnya,
Syari’ memperhatikan munasabah semacam itu dalam
hukum berdasarkan nash ataupun ijma’. Seperti sifat iskar
(memAbikkan) terdapat dalam khamr didukung oleh
syara’ sebagai ‘illat.

2. Jenis sifat itu terdapat pada jenis hukum. Maksudnya, jenis
sifat yang ditetapkan oleh Syari’ dalam jenis hukum.
Misalnya, haid  menyebabkan  seorang  wanita
meninggalkan shalat, karena ada masyaqgah untuk
mengulang shalat yang ditinggalkan selama masa haid. Hal
serupa juga terdapat dalam hukum lain, vyaitu safar
(bepergian) merupakan ‘illat untuk menggashar dan
menjama’ shalat karena adanya masyaqgah dalam
perjalanan. Dari paparan ini bisa dipahami bahwa haid dan
safar merupakan satu jenis, yaitu masyaqgah. Sementara
dispensasi dalam meninggalkan shalat sewaktu haid dan
kebolehan menggashar serta menjama’ shalat dalam
perjalanan berada dalam satu jenis, yaitu kemudahan dan
menolak kesempitan.

3. Materi atau macam sifat itu ditetapkan oleh syara’ terdapat
dalam jenis hukum. Misalnya, hak perwalian dalam
menikahkan anak yang masih kecil lagi perawan. Menurut
mujtahid, ‘illat dalam kasus tersebut al-shighar (masih
kecil), sebagaimana dinyatakan dalam hadits:

Ll ) sl K 32

“Gadis perawan yang masih kecil tidak boleh menikah,
melainkan dinikahkan walinya”. (H.R. Muslim)

Kemudian mujtahid meneliti bandingannya dalam hukum lain.

Nampaknya, ditemukan hukum lain yang menjadika sifat
“masih kecil” itu sebagai ‘illat, yaitu perwalian dalam masalah
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harta. Perwalian terhadap jiwa dan perwalian terhadap harta
adalah satu jenis, yaitu perwalian secara mutlak. Karena itu,
materi sifat yang menjadi ‘illat terdapat pula jenis hukum lain.
4. Jenis sifat itu terdapat dalam materi atau macam hukum.
Misalnya hujan menyebabkan dibolehkan menjama’ shalat,
karena hujan itu. Menurut pengamatan mujtahid membawa
pada suatu masyaqgah, dan kesukaran ini sesuai dengan
hukum kebolehan menjama’ shalat. Kemudian mujtahid
meneliti jenis kesulitan yang sama dalam hukum syara’
lain, dan ternyata ditemukan bahwa safar menjadi ‘illat
dibolehkan menjama’ shalat. Hujan dan safar merupakan
berada dalam satu jenis, yaitu masyaqqgah.
¢) al-Munasib al-Mursal (*ksadi ¢.afi), yaitu suatu sifat yang

tidak didukung syara’ dalam nash secara rinci tapi juga tidak
diabaikannya, dan sifat ini bermuatan kemashlahatan. Menurut
ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah sifat seperti ini tidak
dapat dijadikan ‘illat hukum, karena tidak didukung oleh dalil
syara’. Akan tetapi, ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah
berpendapat ‘illat semisal ini dapat dijadikan ‘illat karena
didukung oleh beberapa kandungan nash, sekalipun tidak ada
yang mendukung sifat ini. Pendapat ini yang dipedomani
imam al-Ghazali dengan catatan apabila kemashlatan-nya
bersifat dhardri, gath 7 dan kulliyyah (umum).

5. Tangih al-manath, secara bahasa adalah pembersihan,
pemurnian dan pembedaan. Sedangkan menurut istilah adalah
upaya mujtahid dalam menentukan ‘illat dari beberapa sifat
yang dijadikan sandaran hukum oleh Syari’ apabila sudah
ditentukan dalam nash atau ijmd’, dengan cara membuang
sifat-sifat yang tidak tepat dijadikan ‘illat dan memilih sifat
yang layak dan memenuhi syarat untuk menjadi ‘illat.
Misalnya, menjadikan al-wiga’ (hubungan intim suami istri)
sebagai  ‘illat dalam kewajiban membayar kaffarat.
Sebagaimana diceritakan dalam hadits bahwa seorang arab
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mendatangi Nabi Saw. ia berkata: Olas; & 3 & 335
\.l“saya sengaja menggauli istriku di siang hari Ramadhan.”

Jawab Nabi Saw.: i3; 3 “merdekakanlah seorang budak”.

Hadits ini menunjukkan melalui isyarat bahwa ‘illat kewajiban
membayar kaffarat adalah al-wiga’. Akan tetapi, seorang
mujtahid memperhatikan bahwa terdapat beberapa sifat yang
tidak layak dijadikan ‘illat dalam masalah ini, seperti
pelakunya orang Arab, karena hukum harus berlaku secara
umum, selagi tidak ada dalil yang menerangkan
khushlshiyyah. Dan seperti perempuan yang disetubuhi itu
keluarga atau istri sendiri, karena bersetubuh dengan bukan
istri semestinya hukuman kaffaratnya lebih berat, disebabkan
istri masih dibolehkan untuk disenggamahi pada malam
Ramadhan, sedangkan perempuan bukan istri diharamkan
menyetubuhinya dalam keadaan apa pun. Setelah menganalisa
beberapa sifat tersebut akhirnya ulama ushul figh dari
kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah menyimpulkan bahwa sifat
yang tepat dijadikan ‘illat dalam kasus tersebut adalah
berhubungan intim dengan sengaja di siang hari Ramadhan.
Oleh karena itu, menurut mereka apabila seseorang sengaja
membatalkan puasa di siang hari Ramadhan bukan karena
berjima’, maka tidak dikenakan kewajiban membayar kaffarat.
Bersebrangan dengan pendapat ini, ulama Hanafiyah dan
Malikiyah mengemukakan bahwa apabila seseorang sengaja
membatalkan puasa di siang hari Ramadhan, baik dengan
melakukan jima’, makan, minum atau perbuatan lain yang
dapat membatalkan puasa, maka dia diwajibkan membayar
kaffarat.

Perbedaan tangih al-manéth, tahqiq al-manath dan takhrij al-

manath
Ketiga istilah ini berkaitan dengan ‘illat dalam bab qiyas.

Pengertian tangih al-manath telah dipaparkan sebelumnya, yang pada
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prinsipnya ia merupakan pencarian ‘illat-‘illat yang disebutkan dalam
nash (i-3aidi 2LY), bukan ‘illat-‘illat yang diketahui melalui proses
istinbath (i3 #LJ). Dengan demikian tangih al-manath berarti
upaya mujtahid dalam menentukan sebab sebagai ‘illat hukum,
dengan cara memilih sifat yang tepat dan membuang sifat yang tidak
layak dijadikan ‘illat. Sedang tangih al-manath adalah upaya mujtahid
dalam mengetahui keberadaan ‘illat yang ditentukan dalam nash,

ijmd’ atau metode apapun kemudian menerapkan pada kasus parsial
yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya dalam nash. Misalnya,

seorang mujtahid melihat sifat “memAbikkan” sebagai ‘illat
keharaman khamr itu dijumpai dalam air perasan yang terbuat dari
anggur dan kurma. Contoh lain, sifat “penyakit” sebagai ‘illat

keharaman mendekati perempuan ketika haid terdapat dalam masalah
nifas. Sementara takhrij al-manath adalah upaya mujtahid dalam
meng-istinbathkan sifat yang sesuai terhadap hukum yang ditetapkan
dalam nash atau ijmd’ untuk dijadikan ‘illat hukum. Misalnya,
menentukan ‘illat keharaman harta ribawi melalui cara al-sibr wa al-
tagsim.'%

D. Macam-macam Qiyas
Ulama wushul figh mengutarakan bahwa qiyas dapat
diklasifikasi pada beberapa bagian, yaitu:

1) Ulama Syafi’iyah mengklasifikasi qiyas dipandang dari aspek
kekuatuan ‘illat yang ada pada far’u dibandingkan dengan
pada ashl. Dari aspek ini giyas dipetakan pada tiga macam,
yaitu %%

a. Qiyas al-"aula (Vi 23) ialah giyas yang hukum pada far’u

lebih kuat daripada hukum ashl, karena ‘illat yang terdapat pada
far’u lebih kuat dari yang ada pada ashl. Misalnya,

19Al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz IlI, h. 74; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-
Figh al-Islami, Juz 1, 659.
BIAL-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1V, h. 5; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyf, Juz 111, h. 26.
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menggiyaskan memukul dengan ucapan ‘“ah, his, cis” karena
titik temu yang sama, yaitu menyakiti “idza”. Keharaman
mengucapkan “ah, his, cis” pada kedua orang tua ditegaskan
dalam surah al-1sr&", 17: 23, Allah Swt. berfirman:

(e 55 L oy ks vs oF it 56

“..Jangan kamu katakana pada keduanya (orang tua) kata-kata
“ah”...”. (Q.S. al-lsra’, 17: 23)

‘Illat larangan ini adalah menyakiti orang tua. Ulama ushul figh
mengemukakan bahwa hukum keharaman memukul orang tua
lebih kuat daripada mengatakan ‘““ah, his, cis”, karena unsur
“menyakiti” melalui pukulan lebih menyakitkan dan membekas
daripada ucapan “ah, cis, his”. Menurut ulama Hanafiyah
keharaman ini ditetapkan melalui cara mafhim al-muwéfaqgah,
dan disebut juga dalalah al-nash.

b. Qiyas al-musawi (cs;L4 243) ialah giyas yang hukum pada faru
sama kualitasnya dengan hukum yang tedapat pada ashl, tanpa
ada yang dikuatkan karena ‘illat yang terdapat pada keduanya
sama. Misal giyads yang mempunyai kualitas ‘illat yang sama
adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Nis&’, 4: 25:

P e et Lo G Galas £l o 5 00

“Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi
melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka
setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka
(vang tidak bersuami)”. (Q.S. al-Nisa’, 4: 25)

Ayat ini menerangkan bahwa hukuman had bagi budak perempuan
apabila melakukan tindakan pidana adalah separuh hukuman
had orang merdeka. Berdasarkan ayat ini, ulama ushul figh
mengqgiyaskan hukuman had budak laki-laki adalah sama
dengan hukuman had budak perempuan, karena titik kesamaan
‘illat, yaitu kebudakaan.

c. Qiyas al-adna (391 2.L3), ialah ‘illat hukum yang terdapat pada

far’u lebih lemah daripada ‘illat yang terkandung pada ashl.
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Misalnya, mengqiyaskan apel pada gandum dalam hukum
keharaman riba fadhl, kerena keduanya memiliki titik kesamaan,
yaitu sama-sama jenis makanan. Contoh lain, menggiyaskan
segala minuman yang memAbilkkan pada khamr dalam hal
keharaman dan hukuman had-nya.
Bentuk yang ketiga ini disepakati oleh ulama ushul figh sebagai
giyas, akan tetapi dua bentuk sebelumnya diperselisinkan di
antara ulama. Ulama Hanafiyah tidak menjadikan dua bentuk
tersebut sebagai penetapan hukum melalui metode qiyas,
melainkan dengan nash itu sendiri. Sedangkan imam Syafi’i
berpendapat, bahwa kedua bentuk itu termasuk kategori qiyas
dalam pengertian ashl giyas.

Ditelisik dari aspek segera atau tidak diketahuinya ‘illat yang

terdapat pada hukum, giyas diklasifikasikan pada dua macam:*

a. al-Qiyas al-Jally (u41 :is), adalah qiyds yang ‘illat-nya
ditegaskan dalam nash ataupun tidak ditegaskan, tetapi dipastikan
tidak ada pengaruh perbedaan antara ashl dan far’u. Misalnya,
mengqgiyaskan budak perempuan kepada budak laki-laki dalam
hal memerdekakan budak. Sekalipun terdapat perbedaan antara
keduanya, yakni jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Namun,
dapat dipastikan bahwa perbedaan ini tidak berpengaruh pada
hukum memerdekakan budak. Dengan demikian, memerdekakan
budak perempuan sama ketentuan hukumnya dengan
memerdekakan budak laki-laki. Contoh lain adalah menggiyaskan
memukul kedua orang kepada ucapan “ah, his, cis” yang sudah
dipaparkan pada bahasan sebelumnya. Qiyas al-jally ini
mencakup giyas al-musawi dan giyas al-aulawi.

b. al-Qiyas al-Khafiy (s ;s27), adalah giyas yang tidak dapat
dipastikan tidak ada pengaruh perbedaan antara ashl dan far’u,
apabila ‘illat-nya diistinbathkan dari hukum ashl. Misalnya,

192A1-Amidi, al-lhkam ft Ushal al-Ahkam, Juz 1V, h. 6; al-Bannani, Hésyiyah ‘ald
Syarhi al-Jalél al-Mahalli, Juz Il, h. 339; al-Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh
Musallam al-Tsubat, Juz 11, h. 373.
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menggiyaskan pembunuhan dengan benda berat kepada
pembunuhan dengan benda tajam dalam rangka menetapkan
hukuman gishéash, karena titik kesamaan ‘illat, yaitu pembunuhan
sengaja. Perbedaan antara pembunuhan dengan benda berat dan
pembunuhan dengan benda tajam tidak dapat dipastikan
pengaruhnya diabaikan oleh syara’, tetapi perbedaan tersebut bisa
sifat yang berpengaruh pada hukum. Qiyas al-khafiy ini hanya
mencakup giyas al-adna.

ISTIHSAN

A. Definisi Istihsdn

Istihsan secara etimologi berarti menganggap dan menyakini
sesuatu itu baik. Dalam pengertian semacam ini, tidak terdapat
persebrangan pendapat di kalangan ulama ushul figh, karena kata yang
senada dengan istihsan banyak ditemukan dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah Rasulullah Saw.*® Seperti firman Allah Swt. dalam surah al-
Zumar, 39: 18:

X a/T :) ;;E:f J}f’j‘ :) ;/:g:&i;ﬁ‘
“Orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti

apa yang paling baik di antaranya...”. (Q.S. al-Zumar, 39: 18)
Dalam surah al-"A’raf, 7: 145:

sl sl 2
“...dan perintahkanlah kaummu berpegang kepadanya dengan
sebaik-baiknya...”. (Q.S. al-"A’raf, 7: 145)
Dan terdapat juga dalam as-Sunnah, sebagaimana sebuah
riwayat dari ‘Abdullah Ibn Mas’d, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

22 A Die ggs B oyl Lg e ) X 545 Las O3 8T L

%3al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1V, h. 191; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyi, Juz II, h. 139; al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi
Ushdl al-Figh, Juz VIII, h. 3823; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz III, h. 283; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shéalih
al-Ndfi’, h. 484; Muhammad Ibn ‘Abdurrahméan, Taisir al-Wushdl ila Minh4j al-
Ushdl min al-Ma qiil wa al-Manqal, Juz VI, h. 136; al-Asnawi, Nihadyah al-Sal Fi
Syarhi Minh@j al-Ushdl, Juz IV, h. 399.
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“Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang muslim,
maka di sisi Allah Swt. juga dinilai baik. Dan sesuatu yang
dilihat buruk oleh orang-orang muslim, maka dinilai buruk
pula di hadapan Allah Swt.”. (HR. Ahmad Ibn Hanbal)

Selain itu, ungkapan para mujtahid juga kerapkali

menggunakan kata istihsan dalam definitif bahasa, seperti perkataan
imam al-Syafi’i:
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“Saya menganggap baik pemberian mut’ah (hadiah pada istri
setelah ditalak) sebanyak 30 dirham. Saya memandang baik
memberikan hak syuf’ah bagi al-Syafi’(vang berhak membeli
lebih dahulu) sampai tiga hari. Saya menganggap baik
membiarkan bagian-bagian cicilan bagi budak al-mukatab.®*

Berdasarkan deskripsi di atas, titik perbedaan pandangan

sebenarnya terletak pada pengertian dan hakikat istihsan.

Istihsdn secaraterminologi terdapat beberapa definisi yang

dikemukakan ulama ushul figh, yaitu:

1.

Imam al-Bazdawi (483 H; Pakar ushul figh Hanaf?)
menyatakan istihsdn adalah:
¥l a8 fandd 36 AL gl B ) B e e Judd 5
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Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada giyas
yang lebih kuat atau pengkhususan/spesifikasi qiyas
berdasarkan dalil yang lebih kuat.'*

194 Al-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz IV, h. 191; al-Zarkasyi, al-Bahru al-
Muhith fi Ushal al-Figh, Juz VI, h. 95; Ali al-Futlhi, Syarh al-Kaukab al-Munir,
Jid IV, h. 429.

% Al-Amidi, al-lhkam i Ushdl al-Ahkam, Juz 1V, h. 192; al-Syaukant, Irsydd al-
Fuhiil ild Tahqiq al-Haq min ‘Ilmi al-Ushdl, Juz 11, h. 986; al-Mardawi al-Hanbalf,
al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Juz VIII, h. 3828; ‘Ali Ibn ‘Adam Mdsa,
al-Jalis al-Shélih al-Ndfi’, h. 483; al-Babarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuq(d
Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz II, h. 672; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-
Shalih al-Ndfi’, h. 484; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 11,
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2. Ulama Hanaftyah merumuskan definisi istiksdn adalah:
Bple &2 a8 5 a8 @ FaE (s 4
Istihsan adalah dalil yang dipandang baik pada diri mujtahid
yang sulit diungkapkan.'®

3. Di antara ulama Hanafiyah mengemukakan definisi istihsdn
adalah

A el o:\.-J\ QI HMPCE N LR
Istihsan adalah berpaling dari ketetapan dalil pada adat untuk
mewujudkan kemashlahatan.*®’

4. Imam al-Karkhi (540 H; Pakar wushul figh Hanafi)
mendefinisikan istihsan adalah:

5 e Sedy Juxg O 58 Slesany) 8l dg 7801 e G sk 23
bilsl 3 o S5 il g is&
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Istihsan adalah berpaling dari menetapkan hukum pada suatu

masalah dalam bandingan-bandingannya kepada hukum lain
karena ada alasan yang lebih kuat.*®

h. 353; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 11, h. 332; ‘Abdu’aziz
Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz IV, h. 4; al-Husain Ibn Rasyiq al-
Maliki, Lubéb al-Mahshdl T limi al-Ushdl, Juz 11, 449.

1% Al-Babarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar 1bn Hajib, Juz I,
h. 672; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz IlI,
h. 281; “Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shéalih al-Ndfi’, h. 483; Muhammad lbn
‘Abdurrahmén, Taisir al-Wushdl ila Minhgj al-Ushal min al-Ma 'qiil wa al-Manql,
Juz VI, h. 138; al-Bannéni, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I1, h. 353;
Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 11, h. 332; ‘Ali al-FutQhi,
Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid 1V, h. 432; al-Thafi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah,
Juz 11, h. 190; al-Sinqgithi, Mudzakkirah fI Ushdl al-Figh, h. 200; Juz Il, h. 237; al-
Syinqith?, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Su’iid, Juz 11, h. 572; al-Asnawi,
Nih&yah al-Sal Fi Syarhi Minh4j al-Ushdl, Juz 1V, h. 398.

Y97¢ Al Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’, h. 484; al-Babarti al-Hanafi, al-
Ruddd wa al-Nugld Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz Il, h. 672; al-Ashfahant,
Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-H&jib, Juz III, h. 282; ‘Ali Ibn
‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’, h. 484; al-Bannéni, Hasyiyah ‘ald Syarhi
al-Jalal al-Mahalli, Juz 11, h. 353; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’,
Juz 11, h. 333; al-Syingithf, Natsru al-Wuriid ‘ald Mardqi al-Su’id, Juz 11, h. 571.
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5. Muhammad al-Amin al-Syingithi memberi pengertian istihsdn

sebagai berikut ini:
L 5 S e ol ATl o el (K (5201 4 S

Istihsan adalah pemalingan dalam menetapkan hukum suatu
masalah pada bandingan-bandingannya karena terdapat dalil
khusus dari al-Qur’an atau as-Sunnah.*®

6. Imam al-Sarakhsi (490 H; Tokoh ushul figh Hanafi)
mengemukakan istihsan adalah:
Istihsan adalah meninggalkan giyas dan mengamalkan yang
lebih kuat, karena berlandaskan dalil yang menghendakinya
serta lebih relevan dengan kemashlahatan manusia.*®

7. Imam Malik dan al-Bagi mendefiniskan istihsan sebagai
berikut ini:
Istihsan adalah mengamalkan dalil yang terkuat, atau
memberlakukan kemashlahatan juz'7 ketika berhadapan
dengan dalil kullf.**

8. AbQ al-Hasan al-Bashri (473 H) merumuskan definisi istihsdn
sebagai berikut:

v
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198 Al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz IV, h. 193; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyt, Juz 1ll, h. 238; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar
Ibn al-Hajib, Juz III, h. 281; ‘Ali al-Fut(hi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid 1V, h.
431; al-Sam’ani, Qawdthi’ al-Adillah fi Ushdl al-Figh, Juz I, h. 270; ‘Abdu’aziz
Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz 1V, h. 4; al-SyinqithT, Natsru al-Wur(d
‘ald Mardqri al-Suid, Juz 11, h. 238.

99Al1-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh h. 199; al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-
Figh, h. 236.

203]-Babarti al-Hanafi, al-Rudd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz II,
h. 672; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hgjib, Juz 111,
h. 281.

PUAI-Syaukant, Irsydd al-Fuhil il Tahgiq al-Hag min ‘Ilmi al-Ushdl, Juz 11, h.
987; al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 88; al-Thafi, Syarh
Mukhtashar al-Raudhah, Juz 111, h. 198; al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi
al-Suid, Juz 11, h. 570.
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10.

11.

Istihsan adalah meninggalkan salah satu aspek ijtihad yang

tidak tercakup dari sisi lafazh-lafazh karena ada dalil yang

lebih kuat.**

‘Abdu al-Wahhab Khallaf mendefinisikan istihsdn seperti

berikut ini:

S A, e U e ) s G il e i) S35
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Istihsan adalah berpalingnya mujtahid dari kehendak qiyas

khafly pada kehendak qiyas jaliy atau dari hukum kulli pada

hukum istitsn&'1 karena terdapat dalil murajjih yang dipandang

kuat oleh mujtahid.?

Wahbah al-Zuhaili merumuskan definisi istihsan adalah:

J‘ﬁy‘w@fr<>9w‘;‘&¢&ww&ywuc&ﬁﬁ
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Istihsan adalah mengunggulkan giyas khafly (analogi yang
samar) atas giyas jaliy (analogi yang jelas) karena berdasarkan
dalil, atau pengecualian ketentuan parsial dari ashl atau kaidah
universal karena berlandaskan dalil khusush yang

menghendakinya.?®*
‘Allal al-Fasi memberi pengertian istihsdn sebagai berikut ini:

B 35 et s ealadd § 5T 5 sy J..LU\ o NERCIIS
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Istihsan adalah berpaling dari dalil karena mendahulukan dalil
lain, mentakhshish atau mentagyid (membatasi)-nya

22A1-Amidi, al-lhkam i Ushdl al-Ahkam, Juz 1V, h. 193; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyt, Juz I11, h. 139; al-Asnawi, Nih&yah al-S0l Fi Syarhi Minhgj al-Ushl,
Juz IV, h. 399.

203< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Iimu Ushil al-Figh, h. 79.

2%\ahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, h. 86.
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berlandaskan dalil syara’, mashlahah atau ‘urf yang sejalan
dengan syara’.?%
Dari berbagai definisi istihsan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa istiksdn itu terbagi pada dua macam, yaitu®%:
1. Mengunggulkan qiyas khafiy daripada qiyas jaliy karena
berdasarkan dalil.
2. Mengecualikan hukum juz’7 dari hukum kulli atau kaidah kullt

karena ada dalil khusus yang menuntut hal itu.

B. Macam-macam Istihsan
Para ulama wushul figh terutama ulama Hanafiyah
mengklasifikasi istihsan ditinjau dari segi dalil sandarannya pada
enam macam, yaitu: 2’
a. al-Istihsdn bi al-nash (221, l.szuyi) adalah istihsdn berlandaskan

ayat al-Qur’an atau hadits. Dalam pengertian, terdapat nash (ayat
al-Qur’an atau hadits) yang menerangkan hukum suatu kasus
yang berbenturan dengan hukum kulli (umum) yang ditetapkan
dalil ‘dm (umum). Contoh istihsdn berdasarkan ayat al-Qur’an
adalah masalah wasiat. Menurut ketentuan umum atau ketentuan
giyas, wasiat itu tidak boleh karena pemindahan hak milik yang
disandarkan kepada waktu hak kepemilikan telah hilang, yaitu
setelah pewasiat wafat. Tetapi, masalah ini dikecualikan dari
kaidah umum berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-
Nisa’, 4: 11:

EX L SRRy

2%5< Allal al-Fast, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah wa Makarimuha, h. 138.
2SAL-Th(fi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz I, h. 200; ‘Abdu al-Wahhab
Khallaf, ‘7lmu Ushil al-Figh, h. 80.

27 Al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Juz VIII, h.
3828; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 86; al-Thdfi, Syarh
Mukhtashar al-Raudhah, Juz Il1, h. 199; Ibnu Nujaim al-Hanafi, Fath al-Ghaffar bi
Syarhi al-Manéar, Juz Ill, h. 33; al-Sam’ani, Qawdthi’ al-Adillah fi Ushdl al-Figh,
Juz 11, h. 269; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz IV, h. 6;
Ya’kub Ibn ‘Abduwahhab al-Bahisin, al-Istihsan (Riyadh; Maktabah al-Rusy,
2007), h. 85.
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“...setelah mengeluarkan wasiat yang ia buat atau hutang...”. (Q.S.
al-Nisa’, 4: 11)

Contoh istihsdan berlandaskan as-Sunnah adalah menetapkan kesahan
puasa bagi orang yang makan atau minum lantaran lupa ketika ia
sedang puasa. Menurut ketentuan giyas atau kaidah umum, puasa
orang ini dihukumi batal karena telah melakukan salah satu
perbuatan yang membatalkan puasa. Akan tetapi, ketentuan ini
dikecualikan berdasarkan hadits Rasulullah Saw.,

D55 3, 34 66 L N6 Lot o ff 43T e

“Barangsiapa makan atau minum lantaran lupa maka tidak batal
puasanya, karena hal itu rezeki yang diberikan Allah Swit.
kepadanya”. (HR. al-Tirmidzi)

Dalam hadits lain dinyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

by A sl G o 226 05 51 5T s 5 (0 0

“Barangsiapa yang lupa ketika sedang berpuasa, lalu makan atau
minum maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena
hanyasanya Allah Swt. yang memberikan makan dan minum
kepadanya”. (HR. al-Bukhari, Muslim dan Ab( Daud)

Contoh lain istihsan berdasarkan as-Sunnah adalah masalah salam
(akad pesanan). Menurut giyas atau kaidah umum akad semacam
ini tidak boleh karena melakukan transaksi terhadap barang yang
tidak ada di tempat akad. Akan tetapi, hukum ini dikecualikan
berdasarkan dalil khusus, yakni hadits Rasulullah Saw.

“Barangsiapa yang memesan kurma maka hendaklah memesan
dalam takaran atau timbangan yang ditentukan sampai waktu
yvang ditentukan”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

b. al-Istihsan bi al-ijmd’ (éé;z’g Slusenyl) adalah istihsdn yang
berlandaskan kepada ijma’. Maksudnya, fatwa mujtahid tentang
suatu masalah berbeda dengan ketetapan asal, atau mujtahid yang

lain bersikap diam saja tanpa ada penolakan. Misalnya, ijmad’
ulama terhadap kebolehan akad istishnd’, yaitu transaksi
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seseorang pada pekerja untuk melakukan sesuatu dengan harga
tertentu. Ketentuan qiyas, akad ini batal, karena ma kiid ‘alaih
(barang yang ditransaksikan) tidak ada ketika akad. Tetapi
dibolehkan karena manusia telah melakukan di setiap masa, dan
untuk menjaga kebutuhan serta menolak kesukaran dari mereka.

C. al-Istihsan bi al-’ddah aw al-urf (& 5 W, Slssnyl) yaitu
istihsdn berdasarkan adat tradisi yang berlaku umum di suatu
masyarakat. Misalnya, ijarah pemandian umum dengan ongkos
tertentu yang tidak ditentukan kadar air yang dipakai dan lama
pemandian itu digunakan. Menurut ketentuan qiyas, hukum
transaksi ini tidak boleh karena akad ijarah menuntut jasa
pemandian umum itu harus jelas, yaitu jumlah air yang dipakai
dan berapa lama ia mandi. Akan tetapi istihsdn menetapkan
ketentuan berbeda, karena bertumpu pada ‘urf yang berlaku
umum dan untuk memelihara kebutuhan manusia.

d. al-Istihsdn bi al-dharlrah (532 Sl.swwyi) adalah ada dharurat

yang dijadikan oleh mujtahid sebagai landasan untuk
meninggalkan giyas dan mengambil keperluan dharurat atau
hajat. Misalnya kasus sumur atau telaga yang kejatuhan najis.
Menurut ketentuan qiyas, tidak mungkin sumur itu untuk
dibersihkan dengan menguras seluruh air atau sebagiannya,
karena sumber, tembok dan timba sudah terkena najis. Akan
tetapi, Ulama Hanafiyah menghukumi suci dengan cara
membuang sebagian airnya saja.

e. al-Istihsan bi al-qiyas al-khafiy (xd Lal dl.2:.Y0) adalah istihsdn
berdasarkan giyas yang samar. Misalnya, masalah waqaf lahan
pertanian. Menurut ketentuan qiyas jaliy, wagaf ini sama dengan
jual beli karena pemilik lahan telah memindahkan hak milik pada
orang lain. Karena itu, hak minum dari sumber air lahan tersebut,
hak melewati tanah itu atau hak mengairi lewat lahan tersebut,
tidak termasuk dalam akad wagaf itu, melainkan ditegaskan oleh
waqif dalam akad. Sedangkan menurut giyas khafiy, waqaf itu
sama dengan sewa menyewa, karena maksud dari wagaf adalah
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memanfaatkan barang yang diwagafkan. Berdasarkan ketentuan
ini, maka hak minum, hak melewati dan hak mengairi melalui
tanah tersebut, termasuk dalam akad wakaf, meskipun tidak
dinyatakan secara jelas oleh wagqif dalam akad. Dengan demikian,
berarti mujtahid mengungulkan qiyas khafly daripada giyas jaliy,
karena tujuan wakaf adalah memanfaatkan barang yang
diwagafkan. Lahan pertanian tersebut tidak mungkin dapat
dimanfaatkan, melainkan hak minum, melewati dan mengairi
termasuk dalam wakaf, sekalipun tidak ditegaskan sewaktu akad.
f. al-Istihsdn bi al-mashlahah (sledy SLssnyl) adalah istiksdn

berlandaskan kemashlahatan. Misalnya, memberikan zakat pada
bani Hasyim. Menurut ketentuan qiyas, hal itu tidak boleh karena
berdasarkan sabda Rasulullah Saw., Akan tetapi, ulama
Hanafiyah membolehkan memberikan zakat pada mereka karena
berdasarkan istihsan dan memelihara kemashlahatan-nya. Contoh
lain adalah tanggung jawab buruh pabrik terhadap kerusakan yang
diperbuatnya. Menurut ketentuan qiyas, ia tidak bertanggung
jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduknya, kecuali
atas kelaliman dan kelalaian dalam bekerja. Akan tetapi,
berdasarkan istihsdn 1a harus bertanggungjawab, demi
kemashlahatan dalam memelihara harta dari sikap tidak
bertanggungjawab dan khianat pada sebagian pekerja.

Berkaitan dengan ini, ulama Malikiyah memberikan contoh
istihsan, di antaranya adalah kebolehan akad hutang. Menurut mereka,
pada dasarnya akad hutang termasuk riba, karena uang dibayar dengan
uang sampai tempo tertentu. Akan tetapi, hal ini dibolehkan karena
ada unsur pertolongan dan kemudahan bagi orang yang
membutuhkannya. Contoh lain, kebolehan dokter melihat aurat orang
lain dalam keperluan untuk mendiagnosa dan mengobatinya. Menurut
dalil umum (ketentuan umum) perbuatan tersebut tidak boleh karena
menimbulkan mafsadat dan mudharat. Akan tetapi, hal itu dibolehkan
karena untuk memelihara jiwa dan kemashlahatan pasien. Demikian
pula bertentangan dengan ketentuan umum (qiyas) adalah kebolehan
menjama’ shalat maghrib dengan ‘isydk karena turun hujan, atau
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menjama’ dan mengqashar shalat bagi musafir serta segala bentuk
hukum rukhshah (dispensasi) yang diperuntukkan memelihara
mashlahah atau menolak mafsadat.?*®

C. Kehujjahan Istihsin

Ulama ushul figh berselisih pendapat dalam memposisikan
istihsan sebagai salah satu metode atau sumber hukum dalam meng-
istinbathkan hukum Islam. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan
Hanabilah berpendapat bahwa istihsan merupakan hujjah atau sumber
hukum dalam memproduk hukum Islam.

Adapun dalil yang melandasi pendapat mereka adalah?*®:

1. Ayat al-Qur’an menyatakan salah satu prinsip syariat Islam
adalah mengedepankan kemudahan dan meningalkan kesulitan
dari umat manusia, yaitu firman Allah Swt. dalam surah al-
Bagarah, 2: 185:

,;ﬂ\;i}igf’wj;«ﬂ\;i;iﬁ\i’@;
“...Allah Swt. menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak
menghendaki kesukaran bagi kamu...”. (Q.S. al-Bagarah, 2:
185)
Allah Swt. memerintahkan pada manusia untuk mengamalkan
perbuatan yang terbaik, yaitu firman Allah Swt. dalam surah al-
Zumar, 39: 55:

S5 180 Jil 6 s 1
“Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan
kepadamu dari Tuhanmu...”. (Q.S. al-Zumar, 39: 55)

2. Hadits Rasulullah Saw. dalam riwayat Ibnu Mas’0d
mengutarakan:
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*%®\Wahbah az-Zuhaili. Ushdl al-Figh al-Islami. Juz 11, 28.
2%\ahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 90; al-Thdfi, Syarh Mukhtashar
al-Raudhah, Juz IlI, h. 195.
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“Sesuatu yang dipandang baik oleh orang Islam, maka dinilai
baik pula di sisi Allah Swt. dan sesuatu yang dipandang jelek
olen mereka, dinilai jelek pula di sisi Allah Swz.”. (HR.
Ahmad Ibn Hanbal)
3. Berdasarkan dalil-dalil yang disepakati para ulama ushul figh
menunjukkan bahwa istihsan dapat dijadikan hujjah dalam
mencetuskan hukum Islam, karena pada dasarnya penetapan
hukum melalui metode istihsan berlandaskan pada hadits,
iyma’ dharurat, giyas khafiy, ‘urf atau mashlalah sebagaimana
telah dipaparkan pada bahasan macam-macam istihsdan.
Bertolakbelakang dengan pendapat di atas, ulama Syafi’iyah,
ulama Dhahiriyah, Mu’tazilah, dan Syi’ah mengemukakan istihsan
tidak dapat dijadikan metode atau sumber hukum dalam menggulirkan
hukum Islam.

Sementara dalil-dalil ulama yang menolak istihsdn adala

1. Hukum harus bersumber pada nash al-Qur’an maupun hadits
atau melalui pendekatan metode qiyas, sedangkan istiksdn
berlandaskan hawa nafsu. Dalam surah al-M&’idah, Allah Swt.
berfirman:

h210:
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“Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara
mereka menurut apa yang diturunkan Allah Swt. dan
janganlah engkau mengikuti keinginan mereska”. (Q.S. al-
Ma’idah, 5: 49)

2. Rasulullah Saw. belum pernah memutuskan hukum
berdasarkan istihsdn, beliau senantiasa menunggu wahyu.
Meskipun ia beristihsan, mesti hukum yang ditetapkan tidak
keliru karena ia tidak berkata yang berpangkal dari hawa
nafsu.

3. Orang alim dan orang bodoh menempati posisi yang sama
dalam beristihsan, karena asas istihsan adalah akal. Apabila

21%\/ahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushil al-Figh, h. 91.
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boleh berdalil dengan istihsan, maka setiap orang dibolehkan

dalam menetapkan hukum.

Dalam konteks ini, imam Syafi’i secara jelas dalam al-Risélah
menolak kehujjahan istihsan. la berujar bahwa seseorang yang
berhujjah dengan istihsan hanya berpangkal pada keinginannya
semata. Apabila setiap orang dibolehkan berhujjah dengan istihsan
dalam mencetuskan hukum syara’, maka setiap orang yang berakal
dibolehkan mengeluarkan fatwa, meskipun tidak memiliki ilmu yang
mempuni untuk berijtihad, dan dibolehkan juga memproduk hukum
dalam setiap persoalan agama maupun menetapkan hukum syara’
untuk dirinya sendiri.”** Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili,
bahwa titik perbedaan pendapat di antara ulama ushul figh hanya
sebatas penyebutan istilah bukan pada subtansinya. Sebab, istihsdn
yang ditolak imam Syafi’i berangkat dari asumsi bahwa istihsdan
merupakan metode yang bersumber pada akal semata, keinginan hawa
nafsu dengan mengesampingkan dalil syara’. Akan tetapi, istihsan
yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah merupakan suatu
metode hukum yang bersandarkan pada dalil syara’.?*? Imam al-Qaffal
(365 H; Pakar ushul figh Syafi’i) menyatakan istihsan adalah metode
dalam meng-istinbathkan hukum yang bertumpu pada dalil dan tujuan
syara’. Menurutnya, istihsan semacam ini tidak dipertentangkan
antara ulama ushul figh dalam menetapkan hukum Islam, tetapi
mereka melarang berhujjah dengan istihsdn yang tidak bersandar pada
dalil sama sekali, dikarenakan bisa memunculkan kekacauan dalam
mengeluarkan fatwa. Senada dengan prinsip ini, Ibn al-Sam’ani (462
H) berkata apabila seseorang berdalil dengan istihsan hanya
berpangkal pada pikiran dan dorongan keinginan semata, tanpa
berpijak pada dalil maka pendapat yang dikemukakan adalah bathil.
Sebaliknya, jika berhujjah dengan metode istihsdn dengan
berlandaskan pada dalil yang kuat, maka produk hukum yang

2A|-Zarkasyt, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 78.
2\\ahbah az-Zuhailt. Ushdl al-Figh al-Islami, Juz 11, h. 31.
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dihasilkan dapat diterima dan ulama ushul figh menyepakati istihsdn
semacam ini bisa diamalkan.”*?

Dalam kaitan ini Abdu al-Wahhab Khallaf mengutarakan
bahwa apabila dicermati secara menyeluruh dan mendalam faktor
yang memercikkan perbedaan pendapat di antara ulama dalam
menjadikan istihsdn sebagai salah satu metode atau sumber hukum
terletak pada pandangan mereka dalam menginterpretasikan
pengertian istihsan. Ulama yang menerima istihsan sebagai salah satu
sumber hukum tidak sepemahaman dengan apa yang dimaksudkan
oleh ulama yang menolaknya. Oleh karena itu, jika mereka satu arah
pandangan dalam memahami istihsan maka tidak mungkin
memunculkan persebrangan pendapat. Karena pada prinsipnya,
istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum yang membuat
mujahid berpaling dari dalil zhahir atau hukum kulli (umum)
disebabkan terdapat dalil yang lebih kuat mendukungnya, bukanlah
berhujjah berdasarkan keinginan hawa nafsu belaka.?*

MASHLAHAH MURSALAH

A. Definisi Mashlahah

Mashlahah secara etimologi berarti manfaat. Fakhruddin al-
Razi menyatakan mashlahah adalah kelezatan atau setiap intrumen
yang menuju padanya, dan mafsadah adalah penyakit, kesengsaraan
atau setiap sesuatu yang menjatuhkan padanya.**

Sementara secara terminologi terdapat sejumlah definisi yang
dikemukakan para ulama ushul figh, yaitu:

1. Al-Taftazani mendefinisikan mashlahah mursalah adalah:

S e SIS 5 R Ll el U Sgks Y Allas Hlesth Jladli

Ity 3 GG 5 ladd

2BAl-Syaukant. Irsydd al-Fubil ild Tahqiq al-Hag min ‘lmi al-UshQl. h. 212.

214 Abdu al-Wahhab Khallaf. ‘Iimu Ushiil al-Figh. h. 83.

>Muhammad Ibn ‘Umr Ibn al-Husain al-Razi, al-Mahshiil fi “llmi “Ushil al-Figh,
Juz V (Beirut: Mu“assasah al-Risalah, tt), h. 158; Ahmad al-Rais(ni, Madkhal ila
Magashid al-Syari’ah (Kairo: Dar Kalimat, 2013), h. 59.
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Mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak
ditemukan dalil yang memperhitungkannya, sekalipun sesuai
dengan spirit kemashlahatan dan bisa diterima akal sehat.”*®

. Muhammad ibn Husain al-Jaizari menyatakan mashlahah
mursalah adalah:

LA G WY Y 5 ol B3 ks 1 L o Al s
Mashlahah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak didukung
dalil khusus dalam memperhitungkannya dan juga tidak

ditemukan dalil yang mengabaikannya.?*’
. Ramadhéan al-Bathi mengemukakan mashlahah mursalah adalah:

e U 05 001 038 o3 asles g ales mali 48 s dlapli pladi

RE NP
Mashlahah mursalah adalah setiap manfaat yang sejalan dengan
tujuan-tujuan syari’, dan tidak terdapat dalil yang memperhatikan
serta mencampakkannya.*®

. Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah merumuskan mashlahah
adalah:

FU S B0 e 351 o 5 2 Byt 0 At Tl e dsliad

adlad) 530 3 U 20 50 5 ey 100
Mashlahah adalah Sesuatu yang bermanfaat dan bersifat dhardri
(pokok/kebutuhan dasar) pada manusia, tidak terdapat dalil syara’
yang memperhitungkan dan mengabaikannya, akan tetapi
didukung dasar-dasar agama yang bersifat umum.?*°

. ‘Abdul al-Wahhab Khallaf mendefinisikan mashlahah mursalah
sebagai berikut ini:

al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz Ill, h. 578.

2Yal-Jaizant, Ma alimu Ushil al-Figh, h. 243,

288\Muhammad Sa’id Ramadhan al-Bithi, Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-
Islamiyah (Beirut: Mu“assasah al-Risalah, tt), h. 330.

#\ushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushdl al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitéb wa as-Sunnah, h. 442.
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Mashlahah mursalah adalah mashlahah yang tidak disyariatkan
oleh Syari’ suatu hukum dalam merealisasikannya, dan tidak
terdapat dalil syara’ yang menunjukkan atas diperhitungkan atau

diabaikannya.
6. Wahbah az-Zuhaili menyatakan mashlahah mursalah adalah:

Digk 1 oS0 5 sisln 5 R it 180 Gl ol Al dnliadl

Y1 31 LG 5B G 2 s
Mashlahah mursalah adalah sifat yang sesuai dengan tujuan-
tujuan syara’, tetapi tidak ditemukan dalil tertentu yang
memperhitungkan dan mengabaikannya, dan apabila dibuat
sandaran hukum dapat mendatangkan mashlahah dan menolak

mudharat.??°
7. Imam al-Khawarizmi menyatakan mashlahah adalah:

S o il B4 g0 sxtake L il asliaddly 3520
Mashlahah adalah perlindungan terhadap tujuan syara’ dengan
menolak mafsadat dari manusia.?**

8. ‘Allal al-F&si merumuskan pengertian mashlahah mursalah
adalah

o gt anlian s o gy (Y 5 s G2 Y g (S L

WY 5 Ualay s o 2 351 sl 5 adlles
Mashlahah mursalah adalah menetapkan hukum suatu kasus yang
tidak terdapat nash maupun ijmd’ dengan berlandaskan pada

mashlahah mursalah, yang tidak ada dalil syara’ dalam
memperhitungkan dan mengabaikannya.???

2%\/ahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ush(l al-Figh, h. 92.

22X A1} al-Syaukant, Irsyad al-Fuhil ild Tahqiq al-Hag min ‘llmi al-Ushdl, Juz 11, h.
990; al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 76; al-Amidi,
Muntaha al-Sdl fi Ilmi al-Ushdl, h. 347.

?22< Allal al-Fast, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah wa Makarimuha, h. 142.
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Imam al-Ghazali mengemukakan:
ujcﬂgwwq}uﬁywd@u&wm

2
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Mashlahah pada daasarnya adalah suatu perbuatan yang
dikerjakan untuk memperoleh manfaat atau menolak mudharat.
Menurutnya, mashlahah tidaklah sebatas seperti itu, karena
mendatangkan manfaat dan menolak mudharat merupakan tujuan
makluk dalam berbuat sesuatu, dan kebaikan makhluk Kketika
memperoleh tujuan mereka. Akan tetapi yang dinamakan mashlahah
adalah memelihara tujuan syara’ yang lima, yaitu perlindungan
agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, setiap
perbuatan yang mendukung perlindungan ataupun yang menolak

setiap perbuatan yang menciderai kelima pokok tersebut disebut
mashlahah.?*®

B. Macam-macam Mashlahah

Mashlahah dipandang dari segi kualitas dan kepentingannya

terklasifikasi pada tiga macam, yaitu?**:

22%al-Ghazali, al-Mustashfd min ‘Ilmi al-Ushdl, JId 1, h. 414,

224 Ali Tbn Sulaiman al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-
Figh, Jid VII, h. 3379. al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz II,
h. 280; al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sathi’, Juz 1, h. 411; al-Zarkasyf, al-Bahru
al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz V, h. 208; Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fT Ushdl al-
Figh, h. 92; al-‘Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr ‘ald Jam’i al-Jawdmi’, Juz 1l, h. 322;
‘Alf al-Futdht, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid IV, h. 159; al-Husain Ibn Rasyiq al-
Maliki, Lubab al-Mahshdl fi IImi al-Ushdl, Juz I, h. 455; al-Jaizani, Mad alimu
Ushdl al-Figh, h. 243; al-Baidhawi, Nihayah al-Sal fi Syarhi Minhdj al-Ushdl, Juz
IV, h. 81; Ndruddin Ibn Mukhtér al-Khadimi, ‘limu al-Magashid al-Syari’yah
(Riyadh: Maktabah al-‘Ubaikan, 2001), h. 71; Ahmad al-Raisini, Madkhal ila
Magashid al-Syari’ah, h. 62; Ysuf al-Qardhawi, Madkhal li Dirésah al-Syari’ah
al-Islamiyah (Beirut: Mu"assasah al-Risalah, 1993), h. 55.
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1. al-Mashlahah al-Dhar(riyyah (&% isl.:%) yaitu mashlahah

yang menjadi kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat.
Apabila mashlahah seperti ini tidak terpenuhi, maka akan
berdampak kerusakan kehidupan di dunia dan mendapat siksa di
akhirat. Mashlahah seperti ini ada lima, yaitu proteksi agama,
proteksi jiwa, proteksi akal, proteksi keturunan dan proteksi harta.
2. al-Mashlahah al-Hajiyyah (i-Ui i1.45) adalah mashlahah yang

dibutuhkan manusia dalam menyempurnakan mashlahah pokok
tersebut untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Apabila
mashlahah semacam ini tidak terpenuhi maka tidak sampai
mengakibatkan kehidupan umat manusia menjadi rusak atau
hancur, namun hanya berdampak pada kesukaran dan kesempitan.
Misalnya dalam bidang ibadah diberi rukhshah untuk menjama’
dan mengqashar shalat, serta dibolehkan tidak puasa bagi orang
musafir. Selain itu, dibolehkan bagi perempuan hamil, menyusui,
dan orang sakit untuk tidak menjalani ibadah puasa. Begitu pula
di lingkup mu’amalah dibolehkan melakukan transaksi jual beli,
pesanan, sewa-menyewa dan sebagainya.

3. al-Mashlahah al-Tahsiniyyah (£:.s31 i1.:5) adalah mashlahah

yang sifatnya komplementer (pelengkap) yang dimaksudkan
untuk kebaikan adat dan keanggunan akhlak mulia. Misalnya
dianjurkan berpakaian yang bagus, memakan makanan yang
bergizi, menjauhi makanan yang jorok, lemah lembut dan ihsan
(berbuat baik) dalam berprilaku dan lain-lain.

Klasifikasi mashlahah menjadi barometer bagi pencetus dan
pengistinbath hukum Islam ketika dihadapkan kepada beberapa
mashlahah yang berparadok dalam penentuan mashlahah yang harus
diunggulkan. Dalam tataran praktisnya, jika mashlahah itu berbeda
tingkatan, maka mashlahah dhardriyyah dimenangkan atas hajiyyah
dan mashlahah hajiyyah dikedepankan daripada tahsiniyyah.
Karenanya, mashlahah tahsiniyyah tidak diperhatikan bilamana dalam
memeliharanya bisa meruntuhkan mashlahah hajiyyah dan
dhardriyyah. Sebagai contoh, membuka aurat dibolehkan dalam
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kondisi dharurat ataupun untuk keperluan mendiaknosa penyakit atau
dalam rangka pengobatan, karena proteksi jiwa dan semua
perantaranya bersifat dhar(ri sedangkan menutup aurat tergolong
tahsini. Begitu pula, tidak dilarang memakan bangkai dalam kondisi
dharurat karena mempertahankan kehidupan termasuk perkara
dhardri, sementara menjauhkan diri dari makanan yang jorok dinilai
tahsini. Disamping itu, mashlahah hgjiyyah tidak dipertahankan
ketika berakibat pelumpuhan pada mashlahah dharQriyyah, seperti
shalat merupakan ibadah yang bersifat dhar@ri dan menghadap kiblat
termasuk hukum haji. Sebab itu, kewajiban melaksanakan shalat tidak
menjadi gugur dengan alasan tidak mampu menghadap kiblat secara
yakin, melainkan dalam kondisi semacam ini seseorang dicukupkan
pada tingkatan zhan/dugaan kuat bahwa ia telah menghadap kiblat.
Sementara Ibnu ‘asylr (Pemikir kontemporer berkebangsaan
Tunisia) menggagas konsep mashlahah yang sedikit berbeda dari
ulama ushul figh klasik. Menurutnya, mashlahah dilihat dari segi
pengaruhnya sebagai tiang penopang urusan umat ada tiga tingkatan:
a. al-Mashlahah dharGriyyah adalah mahlahah yang berada dalam
tingkatan dharurat untuk diwujudkan dalam konstelasi himpunan
umat manusia, dimana sistem dan tatanan umat manusia menjadi
tidak stabil jika mashlahah itu tidak direalisasikan, dan bahkan
jika tidak diindahkan maka berakibat keadaan manusia akan
terjerumus pada kerusakan dan kemusnahan. Bagi ibnu ‘asy(r
yang dimaksud dengan ‘“kemusnahan” disini bukan berarti
kebinasaan dan kelenyapan, tetapi keadaan manusia menyerupai
dengan kelakuan binatang, berada dalam keadaan yang tidak
diridha’it dan dikehendaki Syari’ (Pembuat syariat hakiki; Allah
Swt dan Rasulullah Saw.). Termasuk dalam kriteria mashlahah
semacam ini adalah proteksi agama, jiwa, akal logika, harta dan
nasab. Kelima dasar ini diperhatikan oleh semua agama untuk
kemashlahatan segenap umat manusia. al-usGl al-khamsah
diketahui secara pasti sebagai tujuan syara’ bukan hanya dari satu
dalil, melainkan ditemukan dari sejumlah dalil. Karena itu,
mashlahah dhar(riyyah sudah dapat dikatakan berlandaskan pada
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dalil gath’i, setingkat dengan mutawatir maknawi.?”> Mashlahah
dhardriyyah ini diintisarikan dari firman Allah Swt. surah al-
Mumtahanah ayat 12:

G Vs bt Vs B A 25 Y O I e Snid Sas g2y
ks o Vg BRSNS ol v

“Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang

kepadamu untuk mengadakan bai’at (janji setia), bahwa

mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan

Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan

membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang

mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka...”. (Q.S.

al-Mumtahanah ayat 12)

Ibnu  ‘asyGr  berpadangan  perlindungan = mashlahah
kulliyyah/dhardriyyah ialah menjaga person-person umat, dan yang
lebih utama perlindungan umat secara keseluruhan. Perlindungan
agama berarti memelihara agama setiap orang Islam dari faktor yang
bisa merusak akidah serta segala aktivitas yang bersentuhan dengan
ranah agama. Sedang perlidungan agama dari segi umat secara
keseluruhan adalah menolak setiap sebab yang dapat meruntuhkan
dasar-dasar agama yang bersifat gath’i. Perlindungan jiwa dalam
bentuk memelihara ruh personal dan umat manusia secara menyeluruh
agar tidak ditimpa kerusakan. Bagi ‘asydr, hukuman qishash
merupakan langkah terlemah dalam perlindungan jiwa dan bukan
tindakan yang efektif karena dapat berakibat kerusakan lainnya.
Bentuk yang terpenting atas perlindungan jiwa adalah memeliharanya
sebelum ditimpa kerusakan, seperti melawan penyakit-penyakit yang
menular. Termasuk perlindungan jiwa adalah melindungi anggota
tubuh dari pengrusakan, terutama anggota tubuh yang disangsi dengan

% Muhammad Thahir Ibn ‘Asy(r, Magdsid al-Syari’ah al-lslamiyah, Cet. 2
(Yordan: Dar al-Nafa'is, 2001), h. 300; al-Ghazali, al-Mustashfa min “Ilmi al-Ush(l,
Juz 1, 418; al-Syathibi, al-Muwéfagat fi Ushdl al-Syari’ah, Juz 1, 34-39; al-
Taftdzani, Syarh Mukhtashar al-Muntah& al-Ushalf, Juz 111, 420.
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hukuman diyat secara sempurna sekalipun dilakukan dengan tindakan
kriminal tanpa disengaja. Perlindungan akal dalam bentuk menjaga
akal manusia dari kerusakan, kekacauan, kelemahan karena jika akal
telah tercemari hal-hal yang bisa merusaknya dapat berdampak pada
kerusakan yang lebih besar. Perlindungan harta berbentuk memelihara
harta-harta manusia dari kerusakan dan berpindah tangan dengan cara
yang tidak dilegalkan syara’.?® b) al-Mashlahah Hajiyyah adalah
mashlahah yang dibutuhkan umat manusia untuk memperoleh
kemanfataan, keteraturan urusan-urusannya dengan cara yang baik,
hanya saja jika tidak terpenuhi tidak sampai berdampak pada
kerusakan tatanan yang ada, namun menimbulkan keadaan menjadi
amburadul dalam ketidakteraturan. Seperti, mashlahah dalam
sebagian besar mu’amalah termasuk dalam bagian ini.?*’ ¢) al-
Mashlahah al-Tahsiniyyah adalah mashlahah yang bersifat
penyempurna tatanan umat manusia supaya hidup aman tenteram dan
elok dalam pandangan umat lain, yang membuat daya tarik bagi
mereka untuk berbaur dan mendekat dengan umat Islam. Kebanyakan
mashlahah kategori semacam ini terkait dengan moral etika atau
akhlak mulia, baik yang berkala umum seperti menutup aurat ataupun
khusus semisal persoalan fithrah, memelihara jenggot dan
sebagainya.?®

Mashlahah dilihat dari segi cakupannya terbagi pada dua
macam, yaitu??*:

a. al-Mashlahah al-kulliyyah (&£ ésl.<) adalah mashlahah yang

bersangkutpaut dengan seluruh manusia atau sebagian besar dari
mereka. Misalnya, menjaga persatuan umat Islam dari
perpecahan, menjaga agama dari kemusnahan, memelihara dua
kota suci; makkah dan madinah jatuh dalam genggaman tangan-

2%[bn < Asytir, Magdsid al-Syari’ah al-1slamiyah, h. 303.

22Tbn “Asytir, Magdsid al-Syari’ah al-1slamiyah, h. 308.

1bn < Asyir, Magdsid al-Syari’ah al-1slamiyah, h. 307.

*%al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 79; Ibn ‘Asyir,
Magqasid al-Syari’ah al-1slamiyah, h. 313; Mukhtar al-Khadimi, ‘llmu al-Magqasid
al-Syari’ah, 74; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, 317; Ahmad al-
Raisuni, Madkhal il& Magashid al-Syari’ah, h. 13.

160 | Itmu Ushul Figh



tangan non muslim, melindungi al-Qur’an dari kelenyapan,
menjaga as-Sunnah agar tidak terkontaminasi dengan hadits-
hadits palsu dan setiap permasalahan yang kemashlahatan dan
mafsadah-nya meliputi semua umat manusia. Menurut ibnu
‘asylr sebagian mashlahah dhardriyyah dan h§jiyyah
bersinggungan dengan bentuk mashlahah ini.

b. al-Mashlahah al-juz’iyyah al-khashshah (iU i 4sL243) adalah

mashlahah personal atau sebagian kecil manusia. Bentuk
mashlahah ini banyak terdapat dalam masalah mu’amalah.
Pemetakan mashlahah semacam ini amat diperlukan dalam
menghadapi mashlahah yang manakah mesti dikedepankan ketika
terjadi pertentangan. Dalam hal ini, ulama ushul figh lebih
mengunggulkan mashlahah ‘ammah darippada mashlahah
khashshah bilamana terjadi paradoks.

Mashlahah dipandang dari aspek kebutuhan manusia untuk
meraihnya atau menolak mafsadah yang mengitarinya, terbagi pada
tiga macam?*:

a. al-Mashlahah al-Qath iyyah ((L3 is12:5) adalah mashlahah yang
ditunjukkan dari dalil-dalil secara jelas yang tidak terbuka celah
takwil. Seperti firman Allah Swt. surah Ali Imran ayat 3: 97:

St o phi o o e 0 o s
“dan hanya untuk Allah Swt. wajib atas manusia berhaji ke
baitulla’ bagi siapa saja yang mampu”. (Q.S. Ali Imran, 3: 97)

b. al-Mashlahah al-Dhanniyyah (i i=(.2<%) adalah mashlahah yang
diperoleh dari dugaan akal sehat atau ditunjukkan oleh dalil
zhanni. Seperti, hadits Nabi “Seorang hakim tidak boleh
memutuskan perkara dalam kondisi marah”

c. al-Mashlahah al-Wahmiyyah (44 i=1:22%) adalah mashlahah yang

nampak terlihat bermanfaat namun setelah direnungkan lebih

2%bn “Asyir, Magdsid al-Syari’ah al-1slamiyah, h. 314; Mukhtér al-Khadimi, ‘Zimu
al-Magqdasid al-Syari’ah, 73; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h.
317-318.
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mendalam berdampak mudharat. Seperti, mengkonsumsi sAbd-

sAbl, ganja, heroin, Kkokain, dan barang-barang yang
menghilangkan dan merusak akal lainnya.

Mashlahah dilihat dari segi i tibar (diperhitungkan) menurut

syara’ diklasifikan pada tiga macam, yaitu®":

1. al-Mashlahah al-Mu 'tabarah (52243 i=L.:3) adalah mashlahah

yang diperhatikan oleh syara’. Madsudnya, terdapat dalil yang
menetapkan hukum guna mencapai kemashlahatan itu. Misalnya,
berbagai hukum yang disyariatkan untuk memelihara tujuan-
tujuan syara’ yang lima atau tujuan-tujuan hukum yang
dibolehkan dalam beberapa agama. Tujuan-tujuan yang dimaksud
adalah perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan
akal, perlindungan nasab atau kehormatan dan perlindungan harta.
Oleh sebab itu, disyariatkanlah jihad dan membunuh orang
murtad guna memelihara sendi agama dan tauhid; disyariatkan
gishash untuk melindungi jiwa; diharamkan barang-barang yang
memADbukkan dan dikenai hukuman bagi pelakunya dalam rangka
memelihara akal; diharamkan mencuri dan pelaku tindak kriminal
ini disangsi dengan hukuman potong tangan dimaksudkan guna
memelihara harta.

2. al-Mashlahah al-Mulghah (éa)i é=L2<3) adalah mashlahah yang

diabaikan oleh syara’, karena berbenturan dengan nash. Misalnya,
menetapkan kaffarat puasa dua bulan bagi orang kaya yang
melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan,
dikarenakan hukuman ini lebih dapat berefek jera ketimbang
memerdekakan budak. Akan tetapi, ketentuan hukum tersebut
berlawanan dengan aturan yang ditetapkan syara’, yakni syara’
menetapkan bahwa orang yang melakukan hubungan intim di

#131-Zarkasyf, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz V, h. 213; al-Suy(thi, Syarh
al-Kaukab al-Sdthi’, Juz Il, h. 414; Ahmad al-Babarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-
Nuqd Syarh Mukhtashar lbn Hajib, Juz Il, h. 547; al-°Atthar, Hasyiyah al- ‘Atthdr
‘ald Jam’i al-Jawami’, Juz 11, h. 325; al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-
Mahshal i 1lmi al-Ushdl, Juz I1, h. 453; al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-Figh, h. 242;
‘Allal al-Fasi, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah wa Makarimuh@, h. 144.

162 | Ilmu Ushul Figh



siang hari bulan Ramadhan dikenakan sangsi dengan
memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau
memberi makan 60 orang fakir miskin (HR. al-Bukhari dan
Muslim). Berlandaskan dalil ini, para ulama ushul figh
mengemukakan pemberlakuan hukuman harus dilaksanakan
secara berurut. Oleh karena itu, mendaluhukan hukuman berpuasa
dua bulan Dberturut-turut daripada memerdekakan budak
bertolakbelakang dengan ketetapan syara’. Contoh lainnya adalah
melakukan bentuk transaksi riba, memberikan hak talak pada
hakim atau istri, bunuh diri bagi orang sakit lantaran putus asa
untuk sembuh. Segala bentuk kemashlahatan ini bententangan
dengan kehendak syara’ dan dipandang tidak layak dijadikan
pijakan hukum.

3. al-Mashlahah al-Mursalah (i isl<5) adalah mashlahah yang

keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula diabaikan
melalui nash ataupun ijma’. Maksudnya, tidak dijumpai dalil yang
mendukung ataupun yang menolaknya dalam memberlakukan
hukum berlandaskan pada mashlahah itu. Para ulama ushul figh
berselisin pandangan dalam berhujjah dengan mashlahah
mursalah.

C. Kehujjahan Mashlahah

Ulama ushul sepakat mengemukakan bahwa al-mashlahah al-
mu tabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam mengistinbathkan
hukum Islam, karena berdasarkan istigra’ menunjukkan pensyariatan
hukum diperuntukkan dalam mendatangkan mashlahah atau menolak
mafsadat. Begitu juga mereka sepakat bahwa al-mashlahah al-
mulghah tidak dapat dijadikan landasan dalam memproduk hukum
Islam dikarenakan bertentangan dengan tuntutan syara’. Sementara
menyangkut  kehujjahan  al-mashlahah  al-mursalah  terdapat
perselisinan di antara ulama ushul figh; jumhur ulama menerima al-
mashlahah al-mursalah sebagai metode dalam mencetuskan hukum
Islam, sekalipun mereka bersebrangan pandangan dalam persyaratan
yang harus dipenuhi. Sedangkan ulama Syi’ah tidak menerima
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mashlahah mursalah sebagai hujjah melainkan yang berlandaskan
pada logika secara pasti.

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa al-mashlahah al-
mursalah dapat dijadikan hujjah dengan syarat mashlahah tersebut
berupa sifat mua’tsir (berpengaruh) pada hukum. Maksudnya, terdapat
nash (al-Qur’an atau hadist), atau ijma’ yang menekankan bahwa
materi sifat tersebut merupakan manath (tempat landasan) dalam
pengistinbathan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi manéth li
al-hukmi (landasan suatu hukum) dari jenis hukum ini. Contoh materi
sifat yang diperhitungkan syara’ pada materi hukum adalah sifat al-
tathwaf (hewan yang selalu berada berputar-putar di sekita rumah)
merupakan landasan hukum kesucian sisa makanan kucing. Ketentuan
ini disaripatikan dari sebuah hadits yang dirawikan Imam Malik dari
Abi Qatadah diterangkan:

il 1805 Gl 10 6 oty S ) 06 g et o 0 025 )
“Sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda tentang kucing,
bahwa kucing itu tidaklah najis, karena hanyasanya kucing itu
tergolong binatang rumah yang senantiasa mengelilingi
kamu”.

Pada hadits di atas terlihat jelas bahwa sifat al-tathwaf menjadi
landasan terhadap suatu hukum. Oleh karenanya, setiap hewan yang
memiliki sifat al-tathwaf dapat disepadankan dengan ketentuan
hukum sisa makanan kucing, yakni suci, disebabkan terdapat
munésabab (relevansi dengan tujuan syara’) berupa menghilangkan
kesempitan, kesukaran dari umat manusia.

Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah menetapkan tiga
syarat dalam pegistinbathan hukum dari mashlahah mursalah,
yaitu®?:

1. Mashlahah itu berhaluan dengan tujuan syara’, tidak bertentangan

dengan dasar, nash dan dalil-dalil syarat yang bersifat gath 7.

#2\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 96; al-Jaizant, Ma alimu Ushiil
al-Figh, h. 246; Allal al-Fasi, Magashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa Makarimuha,
h. 146.
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2. Esensi mashlahah itu dapat diterima akal sehat, bersifat pasti
bukanlah dugaan atau perkiraan semata, sehingga mashlahah
tersebut sebagai sandaran hukum benar-benar bermuatan manfaat
dan menepis mudharat.

3. Mashlahah itu menyentuh kebutuhan orang banyak, bukan
bersifat individu maupun segelintir kelompok tertentu karena
hukum Islam disyariatkan pada seluruh umat manusia.

D. Kehujjahan Mashlahah Mursalah
Jumhur ulama mendasarkan pendapatnya pada beberapa dalil,
di antaranya adalah®**:

a. Hasil penelitian terhadap sejumhlah hukum syara’ menunjukkan
bahwa setiap hukum bermuatan kemashlahatan bagi umat
manusia. Dalam ayat al-Qur’an dan hadits menjabarkan
pentingnya kemashlahatan.

“Kami tidaklah mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagai
rahmat bagi semesta alam”. (Q.S. al-Anbiya’, 21: 107)

2l Lhavgedit £ iy,
“Allah Swt menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak
menghendaki kesukaran bagi kalian...”. (Q.S. al-Bagarah, 2:185)
Fre N 5 5N
“Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas kemudharatan”.
(HR. Ahmad dan Ibnu Majah)
b.Kemashlahatan manusia senantiasa berkembang sejalan
perkembangan dan kemajuan zaman, tempat dan lingkungannya.
Apabila syariat Islam hanya dicukupkan pada kemashlahatan yang
diperhatikan nash al-Qur’an maupun hadits semata, maka akan
berdampak stagnasi dan kejumudan syariat Islam, sehingga ia
tidak dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Hal

#\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 94; al-Jaizant, Ma alimu Ushiil
al-Figh, h. 247.
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itu, tidaklah sejalan dengan tujuan syara’, yaitu terealisasi
mashlahah dan menolak mafsadah. Karenanya, sangat urgent
dalam merumuskan hukum baru dengan berpijak pada tujuan
syariat yang bersifat general dan global.

. Hasil induksi terhadap ijtihad sahabat bahwa mereka menetapkan

hukum dengan berlandaskan pada mashlahah, sekalipun tidak
didukung oleh nash. Perbuatan mereka dapat dikatakan ijma’
terhadap keberadaan mashlahah mursalah. Misalnya, Abl bakar
mengumpulkan  mushhaf-mushhaf al-Qur’an menjadi satu
mushhaf, ia memerangi orang yang tidak membayar zakat dan
sebagainya.

Sedangkan dalil-dalil ulama yang menolak mashlahah

mursalah adalah®*:

a)

b)

Memberlakukan mashlahah mursalah sebagai dasar hukum
berdampak pada mengotori kesucian hukum syara’, karena
perumus hukum dimungkinkan bisa menuruti hawa nafsu dan
tujuan-tujuan mereka dengan berlindung di bawah mashlahah
mursalah yang bisa berubah-ubah sesuai dengan waktu dan
tempat. Dengan demikian, pendapat yang bersumber pada
mashlahah dapat terperangkap pada perumusan hukum dengan
sesuka hati dan keinginannya.

Mashlahah  mursalah  mengandung dua  kemungkinan,
keberadaannya didukung oleh syara’ atau tidak. Selain itu, tidak
terdapat dalil yang mentarjih, sehingga tidak bisa berhujjah
dengan mashlahah mursalah.

Berhujjah dengan mashlahah mursalah berakibat pada penyatuan
syariat di satu aspek dan mengeneralkannya di aspek lain,
sehingga hukum bisa berubah-ubah sejalan dengan perubahan
waktu, tempat dan subyek hukum.

234 Abdu al-Wahhab Khallaf. ‘Tlmu Ushil al-Figh. h. 87; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl
al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 41.
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‘URF

A. Definisi ‘Urf

‘Urf secara etimologi memiliki beberapa makna, di antaranya
adalah sesuatu yang terbiasa berlaku dan baik, berturut-turut dan
dikenal.

Sedangkan ‘urf secara terminologi dijumpai beragam definisi
yang ditawarkan pada ulama ushul figh.

1. Abdu al-Wahhab Khallaf menyatakan ‘urf adalah:

855 03 5058 G sl il 5 S0 Bl L 5
‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah diketahui dan telah
dipraktekkan oleh banyak manusia, baik berupa suatu

perkataan, suatu perbuatan maupun meninggalkan suatu hal.?*

2. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian ‘urf adalah:
e 100y 55l Ll 31 i e s e e il 5 0 S L 8
asle 3o 22 sl ¥ 5 Al TG Y 2l
‘Urf adalah setiap sesuatu yang telah dibiasakan oleh umat
manusia dan sudah mereka lakukan, baik perbuatan yang telah
populer di antara mereka atau pun suatu lafazh yang mereka
gunakan terhadap suatu pengertian khusus yang tidak
ditunjukkan oleh suatu bahasa, dan ketika mendengarkan
lafazh tersebut tidak dipahami makna lain. ‘Urf dalam
pengertian ini mencakup ‘urf amalf dan ‘urf gauli.?*
3. Yasuf al-Qardhawi merumuskan definisi ‘urf adalah:

5 e D 5 el B Als 03fh o a3 5 S0 S L 5
Lobs 31 Gle Glaz 31 G35 B 01T 2150 Bypaa 1331 s
‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah dibiasakan dan diterima

umat manusia dalam hal ihwal kehidupan mereka yang
kemudian mentradisi secara berkelanjutan, baik berupa suatu

235 Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu Ushiil al-Figh, h. 89.
#%6az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 97; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-
Islamt, Juz I, h. 104.
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ucapan dan suatu perbuatan, baik bersifat universal maupun
lokalitas.?*’

4. Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Saldmah mendefinisikan ‘urf
adalah

-

T Xyos o Rged TS S0 . T et . 728 ost o w3 st T s
3 51 Y3 0TS o)l G Bes e 0 WA 3 e a2 AT L 5

‘Urf adalah segala sesuatu yang sudah diketahui dan telah

dipraktekkan oleh banyak manusia, berupa urusan-urusan

dunia yang tidak dilarang syara’, baik dalam bentuk perkataan,

perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.?*®

Ungkapan lain sepemahaman dengan ‘urf yang lumrah dikenal
di tengah-tengah masyarakat adalah istilah adat. Adat adalah perkara
yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada ketergantungan
dengan akal. Sebagian ulama ushul figh menyatakan, ‘urf dan &dat
adalah sinonim, dan sebagian yang lain mengemukakan ‘urf lebih
umum daripada adat, ‘urf mencakup suatu perkataan dan perbuataan,
sedangkan adat hanya tertentu pada ‘urf yang sifatnya perbuatan saja.

Bahasan yang sering bersanding dengan bab ‘urf adalah adat.
Secara etimologi adat terambil dari akar kata 33 berarti berulang-

ulang. Sebab itu, maka setiap sesuatu yang terbiasa dilakukan
sehingga tanpa usaha keras dalam mengimplikasikannya disebut adat.
Sementara secara terminologi adat adalah i @6 2 & 5500 529

sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya korelasi
nalar logika.

Sebagian ulama ushul figh, al-Nasafi (710 H; Tokoh ushul figh
Hanaf?), Ibnu Abidin, al-Rahawi dan Ibnu Nujaim mengemukakan
bahwa ‘urf dan &dat adalah sinonim. Menurut mereka ‘urf dan adat
adalah perkara yang menetap dalam jiwa berupa perkataan maupun

27y gsuf al-Qardhawd, ‘Awdmil al-Si’ah wa al-Mur(nah fi al-Syari’ah al-1slamiyah,
(Kairo: Dér al-Shahwah, 1992), h. 31.
#%83alamah, al-Ta'sis fi Ushll al-Figh ‘ald Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah, h. 471.
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perbuatan yang bisa diterima akal sehat, ada ruang bagi akal dalam
menetapkannya seperti perubahan tempat barang karena pengaruh
gerakan, ataupun tidak ada ruang bagi akal dalam menentukannya
seperti masa minimal dan maksimal haid. Bersebrangan pendapat
dengan ini, Ibnu Hammam (861 H) dan al-Bazdawi (483 H; Pakar
ushul figh Hanafi) berpendapat ‘urf lebih umum daripada adat. ‘Urf
mencakup qauli (perkataan) dan ‘amali (perbuatan), sedangkan adat
terbatas pada ‘amali saja. Ada juga ulama berpendapat adat lebih
umum daripada ‘urf. Pendapat terakhir dikemukakan oleh Ibnu *Amir
al-Haj dan Ahmad Fahmi AbG Sunnah. Berkenaan dengan
persebrangan pendapat ini, Wahbah al-Zuhaili berpandangan bahwa
pendapat pertama yang paling utama dalam ruang operasional ushul
figh dengan meletakkan ‘urf sebagai sumber hukum Islam.?*

B. Macam-macam ‘Urf
‘Ulama ushul figh mengklasifikasi ‘urf disorot dari berbagai
aspek pada tiga bagian, yaitu:
1. “Urf dari segi objeknya dibagi kepada: 'urf lafzhi atau ‘urf
gauli dan ‘urf ‘amali atau ‘urf fi 'Ii.

a. al-'Urf al-Lafzhi (2400 Z47) adalah kebiasaan masyarakat dalam
mempergunakan lafazh untuk mengungkapkan makna/maksud
tertentu, yang bisa berbeda dari makna yang dituju lafazh secara
bahasa. Misalnya, kata “J§"” yang berarti anak laki-laki. Padahal

kata “4J” menunjukkan pada anak laki-laki dan perempuan.

Tetapi, masyarakat menangkap makna “anak laki-laki” manakala
mendengar ungkapan kata tersebut. Contoh lain kata “i1” yang
berarti daging sapi. Sejatinya secara bahasa kata itu meliputi
seluruh macam daging, baik daging sapi, kambing, ikan dan
sebagainya.

b. al-"Urf al-’Amali (¢4 Z3%) adalah kebiasaan masyarakat yang

berhubungan dengan perbuatan-perbuatan ‘ddiyah (yang lumrah

#%Wahbah az-Zuhailt, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz 1, h. 105.
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atau biasa) dikerjakan atau mu’amalah perdata. Seperti, makan,
minum, bercocok tanam, libur kerja pada hari tertentu dalam satu
minggu dan sebagainya. Sementara contoh yang berkaitan dengan
mu’amalah perdata adalah jual beli mu’dthah, yakni sebuah
bentuk transaksi jual beli tanpa adanya akad Tjab gabdl, barang
pembelian diantar ke rumah pembeli dll.*°
Klasifikasi  ‘urf ini  berfungsi untuk merealisasikan
kemashlahatan supaya mudah dalam menjalani hubungan sosial
masyarakat.
2. “Urf dari segi cakupannya terbelah pada dua macam, yaitu al-
‘urf al-’am (‘urf yang bersifat general) dan al- "urf al-khash
(‘urf yang bersifat spesifik).

a. al-’Urf al-’Am (41 &) adalah kebiasaan masyarakat yang

berlaku secara luas di kebanyakan atau di seluruh daerah,
berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan lingkungan mereka.
Seperti, akad istishnd’, jual beli mu’dthah, pemandian umum dan
kolam renang tanpa menghitung jumlah air dan waktunya,
memungut buah yang jatuh dari pohon di jalan-jalan umum dan
sebagainya.

b. al-’Urf al-Khash (!,di i) adalah kebiasaan yang khusus

berlaku di daerah, kelompok atau masyarakat tertentu. ‘Urf
seperti ini seringkali berubah-ubah sejalan dengan perkembangan
dan kemajuan zaman. Misalnya, kebiasaan di kalangan pedagang,
dalam hal mengkriteriakan aib yang dapat membuat akad menjadi
gagal dan barang dapat dikembalikan kembali, pembayaran akad
cicilan dalam jumlah tertentu dan rentang waktu tertentu,

240< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Tlmu Ushil al-Figh, h. 89; Wahbah az-Zuhailt, Ushdl
al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 107; Salamah, al-Ta’sis fi Ushdl al-Figh ‘ald Dhau'i al-
Kitéb wa as-Sunnah, h. 471; Yasuf al-Qardh&wi, ‘Awdmil al-Si’ah wa al-Murlnh fi
al-Syari’ah al-1slamiyah, h. 31.
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pembayaran ongkos kontrakan dalam rentang waktu perbulan,
triwulan atau pertahun dan sebagainya.?**

3. “Urf dari segi keabsahannya menurut syara’ dipilah pada dua
macam, yaitu al- ‘urf al-shahih dan al- urf al-fasid.
a. al-"Urf al-Shahih (=i Z4f) adalah kebiasaan yang berlaku di

tengah-tengah masyarakat yang tidak berbenturan dengan nash,
tidak mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan
yang haram. Misalnya, tradisi halal bihalal, pinangan dengan
menyerahkan bervariasi kue dan beragam buah-buahan, suami
tinggal menetap di rumah sang istri maupun sebaliknya dan lain-
lain.

b. al-’Urf al-Fasid (i.ui Za5) adalah kebiasaan masyarakat yang
berpunggungan dengan syara’, menghalalkan yang haram atau
mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan yang membudaya
di tengah masyarakat dalam melakukan praktek riba,
percampuran perempuan bersama laki-laki di lokasi-lokasi umum,
jamuan minuman keras di hari-hari perayaan, perayaan tahun baru
masehi, perayaan ulang tahun, memakai cincin tunangan yang
dibikin dari emas bagi laki-laki, penyuapan untuk lulus dalam
suatu profesi atau guna memenangkan perkaranya dan
sebagainya.?*?

C. Kehujjahan ‘Urf

Ulama ushul figh sepakat bahwa ‘urf adalah dalil atau sumber
di antara sumber-sumber hukum syara’. Kalangan Hanafiyah dan
Malikiyah kerapkali melandaskan pada ‘urf dalam menetapkan
hukum. Disamping itu, ‘urf juga dapat dijadikan pengtagyid dalam
membatasi nash-nash yang bersifat muthlag, penjelas hukum-hukum

#1az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 97; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-
Islami, Juz I, h. 108; Ydasuf al-Qardhdwi, ‘Awdmil al-Si’ah wa al-Mur(nah fi al-
Syari’ah al-1slamiyah, h. 32.

#23z-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 98; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu
Ushdl al-Figh, h. 89; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 109.
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figh yang diperselisihkan dalam masalah ibadah, mu’amalah, ahwal
al-syakhshiyyah, za zir. Misalnya, ungkapan gadzaf (penuduhan zina)
yang berbentuk sindiran dan kinayah dapat ditentukan maksud/makna
yang dituju dengan berdasarkan pada ‘urf yang dipahami masyarakat.
Contoh lain, barometer hukuman ta’zir yang berdampak efek jera
pada si pelaku bisa berpijak pada kehendak ‘urf.?*®

Menurut imam al-Qarafi (684 H; Tokoh figh Maliki) seorang
mujtahid dalam menetapkan hukum, terlebih dahulu harus meneliti
adat kebiasaan yang tersebar luas di masyarakat, sehingga hukum
yang ditetapkan itu tidak menghilangkan atau berpunggungan dengan
kemashlahatan. Imam al-Syathibi (790 H; Pakar ushul figh Maliki)
dan Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (Ahli ushul figh Hambali)
berpandangan bahwa mayoritas para fuqaha' menerima ‘urf sebagai
hujjah/sumber hukum, dengan catatan tidak ada nash yang secara
tegas menerangkan hukum suatu masalah yang hendak dicari
ketentuan hukumnya. Lebih lanjut, imam Ibn al-Qayyim secara indah
melukiskan dalam karya monumentalnya “I’lam al-Muwaqqi’in”,
seorang mufti dan hakim tidak mungkin menelorkan fatwa dan hukum
secara benar melainkan setelah memahami dua macam, vyaitu:
pertama, memahami realita dan menyelami hakikat fenomena dengan
memperhatikan indikasi, tanda-tanda yang mengitarinya, kedua,
memahami hukum Allah Swt. yang telah ditegaskan dalam kitab-Nya
atau melalui lisan Rasulullah Saw. mengenai realita tersebut,
kemudian menerapkan salah satu (al-Qur’an dan as-Sunnah) pada
lainnya. Maka barangsiapa mencurahkan segenap kemampuannya
dalam hal itu, ia mesti mengantongi dua atau satu pahala. Lebih lanjut
ia mengutarakan yang dinamakan ‘alim adalah seseorang yang
mengetahui hukum Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan mengetahui dan
memahami realita.?** Dalam kaitan ini Ibnu al-Qayyim berujar bahwa
fagih (pakar figh) yang benar adalah seseorang yang mampu
mengelaborasikan penetapan hukum dan realita. Dalam mencetuskan

243 \Wahbah az-Zuhailf, Ushill al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 110.
*1bnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldm al-Muwaqqi’in... JId |, (Riyad: Dar Ibn al-Jauzi,
1423 H), h. 26.
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hukum ia tidak saja berjibaku dengan nash, tetapi juga melihat realitas
sosial supaya hukum vyang hendak digulirkan bisa mewadahi
kemashlahatan masyarakat. Karenanya, seringkali ia menurunkan
taraf yang ideal pada tatanan realita. Inilah yang mendasari Ibnu
Qayyim menetapkan keniscayaan perubahan fatwa dikarenakan
perubahan zaman, tempat, ‘urf dan kondisi masyarakat.** Dalam
konteks ini, Ibnu ‘Abidin mendiskripsikan secara anggun dalam satu
risalah yang bertajuk “nasyru al-‘urfi”. la mengemukakan bahwa
kebanyakan hukum berbeda dilatarbelakangi perbedaan zaman karena
perubahan tradisi masyarakat, ada suatu dharurat (yang mendesak)
atau kerusakan moral dan perilaku masyarakatnya. Pada gilirannya,
jika suatu hukum tetap dipertahankan sebagaimana semula, maka
mesti berefek pada kesukaran dan kemudharatan bagi manusia dan
berbenturan dengan kaidah-kaidah syari’at yang berdimensi
keringanan dan kemudahan serta menepis kemudharatan dan
kehancuran.?*® Seringkali ulama Hanafiyah menyikapi keanekaan
pendapat itu dengan ungkapan “ini perbedaan masa dan tempat,
bukan perbedaan hujjah dan dalil”.?*’

D. Dalil-Dalil Kehujjahan ‘Urf

Para ulama ushul figh merujuk pada beberapa dalil dalam
memperkuat kedudukan ‘urf sebagai sumber hukum, di antaranya
adalah?*®:

**|bnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldm al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil’dlamin, Jid. V. h.
139. Lihat juga, Ahmad Ibn Idris Ibn ‘Abdurrahman al-Shanhji, populer dengan
sebutan imam al-Qarafi, Kitab al-Furdqg, Jid 111 (Kairo: Dar al-Salam, 2001), h. 977.
Kaidah figh yang searus dengan statemen ini adalah: AlSa¥l it Sy Y
ke ¥ aiy(perubahan hukum-hukum tidak bisa dipungkiri karena perubahan zaman).
Ahmad Ibn Muhammad al-Zargd, Syarhu al-Qawd’id al-Fighiyah, Cet. 2
(Damasykus: Dar al-Qalam, 1989), him. 227.

“*Ibnu Abidin, Majmii’ah Rasa il Ibni ‘Abidin, Juz I, (t.tp: t.np, t.t), h. 125,

*"Tbnu “Abidin, Raddu al-Mukhtdr ‘ald Durri al-Mukhtar, Juz 1X, (Beirut: Dar al-
Kutub al-l1lmiyah. 2003), h. 178; Muhammad Ibn Abi Sahl al-Sarkhasi, al-Mabs(d,
Juz VIII, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, tt.), h. 178; Ibnu al-Himam al-Hanafi, Syarh Fath
al-Qadir, Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub al-l1lmiyah, 2003), h. 405.

#8\ahbah az-Zuhail, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz 1, h. 110.
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1. Perintah Allah Swt. untuk memberlakuan ‘urf, sebagimana firman
Allah Swt. dalam surah al-A’raf, 199:

e 2 s Sl i s s
“Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh”. (Q.S. al-A’raf, 199)
Allah Swt. menetapkan untuk mempedomani ‘urf dalam

masalah ukuran nafkah istri, mut’ah (kenang-kenangan setelah terjadi
talak), ukuran makanan sebagai kaffarat sumpanh.

Soraly G 118, Wodil e
“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada
para ibu dengan cara ma'rif”.(Q.S. al-Bagarah; 2: 233).

it Jo s Ol G 55 A0 Jeg 53 ot
“Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang
miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian
menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan

bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Q.S. al-Bagarah;
2: 236)

s 5 2T 600 U gl 2 sles 52 2l B5EKG
“...maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi
makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa
kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian

kepada mereka...”. (QS. al-M&’idah; 89)
2. Hadits Nabi Saw.

s ol e 535 g g es D e 508 s Byttt S
“Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka dinilai
baik pula di sisi Allah Swt. dan sesuatu yang dipandang buruk
oleh umat Islam, maka dinilai buruk juga di sisi Allah Swt.”.
(HR. Ahmad dan Abl Déaud)
3. Imam al-Syathibi mengemukakakan bahwa ijmd’ ulama
menerangkan tujuan syariat untuk mencapai kemashlahatan bagi
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umat manusia. Karena itu, setiap adat yang sejalan dengan tujuan
pensyariatan hukum mesti dipelihara. Menurutnya, apabila
keberadaan &dat kebiasaan masyarakat tidak diperhitungkan,
maka menjadi penyebab dalam pembebanan hukum yang tidak
dimampui mereka. Padahal, hal demikian tidak boleh terjadi
dalam syariat Islam.?*°

4. Hasil induksi terhadap hukum-hukum syara’ menunjukkan bahwa
nash menerima dan mengakui sebagian ‘urf yang sudah
berkembang di tengah masyarakat sebelum Islam datang.
Misalnya akad salam, ‘arya dan mudhéarabah. Imam al-Kamal
ibn Himam (861 H) mengatakan bahwa ‘urf dapat menempati
posisi ijmd’ ketika tidak ada nash.

E. Syarat-syarat ‘Urf Dapat Dijadikan Dalil/Hujjah
‘Urf bisa dibuat landasan dalil dalam mengi-stinbathkan
hukum syara’ bilamana memenuhi syarat-syarat berikut ini?*;

1) ‘Urf itu (baik yang bersifat lafzhi, ‘amali, ‘am dan khdsh) berlaku
dan dikenal menyeluruh masyarakat luas. Maksudnya, ‘urf itu
berlaku dalam semua atau mayoritas fenomena yang terjadi di
masyarakat dan berlangsung secara terus-menerus.

2) “Urf itu telah membudaya sebelum persoalan yang akan ditetapkan
hukumnya itu muncul. Maksudnya, ‘urf itu harus lebih dahulu ada
sebelum kasus yang akan ditegaskan ketentuan hukumnya.
Ketentuan ini mencakup ‘urf yang bersifat lafzhi dan ‘amali. Misal
kasus dalam ‘urf lafzhi adalah ucapan orang yang berakad dalam
suatu bentuk transaksi diarahkan pada makna yang dikehendaki
‘urf, bukan makna asal secara kebahasaan. Karena itu, apabila telah
berubah pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, maka
tidaklah dibuat pedoman ‘urf yang baru itu dalam memahami
makna dari suatu ungkapan. Sedang contoh ‘urf ‘amali adalah

#9al-Syathibf, al-Muwafagat fi Ushal al-Figh, Juz 11, h. 212.
20 Abdurrahman Ibn Ab(i Bakr al-Suyathi, al-Asybéh wa al-Nadhd'ir (Surabaya: al-
Hldayah, 1985), 65; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 120.
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3)

4)

F.

kriteria ‘aib/cacat suatu barang yang bisa ditukar atau
dikembalikan, cicilan ongkos penyewaan dan sebagainya.

‘Urf itu tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan secara
sharih/jelas dalam suatu transaksi. Maksudnya, ‘urf diberlakukan
apabila kedua belah pihak yang bertransaksi tidak secara jelas
bertentangan dengan kandungan ‘urf. Apabila dua orang atau lebih
yang bertransaksi secara jelas menyepakati suatu ketentuan yang
menyalahi ‘urf, maka hal yang disepakati itulah harus
direalisasikan.

‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash atau dasar syara’ yang
qath’i. Maksudnya, ‘urf itu tidak boleh bertentangan dengan nash
al-Qur’an, as-Sunnah atau dasar syara’ yang bersifat gath ’i. Seperti
prinsip saling suka/rela dalam segala macam transaksi. Sementara
contok ‘urf fasid (tidak bisa dilestarikan), pesta minuman keras
dalam hari-hari perayaan, permainan yang mengandung unsur judi
dan sebagainya.

Kaidah-Kaidah Figh Yang Bertemali dengan ‘Urf
Dengan mendasarkan pada sumber ‘urf, ulama figh

merumuskan beberapa kaidah figh yang bisa dibuat sandaran dalam
menetapkan hukum Islam. Kaidah-kaidah itu adalah:

1. 582 &L
Adat bisa dijadikan sandaran hukum
2. s gasll L4852 0 Jlrsn
Penggunaan masyarakat pada suatu hujjah harus diamalkan
3. & sk bl st )
Adat yang diperhitungkan untuk dibuat sandaran hukum
apabila ia dikenal luas di masyarakat

Adat yang diperhitungkan yang sudah berlaku luas bukan yang
jarang terjadi
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5. st a4, 58 daadl
Makna hakikat dapat ditinggalkan dengan mempertimbangkan
tuntutan adat

6. Lo L2l Lyadd
Sesuatu yang sudah diketahui secara umum dapat berlaku
bagaikan syarat dalam suatu hukum

7. JA S Sl A
Sesuatu yang ditentukan berdasarkan ‘urf seposisi dengan
sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nash

8. 1z LS 5 G Lyl
Sesuatu yang sudah dikenal dikalangan pengusaha berlaku
seperti syarat bagi mereka

9. GLVT g AN S Y
Perubahan hukum sebuah keniscayaan karena perubahan
zaman

ISTISHHAB

A. Definisi Istishhadb
Istishhab secara etimologi berarti minta berkawan atau
bersahabat. Sedang secara terminologi terdapat beragam definisi yang
dirumuskan para ulama ushul figh, di antaranya adalah:
1. al-Ashfahani memberi pengertian istishhdb adalah:

AT ol & w3 e 5l oL 13 22 osth oS 54
Istishhab adalah menghukumi tetapnya sesuatu pada waktu
kedua (sekarang atau mendatang) berdasarkan tetapnya pada

masa pertama.”**
2. al-Subki mendefinisikan istishhab sebagai berikut ini:

#l3]-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 111, h.
262.
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A i L 0l OV 3 3 @ ol g A ost 4
Istishhab adalah menetapkan perkara di masa kedua (sekarang
atau mendatang) berdasarkan tetapnya di masa pertama (yang
telah lalu) karena tidak ada dalil/bukti yang mengubahnya.?*?
3. al-Bébarti al-Hanafi mendefinisikan istishhab seperti di bawah
ini:

S L & 435 (e ol B OL 1y 22 ot S 5
Istishhab adalah menghukumi terhadap tetapnya sesuatu dalam
waktu kedua berdasarkan tetapnya dalam waktu pertama.?>®

4., Muhammad Ibn Y0Osuf al-Jazari mendefinisikan istishhab
adalah:

58 DB e i ool ol 13 8L BT e Jdg s 22 Bl 5
Azl

Istishhab adalah dalil yang menunjukkan pada sesuatu yang
tetap dalam waktu lalu dianggap tetap dan berlangsung terus

pada waktu berikutnya.?*

5. al-Thafi memberi pengertian istishhab adalah:
Ul 50 2 sql § e 5 i Jody JEGHT 4
Istishhab adalah berpedoman pada dalil yang bersifat logika
maupun syara’ yang tidak terdapat penukilnya sama sekali.?*
6. Ibnu Hazm (Pakar ushul figh Dhahiriyah) menyatakan
istishhab adalah:

A e e 0 1 B oty 20 M Kt 4
Istishhab adalah menetapkan berlakunya hukum ashal yang

ditegaskan nash (ayat atau hadits) sampai ada dalil lain yang
mengubah hukum tersebut.

252
253

al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz 11, h. 250.

al-Babarti al-Hanafi, al-Rudid wa al-Nuq(d Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz II,
h. 659.

“*Muhammad Ibn Yasuf al-Jazarf, Mi rdj al-Minhaj, Juz 11, h. 225.

%5al-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Jid V111, h.
3753; ‘Ali al-Futdhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid IV, h. 403.
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7. Muhammad lbn Husain lbn Hasan al-Jaizani mengemukakan
istishhab adalah:

G 056 I 310 o8k ol dads 54
Istishhab adalah melangsungteruskan dalam menetapkan

sesuatu yang tetap atau meniadakan sesuatu yang tiada.?*®
8. Salamah mendefinisikan istishhab sebagai berikut ini:

Dol o Kol o 220 ety 10l i e o9 Sl 58
Istishhab adalah bersandar pada ashal ketika tidak dalil yang

menetapkan maupun menafikan/meniadakan hukum.?*’
9. ‘Abdul al-Wahhab Khallaf mendefinisikan istishhdb dengan:

b 155 e s 13 B 15 0 Ll 08T Iy o e 1R 5

ool 3 st 55 e S s gb 5 I
Istishhab adalah menetapkan sesuatu berdasarkan keadaan
yang sudah ada sebelumnya hingga ada dalil/bukti yang
mengubah keadaan itu atau menjadikan hukum yang sudah ada
pada masa lalu tetap berlangsungterus di masa sekarang hingga
ada dalil/bukti yang mengubahnya.?*®

10. Wahbah az-Zuhaili memberi pengertian istishhdb sebagai
berikut:

wie 3 gyt ety Kl s oW o o 5 s 8 5
it e 330 o o3 ol oL

Istishhab adalah menetapkan atau meniadakan hukum pada
suatu perkara di waktu sekarang atau akan datang, berdasarkan
tetap atau tiadanya hukum perkara tersebut di waktu lampau,

selama tidak ada dalil yang mengubah hukum itu.?*®
Misalnya, ashal pada gadis adalah perawan hingga ada

6Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-Figh, h. 216.
#75alamah, al-Ta'sis fi Ushll al-Figh ‘ald Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah, h. 427.
28« Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h. 91.

**%az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushil al-Figh, h. 113.
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dalil/bukti yang menunjukkannya sudah janda. Ashal suatu
barang tetapnya hal milik bagi pemiliknya hingga ada dalil
atau bukti yang memperjelas pemindahan hak milik.

B. Bentuk-bentuk Istishhdb

Para ulama ushul figh mengklasifikasi istishhab pada beberapa

bentuk, yaitu:

1. Istishhab hukum al-lb&hah al-"ashliyyah bagi segala sesuatu
higga terdapat dalil yang mengharamkannya ( aLyf & &iscaz

(PEER RS EL QNIRRT

Maksudnya, menetapkan hukum ashal sesuatu yang
bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama tidak ada dalil yang
menunjukkan keharamannya. Sebaliknya, hukum ashal sesuatu yang
berdampak mudharat adalah haram. Misalnya, setiap hewan,
makanan, minuman yang bermanfaat bagi tubuh pula kesehatan dan
tidak terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya, maka
kesemuanya itu dihukumi boleh.

Adapun dalil yang dikemukakan jumhur ulama adalah firman
Allah Swt:

2 Q) s F es W g b KT gl ol 52

“Dia-lah Allah Swt., yang menjadikan segala yang ada di

bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan)

langit...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 29)

Dalam ayat ini, Allah Swt. mengabarkan bahwa seluruh apa
saja yang ada di muka bumi diciptakan untuk dimanfaatkan dengan
sebaik-baiknya oleh umat manusia.

Dalil lain yang dibuat landasan oleh ulama ushul figh adalah
firman Allah Swt. dalam surah al-A’raf ayat, 7: 32:

S i lals o) 2l By s 2 6
“Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari
Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya
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dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?".

(Q.S. al-A’raf ayat, 7: 32)

Secara jelas ayat ini memberitakan bahwa perhiasan, rezeki
yang baik diperuntukkan bagi segenap umat manusia untuk digunakan
dan dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya,
selama belum terdapat dalil yang menunjukkan larangan atau tidak
membolehkannya. Misalnya, setiap makanan, minuman, dan apa pun
yang ada di muka bumi boleh dan halal dimanfaatkan, namun apabila
terdapat dalil yang melarangnya atau hal itu telah dimiliki oleh
seseorang, maka hukum memanfaatkan itu semua berubah menjadi
tidak boleh. Istishhab semacam ini, menurut ulama ushul figh dapat
dijadikan sebagai hujjah dalam mencetuskan hukum Islam.?*

Dalil ketetapan hukum haram adalah sabda Rasulullah Saw.

S ENRCBTERNEE R

“Tidak boleh berbuat mudharat dan membalas dengan
mudharat dalam Islam”.

2. Istishhab terhadap dalil yang bersifat umum tetap berlaku
umum sebelum ada dalil yang mentakhsish-nya dan istishhab
terhadap nash sebelum ada dalil yang menasakh. Istishhdb
seperti ini, menurut ulama ushul figh dapat dijadikan hujjah
dalam meng-istinbathkan hukum Islam.?*!

Contoh dalil yang bersifat umum adalah firman Allah Swt. dalam
surat al-Bagarah, ayat 267:

2 e 1S g 228G ot e AT VT S0 gy
“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan
Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan

2805alamah, al-Ta'sis fi Ushl al-Figh ‘alé Dhau’i al-Kitb wa as-Sunnah, h. 431;
az-Zuhaill, al-Wajiz fT Ushdl al-Figh, h. 113.

#LAll Tbn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’, h. 477; Muhammad Ibn
Muhammad Ibn ‘Abdurrahmén, Taisir al-Wushdl ila Minhdj al-Ushdl min al-
Ma’qiil wa al-ManqQl, Juz V1, h. 102; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalél al-
Mahalli, Juz I1, h. 348; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz I, h.
323; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 191; Hasan al-Jaizani, Ma alimu
Ushdl al-Figh, h. 217; °Allal al-Fasi, Magéashid al-Syari’ah al-Islamiyah wa
Makarimuha, h. 134.
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sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk

kamu”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 267)

Dalam ayat ini diterangkan kewajiban untuk menafkahkan
(menzakati) seluruh hasil usaha dan hasil dari sumber daya alam. kata
)% ini bersifat umum dapat meliputi zakat, nafkah keluarga dan
sanak famili. Begitu pun kata :%<$ G ok dan ;X st & bersifat
general dapat mencakup pada seluruh macam hasil usaha dan setiap
hasil dari sumber daya alam. Menurut ulama, ketentuan umum ini
tetap berlaku umum selama belum terdapat dalil yang mentakhshish.

Contoh istishhab terhadap nash sebelum ada dalil yang
menasakh adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat 183:

B 2 alll S 8 pa K0l 0T i

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum

kamu agar kamu bertakwa...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 183)

Ayat ini yang menjadi dasar dalam kewajiban puasa di bulan
Ramadhan bagi seluruh umat Islam. Ibadah puasa merupakan syariat
yang telah diwajibkan terhadap umat terdahulu dan tetap wajib bagi
umat Islam selama belum terdapat dalil yang menasakh-nya. Hal ini,
menurut jumhur ulama dinamakan istishhab.

3. Istishhdb terhadap sesuatu yang menurut akal dan syara’
hukumnya tetap dan berlangsung.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah (Tokoh wushul figh Hanbali)
membahasakan dengan menetapkan sifat yang melekat pada suatu
hukum, hingga ditetapkan hukum yang bertolakbelakang dengan itu
(B s & S8 o gl L), Seperti, hak milik pada suatu
barang adalah tetap, disebabkan adanya suatu sebab, yakni akad,
hingga terdapat sebab lain yang menjadi penyebab hak milik itu
beralih status pada orang lain. Contoh lain, perempuan yang telah
dinikahi tetap halal dan berlangsung terus menjadi istri si suami,
dikarenakan adanya sebab, yakni akad nikah, hingga terdapat sebab
lain yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan.
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Ulama ushul figh berselisih pendapat dalam memposisikan
bentuk istishhdb semacam ini sebagai hujjah. Ibnu Qayyim al-
Jauziyah menyatakan istishhdb model ini dapat dibuat hujjah sampai
ada dalil yang menentangnya.?®> Sedang al-Ghazali mengemukakan
istishhab bisa dijadikan sebagai hujjah apabila diperkuat nash atau
dalil dan tidak ada dalil lain yang mengubahnya.”®® Maka istishhdb
sejatinya berpijak pada dalil akal atau syara’, bukanlah merujuk pada
ketidaktahuan terhadap dalil, melainkan bersandar pada dalil beserta
pengetahuan akan tiadanya sebab yang mengubahnya. Sementara
Hanafiyah menyatakan bahwa istishhab seperti ini hanya dapat
dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum yang telah ada, dan tidak
bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum yang belum ada.
Bersebrangan dengan pendapat sebelumnya, ulama Malikiyah
menolak istishhab seperti ini sebagai hujjah dalam sebagian kasus,
karena terjadi kontradiksi di antara dua ashal. Contoh kasus keraguan
seseorang dalam kesahan wudhu™ —menurut mereka- istishhdab dalam
persoalan ini tidak dapat diterapkan. Karena itu, ia tidak boleh
mengerjakan shalat dengan menggunakan wudhu’ tersebut.?*!

4. Istishhab al-"adam al-ashli (ketiadaan ashal) berdasarkan akal
terhadap hukum-hukum syara’.

Madsudnya, hukum-hukum syar’i tidak ditaklifkan/dikenakan
pada umat manusia sebelum datangnya syara’, seperti ketentuan tidak
adanya keterikatan umat manusia dari tanggungan taklif-taklif syara’
dan hak-hak akibat hukumnya sampai ditemukan dalil syara’ yang
menegaskan hukumnya. Istishhdb semacam ini menetapkan hukum
berdasarkan akal bahwa tetap dan berlangsung terus suatu perkara

sebagaimana ketentuan sebelumnya hingga terdapat dalil syara’.?®

%25a1amah, al-Ta'sis fi Ushll al-Figh ‘ald Dhau'i al-Kitab wa as-Sunnah, h. 435.
%33]-Zarkasyf, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 20; Muhammad Ibn
Husain Ibn Hasan al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-Figh, h. 217.

24 AR Tbn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 477; az-Zuhaili, al-Wajiz i
Ushdl al-Figh, h. 114; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 11,
349; Jalaluddin al-Suy(thf, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 11, h. 323; “Ali al-Futdhi,
Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid 1V, h. 405.

25Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Nadfi’, h. 476; Muhammad Ibn
Muhammad Ibn ‘Abdurrahmén, Taisir al-Wushdl ila Minhaj al-Ushdl min al-
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Contohnya apabila seseorang menggugat pada orang lain/tergugat
menyangkut hutang, maka penggugat berkewajiban menghadirkan alat
bukti untuk memperkuat gugatannya itu. Apabila ia tidak dapat
membuktikannya, maka tergugat bebas dari tuntutannya karena ashal
bebasnya seseorang dari tanggungan hutang.

Ulama berselisin pendapat berkenaan dengan kehujjahan
istishhab semacam ini. Mayoritas Mutakallimin menyatakan istishhab
model ini tidak dapat dijadikan hujjah. Sedang ulama Hanafiyah
mengemukakan istishhab semacam ini hanya dapat dibuat hujjah
dalam menetapkan hukum terhadap sesuatu yang telah ada, bukan
dalam menetapkan hukum pada sesuatu yang belum/akan datang.
Sementara jumhur ulama Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan
Dhahiriyah mengutarakan istishhdb model ini dapat dibuat hujjah
secara mutlak dalam menetapkan hukum sampai adanya dalil atau
bukti yang mengubahnya.

5. Istishhab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma’, tetapi
eksistensi ijmd’ tersebut menjadi ajang perselisihan.
Maksudnya, para mujtahid sepakat dalam menetapkan hukum

suatu kasus, kemudian mereka berselisih disebabkan sifat hukum yang
disepakati itu sudah berubah. Misalnya, para ulama figh menentukan
berdasarkan ijmd’ bahwa shalat yang dikerjakan oleh orang yang
bertayammum itu sah ketika tidak ada air. Akan tetapi menjadi
polemik ketika sewaktu melaksanakan shalat ia melihat air, apakah
shalatnya harus dibatalkan kemudian ia berwudhu™ atau ia meneruskan
shalatnya?

Dalam memecahkan masalah ini, imam Syafi’i dan imam
Malik menyatakan shalat yang ia kerjakan tidak batal, karena ijma’
mencetuskan bahwa shalat itu sah jika dilaksanakan sebelum melihat
air. Ketetapan ijmad’ itu tetap berlaku sampai ada dalil yang

Ma’qil wa al-Manqdl, Juz VI, h. 102; al-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-
Mahalli, Juz I1, h. 348; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz I, h.
323; ‘Ali al-FutGhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid 1V, h. 404; al-Singithf,
Mudzakkirah f Ushdl al-Figh, h. 190; Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizant,
Ma’alimu Ushil al-Figh, h. 216; ‘Allal al-Fasi, Maqgashid al-Syari’ah al-1slamiyah
wa Makéarimuha, h. 133.
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menunjukkan bahwa melihat air ketika shalat bagi yang bertayammum
dapat membatalkannya. Berparadok dengan pandangan ini, imam Abd
Hanifah dan imam Ahmad berpendapat orang yang melaksanakan
shalat dengan tayammum lalu melihat air sewaktu shalat, maka
shalatnya itu batal. Menurutnya, ijma’ itu tidak dapat diperhitungkan
mengenai sahnya shalat orang yang bertayammum sebelum melihat
air, karena ijmda’ hanya berhubungan dengan kondisi ketiadaan air,
bukan kondisi adanya air.

Istishhab macam kelima ini terdapat silang pendapat tentang
kehujjahan-nya. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah berpendirian
bahwa berdalil tidak boleh hanya berdasarkan istishhdb, tetapi harus
didukung qgiyas atau dalil lain. Sedangkan imam Syafi’i, Aba Tsir,
Daud al-Dhahiri, al-Amidi, Ibn Hajib, al-Syaukani menyatakan bahwa
istishhab dalam bentuk ini bisa dibuat hujjah, karena istishhdb
memberlakukan hukum ashal ?®®

C. Kehujjahan Istishhdb
Ulama ushul figh berselisih pendapat mengenai kehujjahan
istishhab ketika tidak ada dalil syara’ yang menerangkan ketentuan

hukumnya, yaitu®®’:

%663l-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 22; Salamah, al-
Ta'sis fT Ushdl al-Figh ‘ald Dhau'i al-Kitdb wa as-Sunnah, h. 437; al-Mardawi al-
Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Jid VIII, h. 3763; ‘Ali Ibn
‘Adam Mdsa, al-Jélis al-Shalih al-Ndfi’, h. 478; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-
Kaukab al-Sdrhi’, Juz 11, h. 324; Muhammad Ibn Husain Ibn Hasan al-Jaizanti,
Ma’alimu Ushiil al-Figh, h. 217; ‘Allal al-Fasi, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah
wa Makarimuh4, h. 134.

%731-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1V, 155; al-Zarkasyi, al-Bahru al-
Muhith fT Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 17; al-Mardaw al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-
Tahrir fi Ushdl al-Figh, Ji1d VIII, h. 3755; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shélih
al-Ndfi’, h. 476; al-Babartl al-Hanaff, al-Rud(d wa al-Nugdd Syarh Mukhtashar Ibn
Hajib, Juz Il, h. 659; az-Zuhaili, al-Wajiz fT Ushdl al-Figh, h. 115; al-Ashfahant,
Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 111, h. 262; Muhammad
Ibn Muhammad Ibn ‘Abdurrahméan, Taisir al-Wushdl ila Minhgj al-Ushdl min al-
Ma’qiil wa al-Manqal, Juz VI, h. 101; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalél al-
Mahallf, Juz 11, h. 347; Muhammad Ibn Y(suf al-Jazari, Mi rdj al-Minh@j, Juz 11, h.
225; al-Asnawi, Nihdyah al-Sal Fi Syarhi Minh4j al-Ushdl, Juz 1V, h. 358; ‘Allal al-
Fasi, Magashid al-Syari’ah al-1slamiyah wa Makarimuha, h. 133.
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1. Mayoritas Mutakallimin mengemukakan istishhab sama sekali
tidak bisa dijadikan hujjah/dalil, karena hukum yang
ditetapkan pada masa pertama/dahulu butuh pada dalil, begitu
pula dalam menetapkan hukum pada masa kedua/sekarang dan
mendatang butuh pada dalil. Sebab, menurut mereka boleh jadi
dalam mendasarkan hukum pada istishhab terdapat dalil
maupun tidak.

2. Jumhur Hanafiyah Muta’akhkhirin (generasi belakangan)
berpendapat istishhdb bisa menjadi hujjah untuk menetapkan
hukum atau hak-hak yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak
dapat menetapkan hukum yang akan ada.

3. Jumhur Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, Dhahiriyah
menyatakan bahwa istishhab dapat menjadi hujjah secara
mutlak, untuk menetapkan hukum yang sudah ada, hingga ada
dalil yang mengubahnya.

Perbedaan pendapat di atas nampak jelas akibat hukumnya
dalam kasus mafqid (orang hilang yang tidak diketahui
keberadaannya, telah melewati masa yang lama dan indikasi
keberadaanya masih belum nampak). Ulama Syafi’iyah dan Malikiyah
berpendapat, orang hilang bisa menerima hak-haknya, ia berhak
menerima pembagian warisan dari muwarristnya (pewaris), dan
bagiannya disimpan hingga keberadaannya benar-benar diketahui.
Begitu pula, orang hilang tersebut berhak menerima bagian harta
wasiat jika menerima wasiat dari seseorang. Namun, harta yang ia
tinggalkan tetap menjadi hak miliknya dan tidak dapat dibagi-bagikan
sampai ia terbukti telah meninggal. Karena menurut mereka orang
hilang sewaktu ketiadaannya dianggap masih hidup hingga ditemukan
bukti kematiannya. Sementara ulama Hanafiyah mengemukakan
orang hilang berhak menerima harta warisan dan harta yang ia miliki
tidak dapat diwaritskan hingga berlalu masa empat tahun setelah
keberangkatannya.

Ulama Hanafiyah mengemukakan orang hilang tidak berhak
menerima warisan, wasiat dan sebagainya, karena ia secara pasti
belum terbukti hidup. Demikian pula, harta yang ia tinggalkan tidak
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bisa dibagikan pada ahli warisnya sampai ia telah benar-benar
diketahui kematiannya. Ketentuan ini disebabkan karena istishhadb
berfungsi dalam memelihara hak-hak salbiyyah (tetapnya hak milik
terhadap harta bagi orang hilang, tetapnya ikatan perkawinannya),
bukan dalam menerima hak atau memberlakukan hak terhadapnya
(pembagian waris, wasiat dan sebagainya). Sebab istishhdb tidak bisa
dijadikan hujjah dalam menetapkan hak-hak baru yang akan didapat.
Dalam pengertian, istishhab dapat dijadikan hujjah untuk menolak
peralihan hak, bukan menjadi penyebab dalam mendapatkan hak.
Dengan demikian, apabila kerabat orang hilang telah meninggal, ia
tidak berhak menjadi ahli waris karena ia diposisikan kemungkinan
telah mati.

D. Prinsip-prinsip yang Berasas pada Istishhdb
Para fugahd™ merumuskan prinsip-prinsip figh yang
berlandaskan pada istishhdb, di antaranya adalah:?%®

pa b o 5 086 B 08 L sl 2oy
Pada dasarnya hukum yang sudah ada tetap berlaku sampai

ditemukan dalil yang menunjukkan hukum itu telah berubah. Seperti
masalah mafqdd di atas.

Eade 0 280 e i Ol g5 Gy kYl o s

Y1 o 0 0 B ma e s s o g
Menurut ulama Syafi’iyah, pada dasarnya setiap yang
bermanfaat pada manusia adalah boleh, hingga ditemukan dalil yang
menegaskan keharamannya. Berpijak pada kaidah ini, maka segala
bentuk akad/transaksi dihukumi sah, selagi tidak ada dalil yang
menunjukkan fasad dan batalnya. Begitu juga, setiap sesuatu yang
tidak terdapat dalil syara’ yang melarangnya, maka hukumnya boleh.
Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, pada dasarnya segala sesuatu
adalah haram hingga terdapat dalil yang menerangkan kebolehannya.

%8az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 116.
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S35 LS 2 12 Bais LY
Pada dasarnya seseorang bebas/tidak dibebani tanggungjawab
apapun, baik berupa taklif-taklif maupun hak-hak. Melalui kaidah ini,

seseorang tidak dapat ditetapkan punya tanggungan sebelum terdapat
bukti kuat yang menunjukkannya.
B g ¥ bad
Keyakinan tidak bisa dihilangkan/dibatalkan oleh keraguan.
Berdasarkan kaidah ini, maka seseorang yang telah berwudhu™ dan
menyakini ia masih punya wudhu’, lalu muncul keraguan apakah
masih sah atau telah batal, maka wudhu 'nya itu tetap dianggap sah.
Contoh lain, apabila seseorang ragu-ragu mengenai air suci yang telah
berubah sifatnya, apakah ia sedikit atau banyak, maka pada dasarnya
air itu tetap suci.

MAZHAB SHAHABT

A. Definisi Mazhab Shahgbi

Para jumhur ushul figh mengutarakan bahwa shahdbi (sahabat)
adalah seseorang yang bertemu dan beriman kepada Rasulullah Saw.
serta hidup bersamanya dalam waktu yang lama. Sedang pengertian
shahdbi (sahabat) menurut ahli hadits adalah orang-orang yang
bertemu dengan Rasulullah Saw. dan beragama Islam hingga mati,
baik masa bersahabatnya lama atau sebentar. Berpijak pada definisi
shahdbi, maka mazhab shahgbi dapat dipahami sebagai pendapat para
sahabat tentang suatu kasus yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, as-
Sunnah maupun ijmg’ mengenai ketentuan hukumnya, baik berupa
fatwa atau ketetapan hukum. Kemudian dinukil dan dicatat oleh ulama
dalam kitab-kitab figh.

B. Kehujjahan Mazhab Shahgbi

1. Ulama sepakat bahwa pendapat para sahabat yang berkaitan
dengan kasus yang tidak dapat dinalar logika dan ijtihad, dapat
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dijadikan sebagai hujjah dalam istinbgth hukum Islam, karena
ia bersumber dari keterangan yang diutarakan Nabi Saw.

2. Ulama juga sepakat menyangkut ijmg’ sahabat secara jelas,
atau ijmg’ sahabat yang tidak diketahui ada yang
mengingkarinya, dapat diterima sebagai hujjah. Seperti,
pembagian waris kakek mendapat 1/6.

3. Ulama sepakat tentang pendapat sahabat yang difatwakan
berdasarkan hasil ijtihad, bukan dianggap hujjah bagi sahabat
lainnya, karena para sahabat kerap berselisih pendapat dalam
banyak kasus.

4. Ulama berselisih  mengenai pendapat sahabat yang
dikemukakan berdasarkan ijtihad semata, apakah dapat
dijadikan hujjah bagi tdbi in dan generasi setelahnya®®®?
Jumhur Asy’ariyah, Mu’tazilah, Syi’ah, pendapat rgjih imam

Syafi’i, salah satu pendapat imam Ahmad, pendapat yang dipilih
sebagian ulama Muta’akkhir Hanafiyah, Malikiyah mengemukakan
pendapat sahabat tidak dapat dijadikan hujjah secara mutlak?®™.
Argumentasiasi yang mereka buat landasan adalah®’*:

1. Firman Allah Swt. dalam surat al-Hasyr ayat 2:

BN EAPE

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai

orang-orang yang mempunyai wawasan’. (Q.S. al-Hasyr, 59:

2)

Dalam ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan orang-orang
yang berilmu pengetahuan untuk beri tibar, yaitu berijtihad. Karena

%9az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 105.

#%l-Amid, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz IV, h. 182; al-Zarkasyi, al-Bahru al-
Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 54; al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-Furi’ ‘ald
al- ‘Ushil, h. 500; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’, h. 485; az-
Zuhaill, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 105; al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald
Maraqt al-Suid, Juz I, h. 572; al-Asnawi, Nihayah al-SGl Fi Syarhi Minh4j al-
Ushdl, Juz IV, h. 408.

Zal-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1V, h. 182; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyi, Juz I1ll, h. 143; al-Bébarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuq(d Syarh
Mukhtashar Ibn Hajib, Juz Il, h. 669; al-Jazari, Mi rdj al-Minhdj, Juz I1, h. 241; al-
Asnawi, Nihayah al-Sl F1 Syarhi Minh4j al-Ushdl, Juz 1V, h. 416.

Dr. Ainol Yaqgin, M.H.l1 | 189



itu, berlandaskan ayat ini menunjukkan larangan seseorang dalam

bertaglid, karena dalam menetapkan suatu hukum harus berlandaskan

pada dalil.

2. Para sahabat sepakat bahwa boleh bagi salah seorang di antara
mereka dalam berbeda/berselisih pendapat dengan sahabat lainnya.
Apabila pendapat sahabat dipandang sebagai hujjah, maka wajib
bagi sahabat lainnya untuk merujuk dan mengikutinya.

3. Dalil logika. Sebagian pendapat sahabat berpijak pada ijtihad, dan
kesalahan dalam ijtihad merupakan suatu hal yang mungkin terjadi.
Oleh karena itu, tidak wajib bagi para mujtahid dari kalangan
tabi’in atau generasi sesudahnya mengikuti hasil ijtihad mereka.

4. Para sahabat mengakui ijtihad t@bi’in, padahal pendapat-pendapat
tabi’in terkadang berselisin dengan pendapat sahabat. Apabila
pendapat sahabat dapat dijadikan hujjah maka para tgbi’in tidak
boleh berselisih pendapat dengan mereka.

Ulama Hanafiyah, imam Malik, gaul gadim imam Syafi’i,
pendapat rgjih imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan pendapat
sahabat dapat dijadikan sebagai hujjah, dan diunggulkan daripada
qiyds ketika terjadi kontradiksi. Qaul jadid imam Syafi’i menyatakan
bahwa pendapat sahabat bisa dijadikan sebagai hujjah apabila
didukung giygs. Pendapat sahabat semacam ini bisa dibuat sandaran
hukum daripada pendapat sahabat lainnya jika terjadi pertentangan.
Sebagian Hanafiyah mengatakan pendapat sahabat bisa dijadikan
hujjah apabila bertentangan dengan giyds.?"2

Ulama Hanafiyah memperinci kehujjahan mazhab shahgbi
dengan memperhatikan obyeknya. Pertama, pendapat sahabat yang
tidak bisa dinalar logika dapat dijadikan sebagai hujjah, karena hal itu

#231-Amid, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz IV, h. 182; al-Zarkasyi, al-Bahru al-
Muhith fT Ushdl al-Figh, Juz VI, h. 54; ‘Ali Ibn ‘Adam Mdsa, al-Jalis al-Shalih al-
Ndfi’, h. 487; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-H&jib,
Juz 1, h. 275; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I1, h. 355;
al-Subki, Raf'u al-Hajib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz IV, h. 513; al-Thiff,
Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz 11, h. 185; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-
Figh, h. 197; al-Jazari, Mi’rdj al-Minhdj, Juz Il, h. 240; al-Syingithi, Natsru al-
Wurid ‘ald Mardqi al-Su’ud, Juz 11, h. 264; al-Asnawi, Nihayah al-Sal Fi Syarhi
Minh&j al-Ushal, Juz 1V, h. 408;
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berasal mendengar keterangan yang datang langsung dari Rasulullah
Saw. Misalnya, perkiraan masa maksimal hamil selama 2 tahun
berdasarkan atsar dari ‘Aisyah, dan perkiraan masa minimal haid
selama 3 hari bersumber pada suatu riwayat dari Ibn Mas’(d dan
Anas.?”® Kedua, pendapat sahabat yang bisa dinalar logika. Dalam
menyikapi masalah ini ulama Hanafiyah terbelah pada dua pendapat,
yaitu AbG Sa’id al-Bazda’wi (483 H) mengemukakan pendapat
sahabat semacam itu dapat dibuat sebagai hujjah, karena diduga kuat
mendengarkan langsung dari baginda Nabi Saw. Sementara al-Karkhi
(540 H) menyatakan ia tidak dapat dibuat hujjah, karena diperolehnya
keterangan dari baginda Nabi Saw. bersifat lemah.

Dalam konteks ini, imam Ahmad Ibn Hanbal berprinsip dalam
memposisikan pendapat sahabat pada urutan ketiga setelah as-Sunnah
al-shahthah sebagai rujukan penetapan hukum Islam. Menurutnya,
pendapat sahabat dapat dikedepankan daripada hadits mursal dan
dhad ’if:*"* Begitu pula, imam Ab{ Hanifah berpedoman pada pendapat
sahabat dalam menetapkan hukum Islam, bahkan diutamakan daripada
giyds. la menyatakan: “Apabila aku tidak mendapati ketentuan hukum
suatu kasus dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, maka aku akan
mengambil pendapat di antara para sahabat. Aku akan merujuk pada
pendapat sahabat yang kukehendaki dan meninggalkan pendapat
yang kuenggani dan aku tidak akan mencari ketentuan hukum yang
berbeda dengan pendapat di antara mereka.?”> Pandangan ini berbeda
dengan pendapat sebagian ulama Hanafi, mereka mengedepankan
pemikiran yang bersandar pada sebagian furii’ (hukum-hukum hasil
ijtihad) daripada pendapat sahabat.?’®

Dalil-dalil ulama ushul figh yang menerima mazhab shahgbi

adalah:?"’

*%al-Sahalawit al-Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh Musallam al-Tsubt, Juz 11, h.

233; al-Jaizéni, Md alimu Ushiil al-Figh, h. 222; h. 357.

2"Wahbah az-Zuhaili. Ushdl al-Figh al-Islami, Juz 11, h. 153.

275 Abdu al-Wahhab Khallaf. ‘Iimu Ushiil al-Figh, h. 95.

’*Wahbah az-Zuhaili. Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I1, h. 153.

2Tal-Amidi, al-lhkam i Ushdl al-Ahkam, Juz IV, h. 186; al-Babarti al-Hanafi, al-
Ruddd wa al-Nugdd Syarh Mukhtashar lbn Hajib, Juz I, h. 671; al-Ashfahani,

Dr. Ainol Yagin, M.H.l | 191



1. Firman Allah Swt. dalam surah Ali ‘Imran ayat 110:
S o 034555 Syl oyl LU Esx

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk
manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari
yang munkar,...”. (Q.S. Ali ‘Imran, 3: 110)
Dalam penilaian jumhur ulama khithgb/sasaran ayat ini

dialamatkan kepada sahabat.

2. Hadits Nabi Saw.
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“Dari ‘Aisyah berkata: Seseorang bertanya pada baginda Nabi
Saw. “Siapa manusia terbaik? Nabi Saw. bersabda: “masa
yang terbaik adalah masa yang aku berada pada masa itu,
kemudia generasi kedua, ketiga”. (HR. Muslim)

EACIFE FU{RYL GRS
“Sahabat-sahabatku laksana bintang, siapa pun kamu ikuti,
maka kamu akan mendapat petunjuk”’. (HR. Ab( Daud)

23 G Al 1381 2 065 ks 2o S Gl Ul g gy K
“Hendaklah kamu berpegang teguh pada sunnahku dan
sunnah khulafg™ al-rgsyidin yang memperoleh petunjuk
sesudahku”, lebih lanjut Nabi Saw. bersabda: ikutilah dua
orang sesudahku, yakni Abii Bakr dan ‘Umar”. (HR. al-
Tirmidzi, Ahmad, lbnu Majah, Ibnu Hibban dan al-Hakim)
Berdasarkan himpunan hadits ini umat Islam berkewajiban

mengikuti mazhab shahdbi.
3. Dasar logika. Karena pendapat sahabat dimungkinkan bersumber
mendengarkan dari Rasulullah Saw. dan besar kemungkinan

Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-H&jib, Juz I1I, h. 278; al-Subki,
Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-H&jib, Juz 1V, h. 515.
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pendapat mereka benar karena keberkahan bersahabat dengan
baginda Nabi Saw.

SYAR’U MAN QABLANA

A. Definisi Syar’u Man Qabland

Bab ini membahas keterkaitan syariat Islam dengan agama-
agama dan syariat-syariat Nabi terdahulu. Nabi Muhammad Saw.
diangkat menjadi Rasulullah pemungkas pada tahun 611 M. Syar’u
man gablang adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Swt.
kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad Saw.?’® Mushthafa Ibn
Muhammad Ibn Salamah mengemukakan syar’u man gablang adalah
sesuatu yang diturunkan kepada para Rasul terdahulu yang diutus
sebelum Nabi Muhammad Saw., seperti kitab taurat, kitab zAbQr dan
kitab injil.?"

B. Apakah Rasulullah SAW. sebelum diutus menjadi Rasul
ditaklif dengan syariat salah satu para Nabi sebelumnya?
Dalam menyikapi persoalan ini ulama ushul figh berselisih
pendapat, yaitu®®:
1. Jumhur Mutakallimin (Ulama Kalam) dan sebagian Malikiyah
berpendapat bahwa Rasulullah Saw. tidak ditaklif (dikenai beban

hukum) dengan syariat sebelumnya.

2837-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 101;

ZMushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitab wa as-Sunnah, h. 421;

?8%1-Amid, al-Ihkam fi Ushal al-Ahkam, Juz IV, h. 169; al-Mardawi al-Hanbali, al-
Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, JId VIII, h. 3769; ‘Ali Ibn ‘Adam Miisa, al-
Jélis al-Shalih al-Ndfi’, h. 481; al-Babartl al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuq(d Syarh
Mukhtashar Ibn Hajib, Juz II, h. 664; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 11, h. 267; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalél
al-Mahalli, Juz 11, h. 352; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib,
Juz IV, h. 506; al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdazhi’, Juz 11, h. 328; ‘Ali al-Fut@hf,
Syarh al-Kaukab al-Munir, JId IV, h. 409; al-Sahalawi al-Anshéri, Fawétih al-
Rahamit Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h. 229; al-Sinqithi, Mudzakkirah fi
Ushdl al-Figh, h. 192.
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2. Hanafiyah, Hanabilah, Ibn Hajib (646 H) dan al-Baidhawi (685 H)
mengemukakan bahwa Rasulullah Saw. dikenai taklif dengan
syariat sebelumnya.

3. Imam al-Ghazali, al-Amidi, dan ‘Abdul Jabbar (435 H; ulama
Mu’tazilah) mengatakan bahwa masalah ini mauqdf, karena tidak
ada dalil gath 7 yang menerangkannya.

Ulama ushul figh juga berselisih pendapat menyangkut syariat

Nabi siapakah yang diikuti Nabi Muhammad Saw., di antaranya

adalah?®":

a. Syariat Nabi Adam a.s, karena syariat yang pertama.

b. Syar’iat Nabi Nuh a.s, berdasarkan firman Allah Swt.

L g (S5 b el e iSd 52
“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah

diwasiatkan-Nya kepada Nuh...”. (Q.S. Asy-Sylra, 42:13)
c. Syariat Nabi Ibrahim a.s, berdasarkan firman Allah Swt.
ot 21 g 15T 5l 2001085 8l a0 03t Gy

“Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah
orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad),
beserta orang-orang yang beriman (kepada Muhammad), dan
Allah adalah Pelindung semua orang-orang yang beriman”.
(Q.S. Ali ‘Imran; 3: 68)

d. Syariat Nabi Musa a.s.

e. Syariat Nabi Isa a.s, karena masanya paling dekat dengan Nabi

Muhammad Saw.

Menurut Wahbah az-Zuhaili pendapat yang paling shahih

adalah pendapat yang ketiga, karena ayat al-Qur’an menerangkan

untuk mengikuti millah/agama Nabi Ibrahim a.s.?*

#813l-Mardawi al-Hanbali, al-Tahbir Syarh al-Tahrir fi Ushdl al-Figh, Jid V111, h.
3769; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’, h. 481; al-Babarti al-Hanaff,
al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz Il, h. 663; al-Ashfahant,
Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hgjib, Juz 11, h. 268; al-Bannént,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 11, h. 352; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz IV, h. 506; al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz
I1, h. 328; ‘Ali al-Futlhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid 1V, h. 410; al-Sahalawi al-
Anshari, Fawatih al-Rahamat Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz 11, h. 229.
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Dalil-dalil ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw.
ditaklif dengan syariat sebelumnya adalah?*:

a. Setiap utusan Allah Swt. menyeru umatnya untuk mengikuti syariat
rasul-rasul sebelumnya. Nabi Muhammad Saw. juga termasuk
dalam keumuman seruan tersebut.

b. Banyak riwayat menunjukkan bahwa Rasulullah Saw. sebelum
menjadi Rasul telah melakukan perbuatan yang sumbernya bukan
akal semata, seperti ia melakukan shalat, haji, umrah, thawaf,
mengagungkan ka’bah, menyembelih hewan, menjauhi bangkai,
memakan daging dan sebagainya.

Menurut Wahbah az-Zuhaili kedua dalil di atas tidak dapat
diterima/batal. Dalil pertama itu batal/tidak dapat diterima karena
agama-agama terdahulu tidak berlaku universal, tapi bersifat spesifik,
sehingga tidak ditemukan riwayat gath’t dari para Rasul terdahulu
yang menyeru seluruh umat manusia untuk mengikuti dakwahnya.
Dan dalil kedua juga ditolak karena tidak ditemukan riwayat kuat
yang menerangkan keterikatan dengan syariat sebelumnya. Dengan
demikian, menurut az-Zuhaill pendapat yang kuat adalah pendapat
yang ketiga, yakni mauqdf hingga terdapat dalil yang memperkuat
salah satu dari dua pandangan tersebut.?®

Sedangkan argumentasi yang dibangun para ulama yang
menolak Rasulullah Saw. ditaklif dengan syariat sebelumnya
adalah®;

a. Apabila Rasulullah  Saw. ditaklif dengan syariat-syariat
sebelumnya, mesti syariat tersebut dinukil/disampaikan dan
tersebar  luas. Namun, tidak ada satu pun yang
disampaikan/dijelaskan dari Nabi Saw. menyangkut hal itu.

*82\Wahbah az-Zuhaili. Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz 11, h. 140.

*8%al-Babarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nugdd Syarh Mukhtashar lbn Hajib, Juz I,
h. 665; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hgjib, Juz 111,
h. 269; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz IV, h. 507; ‘Al
al-Futdhi, Syarh al-Kaukab al-Munir, Jid 1V, h. 411; al-Sahalawi al-Anshéri,
Fawatih al-Rahamat Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz 11, h. 229.

%%\ahbah az-Zuhaili. Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz 11, h. 141.

?%%al-Amidf, al-Ihkam fi Ushal al-Ahkam, Juz IV, h. 170.
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b. Jika Rasulullah Saw. ditaklif dengan sebagian syariat sebelumnya,
mesti para ahli syariat itu dikenal. Karena Nabi Saw. pasti
menyandarkan keterangan pada mereka dan syariat yang telah
dilaksanakannya.

Dalam kaitan ini, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa
argumentasiasi tersebut belum kuat, karena apabila Rasulullah Saw.
sama sekali tidak terikat dengan syariat-syariat sebelumnya, mesti
terlihat jelas perbedaan perbuataan Rasulullah Saw. dengan penganut
syariat sebelumnya, dan perbedaan itu mesti dijelaskan pada
umatnya.’®

C. Apakah Rasulullah Saw. dan umat Islam dikenai taklif dengan
syariat sebelum Islam?

Para ulama sepakat bahwa dalam masalah ‘aqidah, syariat
Islam tidak menasakh/membatalkannya, karena syariat Nabi
Muhammad Saw. tidak menasakh keseluruhan syariat sebelumnya.”®’
Demikian juga tidak dinasakh dalam masalah keharaman zina,
pencurian, pembunuhan dan kekafiran.

Para ulama ushul figh sepakat bahwa hukum-hukum syariat
sebelum Islam yang tidak disebutkan dan tidak ditegaskan dalam al-
Qur’an dan as-Sunnah, atau telah dinasakh tidak menjadi syariat bagi
Rasulullah Saw. dan umatnya. Misalnya, keharaman makan binatang
yang berkuku (unta, angsa, itik), keharaman lemak perut binatang,
keharaman kambing, bunuh diri cara dalam bertaubat, potong pakaian
sebagai cara menyucikan najis dan lain-lain.®® Begitu pula, para
ulama ushul figh sepakat bahwa hukum-hukum syariat sebelum Islam
yang ditegaskan tetap berlaku bagi umat Rasulullah Saw. di dalam al-

%\Wahbah az-Zuhailt. Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz 11, h. 141.

*87al-Sahalawt al-Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh Musallam al-Tsubt, Juz 11, h.
229;

#8\ushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitéb wa as-Sunnah, h. 422; al-Thafi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz 111, al-
Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 169; al-Jaizani, Md alimu Ushiil al-Figh,
h. 232; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘7Imu Ushiil al-Figh, h. 93.
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Qur’an atau as-Sunnah. Hukum-hukum ini berlaku dan tetap
ditaklifkan. Misalnya kewajiban puasa dan penyembelihan qurban.?*

Hukum kewajiban puasa ditegaskan dalam surah al-Bagarah
ayat 183:

085 1800 85 2o ) e S pial 130 T il

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum

kamu agar kamu bertakwa”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 183)

Kesunnahan qurban diterangkan dalam hadits Nabi Saw., ia
bersabda:

o 85 ol o fldy 14

“Berqurbanlah  dengan  seekor kambing karena itu
dibolehkan”. (HR. Ahmad)

Sementara itu, ulama berselisih pendapat tentang hukum-
hukum syariat sebelum Islam yang terdapat dalam al-Qur’an tetapi
tidak ditemukan dalil yang menasakh-nya, dan diketahui secara pasti
bahwa hukum itu berlaku sebelum umat Nabi Muhammad Saw.
Misalnya masalah gishdsh yang diterangkan dalam al-Qur’an surat al-
Maidah ayat 45:

3 5205 6L 689 Sy S el iy R o B s e 0
PHUS 548 4 GBIl 335 (oliad £
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“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-

taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan

mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi
dengan gigi, dan luka luka (pun) ada gishashnya. Barangsiapa

“Mushthafa 1bn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushl al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitdb wa as-Sunnah, h. 432; h. 101; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh
Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz 111, h. 271; al-Thdfi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah,
Juz 111, h. 170; al-Sahalawi al-Anshari, Fawétih al-Raham(t Syarh Musallam al-
Tsubdt, Juz 11, h. 230; al-Jaiz&ni, Md alimu Ushiil al-Figh, h. 231; ‘Abdu al-Wahhéab
Khallaf, ‘Tlmu Ushil al-Figh, h. 93.
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yang melepaskan (hak gishash) nya, maka melepaskan hak itu

(menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak

memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah,

maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim”. (Q.S. al-

Maidah, 5: 45)

Jumhur Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi’iyah, dan salah
satu pendapat Ahmad ibn Hanbal mengemukakan bahwa hukum-
hukum syariat sebelum Islam yang disampaikan kepada Rasulullah
Saw. melalui wahyu, bukan melalui kitab agama mereka yang telah
dirubah, tidak bertentangan dengan syariat, maka umat Nabi
Muhammad Saw. wajib mengamalkan hukum itu®%.

Mazhab Asy’ariyah, Mu’tazilah, Syi’ah, pendapat yang rdgjih
dari ulama Syafi’iyah, salah satu pendapat imam Ahmad ibn Hanbal,
pendapat yang dipilih oleh al-Ghazali, al-Amidf, Fakhruddin al-Razi,
Ibnu Hazm berpendapat bahwa syariat sebelum Islam tidak
disyariatkan kepada kita.?"

Imam al-Qusyair, Ibnu Burhan mengatakan bahwa masalah
ini mauqaf, sehingga terdapat dalil shahih yang menerangkannya.

Argumentasi yang diketengahkan jumhur ulama adalah?*:

1. Syariat sebelum Islam juga syariat yang diturunkan Allah Swt. dan
tidak terdapat dalil yang menasakh/membatalkannya. Sebab itu,
umat Islam dituntut mengamalkannya. Hal ini berdasarkan firman
Allah Swt. dalam surah al-An’am, 90:

o531 141338 0 s oD U

2%03]-Amidt, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1V, h. 172; Mushthafa Ibn Muhammad
Ibn Saldmah, al-Ta’'sis fT Ushll al-Figh ‘ald Dhau'i al-Kitdb wa as-Sunnah, h. 424;
az-Zuhaill, al-Wajiz fT Ushdl al-Figh, h. 102; al-Sahalawt al-Anshar, Fawéatih al-
Rahamt Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz 11, h. 230; ‘Abdu al-Wahhéab Khallaf, ‘Ilmu
Ushdl al-Figh, h. 94.

#13]-Thiifi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz 111, h. 170.

#23]-Amidi, al-Ihkam i Ushdl al-Ahkam, Juz IV, h. 172; az-Zuhaili, al-Wajiz fi
Ushdl al-Figh, h. 103; al-Subki, Raf’u al-Hdjib ‘an Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz
IV, h. 510; al-Thofi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz I11, h. 170.
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“Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh

Allah, maka ikutilah petunjuk mereka...”. (Q.S. al-An’am, 6:

90)

Dalam surah al-Nahl ayat 123 Allah Swt. memerintahkan
untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim a.s. Di ayat yang lain Allah Swit.
berfirman untuk mengikuti Syariat Nabi Nuh a.s.

Gyl G 087Uy s oy i 10 of 1) sl 2
“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad):
"lkutilah agama Ibrahim seorang yang hanif" dan bukanlah
dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan’.
(Q.S. al-Nahl, 16: 123)

s el 4 By g S sl oy sy (Dog U o e iSD 355
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“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang
telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami
wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan
kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan
janganlah kamu berpecah belah tentangnya”. (Q.S. Asy-Sylra,
42:13)
2. Mereka juga berhujjah dengan sabda Nabi Saw. yang berkaitan
dengan kewajiban menggadha’ shalat.
S Bl 36 F Ush 05 Gl Lt P 1 5L
'Siapa yang tertidur atau lupa untuk shalat, maka kerjakanlah
shalat itu ketika sudah ingat, kemudian Rasulullah menuturkan
ayat: “tegakkanlah shalat itu untuk mengingat-Ku” (HR. al-
Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa'1 dan Ab( Daud)
Dalam pandangan jumhur ulama, ayat yang dibaca Rasulullah
Saw. dalam rangkaian sabda itu dialamatkan kepada Nabi Musa a.s.
Sebab, apabila Rasulullah Saw. dan umatnya tidak terikat dengan
syariat sebelum Islam, maka pengikutsertaan ayat tersebut tidak ada
manfaatnya.
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3. Dalil lain yang juga dijadikan penguat pendapat jumhur ulama
adalah surah al-Ma’idah ayat 45:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-

taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa...”. (Q.S. al-

Ma’idah, 5: 45)

Jumhur ulama berdalil dengan hukuman qishgsh, menurut
mereka jika Nabi Saw. tidak terikat dengan syariat sebelum Islam,
maka tidak bisa dibenarkan hukuman qgishdsh disyariatkan bagi kita
karena itu syariat yang ditujukan pada bani isra 1l.

Sedangkan dalil-dalil ulama yang tidak menerima syar’u man
gablang adalah®®:
1. Ketika Rasulullah Saw. mengutus Mu’adz bin Jabal ke Yaman
untuk menjadi hakim. Rasulullah Saw. bertanya kepadanya.

dos e Jo i gy g
&\).x.@#\duw\uwdyj;mw\ywwr;)wdxg 56 i
“Bagaimana engkau memutuskan hukum? Mu’adz menjawab:
“dengan kitAbiillah (al-Qur’an), jika dalam al-Qur’an tidak
ditemukan, dengan sunnah Rasulullah, dan bila dalam sunnah
Rasulullah tidak juga ditemukan, maka saya akan berijtihad.”
Rasulullah Saw. tidak menganjurkan pada Mu’adz untuk
mempedomani syar 'u man qabland sebagai landasan dalam berijtihad.
Apabila syar’'u man gabland itu menjadi syariat umat Islam, pastinya
Rasulullah Saw. mengingatkan dan mewanti-wanti pada Mu’adz

untuk merujuknya.
2. Firman Allah Swt. dalam surah al-Ma’idah, 48:

z (-2 Zoo Foo . z
St 52 14 das K

2%331-Babarti al-Hanafi, al-Ruddd wa al-Nug(d Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I,
h. 668; az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 104; al-Ashfahani, Bayan al-
Mukhtashar Syarh Mukhtashar lbn al-H&jib, Juz Ill, h. 273; al-Thafi, Syarh
Mukhtashar al-Raudhah, Juz 111, h. 174.
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“Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan

jalan terang”. (Q.S. al-Ma’idah, 5: 48)

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap umat mempunyai syariat
sendiri dan suatu umat tidak dituntut untuk mengikuti syariat umat
lain.

3. Apabila syariat sebelum Islam ditaklif kepada Nabi Muhammad
Saw. dan umatnya, maka beliau mewajibkan untuk
mempelajarinya. Begitu pula para sahabat merujuk kepada syariat
sebelum Islam manakala menghadapi persoalan hukum. Tetapi,
faktanya tidaklah demikian.

4. Syariat sebelum Islam hanya berlaku bagi kaum tertentu,
sedangkan syariat Islam berlaku secara universal (seluruh umat
manusia). Sebagaimana diterangkan dalam hadits dari Jabir Ibn
‘Abdullah bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

Bl 0 ) S il w3d J) E 33 05

“Nabi (sebelum Nabi Muhammad Saw.) hanya diutus pada
kaumnya dan Saya diutus pada seluruh manusia”. (HR. al-

A A

Bukhari, Muslim dan al-Nasa'1)

AL-DZARI’AH
A. Definisi al-dzari’ah
al-Dzari’ah  secara etimologi berarti perantara yang
menyampaikan pada sesuatu.?**
Sedangkan secara terminologi terdapat beragam definisi yang
dikemukakan para ulama ushul figh, di antaranya adalah:
1. Ulama ushul figh menyatakan al-dzari’ah adalah:

ks e L) g g o

al-Dzari’ah adalah sesuatu yang menyampaikan kepada yang
dilarang dan memuat kemudharatan/kemafsadatan.>®

#*Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitdb wa as-Sunnah, h. 450; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h.
108.

#%\Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, h. 108.
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Pengertian ini bersifat terbatas dalam memandang al-dzari’ah
hanya tertuju pada perkara yang dilarang saja.
2. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan al-dzari’ah adalah:

sl b 58 08U
al-Dzari’ah adalah sesuatu yang membawa atau menjadi
sarana kepada sesuatu yang dilarang ataupun yang dituntut
untuk dikerjakan.?*

3. al-Zarkasyi merumuskan definisi al-dzari’ah sebagai berikut
ini:

sl s s 55 5 Aty sl o WLl
al-Dzari’ah adalah suatu masalah yang nampak dibolehkan
tapi membawa pada perbuatan yang dilarang.?®’

4. Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah memberi pengertian
al-dzari’ah adalah:

b i35 ol 5 8 o B Lah g
al-Dzari’ah adalah perantara yang pada dasarnya dibolehkan,
tapi membawa pada perkara haram.?*®
Imam al-Qaréafi (684 H) menerangkan al-dzari’ah adakalanya

wajib ditutup dan adakalanya wajib dibuka, makruh, sunnah atau pun
mubah karena ia adalah perantara pada sesuatu. Setiap perantara pada
perkara haram itu hukumnya haram dan setiap perantara pada perkara
wajib itu juga wajib.”° Sementara sumber-sumber hukum ada dua
bagian, yaitu al-magashid (tujuan-tujuan yang terkandung dalam
sesuatu baik mashlahah maupun mafsadah) dan al-wasa’il (jalan atau
perantara yang mengantarkan pada sesuatu). Dengan demikian, al-
dzari’ahlperantara bisa saja membawa pada sesuatu yang
mengandung mashlahah atau mafsadah. la juga dapat membawa pada
perkara yang mubah, seperti berusaha dalam mengais rezeki halal

***|bnu Qayyim al-Jauziyah, I’ldam al-Muwagqi’in.. 111, h. 147.

#73]-Zarkasyf, al-Mahru al-Muhfth fi Ushl al-Figh, Juz VI, h. 82.

28Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushdl al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitab wa as-Sunnah, h. 450.

*%%al-Qarafi, Kitab al-Furdq, Jid 11, 33.

202 | Ilmu Ushul Figh



untuk menikmati hal-hal yang baik; dan pula bisa menjadi perantara
pada perkara wajib, seperti berwudhu™ untuk melaksanakan shalat;
atau menjadi sarana pada perkara haram, seperti mencuri dalam
rangka menafkahi keluarga tanpa adanya suatu dharurat yang
mendesak.*%

B. Macam-Macam al-Dzari’ah

al-Dzari’ah terbagi pada dua aspek, yaitu al-dzari’ah dilihat
dari aspek jenis kemafsadatan yang ditimbulkan dan al-dzari’ah
ditelisik dari aspek kualitas kemafsadatan yang ditimbulkan.

1. al-Dzari’ah dari aspek jenis kemafsadatan yang ditimbulkannya

Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengklasifikasi al-dzari’ah dari
aspek kemafsadatan yang ditimbulkannya, ada dua bagian®®*:

a) Perantara itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti
meminum minuman keras yang berdampak kepada mafsadat
mADbUK, zina yang mengakibatkan bercampurnya sperma dan
lain-lain.

b) Perantara itu pada dasarnya membawa kepada perbuatan yang
dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan sarana/washilah
untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan
yang disengaja ataupun tidak. Perantara yang memuat tujuan yang
disengaja, seperti seseorang yang menikahi perempuan yang telah
ditalak tiga dengan suaminya dengan tujuan suami pertama dapat
menikahi kembali setelah ditalak suami kedua (nikah muhallil).
Sedangkan perantara yang dikerjakan tanpa tujuan sejak awal,
seperti seseorang Yyang mencela, mencaci-maki orang-orang
musyrik. Efek dari perbuatan itu mengakibatkan mereka juga
mencela dan mencaci-maki.

Lebih lanjut, 1bn Qayyim al-Jauziyyah mengklasifikasi al-
dzari’ah ini pada dua macam:

*%\W\ahbah az-Zuhailt, Ushil al-Figh al-Islamf, Juz 1, h. 174.

Y bnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldm al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil’dlamin, JId 111, h. 148;
Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta’sis fi Ushll al-Figh ‘ald Dhau'i al-
Kitab wa as-Sunnah, h. 451.

Dr. Ainol Yaqgin, M.H.1 | 203



1) Mashlahah perbuatan itu lebih kuat dari mafsadat-nya.

2 ) Mafsadat perbuatan itu lebih kuat dari mashlahah-nya. Kedua
bentuk al-dzari’ah ini, dibagi lagi pada empat bagian, yaitu®®:

a. Perbuatan yang mesti berdampak kepada suatu mafsadat.
Seperti meminum minuman keras yang berefek pada mafsadat
mADbUk, zina mengakibatkan percampuran sperma, melukai
kehormatan dan menimbulkan permusuhan.

b. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi dimaksudkan
sebagai perantara untuk melakukan suatu mafsadat. Seperti
nikah tahlil sebelumnya, transaksi jual beli yang bertujuan untuk
dibuat sarana praktek riba.

c. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan dan tidak ditujukan
sebagai  perantara  kepada suatu  mafsadat, tetapi
biasanya/umumnya berefek kepada suatu mafsadat (mafsadat
yang ditimbulkan lebih kuat dari mashlahah). Seperti, mencela
sesembahan orang-orang musyrik yang diduga kuat akan
menyebabkan munculnya celaan yang sama kepada Allah Swit.

d. Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi terkadang
perbuatan itu berakibat kepada suatu mafsadat, seperti melihat
wanita yang dipinang.

2. al-Dzari’ah dari aspek potensi mafsadat yang ditimbulkannya.
Imam al-Syéathibi membelah al-dzari’ah ditelisik dari segi
potensi mafsadat pada empat bagian, yaitu®®:

a. Perbuatan yang dilakukan itu berakibat kepada mafsadat secara
pasti (qath’i), seperti seseorang menggali sumur di depan pintu
rumah orang lain pada malam hari, sekiranya orang yang masuk
bisa terjerumus. Perbuatan semacam ini dilarang syara’, dan
pelakunya dianggap melakukan perbuatan penganiayaan pada
orang lain. Jika pemilik rumah atau orang lain jatuh ke sumur itu,
maka pembuat lubang harus bertanggungjawab.

%21bnu Qayyim al-Jauziyah, I'ldm al-Muwaqqi’in ‘an Rabbil’dlamin, JId 111, h. 149;
Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta’sis fi Ushll al-Figh ‘ald Dhau'i al-
Kitab wa as-Sunnah, h. 453.

%03al-Syathibf, al-Muwafagat fi Ushdl al-Figh, Juz 11, h. 358; Wahbah az-Zuhailf,
al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 109.
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b. Perbuatan yang dilakukan itu jarang membawa kepada mafsadat.
Perbuatan ini hukumnya boleh, karena yang diperhatikan syara’
dalam menetapkan hukum adalah mashlahah bukan mafsadat
yang bersifat jarang. Misalnya menggali sumur di tempat yang
biasanya tidak menjerumuskan orang lain atau menjual makanan
yang pada lumrahnya tidak menimbulkan mudharat pada orang
yang memakannya.

c. Perbuatan yang dilakukan itu sering kali atau besar kemungkinan
berakibat kepada mafsadat, seperti menjual senjata di daerah
peperangan atau menjual anggur kepada produsen minuman
keras. Perbuatan semacam ini dilarang karena diduga kuat bisa
mengakibatkan pada mafsadat.

d. Perbuatan yang dilakukan itu hukum ashal-nya boleh, tetapi besar
kemungkinan perbuatan tersebut berakibat kepada mafsadat.
Misalnya, jual beli yang dinamakan bai’ al-"ajal, karena sering
kali berdampak kepada praktek riba. Masalah ini terdapat
perselisihan pendapat di kalangan ulama. Jika sudut pandang
hanya diarahkan pada ashal jual beli, maka jual beli semacam ini
boleh. Ini pandangan yang dikemukakan imam Syafi’i dan imam
AbU Hanifah. Alasannya, karena jual beli seperti itu diduga kuat
bisa membawa pada mafsadat tidak ada dan bersifat kemungkinan
semata. Sementara jika arah pandang ditujukan pada banyaknya
mafsadat yang diakibatkan dari perbuatan tersebut (bai’ al-ajal),
maka perbuatan ini diharamkan. Ini pandangan yang dilontarkan
oleh imam Malik dan imam Ahmad. Ada tiga argumentasi yang
mendasari pendapat ini, yaitu®**:

1. Tujuan yang menyeret pada riba perlu dipertimbangkan,
meskipun tujuan itu sendiri sulit distandari dan bersifat al-
zhanniyyah al-ghalibah (dugaan kuat). Sebab banyaknya
perbuatan itu menjerumuskan pada mafsadat sekalipun tidak
segera menjadikannya hampir pasti membawa pada riba. Selain
itu, sikap ihtiyath (kehati-hatian) tetap diperhatikan dalam

3% al-Syathibf, al-Muwafagat fi Ushl al-Figh, Juz 11, 361.
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beramal. Dugaan kuat bai’ al-"&jal bisa menjerumuskan pada
riba dapat dijadikan alasan keharamannya, karena berlandaskan
pada kaidah:

Sleadl s s 338 b g3
"Menolak setiap mafsadat lebih didahulukan daripada menarik
mashlahat ",

2. Dalam bai’ al-"&jal terdapat dua ashal (dasar) yang kontradiksi;
pada dasarnya jual beli itu dibolehkan dengan catatan rukun dan
sayaratnya terpenuhi (ashal pertama) dan menjaga seseorang
agar tidak membuat mudharat pada orang lain (ashal kedua).
Dalam hal ini, ashal kedua yang perlu diunggulkan karena bai’
al-"4jal seringkali berdampak pada mafsadat. Karena bai’ al-
“ajal dilarang selaras dengan metode sad al-dzari’ah (menutup
jalan pada kerusakan dan keburukan).

3. Terdapat sejumlah nash yang menerangkan haram/dilarangnya
perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan pada mafsadat
(sekalipun tidak bersifat ghalibah/dominan dan belum pasti),
meskipun pada dasarnya perbuatan itu dibolehkan. Contohnya,
larangan berkhalwat bagi laki-laki dengan perempuan yang
bukan mahramnya dan perempuan dilarang bepergian lebih dari
tiga hari tanpa mahram (HR. al-Bukhari dan Muslim).
Rasululllah Saw. juga melarang dalam membangun masjid di
atas kuburan dan shalat menghadap kuburan. (HR. Buhkari dan
Muslim). Rasulullah Saw. pula melarang mengawini wanita
sekaligus bibinya -dari jalur ibu maupun ayah-, karena
perbuatan tersebut dapat memutus ikatan kekerabatan.
Rasulullah Saw. melarang meminang dan menikahi perempuan
yang sedang ber iddah hingga ia tidak menyembunyikan kondisi
‘iddah-nya. Rasulullah Saw. melarang pada perempuan yang
sedang menjalani ‘iddah wafat agak tidak memakai wangi-
wangian dan berhias diri. Rasulullah Saw. melarang berpuasa
pada hari raya. Kesemua perbuatan-perbuatan yang dilarang
oleh Rasulullah Saw. tersebut dikhawatirkan dapat membawa
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pada mafsadat, sekalipun mafsadat yang akan diakibatkan itu
bersifat ghalabah al-zhan (dugaan kuat) atau gazh 7 (pasti).>®
Secara garis besar ada dua sudut pandang dalam
memperhatikan al-dzari’ah, yaitu®®:
Dilihat dari aspek motivasi yang mendorong seseorang
melakukan sesuatu, baik tujuannya membawa pada yang halal
maupun yang haram. Misalnya, seseorang yang menikahi
perempuan yang telah ditalak suaminya sebanyak tiga kali
dengan tujuan supaya suami pertama halal kembali
menikahinya, bukan dengan tujuan untuk hidup dalam rumah
tangga yang harmonis, bahagia dan tenteram. Pernikanan
dengan maksud semacam ini dilarang syara’.
. Ditelisik dari aspek akibat negatif yang akan ditimbulkan dari
suatu perbuatan. Jika perbuatan tersebut membawa pada
mashlahah maka boleh untuk dikerjakan. Sebaliknya, bila
perbuatan tersebut bisa membawa pada mafsadat maka dilarang
untuk dikerjakan. Seperti, seorang muslim mencela berhala
(sesembahan orang-orang musyrik) dengan niat ikhlas beribadah
kepada Allah Swt. Namun, efek negatif celaan ini berdampak
pada perbuatan yang lebih buruk, orang-orang musyrik
membalas dengan celaan yang sama dan bahkan lebih buruk
kepada Tuhan umat Islam. Hal itu, dilakukan karena mereka
tidak mengetahuinya. Karenanya perbuatan semacam itu
dilarang, niat baik saja tidak cukup, tapi butuh memperhatikan
akibat yang ditimbulkan.

C. Kehujjahan al-Dzari’ah

Para ulama ushul figh beragam pendapat dalam mamandang

al-dzari’ah sebagai hujjah. Ulama Malikiyah dan Hanabilah
mengemukakan bahwa sadd al-dzari’ah dapat diberlakukan sebagai

¥5Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitab wa as-Sunnah, h. 455.
*%\Wahbah az-Zuhailt, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz 11, 178.
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hujjah/dalil.®®” Sedangkan ulama Hanafiyah, Syéfi’iyah dan Syi’ah
menyatakan bahwa sadd al-dzari’ah dapat dibuat sebagai dalil dalam
masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam problem lain.3®
Sementara Ibnu Hazm al-zhahiri menolak sadd al-dzari’ah secara
mutlak®®.

Adapun dalil-dalil ulama yang menerima sadd al-dzari’ah,
antara adalah®'?:

1. al-Qur’an
Allah Swt. berfirman dalam surah al-Bagarah ayat 104:
sy G s ety 1058 ¥ VTl iy

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan

(kepada Muhammad): "Raa'ina”, tetapi katakanlah:

"Unzhurna”, dan "dengarlah™. (Q.S. al-Bagarah, 2: 104)

Pada ayat tersebut Allah Swt. melarang orang-orang mukmin
membalas cacian yang dilakukan orang yahudi pada Nabi Saw.
Orang-orang yahudi memakai kata Ra 7 (yang bodoh) untuk mencaci
Nabi Saw.

Allah Swt. berfirman dalam surah al-An’am ayat 108:

ol A 53 A2 098 5 D585 a1 1525 s
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang
mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan

)

memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan’.

(Q.S. al-An’am, 6: 108)

2. as-Sunnah

R ol s s a2 5

%7« Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...,h. 296.

3%al-Syathibf, al-Muwafagat fi Ushal al-Figh, Juz 111, h. 305.

%%\ahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, h. 110.

$19\tushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh ‘ald Dhau'i
al-Kitdb wa as-Sunnah, h. 457; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h.
110; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz 11, 188.
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“Perkara halal itu jelas dan perkara haram pun jelas, sedang
perkara yang berada di antara keduanya adalah
kAbﬁr/samar” (HR. al-Nasa'1, al-Tirmidzi dan al-Hakim)

o ¥% 2.

Suu J@\u\wwwﬂ\uwumw °’°\33J;15 :

osa

“Mintalah fatwa pada hatimu, mintalah fatwa pada jiwamu.
Sesungguhnya kebaikan adalah sesuatu yang menenteramkan
jiwa, sedang keburukan sesuatu yang menggelisahkan jiwa
dan menyesakkan dada, sekalipun orang banyak memberi
fatwa padamu dan engkau mendapat fatwa dari mereka”.
(HR. Ahmad Ibn Hanbal)

S35 4430 el iy N st 6 s 4305 a3 1l O K0 55T e 3;
g ens S o A28 &g

“Sesungguhnya di antara dosa yang terbesar adalah
seseorang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian
Rasulullah Saw. ditanya oleh sahabat, “Wahai Rasulullah
Saw., bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?”
Rasulullah Saw. menjawab, “seseorang mencaci-maki ayah
orang lain, maka ayahnya juga dicaci-maki orang itu, dan
seseorang mencela ibu orang lain, maka ibunya juga akan
dicela orang itu.” (HR. al-Bukhari, Muslim dan Abl Daud)
Adapun argumentasi yang menjadi landasan pendapat ulama
Syafi’iyah dalam menolak sadd al-dzari’ah sebagai hujjah dalam
istinbath hukum Islam adalah karena ia termasuk penetapan hukum
Islam melalui nalar logika, tidak bersandar pada dalil sama sekali.
Berkaitan dengan masalah ini, imam Syaﬁ’i menyatakan:

LS o g FLAYT i 2 40 228 05y By LT 5YT £ Sl 1l
“?/;L“ﬁ:‘j’rw””’w&\y&.}\ubm Jass Jik O Wl L Y
J”J Lng JL..R.S/ a.deu-‘ ‘Jj) L; < /’ 4:_1_/;‘&\ C;‘*é Lg‘j\ \—Jw 3}\“}_\ 4. Jj\/

NPRIRINES ! 3 Gls 013323 Ubg 322015 s 25 d) ke Vg kel
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IImu (pengetahuan) itu bertingkat-tingkat; tingkat pertama
adalah al-Qur’an dan as-Sunnah. Tingkat kedua adalah ijma’ terhadap
sesuatu yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan as-Sunnah. Tingkat
Ketiga adalah qaul sebagian sahabat yang tidak ada yang
menyangkalnya. Tingkat keempat adalah pendapat sahabat yang
diperselisihkan, tidak ada kata kepakat, dan yang kelima adalah
giyas/analogi kepada salah satu dalil-dalil di atas. Selama keterangan
suatu perkara terdapat dalam al-kitab dan as-Sunnah, tidak diperlukan
bersandar pada dalil lain, sebab ilmu itu diambil dari sumber yang
paling tinggi.*"*

$\Muhammad bin Idris al-Syafi'i, al-Umm, JId VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h.
280.
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BAB Il
KOMPONEN-KOMPONEN HUKUM ISLAM

Para ulama ushul figh mengemukakan komponen-komponen
hukum Islam ada empat macam, yaitu: hakim, hukum, mahkdm fih dan
mahkim ‘alaih.

HAKIM
A. Definisi Hakim

Di antara persoalan pokok ushul figh adalah siapakah yang
dimaksud dengan hgkim? Melalui apa hukum syara’ itu bisa
diketahui?. Para ulama ushul figh mengurai persoalan ini untuk
memecahkan dan menemukan titik terang dalam mengungkap
masalah tersebut.

Tidak terdapat silang pendapat di antara ulama mengenai
semua hukum takIifi maupun wadh i bersumber dari Allah Swt., baik
hukum itu diterangkan melalui nash al-Qur’an, as-Sunnah maupun
hasil ijtihad para mujtahid dengan perantara indikasi-indikasi dalam
ber-istinbgth hukum dari nash-nash. Dengan demikian, secara hakikat
sumber hukum adalah Allah Swt. Karena mujtahid hanya berperan
sebagai pengistinbath bukan pembuat hukum syarat. Dari pemahaman
ini ulama ushul figh merumuskan definisi hukum sebagai titah Allah
Swt yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf (berakal dan baligh),
baik berupa tuntutan, pemilihan maupun wadh’i. Mereka juga
menetapkan sebuah dasar yang berbunyi « Y1 :£& ¥ (Tidak ada hukum

kecuali dari Allah Swt.). Rumusan ini diambil dari firman Allah Swit.
yang berbunyi:

Gk 2 3k B Gaki ) y) S g

“Menetapkan hukum itu hanya Allah Swt., Dia menerangkan

yang sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yang paling
baik”. (Q.S. al-An’am, 6: 57)
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Dalam hubungan masalah ini, Ahlu sunnah dan Mu’tazilah
searah pandangan, tetapi mereka bersebrangan pendapat dalam
masalah menemukan dan cara akal mengetahui hukum-hukum Allah
Swit. sebelum terutusnya Nabi Saw. Ulama al-*Asyariyah berpendapat
sebelum Muhammad Saw. diangkat menjadi rasul tidak ada hukum
syara’ pada waktu itu karena pembawa tasyri’ hanya Rasulullah Saw.
dan tidak ada ruang bagi mukallaf dalam menemukan dan
menjelaskannya. Karena itu, seluruh perbuatan orang mukallaf saat itu
tidak berkaitan dengan hukum, sehingga masalah kufur, iman, maksiat
tidak terikat dengan dosa. Sedang ulama Mu’tazilah berpendapat
bahwa hukum syara’ sebelum terutusnya Nabi Saw. sudah berlaku dan
mengikat pada orang mukallaf karena akal bisa menemukan dan
mengetahui hukum Allah Swt. dengan memikirkan sifat yang melekat
dalam suatu perbuatan itu baik atau buruk.**?

B. al-Husnu (baik) dan al-Qubhu (buruk)

Ulama ‘Asy’ariyah dan Mu’tazilah sependapat bahwa nalar
akal bisa mengetahui sesuatu itu baik atau buruk dalam dua
pemahaman, yaitu®";

Pertama, al-husnu (baik) berarti seluruh perbuatan yang
relevan dengan tabi’at manusia, seperti rasa manis, tawar, segar dan
menolong orang yang tenggelam. Sedangkan al-qubhu (buruk) berarti
setiap sesuatu yang tidak disukai dan menyalahi tabi’at manusia,
seperti rasa pahit, suara kasar dan mengambil harta orang lain secara

zhalim.

*2al-Amid, al-Ihkam fi Ushal al-Ahkam, Juz 1, h. 126; al-Syaukanf, Irsydd al-Fuhil
ild Tahgqig..., h. 78; ‘Ali Ibn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shalih al-Ndfi’; h. 14; al-
Hanafi, al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn H&jib, Juz I, h. 343; al-
Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib, Juz I, h. 288.
#3Muhammad Ibn Bahadir al-Zarkasyt, al-Mahru al-Muhfth fi Ushdl al-Figh, Juz I,
h. 143; Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 53;
Jaldluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz |, h. 13; Muhammad al-
Babarti al-Hanafi, al-Rudid wa al-Nugdd Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I, h.
322; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar..., Juz I, h. 290; al-Bannani, Hasyiyah ‘ald
Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz I, h. 57; Jal&luddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-
Sathi’, h. 72; al-Syaukéni, Irsydd al-Fuhil ild Tahqiq...h. 78; ‘Ali Ibn ‘Adam
Mdsa, al-Jalis al-Shalih al-Nafi’, h. 13.
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Kedua, al-husnu berarti sifat yang sempurna, seperti ilmu dan
jujur. Sedangkan al-qubhu sifat yang kurang, seperti bodoh dan
bohong.

Menurut ulama Mu’tazilah perbuatan orang mukallaf terbagi
pada empat macam, yaitu®**:

a. Sesuatu yang nilai baiknya bisa diketahui akal, seperti syukur,
keadilan dan ilmu pengetahuan.

b. Sesuatu yang sisi buruknya bisa diketahui akal, seperti kufur,
kelaliman dan kebodohan.

c. Suatu perbuatan yang menurut penilaian akal itu baik, tetapi
menurut mereka harus menunggu datangnya syara’, seperti
shalat, puasa, zakat, haji dan seluruh hukum syara’.

d. Suatu perbuatan yang menurut penilaian akal itu buruk, tetapi
untuk mengetahuinya menanti penjelasan syara’, seperti
perzinahan, liwath, meminum khamr, bunuh diri dan
sebagainya.

Ketiga, pemahaman al-husnu dan al-qubhu yang
diperselisihkan. al-husnu adalah setiap sesuatu yang apabila
dikerjakaan akan mendapat pujian di dunia dan ganjaran pahala di
akhirat. Sedangkan al-qubhu adalah setiap sesuatu yang apabila
dikerjakan akan memperoleh celaan di dunia dan hukuman siksa di
akhirat. Dalam ranah ini ulama berselisih pendapat; apakah akal
secara independen dapat mengetahui hal tersebut atau tidak? Apabila
akal dapat menjangkaunya, apakah para mukallaf dikenakan taklif
dalam mengerjakan atau meninggalkannya? Dan apakah mendapat
ganjaran pahala bagi pelaku al-husnu atau memperoleh dosa bagi
yang mengerjakan al-qubhu?

Dalam membedah persoalan ini, ada tiga pendapat diutarakan
para ulama, yaitu:

$%Muhammad Ibn Bahadir al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhfth fi Ushdl al-Figh, Juz |,
h. 137; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar..., Juz I, h. 290; Sa’duddin al-Taftazani,
Hasyiyah al-Taftazani, Juz Il, h. 35; al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-
Mahshdl i llmi al-Ushdl, Juz I, h. 197; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar Syarh
Mukhtashar Ibn al-H&jib, Juz I, h. 290.
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1. Ulama ‘Asya’irah berpendapat penilaian baik dan buruk itu
bersifar syar’i, akal manusia tidak dapat mengetahui hukum-
hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa
perantara para rasul dan Kkitab-kitab dikarenakan nalar akal
setiap manusia itu beragam. Sebagian akal manusia menilai
suatu perbuatan itu baik dan yang lainnya memandang itu buruk,
dan bahkan dalam satu perbuatan terkadang ada dua sudut
penialaian. Dengan demikian, tolok ukur setiap sesuatu
dikembalikan pada Syari’, bukan akal. Setiap Yyang
diperintahkan Syari’ untuk dikerjakan itu mesti baik, seperti
iman, shalat, haji, zakat dan sebagainya. Sebaliknya, segala
sesuatu yang dilarang Syari’ mesti termasuk notabene buruk,
seperti  kufur, mencuri, bohong dan sebagainya. Dari
pemahaman ini maka sebelum turunnya syariat seseorang tidak
dituntut untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan
yang dinilai baik maupun buruk menurut akal. Sehingga tidak
berdampak adanya hukuman atau dosa bagi orang Yyang
meninggalkan sesuatu yang dinilai baik atau pun mengerjakan
sesuatu yang dipandang buruk®®®.

Pandangan kelompok ini sehaluan dengan ulama akhlak yang
menyatakan bahwa barometer baik dan buruk itu adalah undang-
undang. Setiap sesuatu yang diharuskan dan dibolehkan untuk
dilakukan itu adalah baik dan segala sesuatu yang dilarang atau
dicegah untuk ditinggalkan itu adalah buruk.

Adapun argumentasi yang mereka hadirkan adala

a. Firman Allah Swt. dalam surah al-Isrd™ ayat 15:

h316:

Vi &3 & Gpdad B4

“Kami tidak akan mengazab seseorang sebelum kami
mengurus rasul”. (Q.S. al-Isr&", 17: 15)

$15¢Al1 Tbn Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushal al-Ahkam, Juz 1, 162; Wahbah
az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushal al-Figh, h. 144; al-Anshéri, Fawétih al-Raham(t Syarh
Musallam al-Tsub(t, Juz 1, h. 27; al-Syingithi, Natsru al-Wurid ‘alé Maraqi al-
Su’id, Juz 1, h. 43.

315 A1l Tbn Muhammad al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, 162.
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Avyat ini secara sharih (jelas) menerangkan bahwa Allah Swit.
tidak memberi hukuman atau dosa terhadap seseorang sebelum syariat
sampai kepadanya. Seseorang terbebas dari ancaman siksa sebelum
terutusnya Rasulullah Saw. dan hal ini menyebabkan tidak adanya
hukum wajib dan haram pada saat itu.

b. Firman Allah Swt. dalam surah Thaha ayat 134:

B e ST 5 V2 ) e N 5 Il e oy 2RSS G 55

sZs Jdi O

“Dan sekiranya Kami binasakan mereka dengan suatu azab

sebelum Al Quran itu (diturunkan), tentulah mereka berkata:

"Ya Tuhan kami, mengapa tidak Engkau utus seorang rasul

kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat Engkau sebelum

kami menjadi hina dan rendah?". (Q.S. Thaha, 20: 134)

Dalam ayat ini secara jelas juga memaparkan bahwa Allah
Swt. tidak menimpakan sangsi/hukuman kepada mereka sebelum
turunnya al-Qur’an.

c. Firman Allah Swt. dalam surah al-Nisa™ ayat 165:

L s ias I 0 085 5 (il (e S

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita

gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada

alasan bagi manusia membantah Allah Swt. sesudah diutusnya

rasul-rasul itu”. (Q.S. al-Nis&’, 4: 165)

Ayat ini juga menjelaskan bahwa pemberian pahala dan
ancaman siksa hanya akan dilakukan setelah diutusnya para rasul
untuk membawa risalah dan syariat Islam.

2. Ulama Mu’tazilah berpendapat bahwa baik dan buruk itu
bersifat ‘agli, tidak perlu menunggu syara’ dalam
mengetahuinya. Syara’ hanya berfungsi untuk memperkokoh
terhadap hukum-hukum yang dipahami akal dari hukum-hukum
Allah Swt. Akal manusia bisa mengetahui hukum-hukum Allah
Swt. yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa perantara
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rasul dan Kkitab-kitab saméwi. Karena setiap perbuatan itu
terdapat sifat dan efek/pengaruh baik mudharat maupun
manfaat. Dengan berlandaskan sifat perbuatan tersebut dan efek
yang akan ditimbulkannya berupa manfaat atau mudharat maka
akal manusia bisa menentukan hal itu baik atau buruk. Karena
itu, seseorang dituntut dalam mengerjakan suatu perbuatan yang
dinilai baik dalam jangkauan akalnya dan meninggalkan setiap
sesuatu yang dipandang buruk oleh akalnya. Setiap sesuatu yang
dipandang baik oleh akal itu dituntut untuk dikerjakan dan yang
melakukannya diberi imbalan pahala oleh Allah Swit.
Sebaliknya, setiap sesuatu yang dinilai buruk oleh akal dituntut
untuk ditinggalkan dan yang mengerjakannya dikenakan
hukuman dan dosa.®"’

Barometer pandangan kelompok ini menunjukkan bahwa suatu
perbuatan itu termasuk notabene baik apabila menurut penilaian akal
itu baik karena mengandung manfaat. Sebaliknya, setiap perbuatan itu
dianggap buruk jika dalam penilaian akal itu buruk karena berisi suatu
mudharat. Menurut mereka, hukum-hukum Allah Swt. menyangkut
perbuatan mukallaf musti sesuai dengan capain akal manusia bahwa
perbuatan itu baik maupun buruk.

Pandangan kelompok ini sejalan dengan mayoritas ulama
akhlak bahwa tolok ulur baik dan buruk adalah suatu perbuatan yang
diketahui mengandung manfaat atau mudharat oleh kebanyakan akal
manusia. Berdasarkan pemahaman ini maka seseorang sebelum
sampai kepadanya dakwah/ajaran rasul dan syariat Islam tetap dituntut
dalam mengerjakan perbuatan yang menurut penialaian akal itu baik
dan yang mengerjakannya diberi pahala. Begitu pula dituntut untuk

$17al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz I, h. 144; Jalaluddin al-
Suy(tht, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz |, h. 14; Muhammad, al-Ruddd wa al-
Nuq(d Syarh Mukhtashar lbn H&jib, Juz I, h. 323; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi
Ushdl al-Figh, h. 145; al-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I,
h. 65; al-Anshéri, Fawatih al-Rahamat Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h. 27; al-
Amidi, Muntaha al-Sal fi llmi al-Ushdl, h. 23; al-Syinqithi, Natsru al-Wuriid ‘ald
Maraqi al-Su 7id, Juz 1, h. 44; ‘Ali Tbn ‘Adam Misa, al-Jalis al-Shéalih al-Ndfi’, h.
14.
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meninggalkan perbuatan karena dalam penilaian akal itu buruk dan
yang melanggarnya dikenakan hukuman dosa.
Alasan yang mereka kemukakan adala

a. Jika hasan (baik) dan gabih (buruk) tidak diketahui sebelum
datangnya syara’ maka mesti tidak mungkin diketahui setelah
datangnya syara’. Karena itu, hasan dan gabth merupakan suatu
niscaya diketahui sebelum datangnya syara’.

b. Akal dapat mengetahui bahwa adil itu baik dan aniaya itu buruk
tanpa menunggu datangnya syara’.

c. Jika hasan dan gabih tidak bersifat ‘aqli (rasional) maka setiap
sesuatu itu mesti baik yang bersumber dari Allah Swt., dan
secara akal bisa saja bohong muncul dari Allah Swt. karena akal
tidak menentukan sesuatu itu baik atau buruk.

3. Ulama Maturidiyah berposisi moderat di antara kedua pendapat
di atas. Menurut mereka, baik dan buruk bersifat ‘aqli (rasional),
akal mampu memahami dan mengetahuinya tanpa tuntunan
syara’. Setiap perbuatan orang mukallaf memiliki sifat khusus
dan efek yang ditimbulkan bermuatan baik atau buruk.
Berdasarkan sifat khusus dan efek tersebut akal manusia mampu
menentukan bahwa perbuatan ini baik atau buruk. Tetapi
hukum-hukum Allah Swt. yang berkaitan dengan perbuatan
mukallaf musti sesuai dengan apa yang dijangkau akal karena
bisa jadi akal sekalipun telah matang terkadang terjerumus
dalam kesalahan dan sebagian perbuatan terkadang akal
mengalami kerancuan, kesamaran dalam menilainya. Oleh
karena itu, tidak ada jalan dalam mengetahui hukum Allah Swit.
tanpa perantara rasul. Mereka searah pandangan dengan
Mu’tazilah menyangkut perbuatan itu baik atau buruk
berdasarkan penilaian akal karena mengandung manfaat atau
mudharat, tetapi mereka bersebrangan pemahaman mengenai
hukum Allah Swt. musti sesuai dengan penentuan akal dan
setiap sesuatu yang diketahui akal itu baik dituntut untuk

318.
h=™":

$8\uhammad, al-Ruddd wa al-Nug(id Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I, h. 333.
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dikerjakan serta setiap sesuatu yang diketahui akal itu buruk
dituntut untuk ditinggalkan. Mereka juga sehaluan pendapat
dengan ulama ‘Asya‘irah menyangkut hukum Allah Swt. tidak
bisa diketahui kecuali dengan perantara rasul dan kitab-kitab
samawi. Tetapi mereka berpunggungan pendapat mengenai baik
dan buruk dalam suatu perbuatan bersifat syar’i bukan ‘aqli, dan
bahwa hanya perbuatan baik yang dituntut untuk dikerjakan,
sedangkan perbuatan buruk musti dituntut untuk ditinggalkan.

Masalah ini jelas batal sebab keutaman-keutaman pokok bisa

diketahui akal bahwa itu baik dengan melihat manfaat yang

terkandung dan kehinaan-kehinaan induk bisa diketahui akal

bahwa itu buruk dengan memperhatikan mudharat yang

dikandungnya sekalipun sebelum datangnya syara’.**
Argumentasi yang mereka kemukakan adalah:

a. Apabila baik dan buruk bersifat syar’i maka ibadah shalat dan
zina berposisi sama sebelum datangnya syariat. Dengan
membuat ibadah shalat itu wajib dan zina itu haram bukanlah
perkara yang paling utama dalam penentuan hukum. Ini
merupakan penarjihan tanpa didukung faktor murajjih.

b. Apabila baik dan buruk bersifat syar’i maka terutusnya para
rasul, adanya agama-agama merupakan suatu cobaan, sumber
perselisihan dan sebab kesukaran dikarenakan sebelum
munculnya agama-agama umat manusia bebas bertindak secara
mutlak. Mereka berbuat sesuka hatinya dan terbebas dari
ancaman siksa dan balasan atas perbuatannya. Tetapi, setelah
para rasul diutus maka perbuatan manusia dikategorikan pada
halal dan haram, kafir, mukmin, dan balasan amal berupa surga
maupun neraka. Karenanya, terutusnya para rasul merupakan
suatu ujian dan kemudharatan, padahal tidaklah demikian
karena diutusnya para rasul sebagai rahmat bagi semesta alam.
Allah Swt berfirman dalam surat al-Anbiya' ayat 108: “Dan

$%Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 145; Wahbah az-Zuhaili, Ushil
al-Figh al-1slamf, Juz I, 123; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘I/mu Ushiil al-Figh, h. 99.
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kami tidak mengutus kamu melaikan sebagai rahmat bagi
semesta alam”.

HUKUM ISLAM

A. Definisi Hukum
Hukum secara etimologi berarti mencegah (&), %%

memutuskan (:L=£7),** meyandarkan sesuatu pada sesuatu yang lain

baik positif maupun negatif,**>

Sementara secara terminologi terdapat beragam definisi yang
dikemukakan para ulama ushul figh, yaitu:
1. al-Amidi merumuskan definisi hukum sebagai berikut:

Hukum adalah khithdb Syari’ yang memberi faidah syar’iyah
(thalab, igtidha™ atau wadha’)**

2. al-‘Asy’ari, al-Baidhawi, dan al-R&zi mendefinisikan hukum
dengan:

#0 J sladyl il S0 sleanll i o Ll

Hukum adalah khithab (titan) Allah Swt. yang berkaitan
dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan,
pilihan.®**

3. ‘Abdulwahhab al-Subki mendefinisikan hukum dengan:

& . (& }‘C! 5 i, :;f /.‘i’ ,°“ J/\:.;/Lj x”’/:f’\ Z_;/L’S ;»\ :)Ua:;

[

$0<Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab..., h. 146; al-Singithf,
Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 9.

*2\Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sfs fi Ushl al-Figh...,h. 29.
*22\Muhammad Ibn al-Hasan al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyf, Juz I, h. 30.
32331-Amidi, al-lhkam fi UshQl al-Ahkam, Juz 1, h. 132; Muhammad, Taisir al-
Wush(l ila Minhdj al-Ushdl... Juz I, h. 329; Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-
Taftazani, Juz 11, h. 116; al-Amidi, Muntaha al-Sal i 1lmi al-Ushdl, h. 28.
%24al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyf, Juz I, h. 30; al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-
Furu’.. h. 48; Muhammad, al-Rudid wa al-Nuqld Syarh Mukhtashar lbn H&jib,
Juz |, h. 348; Muhammad, Taisir al-Wushdl ila Minhdj al-Ushil... Juz 1, h. 311,
Jalaluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, h. 66; Sa’duddin al-Taftazani,
Hasyiyah al-Taftazani, Juz 11, h. 68; al-Jazari, Mi rdj al-Minhgj, Juz 1, h. 45.
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Hukum adalah khithéb (titah) Allah Swt. yang berkaitan
dengan perbuatan orang mukallaf, yang dikenakan sasaran
taklif.?*
4. al-Syingithi mendefinisikan hukum sebagai berikut:
o SIS D S e I S 0550 81 s e el A 195 54
Hukum adalah khithab (titah) Allah Swt. yang berkaitan

dengan perbuatan orang mukallaf dari sudut yang dikenakan
taklif.?*®

5. ‘Abdulgadir mendefinisikan hukum dengan:
58 g1 flad) D JU, Gt 2 Sl il Syl g S
Hukum adalah sesuatu yang dituntut khithdb syara’ yang
berkaitan dengan perbuatan mukallaf baik dalam bentuk
igtidha"(tuntutan) atau takhyir (pilihan).**’

6. al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki mendefinisikan hukum sebagai
berikut:

Hukum adalah khithab Allah Swt. yang menuntut pada

mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan yang dimampui.®*®

7. lbn Hajib, al-Asnawi, al-Thafi, dan Mushthafa mendefinisikan
hukum dengan:

£o3l o A S lasyl S Jd, sl 16 Ao s 54

Hukum adalah khithab (titah) Allah Swt. yang berkaitan

dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan,

pilihan atau wadh i (menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarat,

mani’, sah, batal, rukhshah dan ‘azimah).329

*2%al-Bannant, Hdsyivah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 46.

%20al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 10; al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-
Figh, h. 292.

%27« Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 146.

%28al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-Mahshdl fi limi al-Ushdl, Juz I, h. 194,
¥9\Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushdl al-Figh..., h. 29;
Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 119; al-Ashfahani, Bayan al-
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Dalam definisi di atas terdapat beberapa kalimat yang perlu
diperjelas, yaitu al-khithab, al-Qur’an sebagai sumber hukum yang
pertama, as-Sunnah, ijmd’, qiyas dan lain-lain, karena pada hakikatnya
dalil-dalil tersebut bermuara pada Allah Swt. as-Sunnah sekalipun
bersumber dari Rasulullah Saw., tapi ia tetap bernaung dalam
bimbingan wahyu. Sedang ijmd’ dan giyas adalah metode dalam
menetapkan hukum yang mengacu pada ketentuan dalam al-Qur’an
dan as-Sunnah. Sedangkan yang dimaksud dengan “perbuatan yang
menjadi sasaran khithab” adalah segala sesuatu yang dianggap
perbuatan dalam pandangan ‘urf, baik berupa perbuatan hati, seperti
masalah keyakinan dan niat, maupun perbuatan anggota badan dan
lisan, seperti melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji, takbir, bacaan-
bacaan dalam shalat dan sebagainya. Kemudian pengertian mukallaf
adalah orang yang telah samapi usia baligh dan berakal. Perkataan dan
perbuatan orang semacam ini yang dikenai taklif hukum (pembebanan
hukum). Sebab itu, anak kecil, orang gila, mukrah (orang yang
melakukan sesuatu lantaran terpaksa), dan orang lupa tidak dikenai
taklif hukum. Akan tetapi, sebagai ulama ushul memasukkan anak
kecil dalam ruang lingkup orang yang terkena taklif, sehingga mereka
mendefinisikan hukum dengan slall Jlail, 1l & Claasskhithab Allah
Swt. yang berkaitan dengan perbuatan hamba”.>*

Dalam kasus anak kecil yang melakukan perkara taat, ibadah
sunnah maupun wajib tetap mendapatkan pahala sebagai karunia dan
kenikmatan dari Allah Swt. khithdb Syari’ dalam hal ini ditujukan
kepada wali (orang tua), untuk mengajak anak-anaknya agar terbiasa
melakukan kewajiban-kewajiban dan perkara taat sebagai bentuk
pendidikan pada mereka, bukan sebuah pembebanan hukum.

Terkait dengan bahasan ini, terdapat selisih pendapat ulama
ushul dan ulama figh dalam memberi pengertian hukum. Menurut
jumhur ulama ushul figh, yang dinamakan hukum adalah

Mukhtashar..., Juz 1, h. 325; al-Thafi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz I, h. 247;
Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz Il, h. 109; al-Anshari, Fawatih
al-Rahamat Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h. 45; al-Jaizani, Md alimu Ushiil al-
Figh, h. 293.

%3%l-Amid, al-Ihkam fi Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 131.
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khithab/tuntutan Syari’ itu sendiri. Sedangkan ulama figh
berpandangan bahwa yang dimaksud dengan hukum adalah akibat
yang ditimbulkan dari khithdb itu dan perbuatan yang dituntut itu
disifati dengan hukum-hukum taklifi.®** Misalnya, Allah Swt.
berfirman:

Ul 1237 g

“Tegakkanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”.(Q.S. al-Nar,
24: 56)

G 15555 5

“Dan janganlah kamu mendekati zina...”. (Q.S. al-lsra’, 17:
32)

[CEREHIPSERN

“Orang yang membunuh tidak berhak mendapat harta waris”.
(HR. Ab( Daud)

Teks ayat dan hadits di atas dalam pandangan ulama ushul
figh, dinamakan hukum (ijab dan tahrim), akibat yang muncul dari
teks itu disebut wujab, dan perbuatan yang dituntut dinamakan wajib.
Sementara menurut ulama figh kewajiban shalat, keharaman zina,
pembunuhan sebagai mdni’, disebut hukum. Ulama figh memberi
penyebutan yang sama pada dalil dengan akibat yang ditimbulkannya,
keduanya bisa disebut (wujdb, nadb, ibahah, hurmah, dan karahah),
dan perbuatan yang dituntut dinamakan dengan wajib, mandib,
mubah, haram dan makrdnh.

B. Klasifikasi Hukum Islam

Ulama ushul figh membagi hukum secara garis besar pada dua
bagian yaitu hukum takIifi (2255 :£47) dan hukum wadh T (22225 2<40).
1) Hukum taklifi dan macam-macamnya

Hukum taklifi adalah khithab Allah Swt. yang berkaitan
dengan perbuatan mukallaf yang menuntut untuk berbuat, menahan

¥\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushil al-Figh, h. 119; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘Ilmu Ushiil al-Figh, h. 100.
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diri/meninggalkan suatu perbuatan atau sebuah pilihan (antara berbuat
dan meninggalkannya).®*
Contoh khithab Allah Swt. yang berkaitan dengan tuntutan melakukan
adalah firman Allah Swt.,
Ul 1237 g
“Dan tegakkanlah shalat...”. (Q.S. al-N0r, 24: 56)
el Sl 1T il
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu
berpuasa...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 183)

Contoh khithdb Allah Swt. yang berkaitan dengan menahan
diri/meninggalkan suatu perbuatan adalah firman Allah Swt.,

v g ol s
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan
kecuali dengan hak...”. (Q. S. al-An’am, 6: 151)

e s 2 s 2
“Diharamkan bagi kamu bangkai, darah dan daging babi...".

(Q. S. al-M&idah, 5: 3)

Jumhur ulama ushul figh membagi hukum taklifi pada lima

macam, yaitu>**:

1. Tjab (140 adalah khithab (titah Allah Swt.) yang secara tegas
menunjukkan pada tuntutan dalam melakukan suatu perbuatan.
Contoh firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat 110:

S8 15575 DAl 152305

$2\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 121;

%%al-Amidi, al-Ihkam i Ushal al-Ahkam, Juz 1, h. 132; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyft, Juz I, h. 39; Jalaluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz I, h.
17; Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fT Ushdl al-Figh, h. 120; al-Ashfahani, Bayan al-
Mukhtashar...,Juz I, h. 331; Jalaluddin al-SuyQthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, h.
81; al-Thofi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz I, h. 261; al-Anshari, Fawatih al-
Rahamdt Syarh Musalladm al-Tsubdt, Juz I, h. 48; Imam al-Juwaini, al-Waragéat, h.
91; al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-Figh, h. 296; al-Amidi, Muntaha al-Sdl fi llmi al-
Ushdl, h. 28; al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Su’id, Juz 1, h. 48.
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“dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat...”. (Q.S. al-

Bagarah, 2: 43)

32)

2. Nadb (&%) adalah khithdb yang secara tidak tegas

menunjukkan pada tuntutan dalam melakukan suatu perbuatan.
Misalnya firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat 33:

886 i sl ) sy 2B 15 14T Sl G g
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu‘amalah

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 33)

. Tahrim (2= adalah khithab yang secara tegas menunjukkan

pada tuntutan menahan diri/meninggalkan suatu perbuatan.
Contoh firman Allah Swt. dalam surah al-Isrd™ ayat 32:,

G 15555 5

“Dan janganlah kamu mendekati zina...”. (Q.S. al-lsra’, 17:

Kardhah (is<) adalah khithdb yang tidak secara tegas

menunjukkan pada tuntutan menahan diri/meninggalkan suatu
perbuatan. Seperti sabda Rasulullah Saw,

“Apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid maka
hendaklah tidak duduk hingga melaksanakan shalat sebanyak
dua rakaat (HR. Muslim)

Ibahah (i=Lyi) adalah khithab yang mengandung pilihan antara

melakukan sesuatu atau tidak. Seperti firman Allah Swt. dalam
surah al-Jumu’ah ayat 10:
D b 5 1585 550 G 1256 S ol 156

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah Swt. dan ingatlah Allah
Swt. banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (Q.S. al-
Jumu’ah, 62: 10)
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Titik beda antara ijab, wujdb, wajib dan beberapa istilah
lainnya dalam hukum taklifi (tahrim, hurmah, haram, nadb, manddb
dan seterusnya), yaitu 1jab (khith@b itu sendiri yang menuntut suatu
perbuatan), wujdb (akibat yang ditimbulkan dari khithab tersebut) dan
wdjib (perbuatan yang berkaitan dengan khithab itu).*** Seperti

S 1475 Bl 152505

Khithab itu sendiri adalah 7jab, kewajiban shalat itu dinamakan
wujlb dan perbuatan yang dituntut, yakni shalat disebut wajib.

1. W4jib dan Pembagiannya
a. Definisi wajib
Wajib secara etimologi berarti sesuatu yang tetap (35 5 &8
),335

Wajib secara terminology para ulama ushul figh
mendefinisikan dengan:

s 22 e O el 553 00 Lis Wb U o ils 30 I L 58
Wajib adalah sesuatu yang secara tegas dituntut Syari’ (Allah
Swt. atau Rasulullah Saw.) untuk dikerjakan mukallaf
bersamaan dengan indikasi yang menunjukkan pada penegasan
tuntutan itu.

Terdapat juga ulama ushul figh memberi definisi wajib adalah
sesuatu yang secara tegas dituntut Syari’ (Allah Swt. atau
Rasulullah Saw.) untuk dikerjakan mukallaf, baik tuntutan itu
diperoleh dari shighat thalab (bentuk kalimat tuntutan) itu
sendiri maupun faktor ekternal.**®

Ada juga ulama yang mendefinisikan wéajib dengan:

Zo %

e 856 A1 5 all £ E L 5

%%al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz I, 176; ‘Abdugadir Ibn
Badran, al-Madkhal ila Mazhab..., h. 146.

35¢ Ali Ibn Muhammad al-Amidi, al-Ihkam fi Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 135.
$8\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 124; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl
al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 53; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h.
105.
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Sesuatu yang pelakunya mendapat pujian dan yang

meninggalkan memperoleh celaan.®*’

Definisi pertama menaruh perhatian pada segi "dituntut atau
tidaknya" perbuatan yang wajib itu, sementara definisi kedua
menitikberatkan pada segi "akibat yang ditimbulkan" dalam
melaksanakan atau tidak mengerjakan kewajiban itu. Pelaku
kewajiban itu akan memperoleh pujian, pahala dan yang
meninggalkannya diganjar dengan celaan, dosa.

Selanjutnya, shighat (bentuk kalimat) yang menunjukkan pada
hukum wajib, di antaranya adalah®*®:

a. Shighat al-amr (¥ %.2), seperti firman Allah Swt.
2@\ 15375 sl \y’;ﬁj

“dan tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat...”. (Q.S. al-
Bagarah, 2: 43)

b. Mashdar sebagai pengganti fi’il (4% 2 s i), Misalnya
firman Allah Swit.
P e 1338 D 4 13

“Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan

perang) maka pancunglah batang leher mereka...”. (Q.S.
Muhammad, 47: 4)

C. Fi'il mudhdri’ yang bersamaan dengan lam “amr ( {lath ;a4

Sy 7220, Seperti firman Allah Sw.
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut

kemampuannya”. (Q.S. at-Thalaq, 65: 7)
d. Materi fi’il (j+ 35L), Misalnya firman Allah Swt.

%7<Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...,h. 147; al-Singitht,
Mudzakkirah fi Ushal al-Figh, h. 12; al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-
Su’id, Juz I, h. 52.

$38\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushal al-Figh, h. 125; al-Jaizani, Ma alimu Ushiil
al-Figh, h. 298; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 54.
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“diwajibkan pada kamu berpuasa...”. (Q.S. al-Bagarah, 2:
183)

e. Setiap kalimat yang menunjukkan tuntutan secara tegas,
seperti firman Allah Swt.
e b A S s

“kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan

haji...”. (QS. ‘Ali ‘Imrén, 3: 97)

Terdapat perselisinan pendapat antara jumhur ulama dengan
ulama Hanafiyah mengenai istilah wajib dan fardhu. Jumhur ulama
mengemukakan wajib dan fardhu merupakan dua istilah yang
mengandung pengertian sama. Sedangkan ulama Hanafiyah
berpendapat fardhu adalah setiap kewajiban yang ditetapkan
berdasarkan dalil gath’i (pasti/tiada keraguan). Apabila perbuatan
fardhu ini ditinggalkan maka menyebabkan batalnya suatu
amalan/ibadah dan orang mengingkarinya dianggap kafir. Seperti,
kewajiban melaksanakan shalat, zakat, puasa, haji, membaca ayat al-
Qur’an dalam shalat, dan setiap kewajiban yang ditetapkan
berdasarkan al-Qur’an, sunnah mutawatir dan masyhdr. Sementara
wajib ialah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil zhanni.
Apabila perbuatan wajib ini tidak dikerjakan maka tidak berdampak
siksa dan batalnya suatu ibadah serta orang yang mengingkarinya
tidak dicap kafir. Misalnya, kewajiban zakat fitrah, shalat witir, idul
fitri, idul adha dan dan membaca surah al-Fatihah dalam shalat.®*
Sebagian ulama Hanafiyah, seperti Abl Hamid al-"Asfaraini
mendefinisikan fardhu dengan “setiap hukum yang disepakati para

$3%al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz I, h. 136; al-Zarkasyi, al-Bahru al-
Muhith fT Ushdl al-Figh, Juz I, h. 181; al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h.
45; al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-Furu ..., h. 58; Jalaluddin al-Suy(thi, Syarh
al-Kaukab al-Sdrhi’, Juz 1, h. 18; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar..., Juz 1, 337;
al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalél al-Mahalli, Juz I, h. 88; Jalaluddin al-
Suyathi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, h. 85; al-Thafi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah,
Juz 1, h. 275; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 13; al-Jazari, Mi rdj al-
Minhaj, Juz 1, h. 53; al-Amidi, Muntaha al-Stl i llmi al-Ushdl, h. 28; al-Syingitht,
Natsru al-Wurid ‘alé Mardqi al-Suid, Juz 1, h. 53.
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ulama mengenai kewajibannya”, sedang wajib adalah setiap hukum
yang diperselisihkan para ulama mengenai kewajibannya. Sementara
itu, Ibnu Qusyairi menyatakan fardhu adalah hukum yang ditetapkan
berdasarkan nash al-Qur’an, sedangkan wajib adalah hukum yang
ditetapkan bukan melalui wahyu yang sharih.>*
b. Macam-macam wajib
Ulama ushul figh mengklasifikasi wéjib ditelisik dari berbagai
sudut pandang pada beberapa macam, yaitu:
1. Dipandang dari segi waktu pelaksanaannya, hukum wajib terbagi
atas wajib muthlag dan wéjib mugayyad atau wajib mu aqgat.
2. Dilihat dari segi ukuran dan perbuatan yang diwajibkan, hukum
wajib terbagi pada wdjib muhaddad dan wdjib ghairu muhaddad.
3. Ditelisik dari segi orang/subyek yang dituntut dalam
melaksanakannya, wajib dibagi pada wdjib ‘ain dan wajib kifayah.
4. Dilihat dari segi perbuatan yang dituntut, hukum wajib terbagi pada
wdjib mu’ayyan dan wajib mukhayyar

1. Dipandang dari segi waktu pelaksanaannya, hukum wajib terbagi
atas wajib muthlaq (32 <->5) dan wajib mugayyad atau wajib
muaqaat (&3 5 i o).

W4jib muthlaqg adalah sesuatu yang secara tegas dituntut Syari’
untuk dikerjakan dan tidak ditentukan waktunya. Misalnya, denda
membayar kaffarat bagi yang melanggar sumpahnya. la dalam waktu
kapan pun bisa membayar kaffarat itu tanpa terikat dengan waktu
tertentu, baik dilakukan segera sesudah melanggar sumpah atau di lain
waktu.

Wa4jib mugayyad atau mu aggat adalah sesuatu yang secara
tegas dituntut Syari’ untuk dilaksanakan dalam waktu tertentu. Seperti
shalat wajib yang lima dan puasa Ramadhan. Waktu setiap shalat
sudah ditentukan, tidak boleh melaksanakan shalat sebelum masuk
waktu dan berdosa bagi yang sengaja mengakhirkan shalat tanpa
udzur. Puasa ramadhan sudah ditentukan waktunya harus

%490 al-Zarkasyi, al-Bahru al-Muhith fi Ushdl al-Figh, Juz I, h. 183.
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dilaksanakan di bulan Ramadhan, tidak wajib dikerjakan sebelum dan
sesudahnya.®**

Apabila perbuatan yang tergolong wajib mu'aggad atau
mugayyat diakhirkan oleh orang mukallaf dalam melakukannya tanpa
udzur maka ia mendapatkan dosa, karena ada dua kewajiban yang
harus dilakukan, yakni melakukan perbuatan wajib dan
melaksanakannya pada waktu tertentu. Karenanya, apabila seseorang
mukallaf melaksanakan shalat setelah waktunya berlalu, maka ia
hanya melakukan salah satu di antara dua kewajiban, yakni
melaksanakan perbuatan yang dituntut (shalat) dan meninggalkan
kewajiban yang lain (melaksanakan shalat pada waktunya). la berdosa
karena meninggalkan kewajiban yang kedua tanpa udzur. Beda halnya
dengan wajib muthlaq, dibolehkan bagi orang mengerjakannya dalam
waktu kapan saja dan tidak berdosa setelah melakukannya.**?

Ulama Hanafiyah membagi lagi wajib mugayyad pada tiga
macam, yaitu:

1. Wajib muwassa’ (323451 ~ll) ialah kewajiban yang ditentukan

waktunya oleh Syari’, memiliki waktu yang luas sehingga amal
ibadah yang sejenis dapat dikerjakan juga dalam waktu itu.
Misalnya, waktu shalat zhuhur bisa memuat dalam melaksanakan
shalat zhuhur dan shalat sunnat.

2. Wajib mudhayyaq (5225 ¢4 ialah kewajiban yang waktunya
hanya dikhususkan dalam melaksanakn suatu ibadah, dan tidak
bisa digunakan untuk melakukan kewajiban lain yang sejenis.
Seperti waktu melaksanakan puasa Ramadhan, harus dilakukan
dalam bulan Ramadhan.®*®

3. Wajib dzu al-Syibhain (s 35 <>if) ialah kewajiban yang
waktunya tidak cukup lapang untuk digunakan dalam

*IMushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushdl al-Figh..., h. 35;
Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 126; al-Husain Ibn Rasyiq al-
Maliki, Lubab al-Mahshdl fi IImi al-Ushdl, Juz I, h. 218; al-Singithi, Mudzakkirah fi
Ushdl al-Figh, h. 14; al-Jaizéni, Ma alimu Ushiil al-Figh, h. 299.

*?Wahbah az-Zuhail, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz 1, h. 57.

43¢ Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...,h. 147.
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melaksanakan amal ibadah lain dari satu aspek, dan waktunya
juga dapat memuat dalam melaksanakan amal ibadah lain dari
aspek lain. Misalnya, waktu haji tidak cukup lapang (bulan-bulan
haji) untuk digunakan dalam melaksanakan amalan lain, karena
dalam setahun hanya bisa melaksanakan satu haji. Tapi, waktu
haji dapat memuat dalam melaksanakan amalan lainnya karena
manasik haji (amalan haji) tidak menghabiskan seluruh bulan-
bulan haji.***

Wajib  muwassa’  berkonsekwensi  keharusan  ta'yin
(menentukan) amal ibadah yang hendak dikerjakan dalam niat, karena
apabila seseorang mukallaf tidak menentukan amal ibadah dalam niat
maka kewajiban yang bersifat tertentu itu yang ia kerjakan tidak
menjadi tertentu, dan juga waktu yang tersedia dapat memuat amal
ibadah yang bersifat wajib dan lainnya. Misalnya, apabila seseorang
berniat melaksanakan shalat zhuhur sebanyak empat rakaat dalam
waktu zhuhur maka shalat tersebut dinamakan "ada” (melaksanakan
ibadah pada waktunya). Sebaliknya, jika seseorang tidak berniat
melaksanakan shalat zhuhur maka shalat yang ia kerjakan tidak
disebut "ada’.

Menurut ulama Hanafiyah, wajib mudhayyaq tidak wajib
ta’yin (menentukan) dalam niat bagi orang mukallaf sewaktu
melaksanakannya, karena waktu yang ada secara khusus hanya
diperuntukkan amal ibadah tertentu. Misalnya, jika seseorang berniat
puasa secara mutlak di bulan Ramadhan tanpa niat puasa fardhu,
maka niatnya itu diarahkan pada puasa fardhu. Sekalipun seseorang
berniat puasa sunnah di bulan Ramadhan maka niatnya itu tetap
dibawa pada puasa fardhu karena bulan Ramadhan hanya
diperuntukkan untuk puasa wajib bukan lainnya.**

Sementara mayoritas ulama Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah
tidak membedakan dalam fa’yin niat (menentukan amal ibadah dalam

¥4\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 126; Wahbah az-Zuhaili, Ushil
al-Figh al-Islami, Juz I, h. 57; ‘Abdu al-Wahh&b Khallaf, ‘limu Ushil al-Figh, h.
107.

#5Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, h. 126.
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niat) antara wdjib muwassa’ dan wajib mudhayyag. Menurut mereka,
wajib ta’yin niat baik dalam wajib muwassa’ maupun wajib
mudhayyaqg. Karenanya, seseorang mukallaf wajib menentukan niat
puasa wajib di bulan Ramadhan dan juga menentukan niat shalat yang
hendak dikerjakan, seperti shalat zhuhur, ashar dan seterusnya.**®

Berkaitan dengan bahasan wajib muwassa’ para ulama ushul
figh membahas tentang persoalan “ada™ (¢sY1), “i’ddah (iseyi) dan
gadha" (:L=3) , yaitu:

‘adad’ adalah melaksanakan perbuatan wajib dalam waktu yang
ditentukan syara’.

‘i’adah adalah melaksanakan perbuatan wajib untuk kedua kalinya
dalam waktu yang ditentukan.

Qadha™ adalah mengerjakan perbuatan wajib di luar waktu yang
ditentukan yang sifatnya sebagai pengganti.>*’

Apabila seseorang mukallaf mengerjakan perbuatan wajib
dalam waktunya maka perbuatan itu dinamakan "ada’. Ulama
Syafi’iyah mensyaratkan satu rakaat harus dikerjakan dalam waktu
shalat agar shalat yang dikerjakan bisa dinamakan "ada’. Dan jika
seseorang melaksanakan perbuatan wajib yang kedua kalinya setelah
mengerjakan pertama kalinya secara sah tapi belum sempurna maka
perbuatan itu disebut ‘i’ddah, seperti seseorang shalat sendirian
kemudian mengulang kembali bersama orang lain secara berjamaah.
Bila seseorang mulai mengerjakan perbuatan wajib diluar waktu yang

ditentukan maka perbuatan itu disebut gadha".>*®

***\Wahbah az-Zuhaili, Ushil al-Figh al-Islami, Juz I, h. 58.

%7al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyf, Juz I, h. 64; al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-
Furu’...h. 63; Muhammad, al-Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn H&jib, Juz
I Juz 1, h. 361; ‘Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...,h. 165; al-
Ashfahant, Bayan al-Mukhtashar...,Juz |, h. 338; al-Bannani, Hdasyiyah ‘ald Syarhi
al-Jalél al-Mahalli, Juz 1, h. 108; al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-Mahshdl
fi llmi al-Ushdl, Juz 1, h. 265; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 55; al-
Jaizani, Ma alimu Ushiil al-Figh, h. 326.

¥8Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdrhi’, Juz I, h. 24; Sa’duddin al-
Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz 11, h. 146.
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2. Dilihat dari segi ukuran dan pembatasan yang diwajibkan, hukum
wajib terbagi pada wajib muhaddad (332 <-15) dan wajib ghairu
muhaddad (532 3% £51).

Wajib muhaddad ialah kewajiban yang ditentukan ukurannya
oleh syara’, yang menjadi tanggungan bagi orang mukallaf hingga
dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan Syari’. Misalnya, jumlah
rakaat, rukun dan syarat-syarat shalat yang lima dan jumlah harta yang
wajib dizakatkan. Setiap shalat menjadi tanggungan kewajiban bagi
orang mukallaf sampai dikerjakan dengan jumlah rakaat, rukun dan
syarat yang ditentukan syara’. Dan setiap harta yang wajib zakat
menjadi tanggungan kewajiban bagi orang mukallaf sampai
menunaikannya.

Wajib ghairu muhaddad ialah kewajiban yang tidak ditentukan
syara’ ukurannya, melainkan menuntut pada orang mukallaf tanpa
batasan. Misalnya, infaq, shadagah, tolong menolong dalam kebaikan,
memberi makan fakir miskin dan lain-lain.*°
3. Ditelisik dari segi orang/subyek yang dituntut dalam

melaksanakannya, wajib dibagi pada wdajib ‘ain (3= 2=%) dan wajib
kifayah (4 <)

Widjib ‘ain adalah kewajiban yang dituntut untuk dikerjakan
pada setiap person mukallaf. Kewajiban dalam bentuk ini
mengharuskan untuk dikerjakan setiap mukallaf dan tidak dapat gugur
apabila dilaksanakan sebagian mukallaf saja. Misalnya, kewajiban
melaksanakan shalat, zakat, haji, meninggalkan segala bentuk perkara
haram.

Wajib kifayah adalah kewajiban yang dituntut pada seluruh
orang mukallaf untuk mengerjakannya, tetapi apabila sudah ada di
antara mereka yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban bagi
yang lain. Misalnya, belajar kerajinan yang beragam, membangun

¥%\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 127; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘Ilmu Ushdl al-Figh, h. 109.
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rumah sakit, melaksanakan shalat jenazah, menjawab salam, jihad,
melaksanakan amar ma 'riif nahi munkar dan sebagainya.**°

Ulama ushul figh berselisih pendapat mengenai penentuan
mukhatab (yang dituntut) dalam wajib kifayah. Jumhur ulama
mengemukakan bahwa khithdb (tuntutan) dalam wajib kifayah
ditujukan kepada setiap person. Sedangkan sebagian ulama
menyatakan khithéb itu diarahkan pada seluruh masyarakat. Dan
sebagian ulama berpendapat khithab ditujukan pada sebagian mukallaf
yang bersifat samar.**

Wajib kifayah dapat berubah menjadi wdjib ‘ain apabila
kewajiban itu tertentu hanya pada satu orang dalam melaksanakannya.
Misalnya, apabila dalam satu daerah hanya ada seorang dokter, maka
kewajiban mengobati orang sakit hanya tertentu padanya. Menolong
orang yang tenggelam hukumnya wajib kifayah, wajib bagi setiap
orang yang menyaksikannya. Namun, apabila dari sekian orang
menyaksikan peristiwa itu hanya satu orang yang pandai berenang,
maka wajib kifayah berubah menjadi wdjib ‘ain bagi orang yang
pandai berenang itu.**

4. Dilihat dari segi perbuatan yang dituntut, hukum wajib terbagi pada
wdjib mu’ayyan (34 &>'5) dan wajib mukhayyar (2 2-1%).

Widjib mu’ayyan adalah kewajiban yang dituntut tanpa adanya
pilihan, seperti shalat, puasa, mengembalikan barang ghashab dan
sebagainya. Kewajiban dalam ranah ini tidak dapat lepas dari orang
mukallaf sampai ia mengerjakannya.

¥031-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 93; Mushthafa Ibn Muhammad Ibn
Salamah, al-Ta’sis fi Ushil al-Figh..., h. 35; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab
al-Sathi’, Juz 1, h. 74; Muhammad, al-Ruddd wa al-Nuqld Syarh Mukhtashar Ibn
Hajib, Juz 1, h. 364; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 128;
Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz Il, h. 151; al-Anshari, Fawétih
al-Raham(t Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h. 52; al-Singithi, Mudzakkirah fi
Ushdl al-Figh, h. 15; al-Jaizani, Ma alimu Ushiil al-Figh, h. 299.

®1jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdthi’, Juz 1, h. 38; Muhammad, al-
Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I Juz I, h. 364; al-Ashfahanti,
Bayan al-Mukhtashar...,Juz 1, h. 343; al-Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh
Musallam al-Tsub(t, Juz I, h. 152.

$2\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 128; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘Ilmu Ushiil al-Figh, h. 109.
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Wajib mukhayyar adalah kewajiban yang mengandung
beberapa perkara yang dapat dipilih untuk dikerjakan. Misalnya,
membayar kaffarat, Allah Swt. menetapkan bahwa kaffarat sumpah
dapat dipenuhi dengan salah satu dari tiga perkara, yaitu memberi
makan fakir miskin, memberi pakaian pada mereka atau
memerdekakan budak. Yang wajib dikerjakan dari ketiga bentuk
hukuman itu hanya satu dan bagi mukallaf boleh memilih dalam
mengerjakannya.**®

2. Manddb/sunnah dan pembagiannya
a. Definisi manddb
Mand(b secara etimologi berakar dari kata an-nadb (&.)

berarti mengajak kepada sesuatu yang penting.®**. Secara terminologi
terdapat beberapa definisi manddb yang diutarakan ulama ushul figh.
1. Mayoritas ulama ushul figh mendefinisikan mandib sebagai
berikut:

Manddb adalah sesuatu yang dituntut Syari’ untuk dikerjakan
orang mukallaf dengan tuntutan yang tidak tegas.*
Berikut ini definisi yang berkaitan dengan karakteristik
manddb.
2. Imam al-Bazdawi mendefinisikan mandib sebagaimana
berikut ini:
Y 5l g L 2sdidd

*3Mushthafa Ibn Muhammad lbn Salamah, al-Ta'sis fi Ushdl al-Figh..., h. 33;
Jaldluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz 1, h. 37; ‘Abduqadir Ibn
Badran, al-Madkhal ila Mazhab...,h. 147; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushal al-
Figh, h. 129; al-Husain Ibn Rasylq al-Maliki, Lubab al-Mahshal fi limi al-Ushdl,
Juz 1, h. 215; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 13; al-Jaiz&ni, Md alimu
Ushdl al-Figh, h. 298.

%4al-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz I, h. 160.

%5 Jalaluddin al-Suyithi, Syarh al-Kaukab al-Sarhi’, Juz 1, h. 19; Wahbah az-Zuhailf,
al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 129.
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Manddb adalah sesuatu yang apabila dikerjakan pelakunya
memperoleh pujian dan yang meninggalkan tidak mendapat
celaan.®®

3. Mushthafa memberi pengertian mandib dengan:

o x5 Cf-py\ Job o3 e A HL g AL CM}M 8 L3l
J

Manddb adalah suatu perbuatan yang diperintahkan Syari’
dengan perintah yang tidak tegas sejak semula pensyariatan
atau sesudah dipalingkan dari makna awal berdasarkan dalil.**’
4. al-Singithi mendefinisikan manddb sebagai berikut:

Slis o 13 o 5 A L gt
Manddb adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan
mendapat pahala dan yang meninggalkannya tidak dikenakan
siksa.**®
Adapun shighat (bentuk kata) yang menunjukkan hukum

sunnah atau mandtb adalah®*:

1. Bentuk kata yang mengandung tuntutan dan menunjukkan
ketidaktegasan, seperti & (disunnahkan) dan sebagainya.

2. Bentuk perintah yang disertai dengan indikasi yang memalingkan
makna dari kewajiban pada anjuran, baik indikasi itu berupa nash
maupun kaidah syara’ yang bersifat umum. Misalnya, firman Allah
Swt dalam surah al-Bagarah ayat 282 mengenai perintah mencatat
hutang piutang, Firma-Nya adalah

F F SN J>\ J u).x, (,_,q\.u 13] lial 2l 3T g

%56al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 46; al-Amidi, al-Ihkam fi Ushl al-
Ahkam, Juz 1, h. 161; ‘Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...,h. 152; al-
Thoff, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz I, h. 353; al-Jazari, Mi rdj al-Minhdj, Juz
I, h. 54; al-Amidi, Muntaha al-Sal i 1Imi al-Ushdl, h. 35.

%7Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Tasfs fi Ushl al-Figh...,h. 42.
%58al-Singjithf, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 19.

%%Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 129; Wahbah az-Zuhaili, Ushil
al-Figh al-Islami, Juz I, h. 82; ‘Abdu al-Wahhdb Khallaf, ‘limu Ushil al-Figh, h.
111.
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“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah (melakukan transaksi) tidak secara tunai untuk

’

waktu yang ditentukan, maka hendaklah mencatatnya...”.

(Q.S. al-Bagarah, 2: 282)

Kata perintah G (maka tulislah/catatlah) meskipun
berbentuk “amr, tapi tidak menunjukkan 7jab (kewajiban) melainkan
berupa nadb (anjuran). Hal ini dapat diketahui dari indikasi yang
terdapat dalam lanjutan ayat berikutnya, yaitu:

80 o8 0 352l et 1 of 08

“...Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai Ssebagian

yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya...’
Ayat ini menerangkan bahwa jika ;331 (yang mengutangkan)

percaya terhadap 3. (yang berhutang), maka melakukan pencatatan

utang itu tidak menjadi keharusan.

3. Bentuk  kalimat perintan yang tidak disertai dengan
sanksi/hukuman jika perbuatan tersebut ditinggalkan.

b. Apakah mandQb itu ma'mdr bih (dituntut untuk dikerjakan)
atau tidak?
Para ulama ushul figh berselisih pendapat dalam memecahkan
persoalan ini:

a. Ulama Malikiyah, mayoritas Syafi’iyah dan Hanabilah menyatakan
bahwa manddb tetap dituntut untuk dilaksanakan mukallaf, karena
orang yang melaksanakan perbuatan mandib disebut pelaku
ketaatan, perbuatan manddb juga dituntut untuk dikerjakan seperti
halnya perbuatan wéjib. Tetapi, tuntutan yang terkandung dalam
shighat thalab (kalimat tuntutan) dibuntuti ancaman, sedangkan
tuntutan manddb tidak memuat ancaman bagi yang
meninggalkannya.

b. Ulama Hanafiyah, al-Kurkhi, Abl Bakr al-Razi dan dan Ibn al-
Subki (Ulama Syafi’iyah) berpendapat bahwa manddb itu tidak
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diperintahkan untuk dikerjakan melainkan secara majaz
(metafora).*® Adapun argumentasi mereka adalah hadits Nabi Saw.
Bl i szl 2358 5 e 531 31

“Andaikata tidak menyulitkan bagi umatku, niscaya aku akan

perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali akan

shalat”. (HR. al-Bukhéari, Muslim, at-Tirmidzi, Ahmad ibn

Hanbal, Ab{ Daud, Ibnu Majah, dan an-Nasa’1)

Hadits ini secara jelas menerangkan bahwa bersiwak pada
setiap akan shalat adalah mandib, namun Rasulullah Saw. tidak
memerintahkan umatnya dalam mengerjakannya.

Selain hadits di atas, mereka juga beralasan jika hakikat
manddb diperintankan, maka mengabaikan perbuatan itu mesti
dinamai maksiat, karena maksiat melakukan perbuatan yang
menyalahi perintah atau larangan. Namun, sudah jamak diketahui
sekalipun orang awam bahwa meninggalkan perkara manddb tidak
disebut dengan ‘ashi (pelaku kemaksiatan).

c. Macam-macam manddb

Manddb dibagi oleh para ulama ushul figh menjadi tiga
macam, yaitu:

1. w5 L ids 3% (manddb/sunnah yang sangat dianjurkan

dalam mengerjakannya) adalah perbuatan yang apabila
ditinggalkan tidak mendapat dosa, tetapi yang mengabaikannya
mendapat celaan. Misalnya, setiap perbuatan yang menjadi
penyempurna perkara kewajiban (shalat jama’ah, adzan, igadmah);
setiap perbuatan yang secara tekun dikerjakan Rasulullah Saw.
dan hanya sekali-kali ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa
perbuatan itu tidak diwajibkan (berkumur-kumur, menghirup air
melalui hidung kemudian dikeluarkan dalam wudhu’, membaca
sebagian ayat al-Qur’an sesudah membaca al-fatihah dalam

%60al-Amidi, al-lhkam fi Ushal al-Ahkam, Juz |, h. 161; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh
al-Kaukab al-Sdrhi’, Juz 1, h. 35; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar...,Juz 1, 393;
Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz I, h. 214; al-Husain Ibn Rasyiq
al-Maliki, Lubéb al-Mahshdl fi llmi al-Ushal, Juz 1, h. 229; al-Sinqithf, Mudzakkirah
fi Ushdl al-Figh, h. 20; al-Amidi, Muntaha al-Sal fi llmi al-Ushdl, h. 35.
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shalat). Manddb/sunnah dalam ranah ini disebut sunnah mu akkad
(5383231 £2) atau sunnah al-huda (eidi £2).

2. 4% ¢3%s 2345 (sunnah yang dianjurkan) adalah perbuatan yang
apabila dikerjakan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan tidak
mendapat dosa dan celaan. Contohnya, shalat sunnah empat
rakaat sebelum ‘isya’, shadagah, puasa senin kamis dan
seterusnya. Barometer sunnah semacam ini ialah apabila
perbuatan tersebut tidak selalu dikerjakaan Rasulullah Saw.
Hanya terkadang sekali dan beberapa kali saja.

3. 15 234 (sunnah tambahan) adalah perbuatan yang diniatkan

untuk mengikuti jejak langkah Rasulullah Saw. bilamana
dikerjakan dengan maksud mengikuti Rasulullah Saw mendapat
pahala dan apabila ditinggalkan tidak memperolen dosa dan
celaan. Seperti perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan
Rasulullah Saw., seperti halnya manusia pada umumnya, seperti
cara makan, cara minum, cara berjalan, cara tidur, cara berpakaian
dan semacamnya. Apabila perbuatan semacam ini dikerjakan
orang mukallaf dengan niatan untuk mengikuti jejak hidup
Rasulullah Saw., maka ia disebut dengan orang baik, karena
pertanda kecintaanya pada baginda Nabi Saw. tetapi apabila tidak
diikuti hal-hal semacam itu, maka orang tersebut tidak disebut
orang buruk karena sunnah ini tidak setingkat dengan sunnah-
sunnah sebelumnya. Sunnah semacam ini juga dinamai dengan
sunnah zawa'id (Xu155), mustahab (&s:.2), “adab (237 dan fadhilah

(M) 361

Pembagian sunnah di atas menurut ulama Hanafiyah,
sedangkan jumhur ulama tidak membelah sunnah dalam beberapa
bagian. Menurut mereka manddb semakna dengan sunnah (i),

%!\ahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushl al-Figh, h. 130; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-
Bukhari, Kasyfu al-Asrér, Jid 11, h. 310.
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nafilah (it), mustahab (&s:), tathawwu'(335), muraghghaw fihi

(2:1552), ihsan (GL-21) atau hasan (L=s).*%

3. Haram dan macam-macamnya
a. Definisi haram

Haram secara etimologi berarti sesuatu yang dilarang (33:45),

antonim halal dan wajib.**® Sedangkan haram secara terminologi
terdapat beragam ibarat yang dikemukakan ulama ushul figh, yaitu:
1. Mayoritas ulama ushul figh mendefinisikan haram sebagai
berikut:
oIV 5 o ag Je SF HN DL 5
Haram adalah suatu perbuatan yang dituntut Syari’ untuk
ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas.**
2. Ada juga yang mendefinisikan haram dipandang dari aspek
sifatnya, haram adalah
dele Tz 2 L g
Haram adalah suatu perbuatan yang pelakunya dicela secara
syara’.365
3. ‘Abdulgadir Ibn Badran memberi pengertian haram dengan:

B s 51358 55 Al L il
Haram adalah suatu perbuatan yang pelakunya dicela sekalipun

berupa perkataan maupun bisikan hati.**
4. al-Singithi mendefinisikan haram dengan:

Sl dis g 5 D L

%62al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 47; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-
Madkhal ila Mazhab..., h. 153;

*®3Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushdl al-Figh...,h.51;
‘Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...,h. 153; al-Singitht, Mudzakkirah
fi Ushal al-Figh, h. 26.

%%Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(l al-Figh, h. 131;

%%al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 47; al-Thofi, Syarh Mukhtashar al-
Raudhah, Juz I, h. 359; al-Jazari, Mi rdj al-Minh@j, Juz I, h. 55.

%66< Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 153.
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Haram adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan
pahala dan jika ditinggalkan memperoleh hukuman siksa.®’
5. Mushthafa mendefinisikan haram dengan:

Lj\zlgj"@m\i&;&[ébc’ywj Y
Haram adalah suatu perbuatan yang dilarang Syari’ dengan
larangan tegas.*®®
Menurut ulama ushul figh hukum haram yang ditunjukkan
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah bisa diketahui dengan memperhatikan
beberapa hal, yaitu®*®:

a. Kalimat fi’il yang secara langsung menunjukkan makna tahrim,
seperti kata 3£ ,#% ,»= dan yang semakna dengannya. Seperti
firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah, ayat 275:

G 555 g i s
“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”.

(Q.S. al-Bagarah, 2: 275)
Surah an-Nisa" ayat 23:

sty s 1Sl 14 e
“Diharamkan (untuk dinikahi) bagi kamu, ibu-ibumu, putri-

putrimu, saudari-saudarimu...”. (Q.S. an-Nisa’, 4: 23)
Surah an-Nisa" ayat 19:

B el 17 O 2T 44 Y
“...tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan

paksa...”. (Q.S. an-Nisa’, 4: 19)
Sabda Rasulullah Saw.

andi Gl 1 hnd g JL A4Y
“Tidak halal harta seorang muslim (untuk dimiliki) melaikan
dengan kerelaan hatinya”. (HR. al-Daruquthn)

%7a1-Singjithf, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 27.

%8\Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushdl al-Figh...,h.51.
$9\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushal al-Figh, h. 131; al-Jaizani, Ma alimu Ushiil
al-Figh, h. 311; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘/imu Ushil al-Figh, h. 113.
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b. Shighat al-nahyi (kalimat nahi) dalam fi’il yang menunjukkan
tahrim (keharaman) secara tegas. Misalnya firman Allah Swit.
dalam surah al-lsra” ayat 32:

Moo 3lig 225 S8 G 15555 Vs

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu
adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang
buruk”. (Q.S. al-lsra’, 17: 32)

Dalam surah an-Nahl ayat 90:

g Ay Kitl sendh o gy G 3 sl oty J3al 2 Gy

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah
melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.
Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat
mengambil pelajaran”. (Q.S. an-Nahl, 90)
c. Perintah untuk menjauhi suatu perbuatan. Contohnya firman
Allah Swt. dalam surah al-Hajj ayat 30:

OEF Gpn o 15356
“...maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu... .

(Q.S. al-Hajj, 22: 30 )

Dalam surat al-Ma"idah ayat 90, Allah Swt. berfirman:
852556 ol K5 e 8edy AN SV sy i Gy
“Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu...”. (Q.S. al-Ma’idah, 5: 90)
d. Terdapat ancaman atau hukuman dalam melakukan suatu
perbuatan. Misalnya, firman Allah Swt. dalam surah al-Nisa™ ayat
10:

o S 56 Al 2 08 Gyl i D oG 0 Yy
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“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh
perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-
nyala (neraka)”. (Q.S. al-Nis&’, 4: 10)

Surah al-M&’idah ayat 38:
Ladzotl 154036 8,801 (12015
“Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah
tangan keduanya...”. (Q.S. al-M&’idah, 5: 38)

Surah an-Nar ayat 4:
PRSNG0S RN SEREIBE PR o & JERCORRA R R
Oehatd) 28 31 fg 15k

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat
orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu)
delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian
mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang
yang fasik”. (Q.S. an-Ndr, 4)

b. Macam-macam haram
Para ulama ushul figh membagi haram pada dua bagian, yaitu:

1. Haram li-dzatihi (s #27) adalah sesuatu yang ditentukan Syari’

keharamannya sejak semula. Keharaman tersebut disebabkan
mafsadat yang terdapat pada zat/esensi suatu barang atau
perbuatan, seperti keharaman berzina, mencuri, memakan
bangkai, menikahi mahram, meminum khamr, memakan daging
babi, bunuh diri, memakan harta melalui cara yang bathil dan
setiap sesuatu yang mengandung mudharat dan mafsadat.
Konsekwensinya adalah apabila seseorang mukallaf mengerjakan
keharaman dalam kategori ini maka perbuatannya itu dihukumi
batal, tidak menyebabkan atsar (akibat hukum) dan tidak
menimbulkan manfaat-manfaat yang dimaksudkan. Misalnya,
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seseorang berzina dengan seorang wanita, kemudian dari
perzinahan itu menyebabkannya menjadi hamil. Anak yang
terlahir dari hasil zina itu tidak berhubungan nasab dengan
bapaknya dan tidak pula berhak menerima warits. Begitu pula,
seseorang Yyang mencuri harta milik orang lain tidak
mengakibatkan harta itu menjadi hak miliknya. Demikian halnya,
jual beli bangkai dan segala macam barang yang haram lidzatihi
itu diangkap batal/tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum
(perpindahan hak milik).

2. Haram lighairihi (.; #47) adalah suatu perbuatan yang pada

ashal-nya disyariatkan, namun lantaran bersamaan dengan faktor
ekternal yang menyebabkannya menjadi haram. Seperti
mengerjakan shalat dengan pakaian yang didapat dari ghashab,
bertransaksi jual beli yang mengandung penipuan, melakukan
transaksi jual beli saat adzan jum’an berkumandang, puasa pada
waktu hari raya ‘idul fitri dan adha, puasa wishal (terus menerus
tanpa berbuka), nikah muhallil (nikah yang dimaksudkan untuk
menghalalkan pada suami pertama setelah dicerai) dan
sebagainya.®”

Pada dasarnya shalat, puasa, nikah tersebut disyariatkan, tetapi
karena berbarengan dengan faktor ekternal menyebabkan amal ibadah
tersebut menjadi haram. Esensi perbuatan tersebut tidak mengandung
mafsadat maupun mudharat, tetapi faktor ekternal itulah yang
menjadinya mengandung mafsadat atau mudharat. Melalukan puasa
pada dasarnya disyari’tkan, tetapi karena dilakukan pada hari raya idul
fitri atau adha, maka menjadi haram. Sebab keharamannya adalah
berpaling dari jamuan Allah Swt. karena hari itu merupakan hari
menikmati beragam makanan. Demikian pula halnya melakukan
transaksi jual beli itu boleh, tetapi karena mengandung unsur riba atau
dilakukan ketika adzan shalat jum’at telah berkumandang, maka
menyebabkannya menjadi haram.

$"%\ahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, h. 132;
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Ulama ushul figh bersebrangan pendapat dalam menentukan
hukum atas perbuatan haram lighairihi. Ulama Hanafiyah
mengemukakan bahwa perbuatan haram lighairihi bisa menjadi sabab
syara’ dan dapat menimbulkan akibat hukumnya karena keharaman
bukan pada esensinya, tetapi dikarenakan faktor ekternal. Oleh harena
itu, menurut mereka hukum shalat yang dilakukan dengan
menggunakan pakaian hasil ghashab itu sah dan menggugurkan
kewajiban, tetapi pelakunya tetap mendapat dosa karena telah
melakukan ghashab. Begitu juga, transaksi jual beli yang mengandung
unsur riba dihukumi fasid, bukan batal. Apabila transaksi tersebut
sudah dilangsungkan maka mengakibatkan perpindahan hak milik,
namun transaksi semacam ini dinilai buruk dalam pandangan
syara’.>"' Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa perbuatan
haram lighairihi tidak menyebabkan munculnya akibat hukum (
&< 53 1 perpindahan hak milik, hubungan nasab, hak menerima warits
dan seterusnya). Misalnya contoh kasus di atas, shalat yang
dilaksanakan dengan pakaian dari hasil ghashab dihukumi batal,
puasa yang dilakukan pada hari raya ‘idul fithri maupun ‘idul adha
dianggap batal.

4.Makrih
a. Definisi makrih
Makrih secara etimologi berarti sesuatu yang dibenci
(’»5:44).3*Sedangkan secara terminologi ulama ushul figh beragam

redaksi yang dikemukakan, yaitu:
1. Mayoritas ulama ushul figh mendefinisikan makrih sebagai
berikut ini:
AT 5 2w e VB B B L g
Makrith adalah sesuatu yang dituntut Syari’ untuk
meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak tegas.®”

¥™\Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, h. 132;
$2\Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sfs fi Ushl al-Figh...,h. 56.
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2. Ada juga ulama ushul figh yang merumuskan definisi makrdh
dengan menitiktekankan pada sifatnya, makrih adalah:

APE XN Agu *C:CiL, 53l
Makrih adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan memperoleh

pujian dan jika dilakukan pelakunya tidak mendapat celaan.*™
3. al-SingithT mendefinisikan makrih sebagai berikut:

i 5 e S5 L
Makrih adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan lebih baik

daripada dikerjakan.3”
4. Musthafa mendefinisikan makrih dengan:
s s B o) Sl o s TE i e B L oSl
Makrdh adalah suatu perbuatan yang dilarang Syari’ dengan
larangan tidak tegas sejak semula pensyariatan atau sesudah
dipalingkan dari makna awal berdasarkan dalil.*"®
Para ulama ushul menentukan cara-cara dalam mengetahui
ungkapan al-Qur’an maupun hadits yang menujukkan hukum makrdh,
di antaranya adalah®"":
1. Kalimat fi il yang menunjukkan makna makrah, seperti kariha
(65) dan yang semakna dengannya. Misalnya, sabda
Rasulullah Saw.:

D 535 JUd) s J65 s BE T 55
“Sesungguhnya Allah membenci bagi kamu tentang tiga
perkara; berkata yang dikatakan orang lain, menyia-nyiakan
harta dan banyak bertanya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

$"%\Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 133; al-Singithi, Mudzakkirah fi
Ushdl al-Figh, h. 25.

$%al-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyf, Juz I, h. 48; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-
Madkhal...h. 154; al-Thafi, Syarh Mukhtashar al-Raudhah, Juz I, h. 382; al-Jaizant,
Ma alimu Ushiill al-Figh, h. 312; al-Jazari, Mi rdj al-Minhaj, Juz |, h. 56; al-Amidf,
Muntahé al-Sal i llmi al-Ushdl, h. 36.

¥75al-Singjithf, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 25.

¥®\Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sfs fi Ush(l al-Figh...,h. 56.
$"\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ush(l al-Figh, h. 133;’Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘llmu Ushiil al-Figh, h. 114.
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Contoh hadits lainnya Rasulullah Saw. Bersabda:
Syl Jws v gy gy st

“Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah thalak”.
(HR. AbQ Déud dan al-Hakim)

2. Shighat al-nahyi (kalimat larangan) yang disertai dengan
indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan hukum
makrdh. Misalnya firman Allah Swt. dalam surah al-M&’idah
ayat 101:

“...Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal
vang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu...” .
(Q.S. al-Ma&’idah, 5: 101)

Kata sild ¥ yang berbentuk amr berubah dari hukum haram
kepada hukum makrdh karena ada indikasi yang

memalingkannya, vyaitu lanjutan ayat berikutnya yang
berbunyi:

sl 5k g e i v 10 A g g e 8 O

“...dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu
diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah
memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyantun”.

3. Kalimat yang menyuruh untuk menjauhi dan meninggalkan
suatu perbuatan, tetapi tuntutan itu bersamaan dengan indikasi
yang memalingkannya dari hukum haram kepada hukum
makrah.

Misalnya, sabda Rasulullah Saw.:

VUl akiugs
“Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu menuju pada

sesuatu yang tidak kamu ragukan”. (HR. al-Tirmidzi dan an-
Nasa'1)
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Beralihnya larangan dalam hadits di atas dari hukum haram
pada hukum makrah karena sesuatu yang dilarang masih
belum jelas, tidak disifati halal maupun haram.
b. Macam-macam makrah
Ulama Hanafiyah membelah makrih pada dua macam, yaitu
makr(h tahrim (& ;) dan makrah tanzih (L 554).
1. Makrth tahrim (&2 :3543) adalah sesuatu yang dituntut Syari’

untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas/pasti
berdasarkan dalil zhanni (hadits-hadits ahad). Misalnya,
larangan memperjualbelikan barang yang sedang ditawar
orang lain, larangan meminang pinangan orang lain dan
seterusnya. Larangan dalam dua kasus tersebut berdasarkan
hadits Nabi Saw. yang diriwayatkan secara ahad, Rasulullah
Saw. bersabda:

sl e J2 LB N5 el S 490 £ Vs

“Tidak boleh seseorang menjual barang yang sedang ditawar

saudaranya dan tidak bolenh pula meminang pinangan
saudaranya”. (HR. al-Bukhari dan Muslim)

2. Makr(h tanzih (Lg% :540) adalah sesuatu yang dituntut Syari’

untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak
mengikat. Apabila perbuatan semacam ini ditingalkan
pelakunya tidak mendapat dosa dan celaan, tetapi menyalahi

°°°°°

perbuatan yang paling utama (d3¥1 &5=) Misalnya, memakan

daging kuda, berwudhu® dari sisa air yang diminum kucing.3"®

5.Mubéah
a. Definisi mubah

Mubah secara etimologi berakar dari kata isLyi berarti

9

menjelaskan, menampakkan dan memberitahukan.*”® Sedangkan

%78 \Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 133.
$%al-Amidi, al-lhkam i Ushdl al-Ahkam, Juz I, h. 165. ‘Abduqadir Ibn Badran, al-
Madkhal ila Mazhab..., h. 156.

Dr. Ainol Yaqgin, M.H.1 | 247



secara terminologi beragam ungkapan definisi yang dikemukakan
ulama ushul figh, yaitu:
1. Mayoritas ulama ushul figh mendefinisikan mubah sebagai
berikut ini:
Mubah adalah sesuatu yang diberikan Syari’ pada mukallaf
dalam memilih untuk melaksanakan atau meninggalkan.3®
2. al-Amidi merumuskan definisi mubah sebagai berikut:

e S0 5 ) G AL B Ol e gartd I O3 L sk

S g
Mubah adalah sesuatu yang ditunjukkan khithab Syari’ dalam
memberi pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan
perbuatan tanpa imbalan.*®!

3. Ada juga ulama ushul figh yang merumuskan definisi mibah
sebagai berikut:

BY 5l g adie e YL AL
Mubah adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan pujian dan

celaan dalam melakukannya.®?
4. al-Singithi mendefinisikan mibah dengan:

1 35 450 5 olelb 0, 078 7 o5 5 iy 0 DS

Mubah adalah sesuatu yang dizinkan Allah Swt. untuk
dikerjakan dan ditinggalkan tanpa dibarengi celaan maupun
pujian bagi pelaku dan yang meninggalkannya.*®®

%0%31-Amidi, al-lhkam fi Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 165. Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz
fi Ushdl al-Figh, h. 134.

%1a1-Amidi, al-1hkam fi Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 165; al-Amidi, Muntaha al-Sal i
IImi al-Ushl, h. 36.

%82al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 48; ‘Abduqgadir Ibn Badran, al-
Madkhal ila Mazhab...,h. 156.

%83al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 21; al-Jaizani, Ma alimu Ushil al-
Figh, h. 313,
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Para ulama ushul figh memberi kriteria dalam mengetahui
redaksi atau bentuk nash al-Qur’an maupun hadits yang mengadung
hukum mbah, di antaranya adalah®*:

1. Kata yang secara jelas menunjukkan kehalalan atau kebolehan
dalam melakukan sesuatu, seperti kata Jal dan kata yang seakar
dengannya. Misalnya firman Allah Swt. dalam surah al-M& idah
ayat 5:

Edh 185 41 533

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik... ”. (Q.S. al-

Ma&’idah, 5: 5)

Surah an-Nisa" ayat 24, Allah Swt. firman:
1805 4 1 (S oy

“Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian...”. (Q.S.

an-Nisa’, 4: 24)

Surah al-Bagarah ayat 187, Allah Swt. berfirman:
Kotes dy & pciah il 185 o

“Dihalalkan  bagimu pada malam hari bulan Puasa

bercampur dengan istri-istrimu... ”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 187)

2. Nash al-Qur’an maupun hadits yang menunjukkan tidak
mendapat dosa jika perbuatan tersebut dilakukan, seperti zla ¥

(tidak ada dosa) dan kata yang semakna dengannya. Misalnya,
firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat 235:

sl sl (e gy 25 1 1S 202 s
“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu

dengan sindiran...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 235)
Dalam surah al-Bagarah ayat 229, Allah Swt. berfirman:

b SA8 L gl #6556 13,08 Lz YT 22 0B

$84Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushal al-Figh, h. 134; al-Jaizani, Ma alimu Ushiil
al-Figh, h. 314; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Tlmu Ushiil al-Figh, h. 115 .
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“Jika kamu khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang

12

bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...” .
(Q.S. al-Bagarah, 2: 229)
Surah an-Ndr ayat 61, Allah Swt berfirman:

g N Y g Y e
“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang
pincang...”. (Q.S. an-Ndr, 24: 61)

3. Shighat amr (kata perintah) yang menunjukkan perintah untuk
melaksanakan suatu perbuatan, namun terdapat indikasi yang
memalingkannya dari hukum wajib pada hukum mubéh.
Misalnya, firman Allah Swt. dalam surah al-M&’idah ayat 2,
Allah Swt. berfirman:

Iy 2215 133
“...dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka
boleh berburu”. (Q.S. al-Ma’idah, 5: 2)
Dalam surah al-Jumu’ah ayat 10, Allah Swt. berfirman:
2@ 19586 Al ol 155
“Apabila kamu telah menunaikan shalat (jum’at), maka

bertebaranlah di muka bumi...”. (Q.S. al-Jumu’ah, 62: 10)
Surat al-Bagarah ayat 187, Allah Swt berfirman:

A 58 b 2t Bk 1T i s s 1SS
“dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih
dari benang hitam, yaitu fajar”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 187)

4, Jali Llalail (melangsung teruskan keadaan sebelumnya).
Maksudnya, apabila terdapat sesuatu yang bermanfaat bagi
manusia, tetapi status hukumnya tidak ditemukan dalil dalam
nash al-Qur’an maupun hadits, maka sesuatu tersebut bisa
dihukumi mubéh/boleh. Berpangkal pada hal ini ulama figh
merumuskan suatu kaidah yang berbunyi:

e o 0 Ik S ALy LAY 1 g
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“Pada dasarnya segala sesuatu adalah boleh hingga ada dalil
vang menunjukkan ke tidakbolehannya”.
b. Macam-macam mubéah
Para ulama ushul figh membagi mubéh dilihat dari segi adanya
dalil syara’ pada dua macam, yaitu:

1. al-lbahah al-Syar’iyyah (%5 1Y) adalah perbuatan yang
boleh dilakukan berdasarkan dalil syara’, seperti kebolehan
makan, minum, berhubungan badan di malam bulan puasa. Hal
ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat
187.

2. al-lbahah al-‘Aqgliyyah (i) isLyl) adalah perbuatan yang
boleh dilakukan berlandaskan al-bar&’ah al-"ashliyyah.
Seperti iLyi LV 3 7231 (asal segala sesuatu adalah boleh).*®

Selanjutnya terdapat suatu masalah yang berhubungan dengan
status hukum mubéh, yaitu apakah mubah termasuk salah satu hukum
syara’ atau tidak dan apakah mubah termasuk ma 'mdr bih (dituntut
untuk dilaksanakan), serta masalah apakah mubah itu termasuk
kategori hasan (perkara baik) atau tidak? Dalam memecahkan
persoalan ini terdapat perselisihan pendapat di antara ulama.

Menurut fugah&™ (ulama figh) sepakat bahwa mubah termasuk
dalam pembagian hukum syara’. Dalam pengertian, hukum mubah itu
dituntut Syari’ dalam memberi pemilihan pada mukallaf dan ketentuan
itu pada dasarnya datang dari syara’. Berbeda pandangan dengan ini,
ulama Mu’tazilah berpendapat bahwa mubah bukan termasuk hukum
syara’, karena sebelum datangnya hukum syara’ dan sesudahnya
status hukum tidak berubah dan tetap sebagaimana sebelumnya.3®

Para fugaha’ (ahli figh) dan ulama ushul figh berpendapat
bahwa mubah tidak termasuk perkara yang ma'mir bih (dituntut
untuk dilaksanakan), karena esensi amr (perintah) mengandung

¥5Mushthafa Ibn Muhammad Ibn Salamah, al-Ta'sis fi Ushil al-Figh...,h. 47; al-
Singith, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 21; al-Jaizani, Md alimu Ushil al-Figh,
h. 314;

%8%al-Amidf, al-Ihkam fi Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 166.
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tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan, sedang esensi nahi
(larangan) mengandung tuntutan untuk menahan diri/meninggalkan
suatu perbuatan. Kedua tuntutan ini tidak terdapat dalam hukum yang
berstatus mubah. Bersebrangan pendapat dengan jumhur ulama, al-
Ka'bi dan ulama Mu’tazilah yang mengingkari hukum mubah dalam
syariat Islam. Mereka mengatakan bahwa tidak ada hukum mubéh
dalam syariat Islam, tetapi setiap perbuatan dituntut untuk dikerjakan
atau ditinggalkan. Karena apabila seseorang mengerjakan perkara
mubah maka secara langsung ia meninggalkan perbuatan haram.
Meninggalkan perkara haram itu adalah wajib, maka mubah itu juga
wajib.*’

Persoalan berikutnya, apakah mubéh itu termasuk kategori
hasan (baik) atau tidak. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pendapat yang
rajih (kuat) adalah yang memandang subyek/pelaku suatu perbuatan.
Jika subyek melakukan suatu perkara mubah atas dasar syara’, atau
mengerjakan sesuai dengan tujuan-tujuan syara’, maka perbuatannya
dikategorikan baik. Sebaliknya, apabila ia mengerjakan hal itu tanpa
dasar maksud atau niat semacam itu, maka perbuatan yang
dilakukannya dinilai sebagai perbuatan lumrah, biasa saja tanpa ada
pengaruh pahala dan dosa.*®®
2) Hukum wadh’i dan pembagiannya

Hukum wadh’t adalah khithéb/titan Allah Swt. yang
menjadikan sesuatu sebagai sabab, syarat, mdni’, shahih, fadsid,

‘azimah dan rukhshah.>®

1. Sabab
a. Definisi sabab
Sabab secara etimologi berarti tali dan setiap sesuatu yang bisa
menjadi perantara pada sesuatu yang lain.**® Pengertian semacam ini

%87al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, h. 166; al-Ashfahéani, Bayan al-
Mukhtashar..., Juz I, h. 399; al-Jaiz&ni, Md alimu Ushiil al-Figh, h. 314.

388 Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushiil al-Figh, h. 95.

¥%\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ush(l al-Figh, h. 120; al-Syingithf, Natsru al-
Wuriid ‘ald Maraqi al-Su’iid, Juz 1, h. 52.
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dapat ditemukan dalam al-Qur’an surah al-Hajj ayat 15, Allah Swt
berfirman:

P 1 2, 0z
sl ) sy Sagls

“...maka hendaklah ia merentangkan tali ke langit...”. (Q.S.
al-Hajj, 22: 15)
Dalam surah al-Kahfi ayat 84-85, Allah Swt. berfirman:
“dan Kami telah memberikan kepadanya jalan (untuk
mencapai) segala sesuatu maka diapun menempuh suatu
jalan”. (Q.S. al-Kahfi, 18: 84-85)
Sementara sabab, secara terminologi terdapat berbagai definisi
yang diutarakan para ulama ushul figh, yaitu:
1. Mayoritas ulama ushul figh mendefinisikan sabab sebagai
berikut:
f oS ek w38 e fantd R 05 Tl el ity 54
Sabab adalah sifat yang jelas dapat distandari (diukur) yang
ditunjukkan oleh dalil sam’7 (al-Qur’an maupun as-Sunnah)
bahwa keberadaan sifat tersebut menjadi pengenal bagi hukum
syar’i.391
2. al-Subki mendefinisikan sabab dengan:

SELpn ) B e Sl KD ) Bl gt L
Sabab adalah sesuatu yang terkait dengan hukum dan menjadi
sandaran serta pengenal terhadap hukum.%

$%0a1-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz I, h. 170; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-
Madkhal ila Mazhab..., h. 160; ‘Abdu’aziz Ibn Ahmad al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar,
Jid 11, h. 169; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 50.

¥131-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz |, h. 170: al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyft, Juz I, h. 53; Jalaluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdzhi’, Juz I, h.
20; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 135; al-Ashfahani, Bayan al-
Mukhtashar-..., Juz |, h. 405; al-Amidi, Muntaha al-Sal fi IImi al-Ushdl, h. 38.
$%2Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdrki’, Juz 1, h. 20; al-Bannani,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 94; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh
al-Kaukab al-Sdathi’, h. 89.
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3. Sabab jika ditelisik dari segi sifat dan bentuknya, dirumuskan
dengan definisi berikut:

PRl eads 3 5 338300 o038t 2 gl
Sabab adalah sesuatu yang apabila ia ada hukum mesti ada dan

apabila ia tidak ada hukum mesti tidak ada.**
4. Sebagian ulama ushul figh mendefinisikan sabab dengan:

SIS 355 01 S Lol 082 3 o § S4T30 dagt U
Sabab adalah sesuatu yang ada hukum karenanya, baik

keberadaannya sesuai dengan tujuan hukum maupun tidak.
5. al-TaftdzanT mendefinisikan sabab dengan:

oS53y Bl Lt alb g i 5
Sabab adalah menjadikan sifat yang jelas dapat distandari

(diukur) sebagai sandaran adanya hukum.%*
6. al-Singithi mendefinisikan sabab sebagai berikut:

Ly pie el 2 gl B0 5300 Y 5338 S ol ity e gLV L g3

Sabab adalah sesuatu yang mesti keberadaannya tidak

mengakibatkan ada dan tiadanya masyrdd, tetapi tiadanya

mesti membuat masyrid tiada.**®

Ringkas kata dari definisi di atas dapat dipahami bahwa sabab
adalah sesuatu yang dijadikan oleh Syari’ sebagai pertanda adanya
musabbab/hukum dan mengaitkan adanya hukum dengan adanya
sabab dan ketiadaan hukum dengan ketiadaan sabab. Misalnya,
safar/bepergian sebagai sabab dibolehkannya tidak melakukan puasa
Ramadhan, iskar/memAblkkan sebagai sabab diharamkannya khamr,
pembunuhan sengaja menjadi sabab ditetapkannya hukuman gishash,
tergelincirnya matahari sebagai sabab wajibnya shalat zhuhur,

3Jalaluddin al-Suy(thi, Syarh al-Kaukab al-Sdrhi’, Juz 1, h. 83; ‘Abdugadir Ibn
Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 160; al-Jaizani, Md alimu Ushil al-Figh, h.
321; al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Su’id, Juz 1, h. 58.

$%4Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani,Juz I1, h. 225.

%%5al-Singithf, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 51.
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ru‘yatul hilal/melihat hilal sebagai sabab wajibnya puasa dan
seterusnya.
b. Macam-macam sabab
Ulama ushul figh membagi sabab dalam beberapa macam,
yaitu®®:
1. Sabab yang menjadi penyebab terhadap hukum taklifi, seperti
waktu tergelincirnya matahari sebagai sabab wajibnya shalat
zhuhur, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt.

surah al-Isrd” ayat 78:

Rt SARENURNEAT o3

’

“Dirikanlah shalat karena telah tergelincir matahari...”.

(Q.S.al-lsra’, 17: 78)

Dan menyaksikan hilal sebagai sabab wajibnya puasa,
sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat
185:

“Siapa di antara kamu yang telah melihat bulan (hilal) maka

berpuasalah...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 185)

Contoh lainnya, satu nisab harta menjadi sabab wajibnya
membayar zakat, mencuri sebagai sabab dikenakan hukuman potong
tangan, sakit sebagai sabab dibolehkan tidak berpuasa di bulan
Ramadhan dan sebagainya.

2. Sabab yang menjadi penyebab dalam menetapkan hak milik,
kehalalan maupun menghilangkannya. Misalnya, transaksi jual
beli menjadi sabab menetapkan hak milik (bagi pembeli) dan
menghilangkannya (dari penjual), wakaf sebagai sabab
gugurnya hak milik (dari wakif), nikah sebagai sabab dalam
kehalalan, talak sebagai sabab melepas ikatan perkawinan dan
sebagainya.

%%al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyt, Juz I, h. 53; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi
Ushdl al-Figh, h. 136; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar...,Juz 1, h. 406;
Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz Il, h. 225;
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Sabab juga terbagi pada dua macam dilihat dari aspek
hubungannya dengan kemampuan mukallaf, yaitu®®":

1. Sabab yang merupakan perbuatan mukallaf dan mampu
dikerjakan, seperti jual beli menjadi penyebab perpindahan hak
milik, akad nikah menjadi penyebab dihalalkannya hubungan
intim suami istri, akad sewa menjadi penyebab kebolehan
memanfaat barang sewaan, satu nisab menjadi sabab
dikenakan kewajiban zakat dan sebagainya.

2. Sabab yang merupakan perkara yang tidak mampu dikerjakan
mukallaf dan bukan muncul dari perbuatannya, seperti
tergelincirnya matahari menjadi penyebab wajibnya shalat
zhuhur, kekerabatan sebagai penyebab adanya hak waris
mewarisi, anak kecil sebagai penyebab tetapnyaa hak
kekuasaan bagi wali dan sebagainya.

Apabila terdapat sabab baik yang merupakan perbuatan
mukallaf maupun bukan, terpenuhinya sejumlah syarat dan tiada
penghalang (mdni’) maka hukum musti ada, baik berupa hukum taklifi
maupun penetapan hak kepemilikan, kehalalan atau melepaskan
keduanya. Karena hukum mesti muncul manakala ada sabab
sekalipun orang yang melakukannya tidak bermaksud demikian.
Seperti, kasus orang yang sedang bepergian di bulan Ramadhan
dibolehkan untuk tidak berpuasa, baik ia bermaksud melakukan
kebolehan itu maupun tidak, kasus suami yang menjatuhkan talak raj 7
pada istrinya, ia tetap mendapatkan hak rujuk meskipun ia
mengatakan “Tiada hak rujuk bagiku” dan sebagainya.
2.Syarat
a. Definisi syarat

Syarat secara etimologi berarti menetapkan sesuatu, tanda dan
indikasi.®*® Sedang secara terminologi, ulama ushul figh
mendefinisikannya dengan:

) sl 58 2 S 338 e Sgm gl ald el Casdl

¥"\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 136; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘Ilmu Ushiil al-Figh, h. 118.
%% < Abdugadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 162.
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Syarat adalah sifat zhahir (jelas) yang terukur yang keberadaan
hukum tergantung padanya tanpa keterikatan yang pasti.®

Ada juga ulama ushul figh yang mendefinisikan syarat seperti
ini:
oS35 e 2 gl 5 g 5 e (SDidp 5 Ui L

Syarat adalah sesuatu yang adanya hukum tergantung

keberadaannya dan ketiadaannya musti membuat hukum pun

tidak ada.*®

Simple kata, syarat adalah sesuatu yang Kketiadaanya
memastikan ketiadaan masyrath (hukum), tetapi keberadaan bukan
sebagai penentu keberadaan dan ketiadaan masyr(ith (hukum).*™*
Misalnya, wudhu™ sebagai syarat sah shalat. Keberadaan shalat sangat
tergantung pada wudhu’. Tetapi keberadaan wudhu tidak menjadi
pemasti adanya shalat. Haul/ (berlalu setahun) sebagai syarat dan
penentu wajib zakat. Tetapi, adanya haul bukan sebagai pemasti
adanya zakat dan sebagainya.

b. Perbedaan rukun dan syarat

Rukun dan syarat sama-sama sangat menentukan keberadaan
dan kesahan hukum. Letak perbedaanya; rukun adalah sesuatu yang
keberadaan hukum tergantung padanya dan merupakan bagian dari
hakikat dan subtansinya. Misalnya, sujud merupakan salah satu rukun
shalat, dan ia bagian dari hakikat shalat itu sendiri. Tjab dan gabdl
adalah salah satu rukun dalam akad, dan ia merupakan bagian dari
hakikat akad itu sendiri. Sementara, syarat adalah sesuatu yang
keberadaan hukum tergantung padanya, tetapi ia berada di luar
hakikat. Seperti, wudhu™ merupakan syarat sah shalat, tetapi wudhu’
berada di luar hakikat shalat. Adanya dua orang saksi merupakan

¥%WVahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushil al-Figh, h. 137.

“0al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-Furu’...h. 83; al-Jaizani, Ma alimu Ushiil al-
Figh, h. 321.

0% Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 162; al-Syinqithi, Natsru al-
Wuriid ‘ald Maraqi al-Su’iid, Juz 1, h. 58.
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salah satu syarat sah pernikahan, tetapi ia berada di luar hakikat
pernikahan. %

c. Macam-macam syarat

Ulama ushul figh mengklasifikasi syarat dalam dua bagian,
yaitu:

1. Sesuatu yang menjadi syarat bagi hukum, seperti haul (berlalu
setahun) merupakan syarat wajib zakat. Ketiadaan Aaul
menghendaki ketiadaan wajib zakat, serah terima merupakan
syarat sah jual beli, ketiadaan hal itu menuntut ketidaksahan akad.

2. Sesuatu yang menjadi syarat bagi sabab, seperti ihshan (zina
muhshan) merupakan syarat dalam penetapan hukuman rajam
karena perbuatan zina (sabab), ketiadaan ihshan menghendaki
ketiadaan pemberlakuan hukuman rajam.**

Bila ditelisik dari aspek subyeknya, syarat terbagi pada dua
macam, yaitu:
1. al-Syarthu al-Syar 7 (4525 1525) adalah syarat yang ditentukan

Syari’ dalam berbagai masalah hukum, seperti syarat-sSyarat
yang ditetapkan Syari’ dalam ibadah, mu’amalah, munakahah,
jinayah.

2. al-Syarthu al-Ja'li (2541 L320) adalah syarat yang ditetapkan
para mukallaf berdasarkan kesepakatan, seperti syarat-syarat
yang dibuat suami dalam menjatuhkan talak pada istrinya,
syarat-syarat yang ditetapkan oleh orang yang berwakaf, wahib
(pemberi), orang yang berwasiat atau syarat yang dibuat oleh
orang-orang yang bertransaksi. Konsekwensi syarat semacam
ini adalah keberadaan masyr(th sangat tergantung pada
eksistensi syarat. Syarat bentuk kedua ini dibatasi dengan
batasan-batasan syar’i; al-syarthu al-ja’li tidak boleh

“%2\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 138; al-Syingithi, Natsru al-
Wuriid ‘ald Mardqi al-Su’id, Juz 1, h. 59; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘7lmu Ushiil
al-Figh, h. 119.

“%3al-Amidi, al-Ihkam fi Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 174; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz
fi Ushdl al-Figh, h. 162; al-Anshéri, Fawatih al-Rahamdt Syarh Musallam al-
Tsubdt, Juz I, h. 51; al-Amidi, Muntaha al-Sal i 1Imi al-Ushdl, h. 38.
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bertentangan dengan syara’ dan ketentuan akad. Apabila syarat
tersebut bertentangan dengan syara’ dan ketentuan akad, maka
syarat tersebut batal dan sia-sia. Misalnya, seorang penjual
menyatakan bahwa barang yang dibeli tidak boleh
dimanfaatkan oleh pembeli.*%*
3. Mini’ dan macam-macamnya
a. Definisi mani’
Mani’ secara terminologi terdapat berbagai definisi yang
dinyatakan para ulama ushul figh, yaitu:
1. Mayoritas ulama ushul figh mendefinisikan mani dengan:

2 530 51 (S e ez e 31 o
Mani’ adalah sesuatu yang keberadaannya mengakibatkan

ketiadaan hukum atau batalnya sabab.**
2. al-Amidi merumuskan definisi mdni’ sebagai berikut ini:

/,gs\ci;_ /.ijfé’u;u’.:?.; 5&{%—@;25; ;;/.?}ﬁwis;’};fjjjjpjf}?
355 5l

Mani’ adalah setiap sifat zhahir yang bersifat eksistensi dapat
diukur yang menghendaki suatu hikmah dan mengakibatkan

batalnya hukum sabab tetapi hikmah sabab masih eksis.**®
3. al-Subki mendefinisikan mdni’ sebagai berikut:

1S (oS et S5l Ll el Lol Latdll b Sl
2
Mani’ adalah suatu sifat wujadi (eksistensi) jelas dan bisa

diukur menjadi pengenal terhadap hukum kebalikannya, tetapi
hikmah sabab masih tetap ada.*"’

“¥Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 138; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘Ilmu Ushiil al-Figh, h. 119.

“%\Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 139; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘Ilmu Ushiil al-Figh, h. 120.

“%6al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar...,Juz I, h. 407.

“jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdrki’, Juz 1, h. 21; al-Bannani,
Hadsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahallf, Juz I, h. 98.
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Definisi tersebut memberi pemahaman bahwa adanya mdni’
mengakibatkan hukum tidak ada, tetapi keberadaan dan ketiadaanya
menyebabkan hukum tidak mesti ada.*®® Misalnya, mengenai
perbedaan agama dan pembunuhan dalam masalah warisan. lkatan
perkawinan yang sah bisa menjadi penyebab adanya hak saling waris
mewarisi, tetapi hal itu dapat saja tidak dapat terjadi bila ada mdni’,
yakni berbeda agama atau berstatus sebagai pembunuh.

b. Macam-macam mdni’

Ulama ushul figh membagi mdani’ pada dua bagian, yaitu:

1. Mani’ bagi hukum (XsU L) adalah perkara yang
keberadaannya tidak mengakibatkan adanya hukum walaupun
sabab sudah ada. Misalnya, syubhat (kekAbdran) menjadi
mani’ dalam masalah huddd (hukuman-hukuman pidana), -
keberadaan syubhat menyebabkan had (hukuman) tidak dapat
dilaksanakan-, ubuwwah (ikatan bapak dengan anak) menjadi
mani’ dalam masalah gishash, karenanya hukuman gishash
tidak bisa dilaksanakan bila ayah membunuh putranya sebab
adanya anak disebabkan adanya bapak, pembunuhan menjadi
mdni’ dalam masalah warisan, haid dan nifas menjadi mani’
kewajiban melaksanakan shalat.

2. Mani’ bagi sabab (c:2u al) adalah perkara yang
keberadaannya mengakibatkan tidak terealisasinya sabab.
Misalnya, hutang menjadi mdni’ dalam kewajiban membayar
zakat karena harta tersebut tidak lagi mencapai satu nisab
(sabab), dan juga harta yang dililit hutang pada dasarnya
bukan lagi menjadi milik penuh seseorang.*®

“%<Abdugadir lbn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 163; al-Singithi,
Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 52; al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-
Su’iid, Juz 1, h. 57.

“%al-Amidi, al-lhkam fi Ushal al-Ahkam, Juz I, h. 173; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-
Madkhal ila Mazhab... h. 163; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h.
139; Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz Il, h. 225; al-Anshari,
Fawatih al-Rahamdt Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h. 51; al-Amidi, Muntaha al-
Sal fi limi al-Ushdl, h. 38.
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3. Sah, fasad dan batal
a. Definisi sah, fasad dan batal

Sah dan shihhah secara etimologi adalah antonim kata aiul)
yang berarti sakit. Kata sah bisa dikaitkan dengan masalah ibadah dan
mu’amalah.**® Sedangkan secara terminologi, ulama ushul figh
mendefinisikan dengan:

U A i e i3l 38

Sah adalah terjadinya suatu perbuatan yang mempunyai dua

sisi (sesuai atau tidak) sesuai dengan tuntutan Syari’.***

Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan disebut
sah apabila memenuhi rukun dan syarat serta sesuai dengan apa yang
dikehendaki Syari’. Misalnya, seseorang menunaikan ibadah puasa
dengan memenuhi rukun, syarat dan tidak ada mdani’. Apabila puasa
yang dilaksanakan pada waktu yang ditentukan syara’, yakni sejak
terbir fajar sampai terbenam matahari di bulan Ramadhan, maka puasa
yang dilakukan tersebut dinamakan sah.

Dalam bidang ibadah, efek suatu perbuatan yang sudah dinilai
sah dapat menggugurkan thalab (tuntutan), sekalipun setelah itu masih
dikenakan kewajiban qgadha’. Ini menurut ulama Mutakallimin,
Sementara, ulama figh berpendapat suatu ibadah yang dinilai sah pasti
menggugurkan gadha’. Sedangkan dalam ranah mu’amalah, suatu
transaksi yang dinilai sah melahirkan akibat hukum, yakni tujuan akad
itu disyariatkan. Misalnya, tujuan akad jual beli ialah perpindahan hak
milik, akad ijarah diperuntukkan dapat memanfaatkan barang yang
disewakan. Dengan demikian, akad yang sah bisa melahirkan tujuan
akad tersebut disyariatkan, seperti kehalalan memanfaatkan barang
yang sudah dibeli, kebolehan melakukan hubungan jima’ dalam
persoalan nikah.**?

“1%]1-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz |, h. 174; al-Singithi, Mudzakkirah fi
Ushal al-Figh, h. 53,

“Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-Sdrki’, Juz 1, h. 21; al-Bannani,
Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 99; al-Syingith, Natsru al-Wurdd
‘ald Mardqi al-Suid, Juz 1, h. 61.

“123l-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyt, Juz I, h. 58; Muhammad, al-Ruddd wa al-
Nuqld Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I, h. 22; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-
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Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi salah satu dari
syarat-syarat, rukun-rukun dan tatacara syara’, baik dalam bidang
ibadah maupun mu’amalah maka ia dinamakan batal, ghairu shahih.
Ghairu shahih (tidak sah) mencakup batal dan fasad. Misalnya,
seseorang melakukan shalat tidak memenuhi salah satu dari rukun dan
syaratnya, maka shalat tersebut disebut batal atau fasad, sehingga
tidak bisa menggugurkan kewajiban dan tanggungan. Demikian
halnya, dinamakan fasad atau batal apabila seseorang melakukan
transaksi tidak memenuhi salah satu dari syarat dan rukunnya,
sehinggga akad tersebut tidak menjadi penyebab perpindahan hal
milik. Ini menurut pandangan jumhur ulama. Menurut mereka tidak
ada perbedaan dalam istilah fasad dan batal.

Sementara ulama Hanafiyah membedakan dalam bidang
ibadah dan mu’amalah. Dalam ranah ibadah terdapat istilah shahih
dan ghairu shahih. Dan dalam bidang mu’amalah istilah ghairu
shahth terbagi pada dua macam, yaitu batal dan fasad.

Batal secara terminologi adalah suatu perbuatan yang terdapat
cacat dalam ashal akad (rukun; shighat, ‘dgidain —dua orang yang
berakad- atau ma’qiid ‘alaih -barang-). Misalnya, transaksi jual beli
apabila dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang belum atau
tidak cakap hukum.

Dengan kata lainnya, batal adalah suatu perbuatan yang tidak
disyariatkan pada ashal dan sifatnya, seperti jual beli maléagih (janin
yang masih berada dalam perut induknya) dan madhamin (sesuatu
yang berada dalam sumsum pejantan).

Sedangkan yang dimaksud dengan fasad adalah suatu
perbuatan yang terdapat cacat dalam salah satu dari tabiat akad,
sebagian dari syarat-syarat yang diluar esensi dan rukun-rukunnya,

Madkhal ila Mazhab...h. 164; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 140;
al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar ...,Juz |1, h. 409; al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald
Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 100; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-Kaukab al-
Sdathi’, h. 92; Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani, Juz Il, h. 229; al-
Husain Ibn Rasyiq al-Maliki, Lub&b al-Mahshdl fi IImi al-Ushdl, Juz I, h. 263; al-
Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 53; al-Jaizani, Md alimu Ushil al-Figh,
h. 324; al-Amidi, Muntaha al-Sal fi llmi al-Ushdl, h. 38; al-Syingithi, Natsru al-
Wuriid ‘ald Maraqi al-Su’iid, Juz 1, h. 65.
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dan memiliki dampak sebagian akibat hukumnya apabila rukun-rukun
dan perkara-perkara pokok terpenuhi.*** Misalnya, dalam transaksi
jual beli, apabila dilakukan dengan harga yang tidak diketahui salah
satu kedua orang yang bertransaksi atau dibarengi dengan syarat
fasad, maka akad tersebut dinamakan fasad. Akad dalam bentuk ini
tetap melahirkan sebagian akibat hukum, yakni perpindahan hak milik
tetapi dipandang buruk secara syara’. Contoh lain, melakukan akad
nikah tanpa saksi maka akadnya itu fasad. Akad semacam ini juga
memunculkan akibat hukum, yakni wajib mahar, ‘iddah, memiliki
hubungan nasab.
4. ‘AzZimah dan Rukhshah
a. Definisi ‘azimah

‘Azimah secara etimologi berarti kemauan yang Kkuat.
Sedangkan secara terminology terdapat beragam ungkapan definisi
yang dikemukakan ulama ushul figh, yaitu:

1. Mayoritas ulama ushul figh mendefinisikan ‘azimah dengan:

414

,,,,,

‘Azimah adakah hukum-hukum kulliyyah (umum) yang
disyariatkan sejak semula sebagai aturan umum kepada
seluruh mukallaf dalam semua keadaan.*"

2. ‘Abdulqgadir Ibn Badran mendefinisikan ‘azimah dengan:

ol et o Jl o i B0 8 s

‘Azimah adakah hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil

syara’ yang bebas dari faktor kontra yang kuat, 1

#331-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 58; al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-

Furu’...h. 59; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 23; Wahbah az-
Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 140; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar...,
Juz |, h. 410; al-Bannani, Hdasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 106;
Sa’duddin al-Taftazani, Hasyiyah al-Taftazani ,Juz 1, h. 229; al-Amidf, Muntaha al-
Sal fi limi al-Ushdl, h. 38; al-Syinqithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Su’id, Juz
I, h. 61.

“4al-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, h. 175; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyi, Juz I, h. 72.

“5\Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ush(il al-Figh, h. 141.

8 Abduqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 166; al-Jaizant, Ma alimu
Ushdl al-Figh, h. 327.
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3. al-Ashfahani merumuskan definisi ‘azimah sebagai berikut:
AW il 3L 5 s Bls 520 3
‘Azimah adakah hukum yang wajib kepada hamba yang

ditetapkan Allah Swt.**’
4. al-Sinqgithi mendefinisikan ‘azimah dengan:
‘Azimah adakah hukum yang tetap tidak berlawanan dengan
dalil syar’i.418
Hukum ‘azimah mencakup kelima macam hukum taklifi, yaitu
wajib, sunnah, haram, makrih dan mubah. Seperti, shalat, puasa,
zakat, shadaqah, haji dan seluruh syi’ar Islam yang bersifat universal.
b. Definisi rukhshah
Rukhshah secara etimologi berarti kemudahan, keringanan.**°
Sedang secara terminologi para ulama ushul figh mengemukakan
beragam definisi, di antara adalah:
1. Sebagian ulama ushul figh mendefinisikan rukhshah dengan:

c2d sl el &l Sl )BT e sl dis b i ol A

o Sl s
Rukhshah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah Swt
karena ada ‘udzur (kesukaran, kemelaratan) demi menjaga
kebutuhan hamba-hambaNya, tetapi sabab bagi hukum ashal
tetap ada.*?
2. Ulama Syafi’iyah merumuskan definisi rukhshah dengan:

S I 8 e 1 1S 4

“73l-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar...Juz 1, h. 412; al-Amidi, Muntaha al-Sl i
IImi al-Ushl, h. 38.

“18al-Singjithf, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 59.

“%al-Amidi, al-Ihkam fi Ushdl al-Ahkam, Juz 1, h. 175; al-Badakhsyi, Syarh al-
Badakhsyf, Juz I, h. 70.

%20 \Wahbah az-Zuhailf, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 141;
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Rukhshah adalah hukum yang tetap yang menyalahi dalil
karena ada ‘udzur.**!

al-AmidT mendefinisikan rukhshah sebagai berikut:

gl ot s s oSN e 15 2 Sle 5201 3
Rukhshah adalah hukum yang disyaria’tkan beserta sebab yang
mengharamkan tetap ada.*?
al-Asnawi menyatakan rukhshah adalah:

A 5 kel b I il 0 e 01 KT 8

Rukhshah adalah hukum yang tetap yang menyalahi dalil
karena ada ‘udzur (kesurakan atau kese:mpitan).423

‘ Abdulgadir Ibn Badran mendefinisikan rukhshah dengan:
b A 5SS e ES L
Rukhshah adalah hukum yang tetap yang menyalahi dalil
karena ada faktor kontra yang kuat.*?*
al-Ashfahani mendefinisikan rukhshah dengan:
5 9 g 0 e e

Rukhshah adalah hukum yang disyariatkan karena ada ‘udzur

yang apabila tiada ‘udzur hukum tetap tidak berubah.*?

al-Husain 1bn Rasyig al-Maliki mendefinisikan rukshshah
sebagai berikut:

EAD afih a3k &a Al obs A Al Sle w2 1 5

Rukhshah adalah hukum yang dibolehkan setelah dilarang

karena ada ‘udzur tetapi motif pengharaman tetap ada.*?°

“213]-Badakhsyt, Syarh al-Badakhsyf, Juz I, h. 69; Jalaluddin al-Suydthi, Syarh al-
Kaukab al-Sdthi’, Juz 1, h. 23;

4223]-Amidi, Muntaha al-Sal fi 1Imi al-Ushdl, h. 38.

“2%al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-Furu’...h. 71.

#24 Abdugqadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab...h. 167; al-Bukhari, Kasyfu al-
Asréar, JId 11, h. 298; al-Singithl, Mudzakkirah fi Ushdl al-Figh, h. 60; al-Jaizan,
Ma’alimu Ushil al-Figh, h. 328.

“25al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar...,Juz 1, h. 410. Sa’duddin al-Taftazani,
Hasyiyah al-Taftazani, Juz 11, h. 231.
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al-Subki merumuskan definisi rukhshah sebagai berikut:
koS SAD o ol o A 3 ) st o sl st KA
Rukhshah adalah hukum syara’ yang berubah dari sukar dalam

mengerjakan kepada mudah karena ada ‘udzur dan sabab
hukum ashal tetap ada.**’

¢. Macam-macam rukhshah

Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah membagi rukhshah pada tiga
macam, yaitu:

Rukhshah yang dihukumi wajib, seperti memakan bangkai
bagi orang yang berada dalam kondisi dharurat. Rukhshah
dalam bentuk ini dihukumi wajib karena ada ‘udzur, yaitu
perlindungan jiwa, sebagaimana diterangkan dalam surah al-
Bagarah ayat 192, Allah Swt berfirman:

ot L2 40 31200 K068 ) st 2
“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah

menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. al-Bagarah,
2:192)

Rukhshah yang termasuk manddb, seperti meng-gashar shalat
bagi musafir bila telah sampai jarak dibolehkan gqashar.
Perbuatan tersebut dihukumi manddb berdasarkan perkataan
‘Umar r.a.

PSS WS R NP S P
@M‘;@Uc;’_{%&u}w\dm:ﬁw

“Suatu shadaqah yang Allah anugerahkan kepada kamu maka
terimalah shadaqah itu”.

Rukhshah yang bersifat mubgh, seperti akad salam (pesanan),
ijjarah (sewa-menyewa), musagah (akad siraman) dan segala
bentuk akad yang ma 'qiid ‘alaih (barang)nya belum atau tidak

“26al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-Mahshdl fi llmi al-Ushdl, Juz I, h. 267.

427

al-Bannani, Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz I, h. 119; Jalaluddin al-

Suyathi, Syarh al-Kaukab al-Sarhi’, h. 105; al-Singithi, Mudzakkirah fi Ushdl al-
Figh, h. 60; al-Syingithi, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Suid, Juz 1, h. 68.
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diketahui. Menurut jumhur ulama figh, akad-akad semacam itu
termasuk hukum mubah karena menjadi kebutuhan para
mukallaf dalam melangsungkan hidupnya.“?
Rukhshah yang termasuk khilaf al-awla, seperti dibolehkan
bagi musafir untuk tidak berpuasa sekalipun tidak merasa
dharurat dalam perjalanannya. Menurut jumhur ulama figh,
puasa musafir semacam itu dihukumi rukhshah berdasarkan
firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat 184:

#80  1islad O
“...berpuasamu lebih baik bagi kamu...”. (Q.S. al-Bagarah, 2:
184)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa puasa tetap diperintah
untuk dilakukan sekalipun dengan tuntutan yang tidak tegas.
Perintah dalam ayat itu mengandung larangan dalam
meninggalkannya. Perbuatan yang dilarang dengan larangan
yang tidak jelas itu dinamakan khilaf al-awla.
Rukhshah yang termasuk makrdh, seperti menggashar shalat
bagi musafir dalam bepergian yang kurang dari tiga
marhalah.*?°
Ulama Hanafiyah membagi rukhshah dalam empat macam,
yaitu:
Kebolehan melakukan perbuatan haram ketika dalam keadaan
dharurat atau hajat, seperti mengucapkan kalimat yang
menjadi penyebab keluar dari Islam dalam keadaan dipaksa
akan dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya, tetapi hatinya
tetap memegang teguh keimanan. Dalil dalam kasus ini adalah
surah an-Nahl ayat 106, Allah Swt:

Oy Fealet 455 65T 2 V) 6 s 2 ol 2725

al-Badakhsyf, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 71; al-Asnawi, al-Tamhid fi takhrij al-
Furu’... h. 71; al-Ashfahani, Bayan al-Mukhtashar...,Juz 1, h. 411; al-Bannénti,
Hasyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mabhalli, Juz 1, h. 121; al-Jaizani, Ma alimu Ushiil
al-Figh, h. 328; al-Syinqitht, Natsru al-Wurid ‘ald Mardqi al-Suud, Juz 1, h. 69;
“23Jalaluddin al-Suythi, Syarh al-Kaukab al-Sarhi’, Juz 1, h. 26; Wahbah az-Zuhailf,
al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 142.
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“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman
(dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa
kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak
berdosa)...”. (Q.S. an-Nahl, 16: 106)

Contoh lainnya, tidak atau meninggalkan puasa karena
dipaksa, merusak harta milik orang lain dalam keadaan
dipaksa, memakan bangkai ketika kondisi perut sangat lapar,
meminum khamr dalam keadaan sangat dahaga dan segala
bentuk perbuatan yang dilakukan dalam kondisi dharurat.
Hukum melakukan segala perbuatan tersebut adalah boleh,
tetapi rukhshah tersebut bisa berubah menjadi wéjib apabila
seseorang tidak melakukannya dapat mengancam jiwa dan
hilangnnya salah satu fungsi organ tubuhnya. Bahkan jika
membawa kematian karena tidak mengerjakan perbuatan itu
maka ia mendapat dosa dikarenakan dianggap mencelakakan
diri. Hal itu dilarang Allah Swt. sebagaimana diterangkan
dalam surah al-Bagarah ayat 195:

“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Q.S. al-Bagarah,
2:195)

Sebagian ulama berpendapat bahwa berpegang pada hukum
‘azimah adalah lebih utama ketika seseorang disaksa untuk
mengatakan kalimat yang mengandung kufur. Jika ia dibunuh
maka memperoleh pahala.

2. Kebolehan meninggalkan perbuatan wajib apabila dalam
melakukannya ~ mengandung  masyaqgah  (kesukaran,
kemelaratan), seperti kebolehan meninggalkan puasa
Ramadhan bagi musafir dan orang sakit. Rukhshah ini
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berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat
184:
Aol e B i e 5 U 180 01572

“Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau
dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya
berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari
yvang lain”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 184)
Contoh lainnya, kebolehan menggashar shalat dalam
perjalanan sebagaimana diterangkan dalam surah an-Nis&" ayat
101, Allah Swt. berfirman:

Ul e el O 05 1S B 251 3 5% 1345
“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah
mengapa kamu men-gashar shalat...”. (Q.S. an-Nisa’, 4: 101)

3. Kebolehan melakukan transaksi/akad-akad yang menyalahi
kaidah-kaidah umum dikarenakan menjadi kebutuhan manusia,
seperti akad salam (pesanan) akad istishnd’ dan setiap akad
yang ma’qid ‘alaihnya itu belum atau tidak ada. Kaidah
umum suatu akad adalah ma’qgiid ‘alaih harus ada di majlis
akad, sedangkan akad salam dan istishnd’, ma’qid ‘alaihnya
itu tidak ada di majlis akad. Tetapi, akad-akad itu dibolehkan
syara’ karena dibutuhkan umat manusia dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya.

4. Dihapusnya hukum-hukum umat terdahulu (syar’u man
gabland) yang memberatkan umat Muhammad Saw., seperti
bunuh diri sebagai bentuk taubat dari dosa, memotong pakaian
yang terkena najis dalam menyucikannya, kebatalan shalat
yang dilakukan di selain tempat ibadah dan sebagainya.

MAHKUM FiH ATAU MAHKUM BIH
A. Definisi mahkiim fih

Terdapat dua istilah yang dikemukakan ulama ushul figh
menyangkut seputar bahasan ini. Sebagian ulama ushul figh
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membahasakan dengan mahkiim bih karena perbuatan orang mukallaf
yang dihukumi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Sementara
sebagian lainnya mengistilahkan dengan mahkim bih disebabkan
perbuatan orang mukallaf yang disifati dengan ma'bdr bih (dituntut
untuk dikerjakan) atau manhi’anhu (dituntut untuk ditinggalkan).
Dengan kata lain, mahkim bih adalah obyek hukum, perbuatan orang
mukallaf yang terkait dengan hukum Syari’ (Allah Swt. dan rasul-
Nya).

Ulama ushul figh mendefinisikan mahkim bih sebagai berikut
ini:

g 5 52 g slad) 0 S o Gl el A s 58 4 1380
Mahkium fih adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan
dengan hukum Syari’ (Allah Swt. dan rasul-Nya), dalam
bentuk tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan suatu
pekerjaan, memilih suatu pekerjaan atau berupa wadhad’;
sabab, syarat, mani’(penghalang), ‘azimah, rukhshah, sah dan
batal.**°
Setiap obyek hukum yang ditunjukkan nash-nash al-Qur’an

maupun as-Sunnah mengenai perbuatan orang mukallaf disebut
mahkim bih. Misalnya, firman Allah Swit:

Ul 15230 g

“Tegakkanlah olehmu shalat...”. (Q.S. al-Baqarah, 2: 43)

Tjab (tuntutan wajib) yang dipahami dalam ayat ini berkaitan
dengan perbuatan orang mukallaf, yakni kewajiban melaksanakan
shalat. Dari Tjab melahirkan hukum wajib.

RT Aed ol ) o3 2808 8 i ol @i

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah

secara tidak tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya
kamu menuliskannya...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 282)

“%Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 135; ‘Abdu al-Wahhab
Khallaf, ‘limu Ushiil al-Figh, h. 127; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushadl al-Figh,
h. 147.
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Nadb (anjuran melakukan) yang dihasilkan dalam ayat ini
berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu mencatatkan
hutang piutang. Nadb melahirkan hukum manddb atau sunnah.

CIRNE U on e Y

“Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah

melainkan dengan sesuatu yang benar...”. (Q.S. al-'An’am, 6:

151)

Tahrim (hukum haram) yang ditegaskan dalam ayat ini
berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yakni keharaman
membunuh. Tahrim menghasilkan muharram (perbuatan yang
diharamkan).

N 3 15280 Dl o 136

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di

atas bumi...”. (Q.S. al-Jumu’ah, 62: 10)

Ibahah (boleh) yang dipahami dalam ayat ini berkaitan dengan

orang mukallaf, yaitu kebolehan mencari rezeki setelah melaksanakan
shalat. Ibahah memunculkan hukum mubéah.

:) 4‘;;‘35 l:‘-:f 4 ”;a\ | }@:C yj

“Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu

menafkahkan daripadanya...” (Q.S. al-Bagarah, 2: 267)

Karahah (larangan tidak tegas) yang dipahami dalam ayat ini
berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, yaitu larangan tidak tegas
menginfakkan harta yang buruk-buruk. Karahah (khithdb yang
berdimensi karahah) melahirkan hukum makrah.

PARRSE SR SRPCE R SR

“Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau

dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya

berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari

yvang lain”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 184)

Sakit dan bepergian yang dibicarakan dalam ayat ini menjadi
penyebab dibolehkan tidak berpuasa bagi musafir dan orang sakit.
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Setiap hukum Syari’ mesti terkait dengan perbuatan orang
mukallaf yang bersifat thalab (tuntutan mengerjakan atau
meninggalkan suatu perbuatan), pemilihan dalam melakukan suatu
perbuatan atau meninggalkannya, serta hukum wadh’i. Mahkiim fih
dalam perbuatan yang bersifat taklifi mesti selalu merupakan
perbuatan yang mampu dikerjakan orang mukallaf. Sedang dalam
hukum wadh’i terkadang berupa perbuatan yang mampu dikerjakan
orang mukallaf dan adakalanya bukan perbuatan yang bisa dikerjakan
orang mukallaf, tetapi tetap kembali pada perbuatan mukallaf, seperti
tergelincirnya matahari sebagai penyebab wajib mengerjakan shalat
zhuhur. Dari sini memberi pemahaman bahwa v J W s “tidak

ada taklif melainkan terhadap suatu pebuatan” sebagaimana
dikemukakan para ulama ushul figh. Taklif (pembebanan hukum)
dalam hukum wajib dan manddb/sunnah berupa suatu perbuatan,
begitu juga taklif dalam hukum haram dan makruh juga merupakan
suatu perbuatan, yakni menahan diri dari melakukan perbuatan haram
dan makruh. Ini dalam pandangan jumhur ulama ushul figh.*** Tetapi,
mayoritas Mu’tazilah berpendapat obyek hukum dalam larangan (an-
nahyu) bukan berupa perbuatan, melainkan tidak melakukan suatu
perbuatan, dan hal ini dapat dilakukan orang mukallaf tanpa niatan

apapun.**?

B. Syarat-syarat mahkiim fih
Para ulama ushul figh menetapkan tiga syarat sahnya suatu
taklif, yaitu:
1. Perbuatan yang akan dilakukan harus diketahui orang mukallaf
secara sempurna, sehingga tujuannya dapat dipahami dengan jelas

“Slal-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 213; al-Anshari,

Fawatih al-Rahamdat Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz 1, h. 106; Muhammad al-
Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 85.

*32al-Anshari, Fawatih al-Rahamit Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz I, h. 106;
Muhammad al-Khudhari Bek, Ushal Figh, h. 85.
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dan ia dapat melakukan sesuai dengan cara yang ditentukan.**®
Berdasar syarat ini maka seorang mukallaf tidak ditaklif/dituntut
untuk mengerjakan shalat, membayar zakat, menunaikan puasa,
mengerjakan haji sehingga ia mengetahui rukun-rukun, syarat-
syarat dan tata cara melaksanakannya. Karena perintah
menyangkut hal itu dalam al-Qur’an bersifat mujmal, seperti
firman Allah Swt. oG 1250 5, “Tegakkanlah olehmu shalat...”.

(Q.S. al-Bagarah, 2: 43), maka mesti bagi Rasulullah Saw.
memperjelas maksud dari khithab tersebut. Untuk itu Rasululullah
Saw. bersabda: du apdlh W 51.,9 “Shalatlah kamu sebagaimana

melihat aku shalat”. Dengan demikian, tidak sah taklif
(pembebanan hukum) terhadap setiap perbuatan yang dinyatakan
secara mujmal dalam nash-nash al-Qur’an melainkan setelah
adanya penjelasan menyangkut rukun-rukun, syarat-syarat,
ukuran dan waktu mengerjakannya. Oleh karena itu, Allah Swt.
memberi hak otoritas pada Rasulullah Saw. dalam menjelaskan
khithab-Nya, sebagaimana diterangkan dalam surah an-Nahl ayat
44:

oy 1405 1) 0 U 0 G 00 ) d
“Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu
menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan
kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”. (Q.S. an-Nahl,
16: 44)
. Mukallaf harus mengetahui bahwa sumber taklif suatu perbuatan
yang akan ia lakukan berasal dari sulthan al-taklif (Allah Swt. dan
Rasul-Nya), sehingga perbuatannya dinilai sebagai bentuk
ketaatan dan kepatuhan pada perintah-perintah Allah Swt.***
Maka mesti bagi mukallaf dalam melakukan suatu perbuatan

**Muhammad al-Khudhart Bek, Ushdl Figh, h. 76; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu
Ushdl al-Figh, h. 128; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 148;
‘Abduqgadir Ibn Badran, al-Madkhal ila Mazhab ... h. 145.

“*Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 76; ‘Abduqadir Ibn Badran, al-
Madkhal ila Mazhab... h. 146; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h.
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mengetahui tuntutan Allah Swt. sehingga bisa ditangkap dengan
jelas tujuan ketaan dan kepatuhannya. Sebab itu, pertama kali
yang dikemukakan oleh ulama figh dan ushul figh dalam
menerangkan suatu  hukum adalah dalil syara’ yang
mendasarinya, sehingga menjadi hujjah bagi mukallaf dalam
melakukan hukum itu dengan penuh ketaatan dan kepatuhan.
Adapun yang dimaksud dengan “pengetahuan mukallaf terhadap
sumber taklif” adalah kemungkinan dalam mengetahuinya, bukan
mengetahui secara total. Dengan demikian, apabila seseorang
telah mencapai usia baligh, berakal dan mampu mengetahui
hukum-hukum syara’ dengan kemampuan dirinya sendiri atau
bertanya kepada ulama, maka ia dianggap telah mengetahui
sumber taklif, sehingga ia dikenakan taklif hukum-hukum dan
tidak diterima darinya alasan atas ketidaktahuan terhadap hukum.
Dalam kaitan ini, ulama figh menyatakan: sz 530 Sey s 3 4 §

28541 (Tidak bisa diterima alasan ketidaktahuan terhadap hukum

syara’ di negara Islam). Para ulama ushul figh tidak
mensyaratkan sahnya taklif bahwa setiap mukallaf harus
mengetahui sumber taklif secara total, karena hal ini akan
menyebabkan ketidakstabilan taklif hukum itu dikerjakan dan bisa
menjadi penyebab dalam membuka ruang alasan selebar-lebarnya
atas ketidaktahuan terhadap hukum-hukum syara’. Dengan
demikian, maka setiap hukum syara’ dimungkinkan bagi orang
mukallaf dalam mengetahui dalilnya dan ia juga bisa mengetahui
bahwa dalilnya sebagai hujjah syar’iyah atas perbuatan yang akan
dilakukan dengan ketaatan dan kepatuhan, baik pengetahuan itu
diperoleh melalui kemampuan dirinya sendiri atau bertanya
kepada ahlu al-dzikri/ulama.**®

“*Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 137; ‘Abdu al-Wahhab
Khallaf, ‘Tlmu Ushil al-Figh, h. 129.
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3. Perbuatan itu mungkin atau berada dalam kemampuan mukallaf
untuk  dikerjakan atau ditinggalkannya.**®  Syarat ini
memunculkan beberapa akibat, yaitu:

a. Jumhur ulama mengemukakan bahwa tidak sah/tidak boleh ada
taklif terhadap sesuatu yang mustahil, baik kemustahilan itu
ditelisik pada zatnya (mustahil secara akal) atau dipandang dari
luar zatnya. Sesuatu yang mustahil karena zatnya adalah sesuatu
yang tidak tercerna eksistensinya oleh akal seperti halnya
mengumpulkan  sesuatu  yang  berlawanan.  Misalnya,
mewajibkan dan mengharamkan satu perbuatan pada satu orang
dalam satu waktu. Sedangkan sesuatu yang mustahil bukan
karena zatnya adalah sesuatu yang dapat dicerna eksistensinya
oleh akal, tetapi secara adat tidak mungkin terjadi, seperti
manusia bisa terbang tanpa mengendarai pesawat, manusia
membawa gunung besar. Menurut para ulama ushul figh dua
macam kemustahilan tersebut tidak boleh ada taklif karena Allah
Swt. menerangkan bahwa tidak boleh ada taklif terhadap sesuatu
yang tidak dimampui.*®’

Adapun dalil yang dikemukakan jumhur ushul figh dalam
menopang pendapat adalah:

1. Firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat 286:

PR RN TR R IACERN
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 286)
Dalam surah at-Thalaq ayat 7, Allah Swt. berfirman:

GET b Y1 s 4 0y

%< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Tlmu Ushiil al-Figh, h. 130; Wahbah az-Zuhaili,
Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 137; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh,
h. 149.

*37al-Anshari, Fawatih al-Rahamit Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz I, h. 99; ‘Abdu
al-Wahhab Khallaf, ‘Z/mu Ushiil al-Figh, h. 130; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh
al-Islamt, Juz 1, h. 138.
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“Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya”. (Q.S. at-Thalag,

65: 7)

Dalam ayat di atas Allah Swt. menyatakan tidak akan

mentaklif (membebankan) sesuatu di luar kemampuan

manusia. Berpijak pada ayat ini adanya taklif dengan sesuatu
yang mustahil itu tidak mungkin terjadi.

2. Apabila boleh ada taklif terhadap sesuatu yang mustahil maka
musti dituntut dalam mewujudkannya, dan hal ini sesuatu yang
batal/tidak boleh disebabkan tidak tergambar berkumpulnya
sesuatu yang mustahil dengan kemungkinan terwujud.

3. Tujuan adanya taklif dalam rangka menguji kepatuhan orang
mukallaf, jika perbuatan yang ditaklif itu bersifat mustahil maka
tidak mungkin dapat dilakukan oleh mukallaf dengan kepatuhan.
Keadaan semacam ini membuat adanya taklif menjadi sia-sia,
semantara Allah Swt. Maha Suci dari sifat sia-sia.

Bersebrangan pendapat dengan jumhur ulama, mayoritas
Mu’tazilah berpendapat dibolehkan taklif dengan sesuatu yang
mustahil secara mutlak, baik mustahil pada zatnya maupun mustahil
karena faktor lain. Alasan mereka, karena hal tersebut telah terjadi
dalam realita; sebab orang yang bermaksiat/orang kafir diperintahkan
untuk beriman dan dilarang melakukan kemaksiatan dan kekufuran,
padahal Allah Swt. sudah tahu bahwa dia tidak bakal beriman. Seperti
halnya taklif terhadap Ab0( Jahl untuk beriman dan membenarkan
terhadap segala ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. padahal Allah
Swt. mengetahui bahwa dia tidak akan membenarkannya. Akan tetapi,
terdapat faidah dalam taklif terhadap sesuatu yang mustahil, yaitu
untuk menguji orang-orang mukallaf.*®® Sementara itu, imam al-
Amidi dan al-Ghazali menyatakan tidak boleh/sah ada taklif terhadap
sesuatu yang mustahil pada zatnya, dan dibolehkan adanya taklif
terhadap sesuatu yang mustahil karena faktor lain di luar zatnya.

“38al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 207; al-Anshari,

Fawatih al-Rahamat Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz I, h. 121.
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b. Tidak sah secara syara’ seseorang mentaklifkan (memberi beban
hukum) pada orang lain untuk mengerjakan perbuatan atau
meninggalkan perbuatan untuk atau atas nama dirinya, karena
perbuatan orang lain tidak bisa dicatut atas perbuatan dirinya.
Oleh kerena itu, seseorang tidak ditaklif (dibebankan hukum)
untuk melaksanakan shalat buat saudaranya, membayar zakat
untuk bapaknya atau menahan diri dari mencuri atas nama
tetangganya. Berdasarkan hal ini, seseorang tidak diminta
pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain, setiap diri
manusia bertanggungjawab atas perbuatan dirinya sendiri. Hal
yang dapat ditaklifkan dalam ranah ini adalah memberi nasihat,
amar ma’riif dan nahi munkar.** Dalam kaitan ini ulama figh
menyatakan tidak boleh mewakilkan terhadap orang lain
berkenaan dengan perbuatan yang bersifat fisik, seperti
keterangan yang telah dipaparkan. Hal ini berdasarkan perkataan
Ibnu ‘Abbas:

NN SN IR N EA R~
“Seseorang tidak boleh shalat untuk atau atas nama orang
lain dan tidak boleh berpuasa untuk atau atas nama orang
lain”.
‘Aisyah berkata:
e Al 5 38T e 54 Y
’Janganlah kamu berpuasa (dengan maksud menggantikan
puasa yang ditinggalkan) orang-orang mati dan berilah
makan atas nama mereka”.
Sedangkan dalam masalah haji, jumhur ulama menyatakan
dibolehkan untuk diwakilkan pada orang lain dengan syarat-syarat
tertentu. Bertolak belakang dengan pendapat ini, Malikiyah

berpendapat tidak dibolehkan adanya perwakilan perbuatan dalam haji
secara mutlak. Adapun argumentasi jumhur ulama adalah sebuah

“%<Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h. 130; Wahbah az-Zuhailf,
Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 141; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh,
h. 149.
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hadits yang diriwayatkan Abl Daud, Ibnu Majah dari Ibnu ‘Abbas
menyatakan bahwa Rasulullah Saw. melihat seseorang melakukan
ihram haji buat Syubrumah, kemudian Rasulullah Saw. berkata
padanya: “Apakah kamu berhaji untuk dirimu?”. Ia menjawab:
“Tidak”, lalu Rasulullah Saw. mengingatkan:
“Hajilah  untuk  dirimu  kemudian  hajilah  buat
Syubrumah . (HR. Abl Daud dan Ibnu Majah)

Sebagian Syafi’iyah, imam al-Auza’i dan imam Ahmad lbn
Hambal berpendapat wali boleh berpuasa untuk mengganti puasa yang
ditinggalkan mayyit. Argumentasi mereka adalah sejumlah hadits
shahih yang di antaranya adalah:

5 P s s S
"Barangsiapa yang mati dan ia meninggalkan tanggungan
puasa maka walinya boleh menggantinya”. (HR. al-
Bukhari dan Muslim)

c. Tidak sah secara syara’ mentaklif (membebankan hukum)
terhadap perkara-perkara yang bersifat tabiat, yang tidak ada
upaya bagi manusia di dalamnya dan tidak ada hak pilih
terhadap perbuatan itu, seperti bermuka merah ketika malu,
gembira, marah, cinta, benci, ingin makan dan minum.
Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak sah mentaklif-nya
karena bukan atas ikhtiyar dan di luar kemampuan manusia.
Termasuk ranah ini adalah lebih condongnya hati seseorang
pada salah satu istri-istrinya.**° Rasulullah Saw. bersabda:

BT AN O PRI L T PRI RN PR
“Ya Allah, ini bagianku yang bisa aku mampui, maka

jangan cela aku dalam hal yang Engkau mampu dan aku
tidak mampu”.

“0<Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h. 130; Wahbah az-Zuhailf,
Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 142; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh,
h. 149.
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Apabila ada nash-nash syara’ yang menunjukkan taklif dalam
perkara-perkara semisal di atas, maka nash itu dipalingkan dari makna
zhahir-nya pada mentaklif perbuatan yang dimampui, baik berupa
sebab atau akibatnya. Misalnya, sabda Rasulullah Saw.:

AL EN]
D.. y

“Janganlah kamu marah”

Potongan hadits ini secara zhahir melarang seseorang marah.
Tetapi hakikat taklif menyuruh seseorang untuk menahan diri dari
akibat buruk kemarahannya, berupa gemuruh jiwa dan dendam. Oleh
karena itu, maksud hadits tersebut adalah pengendalian diri pada saat
marah dan menahan dari akibat-akibat buruknya.

Contoh lainnya Rasulullah Saw. bersabda:

“Adalah engkau hamba Allah yang dibunuh dan jangan

menjadi hamba Allah yang membunuh ™.

Hadits ini secara zhahir menunjukkan dalam anjuran pada
seseorang untuk berposisi pada “yang dibunuh”. Tetapi, makna zhahir
hadits ini dipalingkan dan hakikat makna sebenarnya adalah melarang
seseorang untuk berbuat aniaya dan memulai perbuatan zhalim. Maka,
maksud hadits ini adalah larangan berbuat aniaya.***

d. Tercapainya syarat syar’i, ulama berselisih pendapat
menyangkut syarat ini. Misalnya, syarat sah shalat terikat
dengan Islam, bersuci, menutup aurat. Persoalan terkait dengan
bahasan ini adalah apakah adanya syarat syar’i menjadi Syarat
sahnya taklif atau tidak? Tidak ada perselisihan pendapat di
antara ulama mengenai tercapainya syarat syar’i bukan
merupakan syarat legalisasi taklif, sebab orang yang sedang
junub, sedang hadats tetap dikenakan taklif perintah dalam
mengerjakan shalat. Kemudian persoalan selanjutnya adalah
apakah orang kafir dikenakan khithab untuk melaksanakan
syariat Islam? Para ulama sepakat bahwa orang kafir dikenakan

1< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Iimu Ushiil al-Figh, h. 131.

Dr. Ainol Yaqgin, M.H.1 | 279



taklif dalam masalah iman, mu’amalah dan hud(d (hukuman-
hukuman), karena Rasulullah Saw. diutus pada seluruh umat
manusia. Karenanya, hukum syara’ mengikat terhadap akad-
akad yang mereka transaksikan, hak-hak yang berkaitan dengan
tanggungan dan harta mereka, hutang piutang, membayar
kaffarat, tanggungan hukum akibat perbuatan mereka. Akan
tetapi, yang diperselisinkan para ulama adalah apakah orang
kafir dikenakan taklif untuk melaksanakan hukum syara’ dalam
masalah ibadah seperti shalat, zakat, puasa dan sebagainya?
Jumhur ulama yang terdiri dari ‘Asy’ariyah, Mu’tazilah dan
Hanafiyah menyatakan bahwa tercapainya syarat syar’i bukan
merupakan syarat dalam taklif, dan tidak disyaratkan adanya syarat
taklif tercapai pada saat taklif. Dengan demikian, orang Kafir
dikenakan khithab/dituntut untuk mengerjakan ibadah, sekalipun tidak
terpenuhinya syarat syar’i.**> Adapun dalil yang dihadirkan mereka
adalah:
1. Ayat-ayat perintah yang bersifat umum, di antaranya adalah
firman Allah Swt. dalam surah al-Bagarah ayat 21:

155 1k 201 gl
“Hai manusia sembahlah Tuhanmu...”. (Q.S. al-Bagarah,
2:21)
Surah al-Bayyinah ayat 5, Allah Swt. berfirman:
a2 2os SU055 8 \Hi AN VAt Ut 00 4 el 58 ) 1l g
“Padahal  mereka tidak disuruh  kecuali  supaya
menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-
Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya
mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan
yvang demikian itulah agama yang lurus”. (Q.S. al-
Bayyinah, 98: 5)
Surah Ali ‘Imran ayat 97, Allah Swt. berfirman:

“2al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 211; al-Anshari,

Fawatih al-Rahamdat Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz 1, h. 102; Muhammad al-
Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 86.
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e b A L 2
“...mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap
Allah...”. (Q.S. Ali ‘Imran, 3: 97)
Sejumlah ayat di atas berbentuk umum yang menyeru pada
segenap manusia untuk menyembah Allah Swt. dan
melaksanakan syariat-Nya. Kata (Gl pada ayat tersebut
bersifat umum yang cakupan maknanya meliputi orang kafir.

2. Ayat-ayat yang berisi ancaman terhadap orang kafir yang tidak
mengerjakan hukum syara’, di antaranya adalah firman Allah
Swt. dalam surah al-Muddatsir ayat 42-44:

S 2ald 26 5 caliath 0 26 16 i 3 2L
"Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqgar
(neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak
termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami
tidak (pula) memberi makan orang miskin”. (Q.S. al-

Muddatsir, 74: 42-44)
Dalam surah Fushshilat ayat 6-7, Allah Swt berfirman:

HEq] ujfjﬁ'yu;.m US,WJJ’ 33
“Dan  kecelakaan besarlah bagi orang-orang Yyang
mempersekutukan-Nya, (yaitu) orang-orang yang tidak

menunaikan zakat...”. (Q.S. Fushshilat, 6-7)
Dalam surah al-Furgan ayat 68-69, Allah Swt. berfirman:
Gles o A maadl 333 03 4 Saelag GUT 5l S5 ey 255
“barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya
dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), (yakni) akan
dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia
akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina”. (Q.S.
al-Furgéan, 25: 68-69)
Avyat-ayat tersebut berisi cercaan terhadap orang-orang yang
tidak mengerjakan perbuatan yang dituntut syara’. Hal ini
menunjukkan  bahwa mereka dikhithab/dituntut  untuk
mengerjakan perbuatan yang disyariatkan.
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Dalil yang paling jelas yang menunjukkan orang kafir dikenakan
taklif hukum secara mutlak adalah firman Allah Swt. dalam surah an-
Nahl ayat 88:

i “

Oy 198G I G35 02 22035 I Lo 2 g 1
“Orang-orang yang kafir dan menghalangi (manusia) dari
jalan Allah, Kami tambahkan kepada mereka siksaan di
atas siksaan disebabkan mereka selalu berbuat
kerusakan”. (Q.S. an-Nahl, 16: 88)

Jumhur ulama Hanafiyah dan Abl Hamid al-Asfarainy (Ahli
ushul figh Syafi’iyah), berpendapat terpenuhinya syarat syar’i
merupakan syarat adanya taklif. Berarti, orang kafir tidak dituntut
untuk melakukan perbuatan yang disyariatkan. Argumentasi mereka
adalah apabila orang kafir dikenakan taklif mengerjakan ibadah maka
pelaksanaannya dinilai sah, karena kesahan adalah kesesuaian suatu
perkara dengan tuntutan syara’. Padahal, kekafiran merupakan
mdni /penghalang dan tidak mungkin melakukan hukum syara dengan
kepatuhan dalam keadaan kafir. Lebih lanjut mereka berargumentasi
bahwa jika orang kafir dikenakan taklif untuk mengerjakan hukum
syara’, maka mereka dituntut untuk mengqadha’ amal ibadah yang
mereka tinggalkan setelah mereka memeluk agama Islam. Hal ini
bertentangan dengan kesepakatan ulama, sebab mereka menyatakan
tidak ada kewajiban gadh&™ bagi orang kafir terhadap amalan yang
tidak dikerjakan pada waktu mereka belum beragama Islam.**

Sebagian ulama menyatakan orang kafir dikenakan taklif
berkenaan dengan hukum-hukum perbuatan yang dilarang, tidak
perbuatan yang diperintahkan. Alasan mereka adalah karena orang
kafir dimungkinkan dapat meninggalkan perbuatan yang dilarang.
Disamping itu, menurut mereka apabila orang kafir dituntut untuk
mengerjakan perbuatan yang diperintahkan maka mereka dituntut

“3al-Bannani, Hdsyiyah ‘ald Syarhi al-Jalal al-Mahalli, Juz 1, h. 212; al-Anshari,

Fawatih al-Rahamat Syarh Musallam al-Tsub(t, Juz I, h. 105.
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untuk melakukannya, tetapi hal itu tidak dibenarkan secara syara’,
karena ibadah yang dikerjakan orang kafir tersebut tidak sah.

Taflif terhadap perbuatan yang bermasyaqgah (kesukaran,
kesulitan, kepayahan)

Di antara syarat taklif adalah perbuatan itu dimampui untuk
dikerjakan atau ditinggalkan mukallaf. Dari syarat ini menyisakan
suatu persoalan yang berhubungan dengan masyaqqah, yaitu apakah
sah taklif terhadap perbuatan-perbuatan yang mengandung
masyaqgah? Dalam membedah masalah ini ulama ushul figh
mengklasifikasi masyaqgah dalam dua macam, yaitu masyakkad
mu taddah dan masyakkad ghair mu ‘taddah.**

1. Masyakkad Mu taddah (3223 $:4Y) adalah kesukaran yang bisa

dilakukan oleh manusia tanpa menimbulkan kemudharatan
baginya. Kesulitan semacam ini tidak dihilangkan oleh Syari’
dari manusia dan pentaklifan bisa terjadi, karena setiap
perbuatan kehidupan tidak terbebas dari kesulitan itu. Sebab
pengertian taklif adalah tuntutan yang mengandung &S

(kesukaran, kesulitan) dan i::  (kesukaran, kesulitan).

Kesukaran, kesulitan, kepayahan dalam perbuatan yang
disyariatkan bukan tujuan dari syara’, tetapi tujuan dari syara’
adalah mashlahah yang terkandung dalam perbuatan itu.
Misalnya, kelelahan dalam mengerjakan shalat itu bukanlah
tujuan, tetapi tujuan dari shalat disyariatkan adalah pembersihan
jiwa, kepatuhan pada Allah Swt. dan cara dalam mencegah diri
dari perbuatan keji dan munkar; rasa lapar dan dahaga dalam
ibadah puasa itu bukan tujuan syara’, tetapi tujuan puasa
disyariatkan adalah pembersihan jiwa, penumbuhan rasa kasih
sayang dan kepedulian. Masyaqgah dalam kategori seperti ini
biasa terjadi dalam hukum-hukum syara’.

““Wahbah az-Zuhail, Ushil al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 143; Wahbah az-Zuhaili, al-
Wajiz fi Ushdl al-Figh, h. 150; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘limu Ushdl al-Figh, h.
132.
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2. Masyakkad ghair Mu'taddah (s34 3% 4::45) adalah kesulitan

yang biasanya tidak mampu dilakukan oleh manusia, sebab bisa
memudharatkan jiwa, merusak system kehidupan manusia, dan
pada biasanya bisa menelantarkan perbuatan yang bermanfaat.
Kesulitan semacam ini secara logika tidak menjadi penghalang
dalam berlakunya taklif, meskipun dalam tatanan riil tidak
pernah terjadi, karena Allah Swt. dalam mensyariatkan hukum
tidak bertujuan untuk menyulitkan dan menyusahkan hamba-
hambaNya. Karena itu, Allah Swt. tidak mentaklif manusia
untuk berpuasa wishal (siang dan malam secara berkelanjutan)
dan secara tekun terus menerus melakukan shalat malam.
Adapun dalil-dalil yang menopang pendapat mereka adalah**:

a. Nash-nash al-Qur’an yang menerangkan tentang dihilangkan
kesempitan dan kesukaran, di antaranya adalah surah al-Bagarah
ayat 185, Allah Swt. berfirman:

PR TR RCR FEERU W
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak

menghendaki kesukaran bagimu...”. (Q.S. al-Bagarah, 2: 185)
Surah al-Hajj ayat 78, Allah Swt. berfirman:

T e ol 3§ s
“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama
suatu kesempitan”. (Q.S. al-Hajj, 22: 78)
Surah an-Nisa" ayat 28, Allah Swt. berfirman:
s Sledyl Gls 28 Gl Ol 4y
“Allah  hendak memberikan keringanan kepadamu, dan
manusia dijadikan bersifat lemah...”. (Q.S. an-Nisa’, 3: 28)
b. Sejumlah hadits Nabi Saw. menerangkan bahwa hukum Islam

berisi kemudahan, tidak memberatkan bagi manusia, di
antaranya adalah hadits Nabi Saw.

“5<Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h. 132; Wahbah az-Zuhailf,
Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 144; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh,
h. 151.
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“Saya diutus dengan membawa agama yang lurus dan
toleran”. (HR. Ahmad)
Rasulullah Saw. bersabda:

A u el e ol g el Jo e 2w
“Tidaklah Nabi Saw. memilih di antara dua perkara
melainkan yang paling mudah selama bukan perbuatan
dosa”. (HR. al-Bukhari, al-Tirmidzi)

Rasulullah Saw. bersabda:
e Y\ NEUEIA RSSO TR I 5

“Sesungguhnya agama ini adalah kemudahan dan tidak ada
seorang pun yang memberatkan agama melainkan ia mesti
terkalahkan”. (HR. al-Bukhari dan an-Nasa'7)

Rasulullah Saw. juga bersabda:

Sohd G JUsl g 12 28 G g
“Hai manusia, ambillah olehmu perbuatan-perbuatan yang
mampu engkau lakukan”. (HR. al-Bukhari, Muslim, Malik,
Ab( Daud, al-Tirmidzi, an-Nasa'1)
Dalam hadits lain, Nabi Saw. bersabda:

Ao el 5 e o

“Bukan  termasuk  perbuatan  baik  berpuasa  dalam
perjalanan”. (HR. Ahmad, al-Baihaqi, Ab( Daud)

c. Hukum ruskshah secara pasti menunjukkan syariat Islam
menghilangkan kesempitan dan kesukaran bagi manusia, seperti
rukhshah menggashar shalat, kebolehan tidak berpuasa bagi
musafir, kebolehan mengkonsumsi makanan haram dalam
kondisi dharurat. Terkait dengan hal ini, Rasulullah Saw.
bersabda:

“y
P
LG W
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“Sesungguhnya Allah menyukai hukum-hukum rukhshahnya
dikerjakan, sebagaimana ia menyukai hukum-hukum
‘azimahnya dilaksanakan. (HR. Ahmad dan al-Baihaqp)

d. Kesepakan para ulama menyimpulkan bahwa syariat Islam tidak
memberatkan, menyulitkan bagi manusia dalam
mengerjakannya. Justru memuat kemudahan, keringanan dan
sangat dimampui untuk dikerjakan.

C. Macam-macam mahkiim fih
Ulama ushul figh Hanafiyah membagi mahkiim fih pada empat
macam, yaitu**®:
1. Hak Allah murni (di & 2af= 32), yaitu setiap yang berhubungan

dengan manfaat umum bagi manusia, tidak tertentu dengan
seorang pun. Hak seperti ini disyariatkan untuk kemashlahatan
umum bagi segenap manusia. Hak ini tidak boleh dianggap
enteng dan diremehkan dalam melakukannya. Dalam penilaian
ulama ushul figh hak yang termasuk dalam bagian ini ada delapan
macam, yaitu:

a. ‘Ibadah mahdhah (murni), seperti iman dan rukun Islam yang
lima, karena tujuan ibadah adalah menegakkan agama dan hal
ini bersifat dharuri demi menjaga sistem masyarakat. Dan
tujuan setiap ibadah adalah untuk kemashlahatan umum bukan
kemashlahatan personal semata.

b. Ibadah yang mengandung makna ma unah (53), yaitu

pajak/santunan yang dikeluarkan guna membersihkan jiwa atau
harta, seperti zakat fitrah, karena ia di satu sisi merupakan suatu
ibadah dengan memberikan harta pada fakir miskin, tetapi di sisi
lain ia mengandung makna santunan bagi jiwa sebagai bentuk
syukur atas perlindunganNya. Sebab itu, kewajiban zakat fitrah
berlaku bagi setiap manusia, bukan hanya bagi dirinya sendiri,

“6<Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushil al-Figh, h. 211; Wahbah az-Zuhailf,
Ushdl al-Figh al-1slamf, Juz I, h. 154; Wahbah az-Zuhaili, al-Wajiz fi Ushdl al-Figh,
h. 151; al-Khabbaz1, al-Mughni fi Ushdl al-Figh, h. 335.
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tetapi juga bagi orang yang berada dalam penguasaannya,
seperti anak kecil dan keluarga.

c. Biaya tanggungan yang mengandung makna ibadah, seperti
zakat sebanyak sepersepuluh atau separuh dari hasil tanaman
atau tumbuhan yang dikeluarkan bumi. Tujuan pengeluaran
zakat di sini adalah untuk kemashlahatan umum agar tanah tetap
langgeng di tangan pemiliknya dan terus menerus tumbuh
berkembang.

d. Biaya tanggungan yang mengandung makna hukuman, seperti
kharaj (pajak), di satu sisi dianggap “biaya tanggungan” atas
langgengnya tanah di tangan pemiliknya, terlindungi dari
kelaliman, dan di sisi lain dianggap hukuman karena tidak ikut
jihad.

e. Hukuman sempurna, seperti hukuman zina, hukuman pencurian,
hukuman makar, hukuman perampokan dan segala hukuman
tindak pidana. Hukuman-hukuman ini disyariatkan untuk
kemashlahatan umum.

f. Hukuman yang tidak sempurna, seperti terhalangnya seseorang
mendapatkan hak waris karena membunuh muwarristnya.

g. Hukuman yang mengandung makna ibadah, yaitu hak-hak yang
berkisar antara ibadah dan hukuman, seperti kaffarat sumpah,
kaffarat zhihar, kaffarat pembunuhan tidak sengaja, kaffarat
orang yang tidak puasa ramadhan dengan sengaja.

h. Hak yang tegak dengan sendirinya, seperti kewajiban
mengeluarkan  seperlima harta rampasan perang, hasil
pertambangan dan harta terpendam.

2. Hak hamba (sLJ' G3i#)yang berkaitan dengan kemashlahatan

personal, seperti ganti rugi harta yang dirusak, hak kepemilikan
barang, hak syuf’ah dan hak-hak yang terkait dengan hartanya
sendiri. Hukum hak semacam ini dibolehkan bagi pemiliknya
untuk digugurkan atau diambil secara penuh.

3. Hak Allah Swt. dan hak hamba berkumpul didalamnya, tetapi hak
Allah Swt. lebih dominan( <jt & 5= 5 o&b o sy L), seperti
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hukuman/had gadzaf (menuduh orang lain berbuat zina). Dilihat
dar segi mashlalah umum, yakni melindungi kehormatan manusia
dari perbuatan hina, hak ini tergolong hak Allah Swt., dipandang
dari segi menghilangkan malu dari orang yang dituduh, dan
mengembalikan kehormatannya, hak ini tergolong hak personal.
Tetapi, hak Allah Swt. lebih dominan dalam ranah ini, maka
hukuman gadzaf tidak dapat digugurkan lantaran pemaafaan dari
yang dituduh dan pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah.
Berpunggungan pandangan dengan pendapat ini, imam Syafi’i
menyatakan hak hamba lebih dominan dalam hukuman gadzaf.

4. Hak Allah Swt. dan hak hamba berkumpul didalamnya, tetapi hak
hamba lebih dominan( <t . = 5 o&b oz G ), seperti
hukuman qishash. Ditelisik dari segi mashlahah umum yang
terkandung didalamnya, yakni pemeliharaan keamaan dan
meminimalisir tindak pidana pembunuhan, hak ini merupakan hak
Allah Swt., dan jika disorot dari mewujudkan kemashlahatan
pihak ahli waris yang dibunuh, yakni kelapangan hati para ahli
waris, padamnya api dendam terhadap orang yang membunuh,
hak ini termasuk hak hamba. Akan tetapi segi hak hamba dalam
masalah ini lebih dominan, karena hal ini dibolehkan ahli waris
menggugurkan hukuman gishash atau meminta tebusan harta
sebagai gantinya, dan hukuman gishash tidak bisa dilaksanakan
melainkan ada tuntutan dari ahli waris pihak yang terbunuh.

MAHKUM ‘ALAIH
A. Definisi mahkiim ‘alaih

Ulama ushul figh mendefinisikan mahkiim ‘alaih sebagai
berikut ini:
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Mahkim ‘alaih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai
khithab Allah Swt. Mahkim ‘alaih dinamakan mukallaf (subyek
hukum).*’

B. Syarat-syarat sahnya taklif terhadap mukallaf
Orang mukallaf bisa secara penuh dikenakan taklif apabila
memenuhi dua syarat, yaitu**®:

1. Mukallaf telah mampu memahami dalil taklif, yang terkandung
dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, baik melalui kompetensi diri
sendiri maupun orang lain, karena seseorang yang belum
mampu memahami dalil taklif tidak mungkin melakukan suatu
pekerjaan yang ditaklifkan terhadapnya dengan kepatuhan.
Kemampuan untuk memahami dalil taklif tersebut hanya bisa
dicapai melalui akal dan nash-nash yang berisi hukum taklif bisa
dipahami oleh akal, karena akallah yang bisa mengetahui dan
memahaminya. Berhubung akal merupakan sesuatu yang
abstrak, tidak diketahui indera zh&hir, maka Syari’ menentukan
tolok ukur taklif dengan sesuatu yang jelas bisa terukur, yaitu
balighnya seseorang. Oleh karenanya, seseorang yang telah
berusia baligh dan tidak terdapat cacat pada potensi akalnya
maka ia disebut mukallaf.

Konsekwensi dari syarat ini, maka orang gila, anak kecil tidak
dikenai taklif karena tidak ada kemampuan dalam memahami khithab
Syari’. Demikian halnya tidak dikenakan taklif; orang lupa, orang

< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zlmu Ushil al-Figh, h. 134; Wahbah az-Zuhaili,
Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, 159.

“8al-Anshari, Fawatih al-Rahamdt Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz 1, h. 114; al-
Husain lbn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-Mahshdl T limi al-Ushdl, Juz I, h. 244;
Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 88; al-Amidi, al-lhkam fi Ushdl al-
Ahkam, Juz I, h. 201; al-Syaukani, Irsydd al-Fuhiil ild Tahqiq al-Hagq..., Juz 1, h. 92;
al-Badakhsyi, Syarh al-Badakhsyi, Juz I, h. 136; Ahmad al-Babarti al-Hanafi, al-
Ruddd wa al-Nuqdd Syarh Mukhtashar Ibn Hajib, Juz I, 447; al-Ashfahani, Bayén
al-Mukhtashar Syarh Mukhtashar Ibn al-H&jib, Juz 1, h. 435; al-Thafi, Syarh
Mukhtashar al-Raudhah, Juz I, h. 180; al-Husain Ibn Rasyiq al-Maliki, Lubab al-
Mahshdl fi limi al-Ushdl, Juz I, h. 244; al-Amidi, Muntaha al-Sal fi [Imi al-Ushdl, h.
42,
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tidur, orang mADblk karena mereka tidak ada kemampuan dalam
memahami dalil taklif. Oleh karena itu, Rasulullah Saw. bersabda:

U5 B ol e 1l B o e B B o 2 56 2 100D
“Diangkat taklif hukum dari tiga jenis orang, yaitu orang tidur
sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh dan orang gila
sampai ia berakal”. (HR. Ahmad Ibn Hanbal, Abl Daud dan
al-Hakim).

Dalam hadits lainnya, Rasulullah Saw. bersabda:

L85 05 56 s 18) Telaatll Td 501 S 22 50 20

“Siapa yang tidur meninggalkan shalat atau lupa maka

kerjakanlah shalat setelah ia ingat karena itu adalah

waktunya”.

Adapun kewajiban bagi anak kecil dan orang gila dalam
mengeluarkan zakat fitrah, nafkah diri dan ganti rugi (dhaman)
terhadap harta orang lain yang rusak atau hilang akibat ulah
perbuatannya, hal ini bukan merupakan taklif atas mereka. Tetapi,
kewajiban itu terkait dengan harta atau tanggungannya, dan yang
melaksanakan kewajiban itu adalah walinya, dengan mengeluarkan
zakat dari harta mereka, menafkahkan untuk diri mereka atau
membayarkan ganti rugi akibat ulah mereka.**°

Terkait dengan syarat ini, muncul suatu persoalan menyangkut
sebagian manusia yang tidak memahami bahasa arab, bagaimana
mereka dapat dikhithdb dengan bahasa yang tidak dipahaminya?
Dalam menyelesaikan masalah ini para ulama ushul figh menyatakan
bahwa syarat taklif bisa dikenakan pada orang non arab melalui dua
hal, yaitu mereka mempelajari bahasa arab atau mengajarkan syariat
Islam pada mereka dengan bahasa keseharian mereka.

Mereka yang tidak mengerti bahasa arab dan tidak mampu
memahami dalil-dalil syara’ yang terkandung dalam al-Qur’an dan as-
Sunnah, seperti penduduk Indonesia, Malaysia, Brunai Darussalam,
Singapura, India dan sebagainya, tidak boleh secara syara’ dikenai

44931-Amidi, al-1hkam fi Ush(l al-Ahkam, Juz I, h. 202.
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taklif hukum. Karena itu, ulama ushul figh menyatakan umat Islam

harus mempelajari bahasa arab sehingga mampu memahami nash-

nash syara’, atau mempelajari dari terjemahan yang berisi bahasan
hukum syara’ atau terdapat sejumlah orang yang mempelajari bahasa
arab lalu mengkaji hukum-hukum syara’ kemudian menyebarkannya

di berbagai daerah. Cara yang terkahir inilah merupakan metode yang

Jitu sejalan dengan apa yang dipraktekkan Rasulullah Saw. dan para
sahabatnya.*® Alasan kesulitan dalam mempelajari bahasa al-

Qur’an/bahasa arab dapat dipecahkan dengan dua langkah, yaitu: 1.

menerjemahkan hukum-hukum syara’ ke dalam beberapa bahasa dan

2. adanya sekelompok orang yang mendalami agama Islam secara

matang kemudian mereka berdakwah ke beberapa daerah. Kegiatan

semacam ini termasuk fardhu kifayah, sebagaimana ditegaskan dalam
al-Qur’an surah Ali ‘Imran ayat 104, Allah Swt berfirman:

Sal 4 eudily il e B3l Syl oyes ) 0,0 BT 1 18
“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang
menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rGf dan
mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang
beruntung”. (Q.S. Ali ‘Imran, 3: 104)

2. Mukallaf harus “ahliyyah (cakap bertindak) atas taklif hukum
terhadapnya. “Ahliyyah (£4Y) secara etimologi berarti

kepantasan atau cakap dalam bertindak. "Ahliyyah terealisasi
dengan akal dan pemahaman. Akal adalah barometer seseorang
dalam memahami nash-nash syara’. Imam al-Amidi mengatakan
syarat mukallaf (subyek hukum) adalah berakal dan paham
terhadap dalil taklif, karena khithab (tuntutan mengerjakan atau
meninggalkan suatu perbuatan) terhadap seseorang yang tidak
berakal dan minim pemahaman itu sesuatu yang utopis, seperti
benda mati dan binatang.

*O\uhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh, h. 90.
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C. "Ahliyyah dan pembagiannya

"Ahliyyah secara terminologi didefinisikan oleh ulama ushul
figh sebagai sifat kecakapan seseorang atas menerima hak-hak syara’
baginya dan memikul kewajiban tanggung jawab. "Ahliyyah adalah
amanah yang diberikan Allah Swt. kepada manusia.**

Ulama ushul figh Hanafiyah membagi “ahliyyah pada dua

macam, yaitu**?:

1. "Ahliyyah al-wujib (-3#3/ &&7) adalah sifat kecapakan manusia
untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan kewajiban-
kewajiban yang wajib atasnya. Barometer yang digunakan
dalam menentukan “ahliyyah al-wujdb adalah hidupnya
seseorang, yang diistilahkan oleh ulama figh dengan al-dzimmah

(21, yaitu sifat fithrah manusia yang menjadikannya memiliki

kecapakan atas hak-hak baginya dan kewajiban-kewajiban bagi
orang lain.

“Ahliyyah al-wujlb ini melekat pada setiap manusia tanpa
memandang jenis kelamin dan batas usia, baik laki-laki, perempuan,
janin, anak kecil, anak sudah tamyiz, baligh, cerdas, dungu, orang
berakal, orang gila, orang sehat, orang sakit, karena hal ini didasarkan
atas sifat kemanusiaan seseorang sejak dilahirkan dan hidup di dunia
ini hingga menghembuskan nafas terakhir. Sifat ini hanya terlepas dari
seseorang apabila jantungnya sudah tidak berdetak lagi.

Ulama ushul figh membagi “ahliyyah al-wujdb pada dua
keadaan, yaitu**>;

a. “Ahliyyah al-wujdb al-nagishah (sti _3240 47) adalah hak-hak
yang berhak diterima janin yang masih berada dalam kandungan
ibunya, tetapi ia tidak wajib menanggung kewajiban-kewajiban
terhadap orang lain. Janin yang masih berada dalam kandungan

*131-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz IV, h. 335.

#52al-Khabbazi, al-Mughni fi Ushiil al-Figh, h. 362; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘7lmu
Ushdl al-Figh, h. 135; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 164.
“53al-Khabbazi, al-Mughni fi Ushdl al-Figh, h. 365; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf,
‘llmu Ushul al-Figh, h. 136; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, h.
166.
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ibunya berhak mendapatkan hak-haknya jika ia lahir ke dunia
dengan selamat dikarenakan hak-hak janin diperoleh tidak
membutuhkan penerimaan darinya, seperti janin berhak menerima
harta waris, wasiat dan wakaf. Akan tetapi, hak-hak yang
membutuhkan penerimaan dari salah satu pihak tidak bisa
berdampak hukum pada janin, seperti jual beli, hibah dan segala
bentuk transaksi. Sebab “ahliyah al-wujab bagi janin dianggap al-
nagishah karena dua sudut pandang; ia masih merupakan bagian
dari ibunya dari satu segi dan ia dianggap jiwa yang mandiri dari
segi yang lain. Berdasarkan sudut pandang pertama membuat
janin tidak memiliki dzimmah/hak sempurna yang pantas dalam
mendapatkan seluruh hak dan ditimpakan kewajiban-kewajiban.
Sementara berlandaskan sudut pandang kedua menjadikan janin
memiliki dzimmah yang kurang sempurna yang hanya berhak
memperoleh hak-haknya semata. Dalam kaitan ini ulama figh
menyatakan janin berhak mendapatkan hak-haknya dengan syarat
ia lahir dalam keadaan hidup, jika terlahir dalam kondisi mati
maka barang yang diwasiatkan padanya tidak bisa menjadi milik
para ahli warisnya, dan bagian harta warisnya dibagi-bagi pada
ahli waris.** Sebagian ulama figh memberi contoh “ahliyyah al-
wujdb al-nagishah dalam kasus orang mati yang berpiutang.
Menurut mereka tanggungjawab pembayaran hutangnya masih
tetap berada padanya, tetapi pandangan ini tidak punya dasar.
Sebab, kewajiban membayarkan hutangnya menjadi tanggungan
ahli waris yang diambilkan dari tirkahnya (harta warisan).*>®

. "Ahliyyah al-wujtb al-kdmilah (L& 3241 4%7) adalah kecakapan
menerima hak bagi manusia sejak dilahirkan ke dunia tanpa
terpisah dalam semua periode kehidupannya (waktu janin, anak
kecil, tamyiz dan ‘aqil baligh), tidak seorang pun yang kosong
dari “ahliyyah al-wujab, tetapi anak kecil yang belum berusia

***Muhammad al-Khudhari Bek, Ushiil Figh, h. 91; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-
Figh al-1slami, Juz I, h. 166.

“*Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islami, Juz I, h. 166; ‘Abdu al-Wahhab
Khallaf, ‘7lmu Ushil al-Figh, h.136.
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tujuh tahun tidak memiliki “ahliyyah al-wujdb al-kémilah.
Dikarenakan anak kecil yang berusia di bawah tujuh tahun tidak
menyandang status "ahliyyah al-wujib al-kdmilah maka hak-hak
dan tanggungjawab kewajiban-kewajibannya dilimpahkan kepada
walinya untuk melaksanakan dalam memenuhinya, seperti
nafakah diri, zakat harta dan zakat fitrah. Demikian halnya, anak
kecil belum berstatus “ahliyyah al-'ada’ secara mutlak karena
akalnya masih kurang sempurna. Sebab itu, apabila ia dikenai
khithdb kewajiban yang bersifat materi maka khithab itu
ditujukan kepada wali atau orang yang menerima wasiat, seperti
mengeluarkan zakat harta darinya, ganti rugi barang orang lain
yang rusak akibat perbuatannya dan hukuman-hukuman tindak
pidana yang diperbuatnya.

2. “Ahliyyah al-"ada” (s34 &) adalah sifat kecapakan manusia

atas setiap perkataan dan perbuatan yang dikerjakan untuk
dipertanggungjawabkan.  Barometer  dalam  menetapkan
seseorang sudah melekat pada dirinya “ahliyyah al-"ada” adalah
tamyiz. Berdasarkan “ahliyyah al-"ad&’, apabila ia mengerjakan
shalat, melaksanakan puasa, mengeluarkan zakat dan
mengerjakan setiap kewajiban maka ia telah dinilai memenuhi
kewajiban dan gugurlah tuntutan khithab padanya. Demikian
pula setiap tindak pidana yang ia lakukan sudah harus
dipertanggungjawabkan, apabila melakukan kejahatan pada
seseorang atau harta orang lain, maka ia dikenai hukuman dalam
bentuk hukuman badan maupun harta.

Para ulama ushul figh membagi "ahliyyah al-"ada” pada tiga

keadaan yaitu*®:

1. ‘Adimu al-"Ahliyyah al-"ada” “ashlan (Su-i o550 €137 2.¢) yaitu anak
kecil sebelum usia tamyiz dan orang gila. Berdasar barometer
“ahliyyah al-"ada" adalah tamyiz, sementara anak kecil dan orang
gila belum atau tidak berakal secara sempurna maka mereka tidak

“%al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz IV, h. 350; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Zimu
Ushdl al-Figh, h. 137; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-Figh al-Islamf, Juz I, h. 166.
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menyandang status “ahliyyah al-‘add’. Karena itu, setiap
perkataan dan perbuatan yang dikerjakan mereka tidak
menimbulkan akibat hukum (zs;% 5). Implikasinya adalah seluruh

transaksi dan tindakan yang anak kecil maupun orang gila
kerjakan adalah batal. Apabila mereka melakukan tindak
kriminal/pidana terhadap jiwa maupun harta milik orang lain,
maka ia dikenai hukuman yang bersifat materi bukan berbentuk
hukuman fisik. Apabila anak kecil atau orang gila membunuh
atau merusak harta seseorang maka ia dikenai hukuman
membayar diyat atau mengganti barang yang dirusak, tetapi ia
tidak dikenakan hukuman gishash.

2. "Ahliyyah al-"ada” al-nagishah (i o591 £47) adalah kecakapan
menerima hak bagi seorang anak dalam waktu usia tamyiz sampai
baligh. Termasuk kategori "ahliyyah al-'ada” al-nagishah adalah
orang dungu/kurang waras akalnya yang kedunguanya tidak
sampai merusak atau menghilangkan fungsi pikiran.

Para ulama ushul figh dalam keadaan ini membedakan antara
hak Allah Swt. dan hak hamba. Ulama ushul figh menyatakan hak-hak
Allah Swt. sah atau boleh terikat dengan anak kecil yang mumayyiz,
seperti iman, kufur, shalat, puasa dan haji. Tetapi, ia tidak dikenakan
kewajiban mengerjakan berbagai ibadah mahdhah, melainkan dalam
rangka untuk mendidik dan melatihnya.*’ Sedangkan terdapat
perselisihan pendapat mengenai hak-hak hamba bagi seseorang yang
berstatus “ahliyyah al-'add™ al-nagishah. Ulama Syafi’iyah
berpendapat transaksi dan tindakan yang dilakukan anak kecil
dianggap batal. Sementara ulama Hanafiyah menyatakan bahwa
perbuatan anak kecil yang berkenaan dengan sesuatu yang bersifat
harta terbagi pada tiga macam, yaitu*®®:

a. Perbuatan atau transaksi yang mengandung manfaat ( it &

=2 LE), yaitu transaksi yang menyebabkan penerimaan hak

#7a]-Khabbazi, al-Mughnf fi Ushl al-Figh, h. 12.
**8\Muhammad al-Khudhari Bek, Ushiil Figh, h. 93; Wahbah az-Zuhaili, Ushdl al-
Figh al-1slamf, Juz I, h. 167; ‘Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘//mu Ushiil al-Figh, h. 138.
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milik tanpa imbalan, seperti seorang anak kecil menerima
hibah atau shadagah, ia juga berhak menerima upah/honor atas
pekerjaan yang dilakukan dan ia dibolehkan menerima
perwakilan dari orang lain tanpa terikat dengan
pertanggungjawaban. Perbuatan-perbuatan semacam ini boleh
dikerjakan oleh anak kecil tanpa terlebih dahulu minta idzin
pada walinya.

b. Perbuatan atau transaksi yang mengandung mudharat ( &G

Wi 17 $ls), yaitu transaksi yang menyebabkan keluarnya hak

milik tanpa imbalan, seperti seorang anak kecil mentalak
istrinya, memerdekakan budak, bershadagah, menghibahkan,
atau mewakahkan hartanya. Transaksi seperti ini tidak sah
dilakukan anak kecil sekalipun telah mendapat izin dari
walinya.

c. Perbuatan atau transaksi yang mengandung manfaat dan
mudharat (= 3 c‘*“ G o L), yaitu transaksi yang
mengandung kemungkinan untung dan rugi, seperti jual beli,
sewa, nikah dan sebagainya. Anak Kkecil dianggap sah
melakukan transaksi semacam itu apabila mendapatkan izin
dari walinya karena pada dasarnya "ahliyyah al-'ada” berada
dalam kekuasaan wali.

3. “Ahliyyah al-"ada’ al-kamilah (AL o591 %) adalah kepantasan

menerima hak bagi anak kecil yang telah sampai usia baligh dan
berakal. Pada dasarnya barometer dalam menentukan seseorang
telah berstatus "ahliyyah al-"adad™ al-kdmilah adalah akal yang
sempurna. Akal adalah sesuatu yang abtrak tidak bisa dijadikan
patokan dalam taklif hukum. Karena itu, syara’ menjadikan
tolok ukur “ahliyyah al-"ada” al-kédmilah pada sifat yang jelas
bisa diukur dan tidak terjadi perbedaan yang mencolok antara
seseorang dengan yang lainnya, yakni usia baligh. Dengan
demikian, seseorang yang telah berusia baligh maka ia memiliki
status "ahliyyah al-"add” al-kédmilah, selama tidak terdapat
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ganggungan dari ‘awdridh al-"ahliyyah (£531 /»,:¢). Dalam usia
baligh seseorang telah memiliki kecakapan bertindak terhadap
hukum-hukum syara’, ia ditaklif untuk mengerjakan kewajiban-
kewajiban dan mendapatkan dosa apabila ditinggalkan.
Disamping itu, seluruh transaksi yang ia lakukan dihukumi sah
dan menimbulkan akibat hukum serta segala tindak kriminal
yang dilakukan bisa dikenakan hukuman.

D. Rintangan "Ahliyyah (£&31 /2 52)

Telah dipaparkan di atas, setiap manusia yang telah sampai
usia baligh dan berakal menyandang status “ahliyyah al-'ada™ al-
kamilah. Tetapi, status “ahliyyah ini bisa hilang, berkurang atau
berubah sebagian hukum-hukumnya dikarenakan terdapat rintangan di
antara ‘awdridh ‘ahliyyah. Sebelum membahas berbagai ‘awaridh,
maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertiannya.

‘Awaridh adalah sesuatu yang menimpa manusia yang bisa
menghilangkan, mengurangi atau mengubah sebagian hukum-hukum
“ahliyyah.

Para ulama ushul figh membagi ‘awdridh “ahliyyah pada dua
bentuk, yaitu*®®:

a. Rintangan samawiyyah (¥, '>,5¢) adalah rintangan-rintangan

yang terjadi pada seseorang tanpa sebab keterlibatan upaya
darinya. Seperti gila, anak kecil, dungu, lupa, tidur, ayan,
perbudakan, sakit, haid, nifas dan kematian.

b. Rintangan muktasabah (-2 »52) adalah rintangan-rintangan

yang ada sangkut pautnya dengan usaha seseorang. Seperti

bodoh, mAbuUk, kelakar, boros, bepergian, kekeliruan, dan

terpaksa.

Kedua ‘awaridh di atas punya dampak terhadap status
“ahliyyah (kecapakan bertindak atas taklif hukum) yang disandang

*%al-Bukhari, Kasyfu al-Asrar, Juz IV, h. 370; al-Anshari, Fawatih al-Rahamiit
Syarh Musallam al-Tsubdt, Juz I, h. 128; Muhammad al-Khudhari Bek, Ushdl Figh,
h. 94; al-Khabbézi, al-Mughnt fi Ushdl al-Figh, h. 369.
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seseorang, bisa saja menghilangkan “ahliyyah al-"ada” secara total,
mengurangi atau mengubahnya. Sebab itu, ulama ushul figh
mengklasifikasi ‘awdridh al-"ahliyyah ditelisik dari seri pengaruhnya
atas status “ahliyyah al-'ada" seseorang, pada tiga macam, yaitu*®:

1. Rintangan yang bisa berdampak dalam menghilangkan secara
total status “ahliyyah al-"ad&’, seperti gila, tidur dan pingsan.
Perbuatan-perbuatan orang seperti itu tidak menyebabkan akibat
hukum sama sekali, sehingga semua tindakan hukum mereka
tidak memiliki efek hukum apa pun. Status "ahliyyah al-wujdb
yang terdapat pada orang gila berkenaan dengan kewajiban-
kewajiban yang bersifat materi beralih dalam pengampuan
walinya. Sedangkan status “ahliyyah al-wujdb yang disandang
orang tidur dan orang pingsan terkait dengan kewajiban-
kewajiban yang bersifat fisik maupun materi kembali lagi pada
mereka setelah sadar atau sembuh.

2. Rintangan yang bisa mengurangi status “ahliyyah al-"ada’,
seperti orang dungu. Tindakan hukum atau transaksi yang
mengandung manfaat bagi dirinya dihukumi sah, sementara
tindakan hukum atau transaksi yang memudharatkan diri
dinyatakan batal. Hukum orang dungu sama persis dengan
hukum yang berlaku bagi anak mumayyiz.

3. Rintangan yang bisa mengubah sebagian tindakan hukum
seseorang karena suatu pertimbangan mashlahah, seperti pailit,
orang yang lalai dan orang yang punya hutang. Status “ahliyyah
al-'add™ sebenarnya tetap melekat pada mereka, tetapi dalam
kondisi seperti ini dicegah secara syara’ melakukan tindakan
hukum terhadap harta miliknya demi memelihara dari kesia-
siaan dan hak-hak orang yang berpiutang/pemberi hutang. Sebab
itu, transaksi yang mereka lakukan terkait dengan hartanya
dihukumi tidak sah.

#%0< Abdu al-Wahhab Khallaf, ‘Iimu Ushiil al-Figh, h. 139.
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